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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
Transliterasi adalah pengalihhurufan dari abjad yang satu ke abjad lainnya.
Yang dimaksud dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini adalah
penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya.
Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan
dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun,
dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, tim penyusun pedoman ini
mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang merupakan hasil keputusan
bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I.,
masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Tim penyusun
hanya mengadakan sedikit adaptasi terhadap transliterasi artikel atau kata sandang
dalam sistem tulisan Arab yang dilambangkan dengan huruf  لا (alif lam ma‘arifah).
Dalam pedoman ini, al- ditransliterasi dengan cara yang sama, baik ia diikuti oleh
alif lam Syamsiyah maupun Qamariyah.
Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas sebagai
acuan dalam pedoman ini, mahasiswa yang menulis karya tulis ilmiah di lingkungan
UIN Alauddin Makassar diharuskan untuk mengikuti pedoman transliterasi Arab-
Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi memang diperlukan dalam karya
tulis mereka. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang pedoman tersebut.
1. Konsonan
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat
dilihat pada halaman berikut:
1. Konsonan
Huruf-huruf bahasa Arab ditranslitrasi ke dalam huruf latin sebagai berikut :
ا : A
ب : B ط : T{
ت : T ظ : Z{
 ٍ◌ ث : S| ع : ‘
ج : J غ : G
ح : H{ ف : F
خ : KH ق : Q
د : D ك : K
xذ : Z| ل : L
ر : R م : M
ز : Z ن : N
س : S ه : H
ش : SY و : W
ص : S{ ي : Y
ض : D{
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda
apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).
2. Vokal
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal
atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat,
transliterasinya sebagai berikut:
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:
Contoh:
 َﻒـْﯿـَﻛ : kaifa
 َل ْﻮَـھ : haula
3. Maddah
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,
Nama Huruf Latin NamaTanda
fath}ah a a َا
kasrah i i ِا
d}ammah u u ُا
Nama Huruf Latin NamaTanda
fath}ah dan ya ai a dan i َْﻰـ
fath}ah dan wau au a dan u َْﻮـ
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transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:
Contoh:
 َت َﺎـﻣ : ma>ta
ﻰـَﻣَر : rama>
 َﻞـْﯿِـﻗ : qi>la
 ُت ُْﻮـﻤَـﯾ : yamu>tu
4. Ta marbu>t}ah
Transliterasi untuk ta marbu>t}ah ada dua, yaitu: ta marbu>t}ah yang hidup
atau mendapat harkat fath}ah, kasrah, dan d}ammah, transliterasinya adalah [t].
Sedangkan ta marbu>t}ah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya
adalah [h].
Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbu>t}ah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta
marbu>t}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h).
Contoh:
 ِلَﺎﻔْط ﻷا ُ ﺔـَﺿْوَر : raud}ah al-at}fa>l
 ُ َﺔﻠــِﺿَﺎـﻔـَْﻟا ُ ﺔَـﻨـْﯾِﺪـَﻤـَْﻟا : al-madi>nah al-fa>d}ilah
 ُ ﺔــَﻤـْﻜـِْﺤـَﻟا : al-h}ikmah
5. Syaddah (Tasydi>d)
Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan
sebuah tanda tasydi>d (  ّ◌ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan
huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.
Contoh:
 َﺎﻨَـّـﺑَر : rabbana>
 َﺎﻨــَْﯿـّﺠَـﻧ : najjai>na>
 ُ ّﻖـَﺤْــَﻟا : al-h}aqq
NamaHarkat dan
Huruf
fath}ah
dan alif
atau ya
َ ...اَ ... |ى
kasrah dan
ya
 ِ◌ــﻰ
d}ammah
dan wau
ـُــﻮ
Huruf dan
Tanda
a>
i>
u>
Nama
a dan garis di
atas
i dan garis di
atas
u dan garis di
atas
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 ُ ّﺞـَﺤْــَﻟا : al-h}ajj
 َﻢِــُّﻌﻧ : nu“ima
 ﱞوُﺪـَﻋ : ‘aduwwun
Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah
( ّﻰِـــــ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (i>).
Contoh:
 ﱞﻰِـﻠـَﻋ : ‘Ali> (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)
 ﱡﻰِــﺑَﺮـَﻋ : ‘Arabi> (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)
6. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  لا (alif
lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti
biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata
sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang
ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar
(-).
Contohnya:
 ُﺲـَْﻤـّﺸَﻟا : al-syamsu (bukan asy-syamsu)
 ُ ﺔَــﻟَﺰْــﻟ ﱠﺰَﻟا : al-zalzalah (az-zalzalah)
 ُ َﺔﻔـﺴْﻠَـﻔْــَﻟا : al-falsafah
 َُدﻼِـــﺒْــَﻟا : al-bila>du
7. Hamzah
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal
kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.
Contohnya:
 َنْوُﺮـُﻣَﺄـﺗ : ta’muru>na
 ُءَْﻮّـﻨْــَﻟا : al-nau’
 ٌءْﻲـَﺷ : syai’un
ُ أ ُت ْﺮـِﻣ : umirtu
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau
kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat
yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau
sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara
transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an (dari al-Qur’a>n), Sunnah, khusus dan
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umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab,
maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.
Contoh:
Fi> Z{ila>l al-Qur’a>n
Al-Sunnah qabl al-tadwi>n
Al-‘Iba>ra>t bi ‘umu>m al-lafz} la> bi khus}u>s} al-sabab
9. Lafz} al-Jala>lah (ﷲ)
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau
berkedudukan sebagai mud}a>f ilaih (frasa nominal), ditransli-terasi tanpa huruf
hamzah.
Contoh:
 ِﷲ ُْﻦـﯾِد di>nulla>h  ِﷲ ِِﺎﺑ billa>h
Adapun ta marbu>t}ah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz} al-
jala>lah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:
 ُھـ َﻤْـــﺣَر ِْﻲﻓ ْﻢ ِﷲ ِﺔ hum fi> rah}matilla>h
10. Huruf Kapital
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf
kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf
kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat,
bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata
sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri
tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka
huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang
sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata
sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK,
DP, CDK, dan DR).
Contoh:
Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l
Inna awwala baitin wud}i‘a linna>si lallaz\i> bi Bakkata muba>rakan
Syahru Ramad}a>n al-laz\i> unzila fi>h al-Qur’a>n
Nas}i>r al-Di>n al-T{u>si>
Abu>> Nas}r al-Fara>bi>
Al-Gaza>li>
Al-Munqiz\ min al-D}ala>l
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Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu>
(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus
disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.
Contohnya:
DAFTAR SINGKATAN
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:
swt. = subh}a>nahu> wa ta‘a>la>
saw. = s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam
a.s. = ‘alaihi al-sala>m
H = Hijrah
M = Masehi
SM = Sebelum Masehi
l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w. = Wafat tahun
Q.S. …(…): 4 = Quran, Surah …, ayat 4
Abu> al-Wali>d Muh}ammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd,
Abu> al-Wali>d Muh}ammad (bukan: Rusyd, Abu> al-Wali>d
Muh}ammad Ibnu)
Nas}r H{a>mid Abu> Zai>d, ditulis menjadi: Abu> Zai>d, Nas}r
H{a>mid (bukan: Zai>d, Nas}r H{ami>d Abu>)
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ABSTRAK
Nama Penulis : Rahmawati
N I M : 80100307130
Judul : Metode Istinbâţ Hukum (Telaah Pemikiran Teungku
Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy)
Disertasi ini berjudul Metode Istinbâţ Hukum (Telaah Pemikiran Teungku
Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy). Masalah pokok yang dibahas adalah “Bagaimana
kondisi sosial budaya dan kehidupan keagamaan yang  melatar belakangi pemikiran
hukum TM.Hasbi Ash-Siddieqy? Dan Bagaimana metode pemikiran hukum (metode
istinbâţ hukum Islam) yang digagas oleh TM.Hasbi Ash-Siddieqy.
Untuk mengurai pokok permasalahan, penulis menggunakan pendekatan
multidisipliner diantaranya pendekatan historis, syar’i, filosofis dan pendekatan
metodologis serta pendekatan sosiologis. Tujuannya untuk mengungkap secara detail
latar belakang pemikiran fiqhi dan metode yang digunakan TM. Hasbi Ash-Shiddieqy
dalam menetapkan/meng-istinba>t}-kan hukum. Data dikumpulkan melalui
penelitian kepustakaan (library research) yang lebih menekankan studi teks pada
olahan teoritik dan filosofik. Data yang terkumpul dianalisa dengan menggunakan
metode content analysis atau analisis isi untuk merumuskan kesimpulan.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Hasbi adalah seorang otodidak.
Selain faktor bawaan dari leluhur  dan orang tuanya yang membentuk diri Hasbi,
juga faktor pendidikan. Hasbi seorang pekerja keras, disiplin, sikapnya suka
memprotes dan cenderung membebaskan diri dari kungkungan tradisi dan mandiri
tidak terikat pada sesuatu pendapat lingkungannya. Ia juga dikenal di masyarakat
karena sering turut berdakwah, berdiskusi dan berdebat. Hasbi tidak gusar jika
pendapatnya dibantah. Dari sikapnya inilah yang nantinya membuat ia menolak
bertaklid bahkan berbeda faham dengan orang yang sealiran dengannya. Sejak usia 8
tahun ia sudah khatam al-Qur’an, selama delapan tahun dia mengenyam pendidikan
dari dayah ke dayah, belajar bahasa Arab, dan beberapa tahun bersentuhan dengan
Syaikh al-Kalali seorang pembaharu dan dari Syaikh al-Kalali inilah ia
berkesempatan membaca buku-buku dan majalah-majalah yang ditulis tokoh-tokoh
pembaharuan pemikiran Islam. 2) Metode istinba>t} hukum yang digunakan TM.
Hasbi Ash Shiddieqy  dalam menetapkan hukum adalah metode bayani, komparasi
dan bi al-ra’yi. Hal ini diketahui ketika mengkaji pemikiran hukumnya terhadap
beberapa hal, diantaranya pernikahan beda agama, shalat Jum’at dan Bank Air Susu
Ibu (ASI). Metode istinba>t yang dilakukan Hasbi pada dasarnya merupakan
modifikasi dari metode-metode istinba>t} yang pernah ada dengan memberikan
tekanan pada hal-hal tertentu meskipun dalam mejawab permasalahan hukum tetap
tidak meninggalkan pendapat-pendapat ulama terdahulu. TM. Hasbi Ash Shiddieqy
dalam menentukan hukum terhadap suatu peristiwa yang muncul di masyarakat
xvi
berpijak pada sumber hukum (dalil aqli dan naqli) yang sekaligus dijadikan sebagai
metode dalam mengistinba>tkan hukum Islam. Jika al-Qur'an tidak menunjukkan
aspek hukumnya secara tegas, maka Hasbi menggunakan Hadits sebagai sumber
hukum yang kedua. Demikian pula manakala al-Qur'an dan Hadits tidak memberi
petunjuk secara qat’i, maka Hasbi menggunakan ijma’, qiya>s, mas}lahah mursalah
dan urf.
ﺚﺤﺒﻟا ﺪﯾﺮﺠﺗ
iivx
: رﺣﻤﺎواﺗﻰاﻻﺳﻢ
٠٣١٧٠٣٠٠١٠٨: رﻗﻢ اﻟﻘﯿﺪ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ
ﺗﻨﻜﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﺒﻰ اﻟﺼﺪﯾﻘﻲ(اﻟﻔﻜﺮﺗﻘﯿﯿﻢﺤﻜﻢ )اﻟ: ﻣﻨﮭﺞ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻋﻨﻮان اﻟﺒﺤﺚ
ﺗﻨﻜﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﺒﻰ اﻟﺼﺪﯾﻘﻲ( ﯾﺮﻛﺰ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﻔﻜﺮﺗﻘﯿﯿﻢﺤﻜﻢ )اﻟﻣﻨﮭﺞ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻋﻨﻮان اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ھﻮ
ﻋﻦ ﻛﯿﻔﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺜﻘﻔﻲ واﻟﺤﯿﺎة اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﺆﺛﺮأﻓﻜﺎرﺣﻜﻢ ﺗﻨﻜﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﺒﻰ اﻟﺼﺪﯾﻘﻲ وﻛﯿﻔﯿﺔ ﻣﻨﮭﺞ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ
أﻓﻜﺎرﺣﻜﻤﮫ )ﻣﻨﮭﺞ اﺳﺘﻨﺒﺎط اﻟﺤﻜﻢ اﻷﺳﻼﻣﻲ( اﻟﺬى ﺑﻨﺎه ﺗﻨﻜﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﺒﻰ اﻟﺼﺪﯾﻘﻲ.
ﻟﺘﻘﺮﯾﺐ واﻟﺘﻔﺼﯿﻞ ﻓﻰ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﺣﺎول اﻟﺒﺎﺣﺚ اﺳﺘﺨﺪام أﻧﻮاع اﻟﺘﻘﺮﯾﺐ ﻣﻨﮭﺎ اﻟﺘﻘﺮﯾﺐ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﻲ وا
اﻟﻔﻠﺴﻔﻲ واﻟﺘﻘﺮﯾﺐ اﻟﻤﻨﮭﺠﻲ. واﻟﮭﺪف ﻓﻰ ھﺬه اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻻﺳﺘﯿﻌﺎب اﻟﺘﻔﺼﯿﻠﻲ ﻋﻦ أﻓﻜﺎره اﻟﻔﻘﮭﯿﺔ واﻟﻤﻨﮭﺞ اﻟﺬى 
اﺳﺘﺨﺪﻣﮫ ﺗﻨﻜﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﺒﻰ اﻟﺼﺪﯾﻘﻲ ﻓﻰ اﺳﺘﻨﺒﺎط اﻟﺤﻜﻢ. وﻓﻰ ﺟﻤﻊ اﻟﻤﻠﻔﺎت اﺳﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻰ اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ 
اﻟﻤﻠﻔﺎت اﻟﺘﻰ ﺟﻤﻌﮭﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺛﻢ ﺣﺎول اﻟﻔﺤﺺ ﻓﯿﮭﺎ ورﻛﺰوﯾﺸﺪد دراﺳﺔ اﻟﻨﺼﻮص ﻣﻊ اﻟﻨﺰوة اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ واﻟﻔﻠﺴﻔﯿﺔ. و
ﻣﻊ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻨﮭﺞ اﻟﻤﺤﺘﻮي اﻟﺘﺤﻠﯿﻠﻲ ﻟﺼﯿﺎغ اﻻﺳﺘﻨﺒﺎط. 
ﻗﺎﺑﻠﯿﺔ ﺗﻨﻜﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﺒﻰ اﻟﺼﺪﯾﻘﻲ ﻓﻰ طﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ -اﻷولواﻟﺤﺎﺻﻞ ﻓﻰ ھﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﯾﺸﯿﺮ إﻟﻰ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ,
ﻘﻲ. ھﻮ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺠﺪ وﻣﻨﻀﺒﻂ ﺑﻨﻔﺴﮫ. واﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻣﻦ أﺟﺪاده وواﻟﺪﯾﮫ واﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﺘﻰ ﺻﺎﻏﺖ ﺷﺨﺼﯿﺔ ﺣﺴﺒﻰ اﻟﺼﺪﯾ
وﻣﻮﻗﻔﮫ ﻣﻮﻟﻊ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت وﻣﯿﻠﮫ ﻓﻰ ﺗﺤﺮﯾﺮﻧﻔﺴﮫ ﻣﻦ ﺣﺪود اﻟﺘﻘﻠﯿﺪ وﻣﺴﺘﻘﻞ ﻏﯿﺮﻣﺮﺗﺒﻂ ﻋﻦ آراء اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﺘﻰ ﺣﻮﻟﮫ. 
اﺷﺘﮭﺮ ﻓﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻷﻧﮫ ﯾﺘﺒﻊ ﻛﺜﯿﺮا ﻓﻰ اﻟﺪﻋﻮة وﻣﺤﺐ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ واﻟﺤﻮاروﻏﯿﺮﻣﻔﺎﺟﺊ إذارﻓﺾ رأﯾﮫ. ھﺬه اﻟﻤﻮاﻗﻒ 
ﻘﻠﯿﺪ ﺣﺘﻰ ﯾﻜﻮن ﻣﺨﺘﻠﻔﺎ رأي ﻏﯿﺮه. ﺧﺎﺗﻢ اﻟﻘﺮآن ﻣﻨﺬ ﺛﻤﺎﻧﻰ ﺳﻨﻮات اﻟﺘﻰ ﺻﺎﻏﺖ ﻧﻔﺴﮫ ﻛﺎﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬى رﻓﺾ اﻟﺘ
وﻓﻰ ﻣﺪة ﺛﻤﺎﻧﻰ ﺳﻨﻮات ﺗﺮﺑﻰ ﻣﻦ ﻣﻌﮭﺪ إﻟﻰ ﻣﻌﮭﺪ وﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ وﻓﻰ ﻋﺪة ﺳﻨﻮات ﺗﻠﻘﻰ اﻟﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺷﯿﺦ اﻟﻜﻼﻟﻰ 
- ﻟﺜﺎﻧﻰااﻟﻤﺠﺪد وﻣﻨﮫ أﯾﻀﺎ ﻟﺪﯾﮫ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻘﺮاءة اﻟﻜﺘﺐ و اﻟﻤﺠﻼت اﻟﺘﻰ ﻛﺘﺒﮭﺎ اﻻﺷﺨﺎص ﻣﻦ ﺗﺠﺪﯾﺪ اﻟﻔﻜﺮ اﻻﺳﻼﻣﻰ. 
ﺗﻨﻜﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﺒﻰ اﻟﺼﺪﯾﻘﻲ ﻓﻰ ﻗﺮار اﻟﺤﻜﻢ ھﻮطﺮﯾﻘﺔ اﻟﺒﯿﺎن و اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ و ﻣﻨﮭﺞ اﺳﺘﻨﺎط اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺬى اﺳﺘﺨﺪﻣﮫ
وﻣﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻌﺮوف ﻋﻨﺪ ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﻤﻨﻄﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﺪة أﻣﻮر، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺰواج ﺑﯿﻦ اﻷدﯾﺎن، و ﺑﺎﻟﺮأي.
اﺳﺘﺨﺪﻣﮫ ﺗﻨﻜﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﺒﻰ اﻟﺼﺪﯾﻘﻲ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ ﻣﻦ . واﻻﺳﺎس ﻣﻦ ﻣﻨﮭﺞ اﻻﺳﺘﻨﺒﺎط اﻟﺬىﺻﻼة اﻟﺠﻤﻌﺔ و اﻟﺒﻨﻚ اﻷم
طﺮق اﻻﺳﺘﻨﺒﺎط اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻓﻰ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﻌﯿﻨﺔ رﻏﻢ أن اﻹﺟﺎﺑﺔ وﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﻓﻰ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﺪم ﺗﺮك 
آراء اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﺴﺎﺑﻘﯿﻦ. واﻟﻤﺜﺎل ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﺪﱠم طﺮﯾﻘﺔ اﻟﻘﯿﺎس اﻻﺳﺘﻨﺒﺎطﻲ وھﻲ اﻟﻨﻤﺎذج ﻓﻰ اﺳﺘﻨﺒﺎط اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺬى 
م أﺑﻮﺣﻨﯿﻔﺔ ﻟﺒﺤﺚ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﺘﻰ ﻻﯾﻮﺟﺪ ﺣﻜﻤﮫ ﻓﻰ ﺧﺰﯾﻨﺔ اﻵراء. ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺬى اﺳﺘﺨﺪم ﺗﻨﻜﻮ اﺳﺘﺨﺪﻣﮫ اﻻﻣﺎ
ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﺒﻰ اﻟﺼﺪﯾﻘﻲ ﻣﻦ اﻟﺤﺎدﺛﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﻘﻊ ﻓﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﯾﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎدراﻟﺸﺮﯾﻌﺔ إﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﺪﻟﯿﻞ اﻟﻨﻘﻠﻲ واﻟﻌﻘﻠﻲ 
ﻢ اﻟﺒﺤﺘﺔ ﻓﺘﻨﻜﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﺒﻰ اﻟﺼﺪﯾﻘﻲ ﻛﺎﻟﻄﺮﯾﻘﺔ ﻓﻰ اﺳﺘﻨﺒﺎط اﻟﺤﻜﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲ. إذا ﻛﺎن اﻟﻘﺮآن ﻻﯾﻈﮭﺮ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﺤﻜ
اﺳﺘﺨﺪم اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻛﺎﻟﻤﺼﺪراﻟﺜﺎﻧﻰ وﻛﺬﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻﯾﺠﺪ اﻟﺘﻮﺟﯿﮫ اﻟﻘﻄﻌﻲ ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن واﻟﺤﺪﯾﺚ ﻓﺘﻨﻜﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﺒﻰ 
اﻟﺼﺪﯾﻘﻲ اﺳﺘﺨﺪم اﻻﺟﻤﺎع واﻟﻘﯿﺎس واﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺮﺳﻠﺔ واﻟﻌﺮف. 
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This Dissertation entitled Legal determination (istinba>t}) method (
Assessing Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy Thought) . The problem of the
subject is " How do social and cultural conditions and religious life backdrop of legal
thought TM.Hasbi Ash - Siddieqy ? How the method of  legal thought  ( Islamic law
istinbâţ method ) was initiated by TM. Hasbi Ash-Siddieqy
To parse the subject matter, the author uses a multidisciplinary approach
including historical approach, Sharai, philosophical, methodological approaches and
sociological approaches. The goal is to reveal in detail the rationale and methods
used TM. Hasbi Ash-Shiddieqy the law establishes. Data were collected through
library research ( library research ) which emphasizes the study of texts on
theoretical and philosophic processed. The data were analyzed using content analysis
or content analysis to formulate conclusions.
The results of this study indicate that : 1) Hasbi is a self-taught. In addition to
congenital factors of ancestors and parents who form a self- Hasbi, also educational
factors. Hasbi a hard worker, discipline, attitude like protesting and tend to free
themselves from the confines of tradition and not tied to something independent
opinion of its environment. He is also known in the community as they often
contribute to preach, discuss and debate. Hasbi not be upset if his opinion is denied.
Since the age of 8 years he has khatam al - Quran, for eight years he was educated
from foster mother to the foster mother, learned Arabic, and several years of contact
with the Shaykh al-Kalali a reformer and of Shaykh al- Kalali this time he had the
opportunity to read books and magazines written figures renewal of Islamic thought.
2) Legal determination (istinba>t) method used TM. Hasbi Ash Shiddieqy are Bayani
method, comparative and bi al - ra'yi (rasionally). It is unknown when assessing its
legal reasoning on several things, including interfaith marriage, the Friday prayers
(shalat Jum’at) and Mother's Milk Bank ( ASI ). Legal determination (istinba>t)
method done Hasbi is basically a modification of the methods of istinba>t} ever with
emphasis on certain things even though the law still does not answer any problems
leaving the opinions of previous scholars. TM. Hasbi Ash Shiddieqy in determining
the law against an event that appears in society rests on the source of law
(proposition aqli and naqli) who once used as a method of Islamic decrees. If the
Quran does not explicitly show the aspects of the ruling, Hasbi using Hadith as the
second source of law. when the Qur'an and the Hadith does not give guidance on
Qat'i, Hasbi using ijma ', qiya>s, mas}lahah mursalah and ‘urf.
1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Di Indonesia beberapa tahun terakhir, Islam telah dikaji dan dipahami secara
menyeluruh dan terbuka. Para cendikiawan muslim tidak hanya mengenal Islam
dalam hukum saja, melainkan juga pemikiran dalam bidang Islam lainnya. Seperti
teologi dan filsafat Islam. Keutuhan dan keterbukaan memahami Islam dari berbagai
bidang menyadarkan umat Islam akan adanya pemikiran keislaman yang telah digali
dan dikembangkan oleh para pemikir Islam terdahulu. Keutuhan pemahaman Islam
ini juga mengingatkan umat Islam akan adanya hubungan antara satu bidang
keislaman dengan bidang keislaman lainnya.
Secara sosiologis diakui bahwa masyarakat selalu mengalami perubahan.
Perubahan suatu masyarakat dapat mempengaruhi  pola pikir dan tata nilai yang ada
pada masyarakat. Semakin maju cara berfikir  suatu masyarakat, maka semakin
terbuka untuk menerima kemajuan ilmu pengetahuan dan tehnologi. Akibatnya,
pemecahan atas masalah yang berhubungan dengan syari’at Islam dapat dibuktikan
tidak bertentangan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan tehnologi.
Kemampuan syari’at Islam menjawab segala persoalan modern dapat
dilakukan dengan mengemukakan beberapa prinsip syari’at Islam mengenai tatanan
hidup secara vertikal antara manusia dengan Tuhan-nya dan secara horizontal antara
2sesama  manusia. Para ahli fiqh telah menetapkan kaidah  bahwa hukum asal segala
sesuatu dalam bidang material dan hubungan antara sesama manusia adalah boleh,
kecuali apabila dalil yang menunjukkan bahwa sesuatu itu terlarang. Kaidah ini
berlawanan dengan kaidah hukum dalam bidang ibadah. Dalam bidang yang disebut
terakhir ini, terdapat kaidah bahwa ibadah tidak dapat dilakukan  kecuali apabila ada
dalil yang menunjukan bahwa perbuatan itu telah diperintahkan oleh Allah dan atau
dicontohkan oleh Rasulullah.
Al-Qur’an diturunkan kepada manusia agar tercipta kemaslahatan, baik bagi
diri, keluarga dan masyarakatnya. Nas diturunkan dengan maksud menegakkan al-
maqâşid al-syar’iyah, yaitu terpeliharanya kemaslahatan umum bagi manusia, yaitu
terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
Setelah Rasulullah wafat, wahyu terhenti turun, yang tinggal hanyalah
catatan-catatan yang terkodifikasi dengan baik dalam mushaf al-Qur’an dan kitab-
kitab hadis. Sedang permasalahan yang dihadapi manusia terus berkembang seiring
dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban manusia. Hal inilah
kemudian menjadi sebuah permasalahan serius, bagaimana menjawab permasalahan
manusia yang terus berkembang, sedang wahyu sebagai solusi utama dari
permasalahan tersebut telah berhenti turun.
Demikianlah kemudian para ulama setelah Rasulullah berpikir keras untuk
menemukan jawaban dari permasalahan yang terus berkembang tersebut.1 Hingga
kemudian ditemukan bahwa pada dasarnya, bentuk-bentuk firman Allah di dalam al-
1 Amir Syarifuddin, Meretas kebekuan ijtihad (Cet. I; Jakarta: Ciputat Press, 2002), h. 5
3Qur’an terbagi  kepada dua kategori: pertama, nas yang sudah jelas artinya dan pasti
arahnya sehingga tidak memungkinkan timbul arti dan pengertian lain, yang dapat
diamalkan apa adanya, bentuk seperti ini dinamakan qaţ’i. Kedua, nas atau firman
yang bentuknya umum dan tidak menunjukkan maksud yang pasti, bahkan
memungkinkan lahirnya beberapa pengertian, dan pengamalan yang berbeda, bentuk
kedua ini biasa disebut zanni. Bentuk terakhirlah yang kemudian memberi peluang
kepada ajaran Islam agar tetap lentur dan fleksibel mengikuti perkembangan zaman
melalui proses ijtihad.
Hukum Islam dalam era globalisasi sering dipersepsikan  dua hal yang sangat
berbeda dan bahkan dikatakan saling bertentangan. Pada satu sisi dipandang sebagai
suatu hal yang tidak akan mungkin mengalami perubahan, karena berdasarkan wahyu
Allah yang bersifat  statis tidak berubah. Sebaliknya era globalisasi secara substantial
mengalami perubahan cukup besar dan bersifat dinamis. Sesuatu yang bersifat
dinamis tidak mungkin dihubungkan kepada yang bersifat stabil dan statis.
Wacana hukum Islam (fiqhi) dan era globalisasi dalam konteks ini, untuk
menjelaskan bahwa membicarakan hukum Islam (fiqhi) dalam globalisasi itu justru
sesuatu yang sangat relevan. Hukum Islam bukan sesuatu yang statis, tetapi
mempunyai daya lentur yang dapat sejalan dengan arus globalisasi yang bergerak
cepat.
Fleksibilitas yang dimiliki hukum Islam (fiqhi) menyebabkan hukum Islam
mampu mengikuti dan menghadapi era globalisasi karena ia telah mengalami
perkembangan pemikiran melalui hasil ijtihad. Hukum Islam tanpa pengembangan
4akan tetap stabil dan tidak dapat menghadapi sesuatu yang perkembangan kondisi dan
situasi. Oleh karena itu diperlukanlah usaha untuk mengembangkan hukum Islam
agar mampu menjawab tantangan zaman.
Perubahan hukum dan pembaharuan undang-undang inklusif didalamnya
hukum Islam (fiqhi), merupakan konsekuensi  logis dari perubahan norma dan
pergeseran nilai yang terjadi di  tengah-tengah kehidupan masyarakat yang selalu
berubah. Dan Hukum Islam, yang disebut mempunyai daya elastic, memberikan
ruang gerak yang memadai bagi kemungkinan terjadinya perubahan hukum dari
waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat.2
Berbicara soal perubahan dan pembaharuan dalam  hukum Islam, erat
kaitannya dengan masalah ijtihad, karena maju dan mundur, cepat atau lambatnya
perubahan dan pembaharuan hukum Islam (fiqhi) bergantung pada tinggi rendahnya
frekuensi ijtihad yang dilakukan  para mujtahid. Dengan kata lain kunci kemajuan
hukum Islam terletak pada kesungguhan ijtihad para mujtahid.
Upaya ijtihad yang dilakukan oleh para mujtahid tentunya telah mendapat
rekomendasi dari Rasulullah saw lewat hadis-hadis yang menegaskan hal tersebut.
Bahkan dari ayat-ayat teguran dari Allah kepada beliau bisa menjadi salah satu
indikasi kuat, bahwa bahkan ketika wahyu masih turunpun beliau telah melakukan
2 ﻟا ﺮﯿﻐﺗﻢﻜﺤ نﺎﻜﻤﻟا و نﺎﻣﺰﻟا ﺮﯿﻐﺘﺑ “Hukum dapat berubah disebabkan perubahan waktu dan
tempat”. Ibn Qayyim al-Jauziyah, I’lam al- Muwa>qi’in ’an Rabb al-’A>lamin, Juz 3, (Mesir:Dar al-
Jail, t.th), h. 10
5upaya ijtihad  dan penalaran atas masalah yang dihadapi dengan potensi yang
dimilikinya sebagai manusia.
Beberapa peristiwa pada masa nabi, juga menggambarkan ijtihad  yang
dilakukan oleh beliau. Di antaranya kasus Umar bin Khattab yang mencium istrinya
dalam keadaan berpuasa, kemudian menganggap puasanya menjadi batal karenannya.
Ketika hal itu ditanyakan kepada nabi saw., nabi menganalogikan mencium istri
dengan berkumur-kumur saat berpuasa. Dari Jabir bin ‘Abdillah, dari ‘Umar Bin Al
Khaththab, beliau berkata:
 ُﺖْﺸََﺸھﺎﻣَْﻮﯾ ُﺖْﻠﱠَﺒَﻘﻓَﺎَﻧأَو ٌِﻢﺋﺎَﺻ ُﺖَْﯿَﺗَﺄﻓ ﱠِﻰﺒﱠﻨﻟا-ﻰﻠﺻﷲﮫﯿﻠﻋﻢﻠﺳو- ُﺖُْﻠَﻘﻓ ُﺖَْﻌﻨَﺻ َمَْﻮﯿْﻟا ًاﺮَْﻣأ ًﺎﻤﯿِﻈَﻋ
 ُﺖْﻠﱠَﺒﻗَﺎَﻧأَو ٌِﻢﺋﺎَﺻ َلَﺎَﻘﻓ ُلﻮُﺳَر ِ ﱠﷲ-ﻰﻠﺻﷲﮫﯿﻠﻋﻢﻠﺳو- » َﺖَْﯾأََرأ َْﻮﻟ َﺖْﻀَﻤْﻀََﻤﺗ ٍءﺎَِﻤﺑ َﺖَْﻧأَو ٌِﻢﺋﺎَﺻ
 ُﺖُْﻠﻗ َﻻ َْسَﺄﺑ َِﻚﻟَِﺬﺑ َلَﺎَﻘﻓ ُلﻮُﺳَر ِ ﱠﷲ-ﻰﻠﺻﷲﮫﯿﻠﻋﻢﻠﺳو-ﻢِﯿَﻔﻓ
“Pada suatu hari aku rindu dan hasratku muncul kemudian aku mencium
istriku padahal aku sedang berpuasa, maka aku datang kepada Nabi saw dan
aku berkata, “Hari ini aku melakukan suatu kesalahan besar, aku telah
mencium istriku padahal sedang berpuasa” Rasulullah saw bertanya,
“Bagaimana pendapatmu jika kamu berpuasa kemudian berkumur-kumur?”
Aku menjawab, “Seperti itu tidak mengapa.” Kemudian Rasulullah
shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Lalu apa masalahnya?“3
3 HR. Ahmad 1/21. Syaikh Syu’aib Al Arnauth mengatakan bahwa sanad hadits ini
shahih sesuai syarat Muslim. Hadis riwayat Ahmad dari Umar bin Khattab, Lihat pula
Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Syaukani, Nail al-Aut{ar (Juz IV; Kairo: Da>r al-
Fikr, t.th.), h. 272. Lihat juga Ibn Qayyim al-Jauziyyah, I'la>m al -Muwaqqi'in ‘an Rabb al-
‘a>lamin, Juz: I (Beirut: Da>r al-Jail, 1973), h. 199.
6Pada hadits tersebut Rasulullah saw menetapkan tidak batal puasa seseorang
karena mencium isterinya dengan mengqiyaskan kepada tidak batal puasa seseorang
karena berkumur-kumur.
Hal ini menunjukkan adanya pilihan Rasulullah saw terhadap salah satu
urusan, karena untuk menjaga kemaslahatan umatnya. Seandainya beliau tidak
diperbolehkan melakukan ijtihad, hal itu tidak akan terjadi.
Pada masa sahabat, mereka dihadapkan pada berbagai kejadian dan
munculnya berbagai hal baru yang tidak pernah dihadapi kaum muslim sebelumnya
dan tidak pernah muncul pada masa Rasulullah saw., maka berijtihadlah di antara
mereka, mereka memberikan putusan hukum, berfatwa, menetapkan hukum syari’at
dan menambahkan sejumlah hukum yang mereka istinbâţkan melalui ijtihad.4
Pada masa tabi’in dan tabi’it tabi’in serta para imam mujtahid, yaitu sekitar
abad dua dan ketiga hijriah, negara Islam meluas dan banyak dari non Arab memeluk
agama Islam. Kaum muslimin dihadapkan pada berbagai  kejadian baru, berbagai
kesulitan, bermacam-macam pengkajian, aneka ragam teori  dan gerakan
pembangunan fisik  dan intelektualitas yang membawa para mujtahid untuk
mendalami ijtihad dan pembentukan hukum Islam terhadap banyak kasus dan
membuka pintu pengkajian dan analisis kepada mereka, sehingga semakin luas pula
lapangan pembentukan hukum fiqhi, dan ditetapkan pula sejumlah hukum untuk
4 Abdul Wahab Khallaf, ‘Ilm al- Us}ul Fiqh , (Kairo:Maktabah dakwatul Islam:2002), h. 232
7kasus-kasus fiktif, kemudian sejumlah hukum ditambahkan pada dua kompilasi
hukum yang terdahulu, sehingga himpunan hukum Islam pada saat itu terbentuk dari
hukum Allah dan rasulnya, fatwa para sahabat dan putusan hukum mereka, fatwa
para mujtahid dan istinbâţ mereka.5
Sehabis periode ijtihad dan kemajuan fiqhi (hukum Islam), secara perlahan-
lahan tetapi pasti, datang fase kemunduran hukum Islam dan kemudian periode taklid
yang juga terkadang atau malahan sering disebut periode penutupan pintu ijtihad.
Pada masa nabi dengan kehidupan yang sederhana dan wahyu masih turunpun
ijtihad  telah dilakukan, maka dapat dibayangkan pentingnya ijtihad pada masa-masa
setelahnya, sekarang dan akan datang dengan berbagai masalah yang lebih rumit dan
kompleks.6 Sehingga menjadi sebuah keniscayaan, bahwa ijtihad  pada zaman
modern merupakan suatu kebutuhan, bahkan sebuah keharusan bagi masyarakat
Islam yang terus berkembang permasalahannya.
Setelah periode ijtihad dan kemajuan hukum Islam (fiqhi), secara perlahan-
lahan tetapi pasti, datang fase kemunduran hukum Islam dan periode taklid yang
juga terkadang atau malahan sering disebut periode penutupan pintu ijtihad. Dalam
fase kemunduran ini kebanyakan fuqaha mengalami kelemahan kemauan dan
kemampuan untuk mengistinbatkan hukum dari sumber terpokok, yakni al-Qur’an
dan as-sunnah. Menurut Harun Nasution ijtihad yang dilakukan pada periode ini
5 Abdul Wahab Khallaf, ‘ilm al- Us{ul Fiqh , h.232
6 Minhajuddin, Pengembangan Metode Ijtihad Dalam Perspektif Fikih Islam (disampaikan
pada Rapat Senat Terbuka Luar Biasa, IAIN Alauddin Makassar,  31 Mei 2004), h. 9.
8kebanyakan mengambil bentuk ijtihad dalam mazhab,7 bukan lagi ijtihad mandiri
(mustaqil) seperti yang dicontohkan seperti mujtahid mutlak sebelumnya. Ulama
mazhab pada masa itu galibnya melakukan ijtihad atas dasar ajaran-ajaran para imam
mazhab yang dianutnya, yang diwarnai oleh fanatisme kemazhaban yang berlebihan.
Meskipun demikian, dalam keadaan memperihatinkan  itu bukan berarti sama
sekali tidak muncul ahli fiqhi bebas menolak taklid dan menganjurkan ijtihad. Di
antara yang masih menggunakan daya ijtihad pada periode ialah al-Izzuddin ’abd  as-
Salam (578-666 H), Ibn Rif’ah (645-710 H), Ibn Daqiq al-id (615-702 H), al-Bulqini
(724-805 H), Ibn al- Humam (790-911 H).8
Dalam perkembangan selanjutnya, khususnya dalam zaman modern, ulama
fiqhi mempunyai kecenderungan kuat untuk melihat berbagai pendapat dari berbagai
mazhab fiqhi sebagai satu kesatuan yang tidak dipisahkan. Dengan demikian,
ketegangan antara pengikut mazhab mulai mereda, khususnya setelah Ibnu
Taimiyyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziah mencanangkan bahwa pintu ijtihad tidak
pernah tertutup, kemudian dilanjutkan oleh Muhammad bin Abdul Wahab  (1115
H/1703 M-1201 H/1787 M). Sejak saat itu, kajian fiqhi tidak lagi terikat pada salah
satu mazhab, tetapi mengambil bentuk kajian komparatif dari berbagai mazhab, yang
dikenal dengan fiqhi muqa>ran. Tradisi penulisan kitab atau buku tidak hanya
merambah dari cara tradisional tetapi melibatkan pula model-model modern. Berbaga
7 Harun Nasution, Islam ditinjau dari berbagai Aspeknya, jilid II, (Jakarta, Bulan Bintang,
1974), h. 12
8 T.M.Hasbi Ash-Siddiqy, Pengantar Hukum Islam,jil I, (Jakarta, Bulan Bintang, 190), h.83.
9i pembaharu pasca Muhammad Abduh, Rasyid Ridha, Jamaluddin al-Afgani terus
bermunculan dengan tema pembaharuan.
Mahmud Syaltut sebagai salah seorang pembaharu, berusaha memberantas
kekakuan dan kebekuan dalam berfikir dan fanatisme mazhab yang menjadi
perpecahan umat Islam. Dengan membuka kembali pintu ijtihad, Hasbi menganjurkan
para ulama untuk berijtihad dan berinteraksi langsung pada al-Qur’an, karenanya
menurutnya  terdapat ayat al-Qur’an yang menunjukan hukum secara tidak tegas
sehingga dapat difahami dengan berbagai penafsiran. Beliau memiliki metode sendiri
ketika mengkaji permasalahan kontemporer terkait dengan hukum Islam. Menurutnya
sumber hukum Islam adalah al-Qur’an, Sunnah dan ra’yu. Pemahaman terhadap al-
Qur’an dan Sunnah dimaksudkan sebagai pendekatan langsung terhadap teks kedua
sumber tersebut, sedangkan ra’yu merupakan  ijtihad terhadap berbagai persoalan
yang tidak dijumpai dalam nash yang dipraktekan melalui metode ijma’9, qiya>s10
dan mas}lahah mursalah.11
9 Ijma’ dalam pengertian bahasa memiliki dua arti. Pertama, bertekad (niat yang kuat terhadap
sesuatu) ( مﺰﻌﻟا ). Disebutkan ﺮﻣﻷا ﻰﻠﻋ نﻼﻓ ﻊﻤﺟأ berarti berupaya di atasnya.Kedua, berarti kesepakatan (
قﺎﻔﺗﻻا) Perbedaan arti yang pertama dengan yang kedua ini bahwa arti pertama berlaku untuk satu
orang dan arti kedua lebih dari satu orang. Lihat Nasrun Haroen, Ushul Fiqhi, (Jakarta; Logos 1996  ),
h.51
10 Qiyas ialah menetapkan hukum suatu kejadian atau peristiwa yang tidak ada dasar nashnya
dengan cara membandingkannya kepada suatu kejadian atau peristiwa yang lain yang telah ditetapkan
hukumnya berdasarkan nash karena ada persamaan 'illat antara kedua kejadian atau peristiwa itu.
Nasrun Haroen,Ushul Fiqhi, h. 62
11 Maslahah secara etimologi adalah manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung
manfaat, baik dari segi lafal maupun makna.Secara terminologi, terdapat beberapa definisi maslahah
yang dikemukakan ulama ushul fiqh, tetapi seluruh definisi tersebut mangandung esensi yang sama
yakni “mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara’.
Nasrun Haroen, Ushul Fiqhi, h.113
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Fazlurrahman dengan alur pemikirannya tentang double movement (gerakan
ganda). Hubungan yang dialektis antara unsur yang terdapat dalam al-Qur’an yaitu
wahyu Tuhan yang suci dan sejarah kemanusiaan. Gerak pertama pada teori
Fazlurrahman  menghendaki pemahaman terhadap makna al-Qur’an dalam konteks
kesejarahannya baik secara spesifik dimana kejadian itu berlangsung (mikro) maupun
secara global bagaimana kondisi sekitar kejadian itu pada umumnya (makro).12
Selain itu Muhammad Syahrur, menawarkan suatu metode dalam penggalian
hukum sangat berbeda dengan ulama terdahulu. Bahkan dalam menyelesaikan dan
menganalisis suatu permasalahan yang muncul Syahrur mencoba melakukan
pemograman ulang secara mendasar terhadap istilah-istilah dalam Islam yang selama
ini menjadi istilah umum dikalangan umat Islam. Pembaruan yang dilakukan oleh
Muhammad Syahrur adalah dengan melakukan pembacaan al-Qur’an dengan
menggunakan metode linguistik historis ilmiah (al-manhaj al-lughawī al-tārikhī al-
‘ilmī) dengan menggunakan linguistika modern dengan tetap bersandar pada syair-
syair jahiliyyah.13 Dengan metode linguistik historis ilmiahnya tersebut, Syahrur
melakukan beberapa langkah yang berakhir dengan dekonstruksi hukum Islam.14
12 Ghufran A.Mas,adi, Pemikiran Fazlur rahman tentang metodologi Pembaharuan Hukum
Islam, (Jakarta; Rajawali Press, 1997), h 54
13 Abdul Aziz Azzam, Al-Qawa>’id Al-Fiqhiyah ( Kairo : Dar Al Hadist, 2005 ), dalam
http://ahmadbinhanbal.wordpress.com/2010/11/07/nazhariyyah-al-hudud-pembaruan-kontroversial-
ala-muhammad-syahrur/ diakses tgl 20 nopember 2010
14
a. Menafikan al-Sunnah sebagai wahyu kedua. Ia menganggap sunnah rasul saw. sebagai
pemahaman awal terhadap Al-Qur’an.  Oleh karenanya, keputusan hukum akan senantiasa berubah
sesuai dengan perubahan ruang dan waktu. b. Keyakinannya kepada anti sinonimitas istilah dalam al-
Qur’an. Misalnya ia membedakan al-Hanafiyyah yang diartikannya gerak berubah dan al-istiqāmah
(lurus tetap). Menurutnya, al-Hanafiyyah berlaku untuk ayat-ayat hukum. Dengan kata lain hukum
akan selalu berubah. Padahal kata hanīf di dalam Al-Qur’an surat al-Baqarah: 135 ataupun di dalam
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Di Indonesia misalnya, Hasbi Ash-Siddieqy merupakan tokoh yang
menampilkan wawasan fiqih yang bernuansa reformis dan dinamis. Hasbi merupakan
seorang otodidak dan ulama Indonesia yang produktif menulis. Hasbi merupakan
salah seorang pembaharu pemikiran hukum Islam di Indonesia yang telah berkarya
dan menulis buku-buku pembaharuan pemikiran Islam dan modenisasi dalam
pertumbuhan fiqh di Indonesia.15 Hasbi adalah ulama legendaris nusantara yang ahli
dalam berbagai bidang ilmu seperti ilmu fiqh dan usul fiqh, tafsir, hadis dan ilmu
kalam.
Hasbi memandang syariat Islam bersifat dinamis dan elastis, sesuai dengan
perkembangan masa dan tempat. Ruang lingkupnya mencakup segala aspek
kehidupan manusia, baik dalam hubungannya dengan sesama maupun dengan
Tuhannya. Syariat Islam yang bersumber dari wahyu Allah SWT., ini kemudian
dipahami oleh umat Islam melalui metode ijtihad untuk dapat mengantisipasi setiap
perkembangan yang timbul dalam masyarakat. Ijtihad inilah yang kemudian
melahirkan fiqh. Banyak kitab fiqh yang ditulis oleh ulama mujtahid. Di antara
kamus (Tājul Urūs, Lisān ’Arab, al-Muhīth, Maqāyis al-Lughah) menunjukan arti tetap, lurus, dan
istiqamah. c. Memaparkan tiga teori filsafat dalam menginterpretasi ayat-ayat ahkām, yakni kondisi
berada (kaynūnah), kondisi berproses (sayrūrah), dan kondisi menjadi (shayrūrah). Dengan relasi
ketiga kondisi ini, dalam hubungannya dengan ayat-ayat hukum, akan melahirkan hukum yang akan
terus berubah-ubah mengikuti perkembangan masa ke masa. d. Melahirkan teori aplikatif, naz{ariyyah
al-hudūd (teori batas) yang kontroversial tersebut. Ahmad Fahmi Abu Sunnah, a -Urf wa al-‘Adah fi
Ra’yi al-Fuqaha, (Cet. 1; Kairo, Da>r al-Bashoir, 2004),   dalan  Ahmad bin
Hanbal,Http://ahmadbinhanbal.wordpress.com/2010/11/07/nazhariyyah-al-hudud-pembaruan-
ontroversial-ala-muhammad-syahru diakses tgl 20 November 2010
15 H.A Sarjan, Pembahuan pemikiran Fiqih Hasbi (Ciputat; Yameka: 2007), h.208
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mereka yang terkenal adalah imam-imam mujtahid pendiri mazhab yang empat: Abu
Hanifah, Malik, asy-Syafi'i dan Ahmad Hanbal.
Akan tetapi menurut Hasbi, banyak umat Islam, khususnya di Indonesia, yang
tidak dapat membedakan antara syariat yang langsung berasal dari Allah SWT, dan
fiqh yang merupakan pemahaman ulama mujtahid terhadap syariat tersebut. Selama
ini terdapat kesan bahwa umat Islam Indonesia cenderung menganggap fiqh sebagai
syariat yang berlaku absolut. Akibatnya, kitab-kitab fiqh yang ditulis imam-imam
mazhab dipandang sebagai sumber syariat, walaupun terkadang relevansi pendapat
imam mazhab tersebut ada yang perlu diteliti dan dikaji ulang dengan konteks
kekinian, karena hasil ijtihad mereka tidak terlepas dari situasi dan kondisi sosial
budaya serta lingkungan geografis mereka. Tentu saja hal ini berbeda dengan kondisi
masyarakat Indonesia sekarang.16
Bahkan lebih jauh Hasbi berpendapat bahwa  hukum fiqh yang dianut oleh
masyarakat Islam Indonesia banyak yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa
Indonesia. Mereka cenderung memaksakan keberlakuan fiqh imam-imam mazhab
tersebut. Sebagai alternatif terhadap sikap tersebut, Hasbi mengajukan gagasan
perumusan kembali fiqh Islam yang berkepribadian Indonesia. Menurutnya, umat
Islam harus dapat menciptakan hukum fiqh yang sesuai dengan latar belakang
sosiokultur dan religi masyarakat Indonesia. Namun begitu, hasil ijtihad ulama masa
lalu bukan berarti harus dibuang sama sekali, melainkan harus diteliti dan dipelajari
16 T.M. Hasbi Ash Siddieqy, Dinamika dan Elastisitas Hukum Islam, (Jakarta: Tintamas,
1975), h. 9-10.
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secara bebas, kritis dan terlepas dari sikap fanatik. Dengan demikian, pendapat ulama
dari mazhab manapun, asal sesuai dan relevan dengan situasi masyarakat Indonesia,
dapat diterima dan diterapkan.17
Selain itu Hasbi juga merupakan tokoh yang ikut mendorong gerakan kembali
kepada al-Qur’an dan Sunnah sebagai formulasi perlawanan terhadap cengkraman
hukum Islam yang didominasi hukum adat.
Oleh karena itu, ulama harus mengembangkan dan menggalakkan ijtihad.
Hasbi menolak pandangan bahwa pintu ijtihad sudah tertutup, karena ijtihad adalah
suatu kebutuhan yang tidak dapat dielakkan dari masa ke masa. Ijtihad harus selalu
ada karena pintu ijtihad tidak akan pernah berhenti seiring dinamika problematika
dalam syari’at Islam.18 Menurutnya, untuk menuju fiqh Islam yang berwawasan ke
Indonesiaan, ada tiga bentuk ijtihad yang perlu dilakukan. Pertama, ijtihad dengan
mengklasifikasi hukum-hukum produk ulama mazhab masa lalu. Ini dimaksudkan
agar dapat dipilih pendapat yang masih cocok untuk diterapkan dalam masyarakat.
Kedua, ijtihad dengan mengklasifikasi hukum-hukum yang semata-mata didasarkan
pada adat kebiasaan dan suasana masyarakat di mana hukum itu berkembang. Hukum
ini, menurutnya, berubah sesuai dengan perubahan masa dan keadaan masyarakat.
Ketiga, ijtihad dengan mencari hukum-hukum terhadap masalah kontemporer yang
17 Rezki ,http://www.rizki-putra.com/hasbi.htm diakses tgl 12 November 2010.
18 TM. Hasbi Ash Shiddieqy, Beberapa Permasalahan Hukum Islam, (Jakarta: Tintamas,
1975), h.3-4
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timbul sebagai akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti
transplantasi organ tubuh, bank, asuransi, bank air susu ibu, dan inseminasi buatan.19
Karena kompleksnya permasalahan yang terjadi sebagai dampak kemajuan
peradaban, maka pendekatan yang dilakukan untuk mengatasinya tidak bisa terpilah-
pilah pada bidang tertentu saja. Permasalahan ekonomi, umpamanya, akan
berdampak pula pada aspek-aspek lain. Oleh karena itu, menurutnya ijtihad tidak
dapat terlaksana dengan efektif kalau dilakukan oleh pribadi-pribadi saja. Hasbi
menawarkan gagasan ijtihad jama'i (ijtihad kolektif). Anggotanya tidak hanya dari
kalangan ulama, tetapi juga dari berbagai kalangan ilmuwan muslim lainnya, seperti
ekonom, dokter, budayawan, dan politikus, yang mempunyai visi dan wawasan yang
tajam terhadap permasalahan umat Islam. Masing-masing mereka yang duduk dalam
lembaga ijtihad kolektif ini berusaha memberikan kontribusi pemikiran sesuai
dengan keahlian dan disiplin ilmunya. Dengan demikian, rumusan ijtihad yang
diputuskan oleh lembaga ini lebih mendekati kebenaran dan jauh lebih sesuai dengan
tuntutan situasi dan kemaslahatan masyarakat.20 Dalam gagasan ijtihad ini ia
memandang urgensi metodologi pengambilan dan penetapan hukum (istinbâţ) yang
telah dirumuskan oleh ulama seperti qiya>s, istihsa>n, mas}lahah mursalah
(masl}ahat) dan ‘urf.
19TM. Hasbi Ash Shiddieqy, Dinamika dan Elastisitas Hukum Islam, h. 28
20 T.M.Hasbi Ash Siddieqy, Kriteria antara Sejarah dan Bid’ah, Cet.8, (Jakarta: Bulan
Bintang, 1990), h.96.
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Lewat ijtihad kolektif ini, umat Islam Indonesia dapat merumuskan sendiri
fiqh yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Rumusan fiqh tersebut tidak
harus terikat pada salah satu mazhab, tetapi merupakan penggabungan pendapat yang
sesuai dengan keadaan masyarakat. Dan memang, menurutnya hukum yang baik
adalah yang mempertimbangkan dan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi,
budaya, adat-istiadat, dan kecenderungan masyarakat yang bersangkutan. Hasbi
bahkan menegaskan bahwa dalam sejarahnya banyak kitab fiqh yang ditulis oleh
ulama yang mengacu kepada adat-istiadat (‘urf) suatu daerah. Contoh paling tepat
dalam hal ini adalah pendapat Imam asy-Syafi'i yang berubah sesuai dengan
lingkungan tempat tinggalnya. Pendapatnya ketika masih di Irak qaul qadim
(pendapat lama) sering berubah ketika ia berada di Mesir qaul jadid (pendapat baru)
karena perbedaan lingkungan dan adat-istiadat kedua daerah.
Latar belakang yang menjadikan Hasbi memperhitungkan ‘urf (adat
kebiasaan), khususnya kebiasaan masyarakat Indonesia dalam kaitannya dengan
pengembangan hukum Islam, kemungkinan karena pengamatannya terhadap
literature fiqhi klasik yang ditetapkan ulama berdasarkan ‘urf. Oleh karena itu Hasbi
menghimbau para calon sarjana hukum Islam mempelajari ‘urf secara seksama.
Selanjutnya, dalam karya ilmiahnya, telah mengangkat beberapa adat kebiasaan
masyarakat Indonesia sebagai hukum fiqhi menurut ijtihadnya sendiri. Misalnya,
hukum seorang suami menyapa (memanggil) istrinya dengan panggilan ibu atau
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dengan istilah semakna dengannya.21 Penelitian yang dilakukan Hasbi terhadap
kebiasaan suami memanggil istrinya dengan sebutan ibu itu bertolak dari pertanyaan
yang diajukan kepadanya, yakni: Apakah sapaan seperti itu tidak tergolong perbuatan
zihâr yang dilarang dalam hukum Islam?
Demikian pula beberapa hadis yang menyuruh berwudhu karena menyentuh
kemaluan sendiri. Menurut Hasbi sentuhan yang membatalkan wudhu adalah
sentuhan yang disertai syahwat. Pendapat para ulama dapat dibagi dua kelompok.
Kelompok pertama yang dipegang oleh Syafi’i dan pengikutnya, Ahmad dan Daud
berpendapat bahwa menyentuh zakar dengan cara apapun tidak membatalkan
wudhu.22 Kelompok kedua membedakan cara menyentuh zakar terdapat beberapa
pendapat. Hasbi dalam metode istinba>t} hukumnya terhadap tidak batalnya wudhu
karena menyentuh kemaluan sendiri berpegang pada tholq bin Ali, hadis riwayat dari
Ahmad dan Daud.23
21 T.M.Hasbi Ash Siddieqy, Kumpulan Soal Jawab, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), h.72.
22  َلَﺎﻗ َِةﻼ ﱠﺼﻟا ِﻰﻓ ُهَﺮَﻛَذ ﱠﺲَﻣ ٍﻞُﺟَر ِﻰﻓ ىََﺮﺗ ﺎَﻣ ِ ﱠﷲ َلﻮُﺳَر َﺎﯾ » َﻚْﻨِﻣ ٌﺔَﻌَْﻀﺑ َْوأ َﻚْﻨِﻣ ٌﺔَﻐْﻀُﻣ ﱠِﻻإ َُﻮھ َْﻞھَو
HR. An Nasa-i no. 165.
23 Hadits dari Tholq bin ‘Ali di mana ada seseorang yang mendatangi Rasulullah saw lalu
bertanya :  َلَﺎﻗ ُءﻮُﺿُﻮْﻟا ِﮫَْﯿﻠَﻋ َِةﻼ ﱠﺼﻟا ِﻰﻓ ُهَﺮَﻛَذ ﱡﺲََﻤﯾ ُﻞُﺟ ﱠﺮﻟا َِوأ ىِﺮَﻛَذ ُﺖْﺴِﺴَﻣ » َﻚْﻨِﻣ َُﻮھ ﺎَﻤﱠِﻧإ َﻻ
HR. Ahmad 2/223, dan 6/406, Abu Daud 181, at-Tirmidzi 82, an-Nasa`i 445-448, Ibnu
Majah 479 dan Ibnu Hibban. 1116 dan at-Tirmidzi berkata: Hasan shahih. Lihat Juga Teungku
Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Koleksi Hadits-Hadits Hukum, jilid I, Cet. 5, Edisi kedua, (Jakarta:
PT. Magenta Bhakti Guna, 1994), h. 292.
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Hal ini yang menarik untuk ditelaah lebih lanjut mengenai bagaimana
kontekstualisasi fiqhi gagasan Hasbi dalam konteks realitas sejarah dan bagaimana
konstruksi metodologi yang diaflikasikan Hasbi dalam penemuan/ penggalian hukum
Islam.
B. Rumusan dan Batasan Masalah
Inti permasalahan yang ingin diteliti dan ditemukan jawabannya melalui
pembahasan ini berpangkal dari masalah pokok, yaitu: “Bagaimana metode istinbâţ
hukum Hasbi Ash-Siddieqy dalam kitab-kitab fiqhinya?”. Agar kajian ini lebih
terarah, maka masalah pokok akan dibagi menjadi dua sub masalah, sebagai berikut:
1. Bagaimana kondisi sosial budaya dan kehidupan keagamaan yang  melatar
belakangi pemikiran hukum TM.Hasbi Ash-Siddieqy?
2. Bagaimana metode pemikiran hukum (metode istinbâţ hukum Islam) yang
digagas oleh TM.Hasbi Ash-Siddieqy?
C. Defenisi Oprasional dan Ruang Lingkup Penelitian
1. Defenisi Oprasional
Untuk memperoleh pemahaman yang jelas terhadap kandungan judul ini dan
persepsi yang sama untuk menghindari kesalahpahaman terhadap ruang lingkup
penelitian ini, maka  diperlukan penjelasan dan batasan defenisi kata dan variabel
yang tercakup dalam judul tersebut. Ada tiga variabel pokok yang menjadi
pembahasan dalam disertasi ini, yaitu:
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a. TM. Hasbi Ash-Siddieqy
Berbicara tentang nama seseorang, banyak hal yang bisa dijadikan pengertian,
namun perlu diperjelas disini bahwa yang akan dibahas dalam disertasi ini berkaitan
dengan riwayat hidupnya, pendidikan, dan beberapa karyanya yang berkaitan dengan
fiqhi serta kehidupan keagamaan yang melatar belakangi pemikiran fiqhinya
b. Metode Istinbâţ hukum
Ditinjau dari aspek etimologisnya kata metode dalam bahasa yunani berasal
dari kata methodos yang berarti cara atau jalan.24 Dalam pemakaian bahasa Indonesia
kata tersebut mengandung arti cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk
mencapai maksud, cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu
kegiatan.25 Namun yang dimaksud penulis dengan metode dalam kajian ini adalah
cara  yang dilakukan oleh Hasbi dalam menetapkan hukum sesuatu.
Kata istinbâţ berasal dari bahasa Arab yang berarti penggalian, penemuan, dan
mengeluarkan hukum. Metode istinbâţ ( metode Ijtihad) hukum merupakan t{uruq
istinbâţ yaitu cara-cara yang ditempuh oleh seorang mujtahid dalam mengeluarkan
hukum dari dalilnya, baik dengan menggunakan kaidah bahasa (linguistic) maupun
dengan menggunakan kaidah-kaidah ushuliyah lainnya.26 Ahli us}ul fiqhi
menetapkan ketentuan bahwa untuk mengeluarkan hukum dari dalilnya harus terlebih
24 Fuad Hasan dan Koentjraningrat, Beberapa Asas Metode Ilmiah, di dalam metode-metode
penelitian masyarakat (Cet.I; Jakarta: Gramedia, 1977), h. 16
25 Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa  Indonesia (Cet.I; Jakarta: Balai Pustaka, 1986),
h.649
26 A.Djazuli, Ilmu Fiqhi Penggalian, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam,, Edisi
Revisi, (Cet 5; Jakarta; Prebada Media, 2005), h. 17
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dahulu mengetahui kaidah syar’iyah maupun kaidah lugawiyah. Kaidah syar’iyah
yaitu ketentuan umum yang ditempuh syara dalam menetapkan hukum dan tujuan
penetapan hukum bagi subyek hukum (mukallaf).27 Abu Zahrah memberikan istilah
ini dengan pendekatan maknawiyah (t{uruq maknawiyah) yakni penarikan
kesimpulan hukum bukan kepada nash langsung seperti menggunakan qiya>s,
istihsa>n, mas}alih mursalah, dzara’i dan sebagainya.28
Selanjutnya perlu diketahui penetapan dalil yang dipergunakan dalam
penetapan hukum, urutan-urutan dalil, tujuan penetapan hukun  dan sebagainya.
Sedangkan kaidah lugawiyah yaitu makna dari suatu lafaz, baik dalalahnya
maupun uslubnya, dapat diketahui, selanjutnya dapat dijadikan pedoman dalam
penetapan hukum.29 Kaidah luqawiyah disebut Abu Zahrah dengan pendekatan
lafziyah (t{uruq lafziyah), yakni penerapannya membutuhkan beberapa faktor
pendukung yang sangat dibutuhkan yakni penguasaan terhadap makna dari lafaz-lafaz
nas serta konotasinya dari segi umum dan khusus, mengetahui dalalahnya apakah
menggunakan mant{uq lafzy atau mafhum yang diambil dari konteks kalimat,
kemudian pengertian yang difahami dari lafaz nash  apakah berdasarkan iba>rat nas}
atau isya>rat nas}.
Dengan demikian maksud dari metode istinbâţ (metode ijtihad) hukum berarti
bagaimana cara memperoleh hukum dari dalil-dalil al-Qur’an atau Sunnah dan dapat
27 A.Djazuli, Ilmu Fiqhi Penggalian, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam, h, 17
28 Abu zahrah, Us{ul al-Fiqh, h.134
29 A.Djazuli, Ilmu Fiqhi Penggalian, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam,, h. 5
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pula dilakukan dengan memahami jiwa hukum yang terkandung dalam dalilnya, baik
yang menyangkut latar belakang yang menjadi landasan ketentuan hukum, maupun
yang menjadi tujuan ketentuan hukum.
2. Ruang Lingkup Penelitian
Agar penulisan disertasi ini tidak menyimpang dan lebih terarah, maka
peneliti membatasi ruang lingkup penelitian ini. Adapun ruang lingkup penelitian ini
difokuskan kepada masalah-masalah yang dianggap relevan dan penting untuk
menuntaskan masalah yang diajukan oleh peneliti yang meliputi sebagai berikut:
a. Riwayat  hidup, latar belakang pemikiran, pendidikan, karya intelektual
TM. Hasbi Ash-Siddieqy.
b. Beberapa Ijtihad yang telah dilakukan TM. Hasbi Ash-Shiddieqy
c. Metode Istinbâţ (metode ijtihad) hukum TM. Hasbi Ash- Shiddieqy
D. Kajian Pustaka
Sepanjang pengetahuan penulis, sudah ada pakar yang menulis tentang
TM.Hasbi Ash-Siddieqy, meskipun tidak ada yang menyentuh aspek metode
ijtihadnya dalam kitab-kitab fiqhinya. Berbagai tulisan yang dimaksud diantaranya:
Abdul Gaffar Haris,  kajiannya membahas tentang “Manhaj Hasbi Ash-Siddieqy
dalam kajian hadis”. Yang dibahas dalam tesis ini adalah kajian terhadap metodologi
Hasbi Ash-Siddieqy terhadap kaidah kesahihan sanad dan matan hadis Nabi saw
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kemudian metodologi maani al-Hadis Nabi SAW diterapkan terhadap kajian matan-
matan hadis hukum.
Selanjutnya Nourouzzaman Shiddieqy, bukunya berjudul “Fiqhi Indonesia
Penggagas dan Gagasannya”. Penulisan kajian ini dibagi dalam tiga bagian besar
yaitu pertama memuat riwayat hidup singkat Hasbi, kedua memuat pemikiran dan
faham Hasbi terhadap pembaharuan hukum Islam, dengan mengemukakan beberapa
sumber hukum Islam,. Ketiga, membahas tentang kedudukan akal, filsafat social,
Agama dan Negara. Filsafat social dibagi kepada hak-hak manusia dan konsep
masyarakat. Karya ini juga menyinggung beberapa ijtihad hukumnya. Seperti
Musabaqah tilawatil al-Qur’an, shalat jum’at , jabat tangan.
Dudung Amadung, dalam artikelnya berjudul Pandangan Hasbi terhadap
Islam dan Agama lain (Kajian tafsir al-Bayan dan Tafsir An-Nur). Artikel ini memuat
tentang pandangan Hasbi tentang agama Islam.30 Ketika membicarakan tentang
agama Islam, Hasbi dalam tafsirnya mengatakan bahwa agama yang diridoi oleh
Allah hanyalah Islam, yakni agama yang dipegang oleh Ibrahim. Agama inilah yang
kemudian dibawa oleh Muhammad SAW sebagai estafet kebenaran. Jadi tidak ada
lagi istilah dan sebutan lain untuk agama ini selain Islam.
Karya A. Sarjan yang khusus berbicara tentang Hasbi adalah “Pembaharuan
Pemikiran Hasbi Ash-Siddieqy”. Karya ini berbicara tentang peranan Hasbi dalam
kaitannya dengan pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam di Indonesia,
30 Mubhar, http://mubhar.wordpress.com/2009/01/10/kontribusi-tm-hasbi-ash-shiddiqy-
dalam-kajian-hadis-di-indonesia diakses tgl 20 November 2010
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pemikiran fiqhinya yang bersifat kontemporer. Namun tidak mengkaji/menampilkan
secara khusus bagaimana metode istinbâţ hukum yang dilakukan Hasbi dalam
mentranformasikan fiqhi yang dikemukakan dalam kitab-kitab fiqhinya. Karya ini
hanya menggambarkan secara parsial tentang contoh-contoh pembaharuan fiqhinya.
Semua literatur yang telah disebutkan di atas, berbeda dengan judul dan
masalah pokok yang akan dibahas peneliti dalam disertasi ini. Namun demikian,
penelitian lebih lanjut tentang persoalan “Metode Istinbâţ Hukum Hasbi Ash-
Shiddieqy, banyak memberikan ilustrasi untuk merekonstruksi pemikiran dan dapat
membantu peneliti dalam melakukan pengkajian dan penelitian secara komprehensif.
Beberapa  kajian  di atas belum ada yang terkonsentrasi membahas tentang
metode istinbâţ (metode ijtihad) hukum Hasbi yang ditemukan dalam kitab-kitab
fiqhinya. Atas dasar pertimbangan itulah agaknya cukup menarik untuk mengangkat
metode ijtihad Hasbi dalam kitab-kitab fiqhinya. Pada sisi inilah terlihat signifikansi
dan orisinalitas kajian penulis.
E. Metode  Penelitian
Metode penelitian merupakan salah satu faktor penting dan penentu
keberhasilan sebuah penelitian, karena termasuk masalah pokok dalam pelaksanaan
pengumpulan data yang sangat dibutuhkan dalam penelitian. Karena Itu  hakekat
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metode penelitian adalah bagaimana secara berurut penelitian dilakukan, yaitu
dengan alat apa dan prosedur bagaimana suatu penelitian dilakukan.31
Secara rinci metode yang digunakan dalam Penelitian ini adalah sebagai
berikut:
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitan ini adalah deskriftif kualitatif, karena instrumen kerjanya
adalah kajian kepustakaan (library research) dengan mengakomodasi ide-ide dan
gagasan-gagasan dalam pengolahan datanya.
Sedang penelitian deskriptif (descriptive research) adalah metode penelitian
yang diajukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang
berlangsung pada saat ini atau masa lampau.32 Intinya adalah mendiskripsikan
fenomena apa adanya yang diperoleh dari hasil pengolahan data secara kualitatif
melalui pengumpulan data secara kepustakaan.
2. Metode Pendekatan
Metode Pendekatan adalah pola pikir yang digunakan untuk membahas obyek
penelitian.33 Oleh karena penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian kepustakaan
yakni memanfaatkan data-data berdasarkan pada studi pustaka yang mengkaji pustaka
31 Moh. Nasir, Metode Penelitian , (Cet.III; Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), h. 52
32 Nana Saudih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Cet.III; Bandung: Remaja
Rosda Karya, 2007), h.59
33 Tim Penulis Karya Ilmiah UIN Alauddin, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Makalah,
Skripsi, Tesis, Disertasi, edisi Revisi III (Makassar: Alauddin Press, 2008), h. 11
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dari bahan-bahan tertulis berupa buku, majalah, surat kabar,yang berkaitan langsung
atau tidak langsung dengan masalah yang dikaji, maka penelitian ini m
engggunakan pendekatan multidisipliner yaitu:
a. Pendekatan Historis, yaitu pendekatan dengan cara menganalisa riwayat hidup
Hasbi mulai dari lahirnya, pendidikannya, karya-karya, pekerjaannya serta
pemikiran hukumnya.
b. Pendekatan syar’i, yaitu pendekatan dengan cara menganalisa dengan
membaca buku-buku atau referensi yang berkaitan dengan objek masalah yang
dibahas yang berdasarkan kajian fiqhi yang bersumber dari kitab suci al-
Qur’an dan sunnah Nabi saw menjadi sumber inspirasi dan motivasi dalam
ajaran Islam.
c.Pendekatan filosofis, yaitu pendekatan yang menggunakan analisis pemikiran
dengan pertimbangan rasional, terutama ketika menganalisis metode istinbâţ
(metode ijtihad) yang dilakukan Hasbi dalam menetapkan hukum.
d. Pendekatan metodologis (istinbâţ al-ahkam fi al-fiqh). Dengan pendekatan ini
dapat berperan menguak cara kerja Hasbi secara rinci pada beberapa
kesimpulan fiqhinya.
e. Pendekatan sosiologis. Dengan pendekatan ini penulis akan memaparkan
kondisi sosial yang mengitari pemikiran dan metode istinba>t hukum Islam
Hasbi
3. Metode Pengumpulan data
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Metode pengumpulan data adalah teknik yang dipergunakan untuk
mengumpulkan jenis-jenis data yang akan diteliti. Muhammad Arif tiro mengatakan
bahwa seseorang peneliti senantiasa berhadapan dengan kegiatan pengumpulan
data.34
Disertasi ini merupakan penelitian kepustakaan sehingga data yang
dipergunakan  dalam disertasi ini bersumber dari karya-karya ilmiah yang berkaitan
dengan subyek penelitian. Oleh karena itu teknik pengumpulan data yang dilakukan
peneliti adalah library research, yaitu mengumpulkan bahan–bahan untuk menjawab
pertanyaan-pertanyaan yang dirumuskan dan dilakukan  melalui studi kepustakaan.
Oleh karena kajian ini adalah penelitian kepustakaan, maka hal pertama yang
mendapat perhatian adalah data kepustakaan yang akan dijadikan bahan penelitian.
Sehubungan dengan itu data primer yang ditekankan adalah bahan pustaka berupa
tulisan-tulisan Hasbi dalam kitab-kitab fiqhinya yang telah dipublikasikan kepada
umum. Adapun gagasan-gagasan primer yang digunakan dalam kajian ini adalah:
Teungku Muhammad Hasbi Ash-Siddieqy, Pedoman Shalat, Pedoman Zakat,
Teungku Muhammad Hasbi Ash-Siddieqy, Pengantar Ilmu Fiqhi, Pengantar Fiqhi
Muamalah, Fiqhi mawaris, Falsafah Hukum Islam, Beberapa permasalahan Zakati,
Dinamika dan Elastisitas Hukum Islam, Fakta Keagungan Syari’at Islam, Kumpulan
Soal Jawab, serta Hukum antar Golongan dalam Fiqhi Islam dan sebagainya.
34 Muhammad Arief Tiro, Statistika Distribusi Bebas, (Cet.; Makassar: Andira Publisher,
2002), h.1.
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Di samping itu, dipandang perlu juga mengkaji biografi lengkap Teungku
Muhammad Hasbi Ash-Siddieqy. Untuk memperluas data primer tersebut digunakan
pula data sekunder berupa pustaka-pustaka lain yang memuat tentang komentar dan
kritik terhadap Teungku Muhammad Hasbi Ash-Siddieqy, serta bahan pustaka yang
terkait dengan obyek penelitian disertasi ini, baik berupa  laporan penelitian, surat
kabar, majalah ilmiah dan mengakses data dari internet.
Pemilihan dan penetapan data sekunder di atas sudah tentu bersifat purposive,
yaitu sesuai daya jangkau bacaan penulis setelah melakukan pelacakan terhadap
bibliografi kerja35 tanpa meninggalkan prinsip kecermatan dalam melacak data.
Setelah menetapkan dan melakukan pengumpulan data sebagaimana tergambar dalam
kerja bibliografis di atas selanjutnya penulis melakukan kerja bibliografi fungsional.
4. Metode  Pengolahan dan Analisis Data
Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah analisis wacana
(discourse analysis).36 Dengan metode ini, makna yang terkandung dalam
keseluruhan gagasan Hasbi akan ditelaah secara komprehensif, baik secara teks
maupun konteksnya. Dalam mengkaji metode istinbâţ hukum Hasbi, diteliti pula
35 Bibliografi kerja adalah usaha sistematik di perpustakaan untuk mengumpulkan sumber-
sumber bahan dan untuk melakukan penggalian mengenai kemungkinan-kemungkinan bahan yang
dapat diteliti lebih lanjut.Winarno surachmad, paper, Skripsi, Thesis, Disertasi:Tjara merncanakan
tjara menulis tjara Menilai (Cet. Ke 2 ; Bandung: CV. Tarsito, 1971), h. 50-51
36 Salah satu defenisi operasional “ analisis wacana” yang dapat dirujuk di sini ialah
pengertian yang dikemukakan oleh Gillian Brown dan George Yule yakni: “…Seorang penganalisis
wacana  (discourse analysis) memperlakukan datanya sebagai rekaman  (teks) suatu proses dinamis
yang digunakan sebagai alat komunikasi dalam sebuah konteks, oleh pembaca/penulis untuk
mengepresikan berbagai makna dan mencapai maksud/ inti wacana tersebut. Berdasarkan data
tersebut, penganalisis berusaha menjelaskan keteraturan dalam realisasi bahasa yang digunakan orang
untuk mengkomunikasikan maksud dan keinginan tersebut .Gillian Brown dan George Yule,
Discourse Analysis Bibliografi, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996), h.26
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situasi eksternal dan internal yang mengitari munculnya gagasan-gagasan Hasbi.
Termasuk situasi eksternal adalah kondisi sosial budaya dan pemikiran-pemikiran
yang berkembang pada masa Hasbi. Sedang situasi internal adalah latar belakang
hidup, pendidikan, dan pemikiran-pemikiran yang mempengaruhi Hasbi.
Dasar analisis yang penulis lakukan ini, dapat diasosiasikan sebagai analisis
kontekstual. Meminjam istilah Noeng Muhadjir, analisis kontekstual yang dimaksud
adalah  mendahulukan keterkaitan antara sentral dan pinggiran (Periferi).37 Yang
sentral adalah metode ijtihad hasbi dalam fiqhi, sedang yang periferi adalah faktor
situasional yang meliputi perjalanan hidup Hasbi Ash-Shiddieqy.
Dengan cara merunut data yang relevan, kemudian mengklasifikasinya.
Selanjutnya dari data yang tertata rapi  ini, dilakukan analisis  dengan cara
menginterpretasikan data tertentu, menghubung-hubungkan data yang relevan dan
selanjutkan memahami kaitan-kaitannya sehingga berwujud suatu konsep yang utuh.
Adapun teknik analisis yang digunakan adalah: deduktif,  induktif  dan
komparatif terhadap sejumlah teori, pendapat para pakar di bidang hukum Islam,
untuk selanjutnya dapat ditemukan makna, arti dan tujuan dari teori-teori tersebut
untuk dihubungkan antara satu dengan yang lain guna menemukan konsep baru atau
kesimpulan terakhir.
37 Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Cet. Ke 4; yokyakarta: Rake Sarasin,
1992), h.207
28
Analisis dengan sajian deduktif diterapkan ketika penulis mengkaji
pernyataan-pernyataan Hasbiyang cukup tegas dalam rangka menarik suatu
kesimpulan  sedang analisis induktif diperlukan untuk melacak metode pemikiran
fiqhinya yang kadang terpencar dalam berbagai kitabnya dengan keterangan yang
saling melengkapi dan dalam kondisi seperti ini dapat membantu menyelesaikan
persoalan secara proporsional. Analisis dengan sajian komparatif diterapkan atas
kesimpulan Hasbiyang ada hubungannya dengan fuqaha dari metode istinbat hukum
yang diungkapkan dalam kitab fiqhinya.
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini dapat dipaparkan sebagai
berikut:
a.Untuk mengetahui faktor yang melatar belakangi munculnya pemikiran Hasbi
di bidang hukum baik yang berhubungan dengan kondisi internal umat Islam
di Indonesia maupun perkembangan dunia modern pada masa itu
b.Mengenal lebih dekat tentang metode (cara-cara) Hasbi Ash-Siddiqy
berijtihad, dan sekaligus memahami secara serius pokok pokok pemikiran
Hasbi Ash-Siddieqy dalam kaitannya masalah ijtihad dalam bidang fiqhi, serta
memperkenalkan kembali konsep-konsep pemikirannya tentang kemungkinan
perkembangan fiqhi dari masa ke masa.
2. Kegunaan Penelitian
29
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam
memperkaya khazanah pemikiran dibidang hukum yang meliputi:
a. Kegunaan Ilmiah
1. Sebagai bahan informasi dan sumbangan pemikiran bagi yang berminat
untuk mengenal dan menghargai jasa-jasa baik TM.Hasbi ash siddiqy
dalam masalah-masalah fiqhi Islam pada khususnya dan soal-soal
keislaman pada umumnya.
2. Memperkaya khazanah kepustakaan, terutama dalam masalah
perkembangan hukum di Indonesia.
b. Kegunaan Praktis
1. Dapat menjadi kontribusi bagi praktisi hokum Islam dalam menetapkan
atau menggali hukum Islam melalui metode istinbâţ (metode ijtihad) yang
telah dilakukan Hasbi.
2. Dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi pemerhati masalah-
masalah hukum khususnya dan masalah keislaman pada umumnya, guna
dikembangkan dalam penelitian selanjutnya.
G. Kerangka Pikir
Hasbi Ash Shiddieqy merupakan salah seorang ulama pembaharu Indonesia
yang produktif menulis dalam berbagai ilmu keIslaman diantaranya tafsir, hadis,
tauhid dan ilmu fiqhi.
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Dari berbagai ilmu keislaman tersebut, ilmu fiqhilah yang membawanya lebih
populer dan berpengaruh. Dalam membahas pemikiran fiqhinya, beliau dianggap
orang pertama yang menginginkan terbentuknya fiqhi berkepribadian Indonesia.
Ketika menelusuri metode istinbat} hukum yang dikemukakan oleh Hasbi,
penulis terlebih dahulu membaca berbagai karya Hasbi yang berkaitan dengan ilmu
fiqhi dan literatur lain yang membahas tentang pemikiran Hasbi dengan berbagai
pendekatan. Di antara pendekatan yang digunakan adalah pendekatan historis, syar’i,
metodologis, filosofis dan pendekatan sosiologis.
Dengan demikian, lewat bacaan dari karya Hasbi dan literatur yang terkait
dengan itu, penulis dapat mengungkapkan metode istinba>t hukum yang digunakan
Hasbi dalam mengungkapkan pendapatnya tentang masalah-masalah yang terkait
dengan hukum Islam.
Hasbi Ash-Shiddieqy
Pemikiran Hukum Islam
Metode Istinbat Hukum
Data
Kajian Literatur
- Karya-Karya
Hasbi Ash-
Shiddieqy
_   Kitab-kitab
fiqhinya
- Karya Ilmiah
Lainnya yang
terkait dengan
pemikiran Hasbi
Ash-Shiddieqy
Pendekatan
- Historis
- Syari'ah
- Filosofi
- Metodologis
- Sosiologis
Hasil Penelitian
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H. Garis-Garis Besar Isi
Penelitian ini terdiri dari lima bab pembahasan, dan masing-masing bab
memiliki sub bab pembahasan. Untuk mendapatkan gambaran awal tentang isi
pembahasannya, peneliti mengemukakan pokok-pokok pikiran dan intisari
pembahasan dalam masing-masing bab, sebagai berikut:
Bab pertama terdiri dari bab pendahuluan yang menguraikan tentang; latar
belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, defenisi oprasional dan ruang
lingkup penelitian, kemudian dikemukakan kajian pustaka, metodologi penelitian,
Tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka pikir, dan terakhir garis-garis besar isi
penelitian.
Bab kedua menggambarkan tentang Metode Istinba>t} Hukum Islam yang
meliputi beberapa sub bab yaitu Pengertian Istinba>t}, Macam-macam Metode
Istinba>t}, yang terdiri dari segi kebahasaan, Segi Maqa>s}id asy-syari’ah, yang
meliputi Metode istinba>t}  ta’li>li> dan Metode Istisla>hi dan Segi Ta’arud dan
Tarjih serta Metode Istinbat{ Hukum TM. Hasbi Ash Shiddieqy yang meliputi,
metode bayani, metode komparasi dan metode bi al-ra’yi.
Untuk memberi landasan bagi analisis berikutnya, pada bab ketiga Riwayat
Hidup TM. Hasbi Ash Shiddieqy yang meliputi beberapa sub bab; Kelahiran, Latar
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Belakang Keluarga dan pendidikannya, Dakwah dan Aktivitas Organisasi TM. Hasbi
Ash Shiddieqy, Karier Intelektual TM. Hasbi Ash Shiddieqy, Karya Ilmiah dan
Identifikasi Kitab-kitab Fiqhinya, Pemikiran TM. Hasbi Ash Shiddieqy tentang
Hukum Islam, Pemikiran TM. Hasbi Ash Shiddieqy tentang Ijtihad, Relevansi
Pemikiran TM. Hasbi Ash Shiddieqy dengan Perkembangan Hukum Islam, serta
Pandangan Ulama/Intelektual Muslim Terhadap Pemikiran TM. HasbiAsh-Shiddieqy.
Pada bab keempat akan dikemukakan Istinba>t} Hukum TM. Hasbi Ash
Shiddieqy, yang meliputi; Aplikasi Istinba>t} Hukum TM. Hasbi Ash Shiddieqy,
diantaranya; Perkawinan Beda Agama, Shalat Jum’at dan Bank ASI. Selanjutnya
Sumber Hukum dan Metode Istinba>t} Fiqhi TM. Hasbi Ash Shiddieqy dan
Kemandirian Ijtihad TM. Hasbi Ash Shiddieqy.
Bab kelima merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-
saran. Bab ini berfungsi menjawab pokok permasalahan dan sub masalah yang telah
dikemukakan sebelumnya. Disamping itu akan dikemukakan pula beberapa saran
yang merupakan implikasi akhir dari hasil penelitian.
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BAB II
METODE ISTINBA<T} HUKUM ISLAM
A. Pengertian Istinba>t}
Istinba>t} dari segi etimologi  berasal dari kata nabat}a-yanbut}u-nabt}un
yang berarti “air yang pertama kali muncul pada saat seseorang menggali sumur”.
Kata kerja tersebut kemudian dijadikan bentuk transitif, sehingga menjadi anbat}a
dan istinbat}a, yang berarti mengeluarkan air dari sumur (sumber tempat air
tersembunyi). Al-Jurjani memberikan arti kata Istinba>t} dengan mengeluarkan
air dari mata air (dalam tanah)1. Jadi kata istinba>t} pada asalnya berarti
mengeluarkan air dari sumbernya kemudian dipakai sebagai istilah fiqhi yang
berarti mengeluarkan hukum dari sumbernya, yakni mengeluarkan kandungan
hukum dari nas-nas dengan ketajaman  nalar dan kemampuan daya pikir yang
optimal. Sebagaimana yang diungkapkan Muhammad bin ‘Ali al-fayyuni seperti
yang dikutip Satria Efendi, mendefenisikan istinba>t} sebagai upaya menarik
hukum  dari al-Quran dan sunnah dengan jalan ijtihad2.
Kata istinba>t} terdapat dalam firman Allah QS. An-nisa/4: 83 dalam
bentuk fi’il mud}ari sebagai berikut:
                  
                  
 
1 Al-Syarif ‘Ali ibn Muhammad al-Jurjani, Kita>b al-Ta’rifat, (Beirut: Dar al-Kutub al-
‘Ilmiyyah, 1988), h.22
2 Satria Efendi, Ushul Fiqhi, (Cet ke-1; Jakarta: Kencana, 2005), h.177
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“Dan apabila sampai kepada mereka suatu berita tentang keamanan
ataupun ketakutan, mereka (langsung) menyiarkannya. Padahal apabila
mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil Amri di antara mereka,
tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat)
mengetahuinya dari mereka (rasul dan ulil Amri). Sekiranya bukan karena
karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikut syaitan,
kecuali sebahagian kecil saja (di antara kamu)”.3
Para ahli tafsir hampir secara keseluruhan menjelaskan bahwa yang
dimaksud yastanbit}u>nah mengeluarkan sesuatu yang tersembunyi (tidak jelas)
dengan ketajaman pemikiran mereka.
Keterangan di atas menjadi acuan bahwa istinba>t} merupakan upaya
penggalian hukum  syara dari sumber-sumber yang asli melalui pengerahan
seluruh kemampuan daya nalar. Pengertian ini identik dengan pengertian ijtihad
yang dikenal oleh ulama ushul fiqhi. Namun demikian istinba>t} menurut al-
Syaukani dianggap sebagai oprasionalisasi ijtihad  karena ijtihad dilakukan
dengan menggunakan kaidah-kaidah istinba>t}.4
Muhammad Fawzi Faydh membagi ijtihad menjadi dua yaitu ijtihad
mutlak dan ijtihad juz’iy (parsial). Ijtihad mutlak adalah ijtihad yang dilakukan
oleh ulama yang berhasil menyusun metode istinba>t} hukum serta kaidah-
kaidahnya, sedangkan ijtihad juz’iy adalah ijtihad yang dilakukan oleh ulama
yang tidak menyusun metode istinba>t} hukum sendiri, ia mengikuti metode
istinba>t} hukum yang telah disusun oleh ulama sebelumnya.5
3 Lihat Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: PT Sinergis
Pustaka Indonesia, 2012), h. 118
4 Muhammad Ibn ‘Ali Ibn Muhammad al-Syawkani, Irsyad al-Fukhul ila tahqiq al-Haqq
min ‘Ilm al-Ushul, (Surabaya: Ahmad Ibn Sa’d Ibn Nabhan, t.th),h. 71
5 Muhammad Fawzi Faydh Allah, Al-Ijtihad fi al-Syari’at al-Islamiyyat, (Kuwayt:
Maktabah Dar al-Turats, 1984), h. 21. Lihat juga Jaih Mubarok, Metodologi Ijtihad Hukum Islam,
Cet. Ke-1, (Yokyakarta: UII Press, 2002), h.9
36
Para ulama ushul fiqhi masa lalu telah meletakkan dan mengembangkan
kaidah-kaidah istinba>t} yang menjadi perangkat penting dalam penggalian
hukum Islam. Secara garis besar, metode istinba>t} dapat dibagi kepada tiga
bagian, yaitu segi kebahasaan, segi maq{a>s}id asy-syari’ah maupun ta’arud dan
tarjih.
B. Macam-macam Metode Istinba>t}
Para ulama telah menyusun seperangkat metodologi untuk menafsirkan ayat-
ayat dan hadis-hadis dalam upaya lebih mendekatkan kepada maksud-maksud
persyariatan hukum disatu pihak dan upaya lebih mendekatkan hasil penalaran
tersebut dengan kenyataan yang ada ditengah masyarakat di pihak lain secara
umum. Metode penalaran itu dapat dibagi ke dalam tiga pola:
1. Segi Kebahasaan ( Ist}inba>t Bayani)
Metode pemahaman kebahasaan, terlihat jelas pada sumber asasi hukum
Islam yakni al-Qur’an dan Hadis. Al-Qur’an dan Hadis tertuang dalam bahasa
Arab, maka untuk menggalinya dan memahami kandungan al-Qur’an dan Hadis
memerlukan seperangkat aturan-aturan yang ditentukan. Ayat-ayat hukum dalam
al-Qur’ an, menurut para ahli ushul fiqhi menunjukan pemahaman dari berbagi
bentuk, sifat, dan berbagai makna.
Hal yang menjadi perhatian para ahli usul fiqhi dalam istinba>t}
kebahasaan adalah pengertian al-lafz} (lafaz atau kata) dalam kaitannya dengan
posisi lafaz itu dalam kalimat. Para ulama membahasnya secara mendalam bahkan
membaginya ke dalam beberapa kelompok seperti Wahbah al-Zuhaili, ‘Abd al-
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Wahhab Khallaf dan lain-lain mencoba mengelompokannya dalam beberapa
kategori yaitu:
a. lafaz dilihat dari cakupan maknanya,
b. lafaz dilihat dari segi penggunaannya terhadap suatu makna dan
c. lafaz dilihat dari segi petunjuknya dalam hal kejelasan dan kesamaran, serta
d. lafaz dari segi cara mengungkapkannya dalam kaitannya makna yang
dikandung.
1) Lafaz dari segi cakupan maknanya
Dari segi cakupan maknanya, lafaz dapat dibedakan menjadi:
a) Lafaz khas}
Lafaz Khas} adalah suatu lafaz yang mengandung satu pengertian secara
tunggal.6 Sedangkan ulama' ushul mendefinisikan lain-lain tetapi hakekatnya
sama. Definisi yang dapat dikemukakan disini antara lain :
7  ُھ َﻮ َﻟاﻠ ُﻆﻔ ﱠﻟا ِﺬ ى ُو ِﺿ َﻊ ِﻟ َﻤ َﻨﻌ َو ﻲ ِﺣا ٍﺪ َﻋ َﻠﻲ َﺳ ِﺒ ِﻞﯿ ِﻹا ِﻔﻧ َﺮ ِدا
"Lafaz yang dari segi kebahasaan ditentukan untuk satu arti secara mandiri".
Lafaz yang terdapat pada nash syara' menunjukkan satu makna tertentu
dengan pasti selama tidak ada dalil yang mengubah maknanya itu. Oleh karena
itu, apabila lafaz khas} dikemukakan dalam bentuk mutlak, tanpa batasan apapun,
maka lafaz itu memberi faedah ketetapan hukum secara mutlak, selama tidak ada
dalil yang membatasinya. Jadi jika lafaznya mengandung nahi (larangan), ia
6 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqhi, Jilid I, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 83
7 Muhammad Khudhari Beyk, Ushul Fiqhi,( Cairo, Maktabah al-Istiqamah, 1938), h.30
Lihat juga dalam Amir Syarifuddin, Ushul Fiqhi, h. 83
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memberikan faedah berupa hukum haram terhadap hal yang dilarang itu selama
tidak ada qarinah (indikasi) yang memalingkannya dari hal itu.
Mengenai kemungkinan adanya takwil dalam lafaz khas}, para pengikut
mazhab Hanafi telah memalingkan arti lafaz khas} tersebut dari maknanya yang
hakiki dalam beberapa nas} karena adanya qarinah yang mengharuskan
pemalingan artinya yang hakiki dan adanya maksud untuk memberi makna yang
lain melalui maksud yang terkandung dalam dalil tersebut.
Para ulama' sepakat bahwa dilalah lafaz khas} adalah qat}'i.8 Namun
mereka berbeda pendapat dalam sifat keqath'iannya itu, apakah lafaz khas} yang
dipandang qat}'i dilalahnya. Golongan Hanafiyah berpendapat: Sesungguhnya
lafaz khas} sepanjang telah memiliki arti secara tersendiri, berarti ia sudah jelas
dan tegas dengan ketentuan lafaz itu sendiri.
Dari sikap ini dapat disimpulkan sebagai berikut :
(1) Lafaz khas} menurut Hanafiah tidak membutuhkan penjelasan lain selama
telah memiliki arti sendiri.
(2) Karena mereka menyatakan bahwa lafaz khas} al-Qur’an itu qat}'i dilalahnya
dan tidak memerlukan penjelasan (bayan), maka setiap perubahan hukum
dengan nas} yang lain dipandang sebagai penghapusan hukum bukan
penjelasan. Dengan demikian, apabila tidak sama kekuatan dilalahnya, maka
tidak bisa diterima konsekuensinya lafaz khas} yang qat}'i itu tidak bisa
dihapus dengan hadits ahad.
8 Hamzah, Ushul Fiqhi Metode Penggalian Hukum Islam, (Makassar: LPK, 2011), h.62
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Golongan jumhur ulama, antara lain Syafi'iyah dan Malikiyah mengambil
pendapat yang menyatakan bahwa sekalipun lafaz khas} itu dilalahnya qat}'i,
namun tetap mempunyai kemungkinan perubahan makna soal wadaha'nya (asal
pemasangan) sehingga apabila terdapat nas} yang mengubah dilalah khas}-nya
itu, maka ia dipandang sebagai penjelasan terhadap lafaz khas} itu. Dari sikap ini
terdapat dua kesimpulan yang berbeda dengan pendapat pertama, yaitu :
(1)Nas} khas} masih membutuhkan penjelasan dan perubahan
(2) Lafaz khas} al-Qur’an menurut pandangannya tetap menerima penjelasan dan
perubahan. Oleh sebab itu, lafaz khas} mungkin saja berubah melalui penjelasan,
sungguh pun penjelasan itu kekuatan dilalahnya dari segi subut lebih rendah dari
kekuatan khas} itu sendiri, seperti hadits ahad.
Perbedaan pendapat para ulama tentang kedudukan dilalah khas} tersebut
berpengaruh terhadap beberapa masalah fiqh, misalnya pengertian ruku' pada ayat
:
ﻦﯿﻌﻛاّﺮﻟا ﻊﻣ اﻮﻌﻛراو
“Ruku'lah bersama orang-orang yang ruku'”
Ulama Hanafiyah memandang bahwa ruku' dalam shalat itu sebagaimana
lafaz-lafaz khas} untuk suatu perbuatan yang maklum, yaitu condong dan berdiri
tegak. Mereka menyatakan sesungguhnya ruku' yang diperintahkan pada ayat itu
dan merupakan bagian fard}u shalat adalah condong dan berdiri tegak tanpa
tuma'ninah
Adapun hadits yang memerintahkan keharusan tuma'ninah adalah :
 ّﻞﺼﺗ ﻢﻟ ّﻚﻧﻷ ّﻞﺼﻓ ﻢﻗ
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"Berdirilah dan shalatlah karena engkau belum shalat"
Tuma'ninah itu bukan syarat sah shalat. Menurut mereka seandainya
tuma'ninah itu syarat sah shalat, berarti merupakan penambahan atas lafaz khas}
al-Qur’an yang jelas.
Golongan Syafi'iyah berpendapat bahwa lafaz khas} itu mempunyai
kemungkinan adanya penjelasan atau perubahan, maka dari segi ini mereka
memandang lafaz khas} itu sebagai lafaz mujmal. Oleh sebab itu, mereka
menerima kemungkinan adanya penambahan atas lafaz khas} yang terdapat
dalam al-Qur’an dengan hadits ahad yang merupakan penjelasannya. Maka
menurut golongan ini, tuma'ninah yang diisyaratkan oleh hadits tersebut
merupakan penjelasan terhadap ayat al-Qur’an dan termasuk fard}u dalam ruku'.9
Lafaz khas} itu bentuknya banyak, sesuai dengan keadaan dan sifat yang
dipakai pada lafaz itu sendiri. Ia kadang-kadang berbentuk mutlak tanpa dibatasi
oleh suatu syarat atau qayyid apa pun, kadang-kadang berbentuk muqayyad, yakni
dibatasi oleh qayyid, kadang-kadang berbentuk amr (perintah) dan kadang-kadang
berbentuk nahi (larangan). Dengan demikian, macam-macam lafaz khas}
mencakup mutlak, muqayyad, amr dan nahi.
b) Mutlaq
Secara bahasa mutlaq berarti bebas tanpa ikatan, secara istilah lafaz mutlaq
adalah kata yang khusus yang tidak dikaitkan dengan kata lain yang dapat
mempersempit kandungannya.10
Salah satu contoh mutlaq adalah firman Allah QS. al-Maidah/5: 89
9 Rachmat Syafei, M.A , Ilmu Ushul Fiqh , (Bandung: PT Pustaka Setia), h. 190 - 192
10 Ali Hasballah, Us{ul al-tasyri’ al-Islami, (Kairo: Dar al-Ma’rifah, 1971 ), h.225
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                     
                 
                      
   
“Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak
dimaksud (untuk bersumpah), tetapi dia menghukum kamu disebabkan
sumpah-sumpah yang kamu sengaja, Maka kaffarat (melanggar) sumpah
itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang
biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi Pakaian kepada
mereka atau memerdekakan seorang budak. barang siapa tidak sanggup
melakukan yang demikian, Maka kaffaratnya puasa selama tiga hari. yang
demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah
(dan kamu langgar). dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah
menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur
(kepada-Nya).11
Kata tahrir raqabah tidak disertai sifat apapun, sehingga orang yang
melanggar sumpah boleh memerdekakan budak laki-laki atau perempuan, muslim
atau non muslim. Hukum lafaz mutlak tetap dalam kemutlakannya selama tidak
ada dalil yang membatasi cakupan maknanya.
c) Muqayyad
Muqayyad secara etimologi berarti terbatas, tertentu. Secara terminologi
adalah  lafaz yang menunjuk pada satuan yang tidak tertentu tetapi lafaz itu
dibarengi dengan sifat yang membatasi maksudya12. Lafaz yang muqayyad adalah
11 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 162
12 Muhammad Khudhari Beyk,Al-tarikh al-tasyrik al-Islami, (Cairo: Dar Ihya Al-Kutub,
1930), h.298
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kata khusus yang dikaitkan dengan kata lain yang dapat mempersempit
kandungannya.13
Wajib mengerjakan yang muqayyad kecuali jika ada dalil yang
membatalkannya. Misalnya firman Allah QS. al-Muja>dalah/58: 4
          
Barangsiapa yang tidak mendapatkan (budak), Maka (wajib atasnya)
berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur.14
Lafaz “dua bulan/ ﻦﯾﺮﮭﺷ ” adalah mutlaq yang dibarengi dengan kata
“berturut-turut/ ﻦﯿﻌﯿﺑﺎﺘﺘﻣ ” maka kemudian menjadi muqayyad, maka berpuasa
disini harus dua bulan berturut-turut tidak boleh secara terpisah.
Contoh yang termasuk lafaz muqayyad adalah QS. An-Nisa/4:92 berikut
ini:
                         
                 
                       
             
Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang
lain), kecuali Karena tersalah (Tidak sengaja) dan barangsiapa membunuh
seorang mukmin Karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang
hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada
keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh)
13 Muhammad Khudhari Beyk,Al-tarikh al-tasyrik al-Islami, h. 298
14 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h.791
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bersedekah. jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian
(damai) antara mereka dengan kamu, Maka (hendaklah si pembunuh)
membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta
memerdekakan hamba sahaya yang beriman. barangsiapa yang tidak
memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan
berturut-turut untuk penerimaan Taubat dari pada Allah. dan adalah Allah
Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.15
Kata tahrir raqabah mu’minah dalam ayat di atas dibatasi oleh sifat yaitu
mu’minah maka sanksi bagi yang membunuh orang lain karena kekeliruan atau
tidak disengaja adalah memerdekakan hamba sahaya yang beragama Islam, tidak
boleh dari kalangan Nasrani, Yahudi dan lain sebagainya. Secara umum lafaz
yang muqayyad diamalkan sesuai dengan penyempitan makna yang telah
ditentukan.
d) Al-Amr
Al-Amr secara etimologi berarti perintah, lawan kata larangan. Para ulama
berbeda-beda dalam mendefinisikan al-amr. Beberapa defenisi berikut:
(1) Imam al-Ghazali, al-amr adalah ucapan atau tuntutan-yang secara
substansial-agar mematuhi perintah dengan mewujudkan apa yang
menjadi tuntutannya dalam perbuatan.16
(2) Hafizzuddin al-Nasafi mendifinisikan al-amr sebagai titah seseorang
yang posisinya lebih tinggi kepada orang lain.17 Pernyataan Hafizzuddin
ini senada dengan pernyataan Mu’tazilah18 yang mensyaratkan kedudukan
15 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 121
16 Romli SA, Muqaranah Mazahib fil Ushul, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), h.
175.
17 Romli SA, Muqaranah Mazahib fil Ushul, h. 176
18 Amir Syarifuddin. Ushul Fiqh, jilid 2, (Ciputat: PT Logos Wacana Ilmu , 1999), h. 162.
44
pihak yang memerintah harus lebih tinggi dari pihak yang diperintah
karena apabila kedudukan yang memerintah lebih rendah dari yang
diperintah, maka tidak disebut al-Amr tapi do’a.
Jadi al-amr adalah suatu tuntutan untuk melakukan sesuatu. Tuntutan ini,
dilihat dari segi sumbernya, berasal dari posisi yang lebih tinggi kedudukannya.
Sighat al-amr dapat dibedakan kepada lima macam19:
(a) Dengan menggunakan fi’il amr ( kata kerja perintah ), misalnya firman
Allah QS. An-Nisa/4: 4
        ...
Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai
pemberian dengan penuh kerelaan.20
(b) Dengan menggunakan fi’il mud}ari’ yang dihubungkan dengan lam al-amr
yang mengandung perintah. Misalnya firman Allah  QS. Al- Baqarah/2: 185
……
Maka barang siapa yang telah melihat bulan, maka hendaklah ia
berpuasa….21
(c) Dengan menggunakan isim masdar yang diperlukan sebagai pengganti fi’il
al-Amr. Misalnya firman Allah QS. Muhammad/47: 4
…
Maka jika kamu menjumpai orang-orang kafir ( di medan perang), maka
pancunglah batang leher mereka…22
19 http/muhzuchri.blog spot.com/2009/05/ al-amru-dan-alan-nahyu
20 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 100.
21 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h.35.
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(d) Dengan menggunakan kalimat berita yang mengandung perintah. Lihat
firman Allah QS. Al-Baqa>rah/2: 228
             . . .
Dan wanita-wanita yang ditalak oleh suaminya hendaklah menahan diri
sampai tiga kali quru’.23
Syaikh Muhammad al-Khudari Beik24,yang didukung oleh pendapat Zaky
Al-Din Sya’ban serta pandangan para ulama ushul,25 yang dikutip Ramli dalam
bukunya berpendapat bahwa lafaz al-Amr itu dibagi menjadi lima macam, yaitu:
a. Tuntutan yang menujukkan sesuatu perbuatan wajib dilakukan .
b. Tuntutan yang menunjukkan anjuran saja.
c. Menunjukkan semata-mata tuntutan saja.
d. Menunjukkan keizinan atau kebolehan.
e. Menujukkan kepada arti lain selain dari kriteria di atas karena adanya
Qarinah.
Kelima macam pendapat ini pada dasarnya menjelaskan  bahwa tuntutan al-
amr itu mengandung makna wajib kecuali jika ada qarinah yang menunjukan ke
makna lain.
Perbedaan pendapat ini dilihat dari beberapa segi.
1. Al-amr Sesudah Larangan
Berikut beberapa pandangan ulama terhadap amr sesudah larangan :
22 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h.731
23 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h.45
24 Romli SA, Muqaranah Mazahib fil Ushul, h.181.
25 Zakiy al-Din Sya’ban, Us{u>l al-Fiqh al-Islami, (Mesir: Da>r al-Ta’lif, 1961), h.68
lihat juga dalam Romli SA, Muqaranah Mazahib fil Ushul, h.181.
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a. Jika ada perintah sesudah larangan, maka ia menjadi ibahah. Pandangan
ini berasal dari Imam Syafi’I dan sebagian ulama ushul lainnya. Misalnya firman
Allah swt Q.S Al-Maidah/5: 2
…      . . .
Dan apabila kamu telah selesai menuniakan ibdah haji, maka kamu boleh
apa saja berburu.26
b. Al-amr tetap menunjukkan wajib meskipun adanya sesudah larangan dan
larangan tidak bisa dijadikan Qarinah yang dapat mengubah arti wajib dari sighat
al-amr. Pandangan ini dikemukakan oleh kalangan pengikut Imam Abu Hanifah
dan sebagian pengikut Syafi’i.27
c. Al-amr sesudah larangan itu harus kembali pada substansi perintah itu
sendiri yaitu untuk menghilangkan larangan atau kembali pada hukum asal
sebelumnya, apakah ibahah, wajib, atau boleh jadi selain keduanya. Pandangan ini
dikemukakan al-Kamal Ibn al-Humam-salah satu pengikut Mazhab Hanafi.
Apakah al-amr menuntut segera dikerjakan atau tidak? Berikut pandangan
ulama tentang hal itu:
1. Menurut ulama dan mazhab Hanafi dan sebagian mazhab Syafi’I bahwa
al-amr itu tidak menuntut segera dilakukan. Lafal al-amr itu diciptakan hanya
semata-mata untuk dikerjakan.28Tuntutan segera untuk dilaksanakan dipahami
26 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 141
27 Romli SA, Muqaranah Maz{ahib fil Us{u>l, h. 183.
28 Romli SA, Muqaranah Maz{ahib fil Us{u>l, h.184.
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setelah melihat Qarinah yang berasal dari luar al-amr. Kelompok ini
memgemukakan kaidah:
رﻮﻔﻟا ﻰﻀﺘﻘﯾ ﻻ ﺮﻣﻻا
Pada dasarnya al-amr itu tidak menuntut segera dikerjakan.
2. Menurut ulama dari mazhab Maliki, sebagian mazhab Hanbali, dan
sebagian mazhab Hanafi serta Syafi’i, bahwa al-amr itu menuntut segera
dilaksanakan. Kelompok ini berpendapat bahwa al-amr itu imbangannya dengan
an-nahi. Jika larangan menuntut segera ditinggalkan, maka demikian juga halnya
dengan al-amr. Kelompok ini berpegang pada kaidah:
رﻮﻔﻟا ﻰﻀﺘﻘﯾ اﺮﻣﻻا29 ﻲﻓ ﻞﺻﻻا
Pada dasarnya al-amr itu mengandung tuntutan segera untuk dikerjakan.
Dalam hal ini terdapat dua perbedaan ulama. Kelompok pertama dari
ulama Hanafiyah dan sebagian dari Mazhab Syafi’i serta dari golongan
Mu,tazilah30 mengatakan bahwa tuntutan al-amr itu tidak perlu ada pengulangan.
Kaidah yang mereka kemukakan adalah:
راﺮﻜﺘﻟا ﻰﻀﺘﻘﯾﻻ ﺮﻣﻻا ﻲﻓ ﻞﺻﻻا31
Pada dasarnya al-amr tidak mengandung tuntutan berulang kali.
Selanjutnya kelompok kedua menyatakan bahwa al-amr menghendaki
pengulangan. Mereka berpijak pada kaidah yang berbunyi:
29 Z.Abidin Ahmad, Us}ul Fiqh (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h.56
30 Al-Syatibi, Al-Muwafaqat fi Ushul Al-Syari’at, jilid III, (Beirut:Dar Al-Ma’arif, 1975),
h. 108.
31 Kamal Muhtar, Us}ul Fiqh, jilid 2, (Jakarta: PT Dana Bakti Wakaf, 1995), h.45
48
ﺮﻣﻻا ﻲﻓ ﻞﺻﻻاراﺮﻜﺘﻟا ﻰﻀﺘﻘﯾ
Pada dasarnya perintah itu mengandung tuntutan pengulangan untuk
selama-lamanya di mana mungkin.
e) Al-Nahy
Al-Nahy secara etimologi  adalah lawan dari al-amr32 berarti larangan atau
cegahan. Banyak ulama yang mendefinisikan makna al-nahy, di antaranya33:
a. Zaky al-Din Sya’ban menjelaskan bahwa al-nahy ialah sesuatu tuntutan
yang menunjukkan larangan untuk berbuat.
b. Imam Abu Zahrah menyatakan pula bahwa yang dimaksud dengan al-
nahy adalah tuntutan yang berisi larangan atau cegahan untuk melakukan
perbuatan:34
Pengertian yang dikemukakan para ulama di atas pada dasarnya
menjelaskan bahwa al-nahi adalah tuntutan untuk meninggalkan sesuatu yang
bentuknya larangan atau mencegah agar tidak melakukan perbuatan dan larangan
yang datangnya dari syar’i yang telah dituangkan dalam nas} yaitu al-Quran dan
al-Sunnah.
Menurut Mustafa Said al-Khin, bahwa ada empat macam bentuk
karakteristik yang dapat digolongkan kepada al-nahy di dalam nas}35. Adapun
empat macam bentuk s}ighat al-nahy itu adalah:
32 Mustafa said al-Khin, Asr al-Ikhtilaf Fi al-Qawaid al-Ushuliyah Fi Ikhtilaf al-fuqaha’.
(Kairo: Muassasahal-Risalah, 1969), h. 328.
33 Zakiy al-Din Sya’ban, Us{u>l al-Fiqh al-Islami, (Mesir: Da>r al-Ta’lif, 1961), h.102
lihat juga dalam Romli SA, Muqaranah Mazahib fil Ushul, h. 187.
34 Muhammad Abu Zahrah, Us{u>l al-Fiqh, (Dar al-Fikr al-‘Arabi, t.t., t.th) h.278. lihat
juga dalam Romli SA, Muqaranah Mazahib fil Ushul, h. 187.
49
a. Fi’il Mud}ari yang dihubungkan dengan La al-nahiyah. Misalnya Firman
Allah QS. Al-Isra’/17:32
          
Dan janganlah kamu dekati zina, karena perbuatan zina itu adalah hal yang
keji dan seburuk-buruk jalan. 36
b. Kata yang berbentuk perintah yang menuntut untuk menjauhi larangan atau
meninggalkan suatu perbuatan. Misalnya firman Allah QS. Al-Hajj/22:30 …        ...
Maka jauhilah oleh kamu berhala-berhala yang kotor itu dan jauhilah pula
perbuatan dusta.
Menggunakan kata Nahy itu sendiri dalam kalimat. Misalnya firman
Allah QS. al-Nahl/16: 23
                  
Dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan.
Dia memberi pengajaran kepada kamu agar kamu dapat mengambil
pelajaran.37
c. Jumlah khabariyah, yaitu kalimat berita yang digunakan untuk
menunjukkan larangan dengan cara pengharaman sesuatu atau menyatakan tidak
halalnya sesuatu. Misalnya firman Allah QS. An-Nisa>’/4:19
              ....
Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita
dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka … 38
35 Mustafa said al-Khin, Asr al-Ikhtilaf Fi al-Qawaid al-Ushuliyah Fi Ikhtilaf al-fuqaha’, h.
328
36 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h.388
37 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 362
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Menurut Mustafa Said al-Khin bahwa para ulama ushul sepakat bahwa al-
Nahy untuk beberapa arti, yaitu:
1) Untuk menyatakan haramnya suatu perbuatan, atau tidak boleh dilakukan.
Misalnya firman Allah Q.S. Al-Isra’/17: 32
          
Dan janganlah mendekati (berbuat) zina.39
b) Untuk menyatakan do’a atau permohonan. Misalnya firman Allah QS. Ali
Imran/3 : 8
                 
Wahai Tuhan kami janganlah engkau jadikan hati kami condong kepada
kejahatan setelah engkau beri petunjuk kepada kami.40
c) Menyatakan dan menunjukkan bimbingan atau pengarahan, misalnya
firman Allah QS. Al-Maidah/5: 101
                 
            
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan ( kepada
nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepada kamu, niscaya akan
menyusahkan kamu.41
38 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 104
39 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h.388
40 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 63
41 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 165
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d) Menjelaskan suatu akibat dari suatu perbuatan. Misalnya firman Allah QS.
Ibrahim/14: 42
             
 
Dan janganlah sekali-kali kamu mengira bahwa Allah lalai dari apa yang
diperbuat oleh orang-orang zalim.42
e) Untuk menyatakan keputusasaan. Misalnya firman Allah QS. al-
Tahrim/66:7
              
Wahai orang-orang kafir jangnlah kamu menyatakan uzur pada hari ini,
bahwasanya kamu diberi balasan menurut apa yang kamu perbuat.43
Pandangan Ulama Ushul Tentang al-Nahy
1.Segi Substansi Larangan
Perbedaan pada aspek ini berakar pada apakah hakekat atau substansi
larangan tersebut menunjukkan tahrim, karahah, atau mencakup keduanya.
Terhadap hal ini terdapat beberapa pandangan Ulama44.
a. Kelompok pertama mengatakan bahwa al-nahy itu substansinya adalah
tahrim, kecuali ada qarinah yang memalingkan arti tahrim kepada yang lainnya.
42 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 352
43 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 820
44 Romli SA, Muqaranah Mazahib fil Ushul. h. 192.
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Menurut  Zay al-Din Sya’ban bahwa pandangan ini dikemukakan oleh kalangan
jumhur us}uliyin45.
b. Kelompok kedua menyatakan sebaliknya, bahwa pada dasarnya substansi
al-nahy itu adalah karahah dan tidak menunjukkan tahrim kecuali ada qarinah
yang memalingkan arti karahah kepada tahrim. Pendapat ini dikemukakan oleh
sebagian dari kalangan ulama ushul.
c. Kelompok ketiga menyebutkan bahwa substansi al-nahy adalah gabungan
antara tahrim dan karahah, dan tidak menunjukkan arti kepada salah satunya
kecuali ada qarinah46.
1. Segi apakah al-nahy menuntut kesegeraan dan pengulangan.
a. Pendapat pertama menyatakan bahwa shigat al-Nahy tidak menunjukkan
adanya kesegeraan dan berulangnya larangan. Sebab al-Nahy sifatnya tidak
mengharuskan demikian. Kesegeraan meninggalkan larangan dan berulangnya
larangan tersebut karena dihubungkan dengan adanya qarinah yang
menghendakinya.
b. Pendapat kedua menyebutkan bahwa al-nahy pada asalnya memfaedahkan
kesegeraan meninggalkan larangan dan menghendaki pengulangan. Jika syari’
melarang sesuatu maka wajib bagi mukallaf untuk segera meninggalkan larangan
tersebut dan larangan itu berlangsung terus-menerus47.
f) Musytarak
45 Zakiy al-Din Sya’ban, Ushu>l al-Fiqh al-Islami, (Mesir: Da>r al-Ta’lif, 1961), h. 145.
lihat juga dalam Romli SA, Muqaranah Mazahib fil Ushul, h.193
46 Romli SA, Muqaranah Mazahib fil Ushul. h.193
47 Romli SA, Muqaranah Maz{ahib fil Us{u>l. h.194
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Musytarak adalah lafaz yang mempunyai dua makna atau lebih. Lafaz
musytarak adalah lafaz yang mempunyai dua arti atau lebih dengan kegunaan
yang banyak yang dapat menunjukkan artinya secara bergantian48. Artinya lafaz
itu bisa menunjukkan arti ini dan itu. Seperti lafaz a’in (ﻦﯿﻋ), menurut bahasa bisa
berarti mata, sumber mata air, dan mata-mata. Lafaz quru’ menurut bahasa bisa
berarti suci atau haid.
Penggunaan lafaz musytarak Jumhur  ulama dari golongan Syafi’i, Qodli
Abu bakar, dan Abu ‘Ali al-Jaba’i memperbolehkan penggunaan musytarak
menurut arti yang dikehendaki atau berbagai makna. Kaidahnya:
زﻮﺠﯾ ﮫﯿﻧﺎﻌﻣ ؤا ﮫﯿﻨﻌﻣ ﻲﻓ كﺮﺘﺸﻤﻟا لﺎﻤﻌﺘﺳا
“Penggunaan musytarak pada yang dikehendaki ataupun beberapa
maknanya yang diperbolehkan”.
Misalnya firman Allah swt QS. Al-Hajj/22:18
                   
           
“Apakah kamu tiada mengetahui, kepada Allah bersujud apa yang ada di
langit, di bumi, matahari, bulan, bintang, gunung, pohon, binatang, yang
melata dan sebagian besar daripada manusia”49
Makna sujud mempunyai dua arti yaitu bersujud dengan mengarahkan
wajah pada tanah, ataupun bersujud berarti kepatuhan. Kiranya pengggunaan
kedua makna ini diperbolehkan, yakni adanya ketundukan bagi apa yang ada di
langit, bumi, matahari, bulan, bintang, gunung, pohon dan sebagainya, dan
penggunaan makna sujud dengan menghadapkan wajah pada tanah bagi sebagian
48 Hanafi, Ushul Fiqhi (Bandung: al-Ma’arif, 1989), h. 87. Juga baca Beni Ahmad Saebani,
Fiqhi Ushul fiqhi, (Bandung, Pustaka Setia, 2008), h.285
49 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 465
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orang-orang yang taat. Dengan kata lain penggunaan lafaz musytarak itu
diperbolehkan sesuai dengan proporsinya.
Sebab adanya lafaz musytarak dalam bahasa itu karena beberapa kabilah–
kabilah atau suku-suku yang mempergunakan lafaz-lafaz itu untuk menunjukkan
satu pengertian. Misalnya kata tangan, beberapa kabilah berpendapat bahwa yang
dimaksud dengan tangan ialah “seluruh harta”, yang lain mengatakan “lengan dan
telapak tangan”, yang lain mengatakan hanya “telapak tangan” saja. Musytarak
adalah isim (kata benda) seperti yang dikatakan di atas. Apabila lafaz-lafaz
musytarak terdapat pada nas} syar’i, bersekutu dengan makna lughawi dan makna
istilahi maka orang harus memilih yang dimaksud dengan istilahi syar’i. Lafaz
shalat menurut makna lughawi artinya do’a dan menurut istilah artinya ibadah
tertentu berbunyi: Dirikanlah olehmu sembahyang.”Yang dimaksud disini
menurut syar’i ialah ibadat tertentu bukan makna lughawi yang berarti do’a50 .
2) Lafaz dari Segi Penggunaan Maknanya
Lafaz dilihat dari segi penggunaan maknanya terbagi ke dalam empat bagian
yaitu haqiqi, majazi, sarih dan kinayah.
a) Haqiqi dan Majazi
Haqiqi adalah lafaz yang menunjukan arti yang sebenarnya tanpa
membutuhkan kepada qarinah-qarinah tertentu. Sedangkan majazi adalah
lafaz yang digunakan bukan menurut arti yang sebenarnya karena qarinah yang
50 Abdul Wahab Khallaf, ‘Ilm al-Us{u>l Fiqh , (Kairo:Maktabah dakwatul Islam:2002),
h. 222
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memalingkannya atau karena kesesuaian antara makna baru dengan makna
yang sebenarnya.51
Setiap lafaz haqiqi harus diamalkan menurut arti yang semula diciptakan
untuknya  baik bersifat amm, khas, amr, ataupun nahy selama tidak ada qarinah
yang memalingkan makna yang sebenarnya. Hal ini dapat dilihat dalam QS. al-
Hajj /22: 77 sebagai berikut:
                    

Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah
Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat
kemenangan.52
Lafaz irka’u dan usjudu dalam ayat di atas adalah ruku’dan sujud dalam
arti yang sebenarnya, tidak ada indikasi yang menunjukan pengalihan arti kedua
lafaz  tersebut kepada arti lain.
Berbeda dengan lafaz majazi, ia diamalkan sebagaimana berikut ini:
       
"Sesungguhnya Aku bermimpi, bahwa Aku memeras anggur."
Memahami sepenggal ayat di atas dengan makna haqiqi tidaklah tepat sebab
khmar adalah benda cair yang tidak mungkin diperas. Oleh karena itulah para
ulama mengartikan ayat tersebut dengan makna majazi yaitu memeras anggur.53
b) Sarih dan Kinayah
51 Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa al-Syaukani, Irsyad al-Fuhul fi Tahqiq al-Haqq min ‘Ilm
al-Ushul, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994), h. 24 dan Wahbah al-Zuhaili, Us}ul al-Fiqh
al- Isla>m, (Beirut: Da>r al-Fikr, 1986),h. 296.
52 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h.474
53 Ali Hasaballah, Us{u>l al-Tasyri’ al-Islami, (Mesir: Da>r al-Ma’arif,1971), h. 255
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Lafadz sarih dan kinayah sesungguhnya  merupakan bagian  dari lafaz
haqiqi dan majaz. Yang dimaksud dengan lafaz sarih adalah lafaz yang
maknanya tidak tersembunyi karena sering digunakan baik dengan arti haqiqi atau
arti majazi.
Sedangkan yang dimaksud dengan kinayah adalah lafaz yang tersembunyi
maksudnya baik secara haqiqi atau majazi.
Lafaz yang sarih berakibat hukum secara langsung tanpa bergantung
kepada yang lain. Misalnya ada seorang suami berkata kepada istrinya, “Engkau
aku cerai”. Dengan perkataan tersebut cerai dari suami terhadap istri telah terjadi
talak satu meskipun tidak disertai niat.54
Berbeda dengan lafaz sarih, keberlakuan lafaz kinayah sangat bergantung
pada niat. Misalnya seorang suami berkata kepada istrinya, “pulanglah ke rumah
orang tuamu”. Ucapan ini bergantung pada niat suami ketika mengatakannya. Jika
ia bermaksud mencerai istrinya dengan perkataan itu berarti telah jatuh talak. Jika
suami tidak meniatkan untuk menceraikan, maka ceraipun tidak terjadi.55
3) Lafaz dari segi kejelasan dan kesamaran petunjuknya
Dilihat dari segi kejelasan penunjukannya (dala>lah), lafaz dibedakan
menjadi dua yaitu lafaz yang jelas penunjukannya (wadih al-dala>lah) dan lafaz
yang samar penunjukannya (khafiy al-dala>lah)
54 Wahbah al-Zuhaili, Us}ul al-Fiqh al-Isla>m, h. 308-309
55 Wahbah al-Zuhaili, Us}ul al-Fiqh al- Isla>m, h. 309
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Lafaz yang jelas penunjukannya (wadih al-dala>lah), adalah lafaz yang
menunjuk kepada suatu makna dengan menggunakan lafaznya sendiri tanpa
membutuhkan hal-hal lain yang bersifat eksternal.56
Lafaz dalam jenis ini terbagi kedalam empat bagian yaitu zahir, nas,
mufassar, dan muhkam.57
Yang dimaksud dengan lafaz z}ahir adalah lafaz yang menunjukan
terhadap sesuatu makna dengan shigatnya sendiri tanpa membutuhkan qarinah hal
yang bersifat khariji (external), akan tetapi makna itu bukanlah makna yang
sebenarnya yang dikehendaki dari susunan kalimatnya dan ia mengandung
kemungkinan ta’wil.58
Misalnya dalam firman Allah Q.S. al-Baqarah (2): 275 sebagai berikut :
        
Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
Z}ahir ayat tersebut adalah Allah menghalalkan segala macam jual beli
dan mengharamkan segala macam riba. Akan tetapi pengertian itu bukanlah
makna sebenarnya dikehendaki karena ayat tersebut disusun dengan maksud
untuk menolak orang yang mengatakan bahwa jual beli itu sama dengan riba.
Ayat tersebut petunjuknya jelas, yaitu mengenai halalnya jual beli dan
haramnya riba. Petunjuk tersebut diambil dari lafaz  itu sendiri tanpa memerlukan
56 Wahbah al-Zuhaili, Us}u>l al-Fiqh al- Isla>m, h.312
57 Abd al-Wahhab Khallaf, Ilmu Us{u>l al-Fiqh, h. 162
58 Abd al-Wahhab Khallaf, Ilmu Us{u>l al-Fiqh, h. 162
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qarinah lain. Masing-masing lafaz al-bay dan al-riba merupakan lafaz amm yang
mempunyai kemungkinan ditakhsis.
Kedudukan lafaz z}ahir wajib diamalkan sesuai petunjuk lafaz itu sendiri,
sepanjang tidak ada dalil yang mentakhrij, yang menta’wil atau menasakhkan.
Contoh lain, yaitu firman Allah swt QS. Al-Hasyr /59:7
…           
Apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang
dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah.59
Ayat di atas begitu jelas artinya, yaitu keharusan mentaati apa yang
disuruh rasul baik mengenai apa yang diperintahkan dan apa yang dilarangnya,
karena inilah yang lebih mudah difahami secara cepat. Namun maksud sebenarnya
dari ayat itu adalah keharusan menerima apa-apa yang diberikan Nabi sehubungan
dengan harta rampasan perang dan tidak menolak pemberian Rasul, serta menjauh
dari apa yang dilarang Rasul.
Adapun nas} adalah lafaz yang menunjukan terhadap makna yang
dikehendaki melalui sighatnya sendiri, namun ia mengandung kemungkinan untuk
ditakwilkan. Sepanjang makna tersebut adalah makna yang segera difahami dari
lafaz, dan pemahamannya tidak tergantung pada suatu yang bersifat khariji
(eksternal) dan makna tersebut adalah yang dikehendaki secara asli dari susunan
kalimatnya, maka lafaz tersebut dianggap sebagai nas} terhadap makna.
Contoh firman Allah QS. Al-Baqarah /2: 275
…       …
59 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 797
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Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.60
Petunjuk nas} dari ayat di atas tidak adanya persamaan hukum antara jual
beli dan riba. Pengertiannya diambil dari susunan yang menjelaskan hukum.
Disini nas} lebih memberi kejelasan daripada zahir (halalnya jual beli dan
haramnya riba) karena maknanya diambil dari pembicaraan bukan dari rumusan
bahasa.
Contoh lain firman Allah QS. al-Hasyr /59:7
…           …
Apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang
dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah.61
Lafaz nas} tersebut menyatakan keharusan mengikuti petunjuk Rasul
tentang pembagian harta rampasan, baik yang dibolehkan maupun yang tidak.
Maksud inilah sebenarnya ayat ini diturunkan menurut asalnya, yang dapat difaha
mi dari ungkapan ayat itu sendiri. Namun dari ayat ini pula dapat difahami artinya
secara zahir, bahwa wajib mengerjakan apa yang disuruh Rasul dan meninggalkan
apa yang dilarang oleh rasul.
Kedua contoh di atas terlihat bahwa kedua ayat yang mempunyai arti
“asal” itu dapat pula difahami dengan maksud lain, yang disebut ta’wil. Hal ini
berbeda dengan pandangan sebagian ulama Syafi’iyah dan Malikiyyah yang
membedakan antara nas dan zahir, dari segi zahir ayat itu menerima ta’wil,
sedangkan dari segi nas tidak menerima ta’wil. Oleh sebab itu jika terjadi
60 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 58
61 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h.797
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pertentangan antara lafaz zahir dengan lafaz nas, maka lafaz nas lebih
didahulukan pemakaiannya dan wajib membawa lafaz zahir pada lafaz nas.
Terkait dengan hal tersebut, apabila terdapat pertentangan antara arti
umum dengan arti khusus, maka yang harus didahulukan pengamalannya adalah
yang berdasarkan arti khusus, karena arti khusus inilah yang dimaksud menurut
asal mulanya, sedangkan yang umum, meskipun memang dimaksud pula, tetapi di
dalam kerangka pengamalan arti khusus itu lebih didahulukan. Contoh firman
Allah QS. al-Nisa /4:24
                   
              
             
 
Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali
budak-budak yang kamu miliki (Allah Telah menetapkan hukum itu)
sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan dihalalkan bagi kamu selain yang
demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan
untuk berzina. Maka isteri-isteri yang Telah kamu nikmati (campuri) di
antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna),
sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah Mengapa bagi kamu terhadap sesuatu
yang kamu Telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu.
Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.62
Ayat ini disebutkan setelah menyebut perempuan-perempuan yang tidak
boleh dikawini laki-laki. Hal ini berarti tidak haramnya semua perempuan yang
tidak disebut dalam zahir ayat, termasuk kawin yang kelima. Namun zahir ayat
tersebut bertentangan dengan nas QS. al-Nisa /4:3
62 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 106
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                   
            
Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak)
perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah
wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian
jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang
saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih
dekat kepada tidak berbuat aniaya.63
Ayat ini secara tegas membatasi perkawinan sampai empat orang. Dengan
demikian perkawinan yang kelima sebagaimana yang dilakukan berdasarkan
z}ahir ayat sebelumnya menjadi batal menurut nas ayat ini.
Lafaz nas wajib diamalkan menurut madlulnya selama tidak ada dalil yang
menta’wilkan, menafsirkan dan menasaknya.
Adapun mufassar adalah sesuatu yang menunjukan dengan dirinya sendiri
kepada maknanya yang terperinci dengan suatu perincian yang tidak lagi tersisa
kemungkinan ta’wil.64 Lafaz mufassar menunjukan suatu hukum dengan petunjuk
yang tegas dan jelas, sehingga tidak mungkin dita’wil atau di takhsis.
Lafaz mufassar ada dua macam yaitu: 1) menurut asalnya, lafaz itu
memang sudah jelas dan terinci sehingga tidak perlu penjelasan lebih lanjut.
Misalnya firman Allah QS. al-Nur /24:4
                           
           
Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik (ber
zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah
mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu
63 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 99
64 Abd al-Wahhab Khallaf, Ilm al-Ushul Fiqh, h. 166
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terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-
orang yang fasik.65
Bilangan yang ditetapkan dalam ayat tersebut jelas dan terurai, yaitu
delapan puluh kali dera, tidak ada kemungkinan untuk difahami dengan lebih atau
kurang dari bilangan itu. 2) Asal lafaz itu belum jelas  dan memberikan
kemungkinan beberapa pemahaman artinya. Kemudian datang dalil lain yang
menjelaskan artinya sehingga ia menjadi jelas. Lafaz seperti ini juga disebut
dengan mubayyan. Misalnya Q.S Al-Nisa /4:92
                       
                 
                        
             
Dan tidak patut bagi seorang mukmin membunuh seorang yang beriman
(yang lain), kecuali Karena tersalah (Tidak sengaja), dan barangsiapa
membunuh seorang mukmin Karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan
seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan
kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga
terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada
perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, Maka (hendaklah si
pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si
terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. barangsiapa
yang tidak memperolehnya, Maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua
bulan berturut-turut untuk penerimaan Taubat dari pada Allah. dan adalah
Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.66
Ayat ini menyangkut keharusan menyerahkan diyat kepada keluarga
korban, tetapi tidak dijelaskan mengenai jumlah, bentuk dan macam diyat yang
harus diserahkan itu. Sesudah turun ayat ini datang penjelasan dari Nabi dalam
65 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h.488
66 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h.121
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sunnah yang merinci keadaan dan cara membayar diyat itu sehingga ayat di atas
menjadi terinci dan jelas artinya. Diyat dalam pembunuhan bukan hukuman
pokok melainkan hukuman pengganti dari qisas, bila qisas itu tidak dapat
dikerjakan karena hilangnya tempat untuk di qisas, atau hilangnya anggota badan
atau jiwa orang yang mau di qisas, sebelum dilaksanakan hukum qisas, karena
pemaafan,perdamaian dan diwariskan hak qisas.67
Disepakati oleh ulama bahwa pembayaran diyat yang wajib adalah
diambilkan dari harta si pembunuh. Hal ini sesuai dengan prinsip syari’ah. Dalam
Q.S. Al-An’am /6: 164.
...         ...>>>>>>>
....... dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain......68
Muhkam adalah lafaz yang menunjukan terhadap makna yang tidak
menerima pembatalan, penggantian, dan tidak tersisa kemungkinan ta’wil yakni
memaksudkan makna lain yang tidak z}a>hir dari padanya, karena nas} tersebut
telah diperinci dan ditafsirkan dengan suatu penafsiran yang tidak memberikan
peluang lagi bagi pena’wilan. Muhkam menurut bahasa diambil dari kata ahkam,
yang berarti atqama yaitu pasti dan tegas. Dalam istilah, Amir Syarifuddin
berpendapat: suatu lafaz yang dari s}igatnya sendiri memberi petunjuk kepada
67 A.Djazuli, Fiqhi Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam), (Cet.III;
Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,2000), h.154
68 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 202
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maknanya sesuai dengan pembentukan lafaznya secara penunjukan yang jelas,
sehingga tidak menerima kemungkinan pembatalan, penggantian maupun ta’wil.69
Lafaz} muhkam berada pada tingkat paling atas dari segi kejelasan artinya,
karena lafaz ini menunjukan makna yang dimaksud sesuai dengan kehendak
dalam ungkapan sipembicara. Lafaz} muhkam apabila lafaznya “khas” tidak bisa
dita’wil dengan arti lain. Dan apabila lafaznya “amm” tidak bisa ditakhsis dengan
makna khas, karena maknanya sudah jelas dan tegas, tidak mempunyai
kemungkinan-kemungkinan lain. Misalnya firman Allah QS. Al-Ahz}ab/33: 53
…          
     
... dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak (pula)
mengawini isteri-isterinya selama-lamanya sesudah ia wafat.
Sesungguhnya perbuatan itu adalah amat besar (dosanya) di sisi Allah.70
Kata     (selama-lamanya) yang tersebut dalam ayat itu menunjukan
bahwa tidak  diterima atau haram mengawini janda Rasulullah untuk selamanya.
Dilalah muhkam wajib diamalkan secara qat’i, tidak boleh dihapus. Oleh
sebab itu, dilalah muhkam lebih kuat dari seluruh dilalah yang disebut
sebelumnya. Dengan sendirinya, apabila terjadi pertentangan dengan macam dalil
di atas, maka yang harus didahulukan adalah dila>lah muhkam.
Dari segi kesamaran penunjukannya (khafiy al-Dala>lah), lafaz ini terbagi
ke dalam empat bagian yaitu khafiy,musykil, mujmal dan mutasyabih.
69 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqhi, Jilid II, h.11
70 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 601
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Lafaz} khafiy menurut bahasa adalah suatu lafaz yang tidak jelas atau
tersembunyi. Amir Syarifuddin memberikan defenisi bahwa kha>fiy adalah suatu
lafaz} yang samar artinya dalam sebagian penunjukannya (dila>lah) yang
disebabkan oleh faktor luar, bukan dari segi sigat lafaz}.71 atau suatu yang terang
maknanya secara lahiriyah tetapi pemakaiannya kepada sebagian afradnya
tidaklah sulit memerlukan pemikiran yang mendalam.72 Misalnya firman Allah
dalam QS. Al-Maidah/5: 38
                     
Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah
tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan
sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha
Bijaksana.73
Lafaz al-sa>riq (pencuri) dalam ayat tersebut diterapkan untuk orang yang
mengambil hak milik orang lain secara sembunyi. Akan tetapi dalam aflikasi
pengertian ini terhadap satuan-satuannya terdapat kesamaran, seperti pencopet,
pencuri kain kafan mayat di kuburan (nubusy), korupsi, perampok dan lain
sebagainya, yang mempunyai kelebihan sifat atau kekurangan sifat dibandingkan
dengan pencuri dalam arti di atas. Apakah sanksi hukuman potong tangan
diperlukan terhadap semua satuan arti itu. Disinilah timbul kesamaran tersebut.
Umpamanya lafaz yang kurang sifatnya “nabasy” (pencuri kain kafan atau
barang kuburan). Barang yang dicuri kain kafan yang dasarnya tidak diminati dan
71 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqhi,., h. 13
72 Kamal Muchtar, Ushul Fiqh, Jilid II (Yokyakarta: PT.Dana Bakti Wakaf), 1995), h.74
73 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h.151
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tidak menjadi milik siapa-siapa. Apakah pencuri barang kuburan tersebut masuk
dalam penerapan sanksi potong tangan?
Musykil adalah lafaz yang s}iqahnya sendiri tidak menunjukan kepada
makna yang dikehendaki, dan untuk mendapatkan makna yang dikehendaki harus
ada qari>nah lain yang menerangkannya. Misalnya firman Allah QS. al-Baqarah
/2 :228
                
                     
                
Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu)
tiga kali quru'. tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang
diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah
dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa
menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan para
wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara
yang ma'ruf. akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan
daripada isterinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.74
Lafaz quru> dalam ayat di atas adalah lafaz musykil yang mempunyai dua
makna yaitu masa suci dan haid. Dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Ulama
Syafi’iyah dan sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa lafaz} “quru” dalam
ayat di atas berarti suci sehingga masa iddah bagi wanita yang ditalak itu adalah
tiga kali suci. Adapaun qarinah yang menunjukan kepada arti tersebut, yaitu “ism
‘adad” (kata bilangan) pada ayat di atas, yakni kata ﺛﻼﺛﺔ (tiga) dalam bentuk
muannas menunjukan bahwa ma’dud (yang dibilang) adalah “muzakkar” yaitu
74 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h.45
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“suci” ( رﻮﮭﻄﻟا )bukan muannas yaitu ﺔﻀﯿﺤﻟا (haid). Menurut ketentuan bahasa
Arab, untuk bilangan tiga sampai sembilan, jika adadnya muannas, maka ma’dud-
nya harus muzakkar, dan sebaliknya jika adadnya muzakkar, maka ma’dudnya
harus muannas. Berdasarkan ketentuan ini maka quru itu harus muzakkar di
antara kata suci dan haid itu dalam kaidah bahasa Arab yang muzakkar adalah
kata quru>’ (ءوﺮﻗ ) dengan demikian tiga quru>’ (ءوﺮﻗ ) berarti tiga kali suci.
Sedangkan Ulama Hanafiah berpendapat bahwa quru>’ itu artinya haid.
Untuk menguatkan pendapatnya, ia mengemukakan dalil dari qarinah sebagai
berikut :
                    
              
Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara
perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya),
Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-
perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu
iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan
barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan
baginya kemudahan dalam urusannya.75
Ayat ini menjelaskan bahwa dalam keadaan luar biasa yaitu saat
meragukan karena haidnya telah terputus, maka perhitungan iddahnya adalah tiga
bulan. Hal ini berarti bahwa perhitungan tiga quru>’ itu berlaku untuk perempuan
yang masih haid. Dengan demikian perhitungan iddah itu adalah dengan haid
bukan suci.76
Selain itu terdapat juga firman Allah QS. al-Baqarah /2 : 228
75 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 45
76 Amir Syarifuddin, op.cit, h. 16-17
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       
.... tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam
rahimnya. . .77
Nas} ayat tersebut mengisyaratkan bahwa iddah itu adalah haid karena
tidak lain yang dijadikan Allah dalam rahim itu kecuali “haid” bukan “suci”. Oleh
karena itu yang sesuai dengan maksud ayat tersebut adalah quru>’ berarti haid
bukan suci.
Adapun lafaz mujmal lebih samar (tidak terang) dibandingkan dengan
lafaz sebelumnya karena dari segi siqhat-nya sendiri  tidak menunjukan arti yang
dimaksud, tidak pula ditemukan qarinah yang dapat membawa kepada
maksudnya, tidak mungkin pula dapat difahami arti yang dimaksud kecuali
dengan penjelasan dari sya>ri’ (pembuat hukum) sendiri.
Mujmal dari segi bahasa adalah global atau tidak terperinci. Menurut
istilah adalah lafaz yang tidak bisa difahami, kecuali bila ada penafsiran dari
pembuat syariat.78 Ketidak jelasan lafaz mujmal disebabkan dari lafaz  itu sendiri
bukan dari faktor luar seperti lafaz-lafaz  dinukilkan oleh syari’ dari arti kata
(luqhawi) dan dialihkan menjadi istilah tehnis hukum. Misalnya firman Allah QS.
Al-Qa> ri’ah /101 :1-5 sebagai berikut:
77 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h.
78 Abu Bakar as-Sarakhsi, Us{u>l al-Saraksi, (Beirut: Dar al-Kutub al- Ilmiyah), h. 168
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           
             
1.Hari kiamat, 2.  Apakah hari kiamat itu? 3. Tahukah kamu apakah hari
kiamat itu?  4. Pada hari itu manusia adalah seperti anai-anai yang
bertebaran, 5. Dan gunung-gunung adalah seperti bulu yang dihambur-
hamburkan.79
Lafaz al-Qari’ah dalam ayat di atas sebenarnya berarti mengetuk, namun
yang dimaksud oleh sya>ri’ adalah seperti yang dijelaskan sendiri pada ayat
berikutnya.
Perbedaan antara lafaz mujmal dengan kha>fi dan musykil adalah lafaz
mujmal tidak mungkin diketahui rincian maksudnya hanya semata-mata
mengandalkan dari melihat pada lafaznya sebagaimana yang berlaku pada kha>fi
dan tidak pula dengan semata-mata pada penalaran dan penafsiran lafaz
sebagaimana berlaku pada musykil. Untuk memahami secara baik maksud lafaz
mujmal menurut bentuknya yang berbeda harus merujuk pada penjelasan resmi
dari Nabi yang menjelaskan arti rinciannya.80
Sedangkan lafaz mutasya>bih adalah lafaz yang siqhat-nya sendiri tidak
menunjukan makna yang dikehendaki dan juga tidak ada qari>nah yang
menerangkan maksudnya sedang Sya>ri’ tidak menjelaskan maknanya.81
Mutasya>bih menurut bahasa adalah sesuatu yang mempunyai kemiripan atau
simpang siur.82
79 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h.911
80 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqhi, h. 2
81 Muhammad Abu Zahrah, Us{u>l al- Fiqh, (Mesir: Da>r al-Fikr al-‘Arabi, 1958), h.
135
82 Abu bakar as-Sarakhsi, Us{ul al-Sarakhsi., h. 169
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Pengertian tersebut dapat dipahami bahwa lafaz mutasya>bih adalah lafaz
yang dari siqhat-nya sendiri tidak memberikan arti yang dimaksud, tidak ada pula
qarinah yang menjelaskan maksudnya, tidak ada pula penjelasan dari al-Qur’an
dan sunnah Nabi saw, akal (daya nalar) manusia tidak mampu berbuat apa-apa
kecuali hanya menyerahkan kepada Allah swt.
Mutasya>bih ada dua bentuk: 1. Dalam bentuk potongan huruf hijaiyah
yang terdapat dalam pembukaan beberapa surah dalam al-Qur’an seperti ﻢﻟا (QS.
Al-Baqarah (2):1),  ّق (QS> Qaaf (50):1), ﻢﺣ (QS>. Al-Jasiyah (45):1), dan lain
sebagainya. 2. Ayat-ayat yang menurut zahirnya mempersamakan Allah Maha
Pencipta dengan mahluk-Nya, sehingga tidak mungkin dipahami ayat itu menurut
arti lugawinya karena Allah swt. Maha suci dari pengertian yang demikian.
Seperti firman Allah QS. Al-Fath /48:10
    
….. tangan Allah di atas tangan mereka….
4) Lafaz dari Segi cara menemukan Arti yang dimaksudkan oleh teks.
Suatu lafaz bisa dipahami secara tersurat dan bisa juga difahami secara
tersirat sesuai keadaan lafaz atau qarinah yang mengikutinya. Untuk menemukan
makna yang tepat tersebut, ulama ushul merumuskan beberapa tehnik yaitu
iba>rat al-nas}, isya>rat al-nas}, dila>lat al-nas}, iqtid}a al-nas} dan mafhum
al- mukhalafat.
Ibarat al-nas{ sering juga disebut dila>lat al-‘iba>rat atau al-mant}uq al-
sharih ialah penunjukan lafaz} kepada makna yang segera dipahami dan makna
itu memang dikehendaki oleh siyaqul kalam, baik maksud itu asli maupun tidak.
Misalnya firman Allah QS. An-Nisa /4:3 sebagai berikut:
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                   
            
Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-
hak) perempuan  yatim (bilamana kamu menikahinya), Maka nikahilah
perempuan (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Tetapi jika
kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, Maka (nikahilah) seorang
saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih
dekat kepada tidak berbuat aniaya.83
Iba>rat al-nas} yang dapat diperoleh dari ayat di atas,  terdapat tiga
pengertian yaitu: diperbolehkan mengawini wanita-wanita yang disenangi,
membatasi jumlah istri sampai empat orang saja dan wajib hanya mengawini
seorang wanita saja jika dikhawatirkan berbuat khianat lantaran mengawini
banyak wanita.
Semua pengertian tersebut ditunjuk oleh lafaz nas{ secara jelas dan
seluruh pengertian itu dimaksudkan oleh siyaqul kalam. Akan tetapi, pengertian
pertama bukan merupakan maksud asli, sedang pengertian kedua dan ketiga
merupakan maksud asli. Sebab ayat tersebut dikemukakan kepada orang-orang
yang khawatir berkhianat terhadap milik wanita-wanita yatim, sehingga harus
dialihkan dari beristri yang tiada terbatas kepada dua, tiga, atau empat orang saja.
Isya>rat al-Nas} adalah lafaz  yang penunjukan maknanya tidak
dimaksudkan dari teks nas} karena ia mengandung makna yang tersirat, namun
makna itu tidak bisa dipisahkan (la>zim) dari makna yang dimaksud oleh teks.
Dengan kata lain makna tersirat yang diperoleh melalui perenungan, tetapi
83 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h.99
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merupakan makna yang tidak boleh dipisahkan dari teks. Isyarat nas} disebut juga
dila>lat al-isyarat. Misalnya firman Allah QS. al-Baqarah /2: 236 sebagai
berikut:
                 
                        
Tidak ada dosa bagi kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu
sebelum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. dan
hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang
yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut
kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. yang
demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat
kebajikan.84
Iba>rat nas} ayat tersebut terdapat dua pengertian yang diperoleh yaitu
kebolehan mentalak istri sebelum dicampuri dan kebolehan cerai sebelum
menentukan jenis dan jumlah mahar itu. Sedangkan makna yang diperoleh
melalui isya>rat nas} adalah sahnya akad nikah walaupun maharnya tidak
ditentukan. Kesahan nikah tanpa menentukan mahar adalah makna yang tidak
terpisahkan dari izin menjatuhkan talak sebelum menentukan mahar. Sebab talak
tidak akan terjadi sebelum adanya akad nikah yang sah.
Dala>lah al-nas} adalah lafaz yang penunjukkan makna yang diambil
dari nas} yang disebutkan (mant}u>q) berlaku juga bagi yang tidak disebutkan
(maskut) karena adanya persamaan ‘illat antara yang mant}u>q dengan yang
maskut.85 Dala>lah nas} atau dila>lat al-dila>lat terkadang juga disebut mafhum
al-muwa>faqat adalah makna yang tidak disebut oleh teks, tetapi dapat dipahami
84 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h.48
85 Wahbah al-Zuhaili,Us{u>l al-Fiqh al-Islami., h. 353
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daripadanya karena mengandung unsur kesamaan, yang diduga menjadi dasar dari
makna tersurat (ibara>t al-nas}). Kesamaan tersebut cukup diketahui melalui
pengetahuan bahasa, tidak perlu kepada perenungan atau kajian mendalam.
Misalnya firman Allah QS. al-Nisa>’/4:10
                    
 
Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim,
Sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan
masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).86
Makna yang disebutkan (mant}u>q) dari ayat di atas adalah larangan
memakan harta anak yatim dengan cara yang tidak benar.’Illah larangan tersebut
adalah perlakuan secara zalim. Oleh karena itu setiap bentuk kezaliman terhadap
harta anak yatim yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam ayat tersebut
(masku>t) seperti merusak, membakar, atau memusnakan juga dilarang.
Penunjukan makna seperti ini menurut Syafi’iyah dinamakan juga sebagai
mafhu>m al-muwa>faqah karena adanya persamaan antara hukum yang
disebutkan dengan yang tidak disebutkan dalam nas}.
Iqtid}a’ al-nas} adalah nas} yang penunjukan atas maknanya tidak
disebutkan dalamnya. Sesuatu yang tidak disebutkan itu harus dipahami secara
benar sehingga terasa baik menurut syara ataupun akal.87Jadi Iqtid}a’ al-nas}
adalah makna yang diperoleh dengan memberikan tambahan lafaz, sebab kalau
86 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h.101
87 Sa’ad al-Di>n Mas’u>d ‘Umar al-Tafta>za>ni, Syarh al-Talwih ‘ala al-Tawd{ih,
(Makkah al Mukarramah: Da>r al-Baz, t.t), h.131
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tidak diberi tambahan lafaz, pengertian tegas akan terasa tidak betul. Misalnya
firman Allah QS. Al-Maidah /5:3
              
Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi..88.
.
Iba>rat nas} dalam teks di atas adalah diharamkan bagi kamu bangkai,
darah dan daging babi. Pengertian ini baru jelas bila ditambahkan kata misalnya
makan atau memanfaatkan. Menentukan kata apa yang harus ditambahkan untuk
memperolah arti yang tepat, termasuk bidang ijtihad karenanya sering
menimbulkan perbedaan pendapat.
Apabila pengertian yang diambil dengan salah satu teori tersebut di atas
bertentangan dengan pengertian lain yang diambil dengan teori yang lain, maka
yang dimenangkan adalah pengertian dari ungkapan bukan pengertin dari isyarat.
Dan pengertian dari salah satu keduanya dimenangkan dari pengertian yang
berdasarkan petunjuk (dala>lah).89
 ﻦﻣ مﻮﮭﻔﻤﻟا ﺢﺟر ﺎﮭﻨﻣ ﺮﺧا ﻖﯾﺮﻄﺑ مﻮﮭﻔﻣﺮﺧا ﻲﻨﻌﻣو ،قﺮﻄﻟا اﺬھ ﻦﻣ مﻮﮭﻔﻣ ﻲﻨﻌﻣ ضرﺎﻌﺗ اذاو
ﺔﻟﻻﺪﻟا ﻦﻣ مﻮﮭﻔﻤﻟا ﻲﻠﻋ ﺎﻤھﺪﺣا ﻦﻣ مﻮﮭﻔﻤﻟا ﺢﺟرو  ،ةرﺎﺷﻻا ﻦﻣ مﻮﮭﻔﻤﻟا ﻲﻠﻋ ةرﺎﺒﻌﻟا
Artinya: Apabila bertentangan makna yg dipahami dengan metode ini
dengan makna yang yang dipahami dengan metode lain maka hendaklah
ditarjih makna yang dipahami secara ibarat dari makna isyarat dan
mentarjih salah satunya berdasarkan petunjuknya (dala>lah).
Contoh kontradiksi antara ibarat nash (ungkapan) dan isyarat nash .
Firman Allah QS. Al-Baqarah/2:178
88 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h.142
89 Abdul Wahab Khalaf, Ilm Us{u>l al-Fiqh, h.143
75
                …
Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qis}as}
berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh90
Dengan firman Allah QS. An-Nisa/4: 93
                  
     
Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja Maka
balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka
kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar
baginya.91
Ayat pertama, ungkapannya menunjukan adanya kewajiban qis}as} bagi
pembunuh. Sedangkan ayat kedua, menurut isyaratnya menunjukkan bahwa
pembunuh dengan sengaja tidak harus menerima qis}as}, karena ayat tersebut
menganggap cukup bahwa balasanya adalah neraka jahannam. Bila ringkasan ini
dijadikan penjelasan, maka pembunuh tersebut tidak wajib menerima hukuman
lain, kecuali neraka jahannam. Namun makna dari ugkapan nash harus
dimenangkan daripada isya>rat, maka sipembunuh itu tetap wajib dihukum
qis}as}.
2. Kontradiksi antara isyarat nash dan dalalah nash.
Firman Allah QS. An-Nisa/4:92
...                     ...
90 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h.33
91 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h.122
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…Barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (tidak
sengaja),(hendaklah ) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang
beriman.92
Dan firman Allah QS. An-Nisa/4: 93
                  
     
Dan barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka
balasanya adalah neraka jahannam, kekal didalamnya…93
Ayat pertama, dapat dipahami petunjuk dalalahnya bahwa orang yang
membunuh seorang mukmin secara sengaja wajib memerdekakan seorang budak
mukmin. Hal ini difahami dari: membunuh dengan sengaja itu lebih utama
daripada membunuh dengan tidak sengaja dilihat dari sisi kriminalitasnya.
Memerdekakan budak adalah sarana penebus dosa , maka orang yang membunuh
dengan  sengaja lebih utama dari pada yang tidak sengaja dalam penebusan
dosanya.
Sedangkan ayat kedua, dapat dipahami isyaratnya bahwa pembunuh tidak
wajib memerdekakan budak, karena pada ayat tersebut telah dikatakan bahwa
balasan bagi pembunuh dengan sengaja adalah kekal di neraka jahannam, tidak
yang lain. Ayat tersebut juga  memberikan isyarat bahwa tidak ada penebusan
dosa bagi sipembunuh di dunia. Ketika terjadi pertentangan, maka yang
dimenangkan yang kedua (menurut isyarat). Jadi, pembunuh dengan sengaja tidak
wajib memerdekakan budak.
92 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 121
93 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 122
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Ulama madzhab Syafi’i berbeda dengan ulama madzhab Hanafi, mereka
lebih mendahulukan dalalah nas} dari pada dala>lah isyarah. Alasannya, secara
kebahasaan dalalah nash mengambil kefahaman teks (maknanya memang dituju
oleh sya>ri’ (Allah) dan ini lebih mendekati terhadap dala>lah iba>rah.
Sedangkan dala>lah isya>rah difahami dari kelaziman yang jauh dari teks
(mungkin itu dituju oleh syari’ dan mungkin juga tidak). Sehingga mereka
berpendapat bahwa orang yang membunuh dengan sengaja tetap diwajibkan
membayar kafarat (memerdekakan budak), sebagaimana diwajibkannya kafarat
tersebut terhadap pembunuh yang tidak sengaja. Ulama madzhab Hanafi memiliki
argumen sendiri. Mereka lebih mendahulukan dala>lah nas} dari pada dala>lah
isya>rah, karena dala>lah nas} diambil dari pemahaman teks (mafhum al-lafz}).
Sedangkan dala>lah isya>rah difahami dari makna kelaziman teks (mant}uq al-
lafz}). Dala>lah mant{uq itu lebih diprioritaskan daripada dala>lah mafhum.94
2. Segi Maqa>s}id asy-syari’ah
Para ulama us}u>l fiqh berpandangan bahwa metode istinba>t} disamping
dilihat dari segi kebahasaan, juga melalui ruh tasyri’ atau Maqa>s}id asy-
syari’ah. Melalui metode inilah ayat-ayat dan hadits-hadits hukum yang secara
kuantitatif sangat terbatas jumlahnya dapat dikembangkan untuk menjawab
permasalahan-permasalahan secara kebahasaan tidak tertampung al-Qur’an dan
Sunnah.
Pemahaman terhadap Maqa>s}id asy-syari’ah, sangat penting seperti
yang ditegaskan Abd Wahhab Khallaf, karena dapat dijadikan sebagai alat bantu
94 M. Abu Zahrah, Us{u>l al-Fiqh, h. 146
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untuk memahami redaksi al-Qur’an dan Hadits, menyelesaikan dalil-dalil yang
bertentangan.95
Maqa>s}id asy-syari’ah dari segi bahasa berarti maksud atau tujuan
disyari’atkannya hukum Islam. Sedangkan menurut  istilah berarti tujuan Allah
dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam.  Tujuan tersebut dapat
ditelusuri dalam ayat-ayat al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis
bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat
manusia.96
Metode penetapan hukum melalui maqa>s}id asy-syari’ah dalam
praktiknya selain menggunakan al-Qur’an dan Hadits  sebagai sumber juga
menggunakan metode seperti qiyas, istihsa>n, istislah (maslahah mursalah),
istisha>b, sadd al-zari’ah dan ‘urf (adat kebiasaan). Disamping disebut sebagai
metode penetapan hukum melalui maqa>s}id asy-syari’ah oleh sebagian ulama
us}u>l fiqh disebut sebagai dalil-dalil pendukung.97
Penetapan hukum melalui Maqa>s}id asy-syari’ah dapat dilakukan
melalui metode istinbat}  ta’li>li> dan metode istinbat}  istila>hi.
a. Metode istinba>t}  ta’li>li>
Metode istinba>t}  ta’li>li> adalah metode istinbat} yang bertumpu pada
‘illah disyariatkannya suatu ketetuan hukum.98 Pemahaman dan penalaran ini
95 Abd al-wahhab Khallaf, Ilmu us{ul al-Fiqh, cet ke-15, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1984),
h.205
96 Fathurrahman Djamil, filsafat hukum Islam, cet. Ke-4 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu,
1997), h. 123
97 Abd al-wahhab Khallaf, Ilmu us{u> al-Fiqh., h.215
98 Muhammad Ma’ruf al-Dawalibi, al-Madkhal ila> ‘ilm Us}u>l al-Fiqh, (Damaskus,:
Ja>mi’ah Damaskus, t.th.), h.1959
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didasarkan pada anggapan   ketentuan-ketentuan yang diturunkan Allah swt untuk
mengatur prilaku manusia, ada alasan logis dan hikmah yang ingin dicapainya.
Allah swt tidak menurunkan ketentuan dan aturan tersebut secara sia-sia atau
tanpa tujuan apa-apa. Pada umumnya tujuan tersebut adalah kemaslahatan
manusia hidup di dunia dan diakhirat. Namun lebih khusus dipahami bahwa setiap
perintah dan larangan mempunyai alasan logis dan tujuan masing-masing. Ada
yang disebutkan langsung di dalam al-Qur’an dan hadits, sebagian diisyaratkan
dan ada pula yang direnung dan dipikirkan lebih dahulu.99 Jumhur ulama
berpendapat bahwa alasan logis tersebut selalu ada, tetapi ada yang tidak
terjangkau oleh akal manusia sampai saat sekarang. Seperti alasan logis untuk
berbagai ketentuan dalam bidang ibadat. Alasan logis ini dinamakan ‘illat atau
manat} al-hukm (proses hukum).
Muhammad Mustafa Syalabi menyatakan bahwa berkembangnya metode
ijtihad ini didukung oleh kenyataan bahwa nas} al-Qur’an dan al-Hadis dalam
penuturannya sebagian diiringi oleh penyebutan ‘illat.100 Atas dasar ‘illat yang
terkandung dalam suatu nas} permasalahan-permasalahan hukum yang muncul
diupayakan pemecahannya  melalui penalaran terhadap ‘illat yang ada dalam nas}
tersebut.
Para ulama menggunakan berbagai rumusan untuk mendefenisikan ‘illat.
Inti dari semuanya adalah suatu keadaan atau sifat yang jelas, yang relatif dapat
diukur, dan mengandung relevansi, sehingga kuat dugaan dialah yang menjadi
99 Ibnu Qayyim al-Jawziyyah,I’lam al-Muwaqi’in, dengan tahqiq Thaha Abd al-Rauf
sa’d, al Hajj ‘Abd al Salam Ibn Muhammad Ibn Syakrun, (kairo: t.p,1968), h.196
100 Muhammad Mustafa Syalabi, Ta’lil al-ahka>m, (Beirut:Da>r al-Nahdah al- ‘rabiyyah,
1981), h.14-15
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alasan penetapan suatu ketentuan hukum dari Allah swt dan Rasul-Nya. Misalnya
mengqashar shalat bagi musafir. Keadaan yang jelas (tidak berada ditempat
tinggal), dapat diukur (perjalanan sekian kilometer) dan ada relevansi antara
musafir dengan qashar shalat yaitu untuk memberi kemudahan.
Sekiranya ‘illat tidak diperoleh dengan cara tersebut maka para ulama
merenung dan menggunakan penalaran logis untuk menentukan apa yang kira-
kira menjadi alasan kuat pensyariatan sesuatu ketentuan. Penentuan ‘íllat dengan
cara ini sering disebut al-munasabah atau al-sabr wa al-taqsim dan tahqiq al-
manat}101. Serta merupakan bidang ijtihad yang luas dan menjadi salah satu
sumber kesuburan dan kekayaan pendapatan dalam fiqhi Islam.
‘Illat berdasarkan kegunaan dan kedudukannya dalam persyari’atan hukum
terbagi kepada ‘illat tasyri’i dan ‘illat qiyasi. ‘Illat tasyri’i adalah ‘illat yang
digunakan untuk mengetahui apakah sesuatu ketentuan dapat terus berlaku  sudah
sepantasnya berubah karena ‘illat yang mendasarnya telah bergeser. Ketentuan
ini telah dirumuskan dalam sebuah qaidah kulliah
ﺎﻣﺪﻋو ادﻮﺟو ﺔﻠﻌﻟا ﻊﻣ روﺪﯾ ﻢﻜﺤﻟا
Hukum itu tergantung dengan ada atau tidak adanya ‘illat
Perubahan dapat ditinjau dari pemahaman tentang ‘illat hukum itu sendiri
yang berubah, sesuai dengan perkembangan pemahaman terhadap dalil nas} yang
menjadi landasannya dan pemahaman terhadap ‘illat masih tetap seperti sedia
101 Muhammad Musthafa Syalabi, Ta’lil al-ahka>m., h. 239
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kala, tetapi maksud tersebut akan tercapai lebih baik, sekiranya hukum yang
didasarkan kepadanya diubah.102
Sedangkan ‘illat qiyasi adalah ‘illat yang digunakan untuk mengetahui
apakah ketentuan yang berlaku terhadap suatu masalah yang dijelaskan oleh suatu
dalil nas}, karena ada kesamaan ‘illat antara keduanya. Dengan demikian qiya>s
memberikan kesan kesamaan atau kemiripan antara dua hal yang salah satunya
dipakai sebagai kriteria untuk mengukur yang lain. Dengan kata lain, ketentuan
pada masalah pertama yang ada dalil nas}-nya diberlakukan pada masalah yang
kedua yang tidak ada dalil nas}-nya karena mempunyai ‘illat yang sama.
Qiya>s pada dasar merupakan penjabaran dan perluasan nilai syari’ah yang
terdapat dalam kasus asal kepada kasus baru karena yang disebut terakhir
mempunyai ‘illat yang sama dengan yang disebut pertama. Qiya>s dibenarkan
jika hukum dari kasus baru tidak ditemukan dalam al-Qur’an, al-Hadis atau ijma
yang tergolong qat}’i. Jadi adanya kesamaan ‘illat pada kasus yang terdapat
dalam al- Qur’an, al-Hadis atau ijma yang tergolong qat}’i, dengan kasus baru
maka penerapan qiya>s mendapatkan jastifikasi.
Qiya>s oleh para ulama ushul, didefinisikan sebagai penerapan  hukum
kasus asal kepada kasus baru (far’u) dimana hukum tidak memberi komentar
karena berlakunya ‘illah (kausa) yang sama bagi keduanya. Al-Amidi memberi
defenisi qiya>s sebagai keserupaan antara cabang dan asal pada ‘illah hukum asal
102 Yuni Roslaili Usman, Metode Istinbath Fiqhi TGK.Muslim Ibrahim, (Jakarta:t.p,
2002), h.48-49
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menurut pandangan mujtahid dari segi kemestian terdapatnya hukum asal tersebut
pada cabang.103
Meskipun terdapat perbedaan redaksi defenisi qiya>s, tetapi terdapat
kesamaan makna bahwa dalam melakukan qiya>s ada empat hal yang harus
dipenuhi yaitu as}l (kasus asal) yang telah disebutkan oleh nas}, far’u (kasus
baru) yang menjadi sasaran ketentuan as}l, hukm (hukum) kasus asal yang akan
diperluas kepada kasus baru, dan ‘illat (kausa) yang merupakan sifat yang
dijadikan dasar untuk menentukan hukum kasus asal dan ditemukan sama dengan
kasus baru.104
Contoh penerapan qiya>s adalah pengharaman khamar seperti yang terdapat
dalam Q>S.al-Maidah /5:90 yang dijadikan dasar bagi pengharaman narkotika.
As}l adalah khamar, far’u adalah narkotika yang dihukumi sama yaitu haram
karena adanya ‘illat yang sama yaitu memabukan.
As}l yang menjadi rukun pertama dalam melakukan qiya>s harus berupa
nas} baik dari al-Qur’an maupun dari hadis. Menurut jumhur qiya>s juga dapat
didasarkan kepada ijma’ karena ijma’ merupakan dalil syar’i setelah al-Qur’an
dan sunnah. Namun demikian ada ketidak sepahaman apakah ijma’ dapat
dijadikan as}l bagi qiya>s. Yang menolak ijma’ sebagai dasar qiya>s
memberikan alasan bahwa ketentuan-ketentuan ijma’ tidak selalu menjelaskan
adanya ‘illah yang tanpanya tidak mungkin membangun qiya>s.105 Namun
103 Al-Amidi, al-Ihka>m fi> Us{u>l al-Ahka>m, Juz III, (Beirut: Da>r al-Kita>b al-
‘Arabi>, 1984), h.186
104 Wahbah al-Zuhaili, Us{u>l al-fiqh al-Islam, Juz I, h.633, Abd Wahab Khallaf, ‘Ilm
us{u>l al-fiqh., h. 60-6 1
105 Wahbah al-Zuhaili, Us{u>l al-fiqh al-Islam., h. 624
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pendapat ini didasarkan atas asumsi bahwa ‘illat qiya>s adalah selalu ditentukan
dalam as}l tetapi kalau tidak maka menjadi tugas mujtahid untuk menentukannya
di dalam kerangka tujuan pemberi hukum.
Far’u sebagai rukun kedua dari qiya>s memenuhi beberapa kriteria
diantaranya: far’u belum ditentukan hukumnya oleh nas} atau ijma’ sehingga jika
telah ditentukan maka tidak diperlukan lagi qiya>s, ‘illat harus dapat diterapkan
pada far’ dengan cara yang sama  seperti kasus as}l, dan penerapan qiya>s kepada
kasus baru tidak boleh mengakibatkan terjadinya perubahan ketentuan nas}
karena hal ini berarti mengesampingkan nas} demi qiya>s.106
Hukm sebagai rukun ketiga, harus merupakan ketentuan syar’i yang bersifat
praktis karena qiya>s hanya berlaku dalam kaitannya dengan masalah-masalah
praktis, hukum itu masih berlaku,  demikian pula validitas hukm yang akan
diperluas dengan qiya>s tidak boleh menjadi masalah yang diperselisihkan atau
konroversial, hukum itu rasional, serta hukum tidak menunjukan adanya
penyimpangan dari ketentuan umum qiya>s.107 Seperti keringanan yang diberikan
dalam wudhu untuk tidak melepas sepatu tapi cukup menyapu bagian atasnya
menunjukan adanya penyimpangan dari ketentuan umum yang mengharuskan
dibasuhnya kaki.
‘Illat sebagai unsur pokok dalam qiya>s adalah nama bagi sesuatu yang
menyebabkan berubahnya keadaan sesuatu yang lain dengan keberadaannya.
Secara terminologi adalah suatu sifat yang berfungsi sebagai pengenal bagi
106 Nasrun Haroen, Ushul Fiqhi, (Jakarta: Logos, 1996), h. 73
107 Nasrun Haroen, Ushul Fiqhi, h.74
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sesuatu hukum.108 Artinya apabila terdapat sesuatu illat pada sesuatu, maka
hukumpun ada, karena dari keberadaan ‘illat itulah hukum itu dikenal. Misalnya,
khamar itu diharamkan karena ada sifat memabukan yang terdapat dalam khamar.
Jadi ‘illat menyebabkan munculnya hukum. Saifuddin al-Amidi mengatakan ‘illat
itu adalah motivasi terhadap hukum (ﮫﯿﻠﻋ ﺚﻋﺎﺒﻟا )109, maksudnya ‘illat itu
mengandung  hikmah yang layak menjadi tujuan Syari’ dalam menetapkan suatu
hukum. Para ulama us}u>l fiqh menyatakan bahwa apabila disebut ‘illat maka
biasanya yang dimaksudkan adalah : 1. Suatu hikma yang menjadi motivasi dalam
menetapkan, berupa pencapaian kemaslahatan atau menolak kemafsadatan. Tetapi
tolak ukur dalam menentukan sesuatu itu maslahat atau mudarat adalah kehendak
syara, bukan diukur dari keinginan umat manusia. Sedangkan syara dalam melihat
kemaslahatan dan kemudaratan, senantiasa bertitik tolak dari kepentingan
individu dan masyarakat. 2. Sifat z}ahir yang dapat diukur yang sejalan dengan
suatu hukum dalam mencapai kemaslahatan berupa manfaat, atau menghindarkan
kemudaratan bagi manusia.110
Dalam menetapkan suatu hukum berdasarkan ‘illat, terdapat perbedaan
pendapat ulama dalam menentukan pilihan antara sifat z}ahir dalam suatu hukum
atau hikmah suatu hukum. Jumhur Ulama ushul fiqhi menyatakan bahwa yang
dijadikan patokan itu adalah sifat z}ahir yang dapat diukur yang terdapat dalam
hukum, baik sifat itu terkait dengan permaslahan batin, tetapi bisa dinalar, seperti
108 Nasrun Haroen, Ushul Fiqhi, h. 77
109 Saipuddin al-Amidi, al-Ihka>m fi> Us{u>l al-Ahka>m, (Beirut: Da>r al-Kutub al-
‘Ilmiyah, 1983), h. 56
110 Al-Syaukani, Irsya>d al-Fuhul fi Tahqiq al-Haqq min ‘Ilm al-Us{ul, h. 181 dalam
Nasrun Haroen, Ushul Fiqhi, , h. 78-79
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sukarela dalam jual beli, yang bisa langsung ditangkap panca indera, seperti
pembunuhan dan pencurian maupun yang ditentukan oleh ‘urf, seperti persoalan
baik dengan buruk. ‘illat seperti inilah menurut jumhur ulama yang dapat
dijadikan patokan dalam dalam menentukan suatu hukum.111
Sedangkan hikmah yang terdapat dalam suatu hukum, adakalahnya bisa
dinalar bahwa hikmah itu berkaitan dengan hukum, karena ia dijadikan motivasi
untuk menentukan suatu hukum. Akan tetapi, hikmah itu sendiri terkadang suatu
yang sulit diukur dan ditangkap panca indera. Hikmah bisa berbeda dalam
pandangan satu individu dengan individu lain dan berbeda antara satu keadaan
disuatu tempat dengan keadaan di tempat lain.112 Misalnya jual beli itu
disyari’atkan dengan hikmah untuk menghindari kesulitan serta untuk memenuhi
kebutuhan umat manusia.
Dalam menemukan ‘illat, ulama ushul fiqhi membagi ‘illat kepada dua
macam yaitu al-‘illah al-mans{u>s{ah (ﺔﺻﻮﺼﻨﻤﻟا ﺔﻠﻌﻟا ) dan al-‘llah al-
mustanbat}ah (ﺔﻄﺒﻨﺘﺴﻤﻟا ﺔﻠﻌﻟا ).
Al-‘illah al-mans{u>s{ah (ﺔﺻﻮﺼﻨﻤﻟا ﺔﻠﻌﻟا) adalah ‘illat yang dikandung
langsung oleh nas} dan al-‘llah al-mustanbat}ah (ﺔﻄﺒﻨﺘﺴﻤﻟا ﺔﻠﻌﻟا ) adalah ‘illat yang
digali mujtahid dari nash sesuai dengan  kaidah-kaidah bahasa Arab.  Misalnya
menjadikan perbuatan mencuri sebagai ‘illat bagi hukum potong tangan.
Selanjutnya para ulama ushul fiqhi mengemukakan sejumlah syarat ‘illat
yang dapat dijadikan sebagai sifat yang menentukan suatu hukum. Diantaranya :
‘illat itu mengandung motivasi hukum yaitu untuk kemaslahatan manusia, ‘illat
111 Nasrun Haroen, Ushul Fiqhi.,h. 80.
112 Nasrun Haroen, Ushul Fiqhi.,h.81
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itu dapat diukur dan berlaku untuk semua orang, ‘illat itu jelas, nyata dan bisa
ditangkap indra manusia, karena ‘illat merupakan tanda adanya hukum, ‘illat itu
merupakan sifat yang sesuai dengan hukum artinya ‘illat itu ditentukan
berdasarkan analisis mujtahid sesuai dengan hukum itu, illat itu tidak
bertentangan nas} dan ijma’, ‘illat itu tidak datang belakangan dari hukum asal,
‘illah itu terdapat dalam hukum syara, ‘illat itu bisa ditetapkan pada kasus lain
dan ‘illat itu berlaku secara timbal balik maksudnya bila ada ‘illat, maka
hukumnya ada, dan sebaliknya apabila ‘illat-nya hilang maka hukumnya pun
hilang.113 Misalnya orang  gila tidak dibolehkan melakukan tindakan hukum
karena kecakapan bertindak hukumnya telah hilang, kecakapan bertindak hukum
itu adalah ‘illat. Akan tetapi apabila dia sembuh dari gilanya maka, kecakapan
bertindak hukumnya pun berlaku kembali.
Pembagian ‘illat berdasar kegunaan dan kedudukannya dalam pensyari’atan
hukum yaitu ‘illat tasyri’i dan ‘illat qiyasi. ‘illat tasyri’i gunakan untuk
mengetahui apakah sesuatu ketentuan dapat terus berlaku atau sudah sepantasnya
berubah karena ‘illat yang mendasarinya telah bergeser. Ketentuan ini telah
dirumuskan dalam sebuah qaidah kulliyah yaitu:
 َﺎًﻣَﺪَﻋَو اًدﻮُﺟُو ِﺔﱠﻠِﻌﻟا َﻊَﻣ ُروَُﺪﯾ ﻢﻜُﺤﻟا
“Hukum itu tergantung dengan ada atau tidak adanya ‘illat”.
Berdasar azas ini, banyak ketentuan fiqhi  yang berubah dan berkembang.
Perubahan ini karena pemahaman tentang ‘illat hukum itu sendiri yang berubah,
sesuai dengan perkembangan pemahaman  terhadap dalil nas yang menjadi
113 Al-Syaukani, Irsyad al-Fuhul fi Tahqiq al-Haqq min ‘Ilm al-Us{u>l, h. 182
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landasannya.  Misalnya pemahaman tentang ‘illat zakat hasil pertanian yang biasa
difahami sebagai ‘illatnya adalah makanan pokok, atau dapat ditakar, atau hasil
dari tanaman yang ditanam.114 Tetapi sekarang dipopulerkan pendapat bahwa
‘illat tersebut adalah al-nama’ (produktif). Jadi semua tanaman yang produktif
wajib dikeluarkan zakatnya.115 Dan pemahaman terhadap ‘illat masih seperti sedia
kala, tetapi maksud tersebut akan tercapai lebih baik, sekiranya hukum yang
didasarkan kepadanya diubah. Misalnya pembagian tanah rampasan perang (fay)
di Irak pada masa Khalifah Umar ibn al-Khattab ‘illat pembagiannya agar tidak
menopoli orang-orang kaya saja.
Adapun ‘illat qiyasi adalah ‘illat yang digunakan untuk mengetahui
apakah ketentuan yang berlaku terhadap suatu masalah yang dijelaskan oleh suatu
dalil nas} karena ada kesamaan illat antara keduanya116 (seperti yang telah
dijelaskan terdahulu).
b. Metode Istisla>hi
Penalaran istis}la>hi perpanjangan dari penalaran ta’lili, karena sama-
sama didasarkan pada anggapan bahwa Allah swt menurunkan aturan dan
ketentuannya adalah untuk kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.
Metode istinba>t} Istis}la>hi> adalah pola istinba>t} yang dilakukan
dengan menerapkan kaidah-kaidah umum karena tidak adanya dalil-dalil khusus
mengenai suatu persoalan baik dari al-Qur’an atau al-Hadis dengan mendasarkan
114 Mukhtar yahya, Dasar-dasar pembinaan Hukum fiqhi Islam , (Bandung :al-
Ma’arif:1986), h.550
115 Yusuf Qardhawi, Fiqh al-Zakat, Jilid I, cet IV ,(Beirut: Muassasah al-Risalah, 1980),
h.349
116 Yuni Roslaili Usman,Metode Istinbath Fiqhi TGK Muslim Ibrahim, h.51
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pada kaidah-kaidah Istis}la>hi> atau mas}lahah mursalah. Mas}lahah secara
harfiah berarti keadaan yang baik  dan bermanfaat. Mursalah berarti netral.117
Mas}lahah mursalah adalah maslahah yang tidak ditetapkan  dalam nas} yang
secara khusus menyatakan penerimaan atau penolakan.
Mas{lahah pada dasarnya dibagi kepada tiga yaitu: 1) mas}lah}ah
Mu’tabarah yaitu kemaslahatan yang dinyatakan nas} melalui ‘illah. 2)
Mas}lah}ah Mulga>h, yaitu kemaslahatan diliat oleh manusia sebagai
kemaslahatan namun ditolak oleh syara karena bertentangan dengan ketentuan
syara. 3) Mas}lah}ah Mursalah, yaitu Kemaslahatan yang keberadaannya tidak
didukung syara dan tidak pula dibatalkan syara melalui dalil terinci.118
Pada prinsipnya  Jumhur ulama menerima mas}lah}ah mursalah sebagai
salah satu alasan dalam menetapkan hukum syara sekalipun dalam penerapan dan
penempatan syaratnya, mereka berbeda pendapat. Ulama Hanafiyah mengatakan
bahwa untuk menjadikan mas}lah}ah mursalah sebagi dalil disyaratkan dalil
tersebut berpengaruh pada hukum, artinya ayat, hadis, atau ijma’ yang
menunjukan bahwa sifat yang dianggap sebagai kemaslahatan itu merupakan ‘illat
dalam penetapan suatu hukum atau jenis sifat yang menjadi motifasi hukum
tersebut dipergunakan oleh nash sebagai motivasi hukum. Ulama Malikiyah dan
Hanabilah menerima mas}lah}ah mursalah sebagai dalil dalam menetapkan
hukum, bahkan mereka dianggap sebagai ulama fiqhi yang paling banyak dan
paling luas penerapannya. Menurut mereka mas}lah}ah mursalah merupakan
117 Muhammad Sala>m Madku>r, Mana>hij al-Ijtiha>d fi al-Islam, (Kuwait:
Universitas Kuwait, 1974), h. 280
118 Husain Hamid Hasan, Naz}ariyah al-Mas{lahah fi al-Fiqh al-Isla>mi, (Mesir:
Mat}ba’ah al-Nahdah, 1976), 15-17
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induksi dari logika sekumpulan nas} bukan nas} rinci seperti yang berlaku dalam
qiya>s. Untuk dapat menjadikan mas}lah}ah mursalah sebagai dalil dalam
menetapkan hukum, disyaratkan: 1) kemaslahatan itu sejalan dengan kehendak
syara dan termasuk dalam jenis kemaslahatan yang didukung nas} secara umum.
2) Kemaslahatan itu bersifat rasional dan pasti sehingga hukum yang dihasilkan
benar-benar menghasilkan manfaat dan menghindari atau menolak kemudaratan.
3) Kemaslahatan itu menyangkut kepentingan orang banyak, bukan kepentingan
pribadi atau sekelompok tertentu.119
Perwujudan mas}lah}ah secara umum adalah tujuan hukum Islam. Akan
tetapi tidak semua kategori mas}lah}ah merupakan tujuan hukum sehingga tidak
semua mas}lah}ah dapat dijadikan dasar dalam penetapan hukum. Oleh karena
itu agar mas}lah}ah menjadi terukur dan tidak menjadi pintu  bagi penetapan
hukum menurut hawa nafsu,  maka menurut Abd Wahab Khallaf ada persyaratan
yang harus dipenuhi yaitu: 1) mas}lah}ah harus merupakan suatu kemaslahatan
yang hakiki, bukan sekedar bersifat dugaan saja. 2) Ia merupakan mas}lah}ah
yang bersifat umum bukan pribadi. 3) Kemaslahatan itu tidak bertentangan
dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh nas} atau ijma’.120
Imam al-Ghazali memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan
dengan tujuan syara, sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia,
kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak syara, tetapi
sering didasarkan kepada kehendak hawa nafsu. Jadi yang dijadikan patokan
dalam menentukan kemaslahatan adalah kehendak dan tujuan syara, bukan
119 Nasrun Harun, Ushul Fiqhi., h. 123
120 Abd Wahhab al-Khallaf, ‘ilm al- Us{u>l Fiqhi, h.76-77
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kehendak dan tujuan manusia.  Tujuan yang harus dipelihara yaitu memelihara
agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.121 Kemaslahatan dunia yang dicapai
seorang hamba Allah harus bertujuan untuk kemaslahatan di akhirat.
Mas}lahah yang menjadi tujuan penetapan hukum ini dibedakan menjadi
tiga tingkatan yaitu d}aru>riya>t (primer), h}ajiya>t (sekunder), dan
tah}si>niya>t (tersier).
Mas}lahah d}aru>riya>t adalah kemaslahatan yang berhubungan
kebutuhan pokok manusia atau sesuatu yang harus ada untuk mewujudkan
kemaslahatan dunia dan akhirat yang jika sesuatu itu tidak ada maka
kelangsungan hidup di dunia tidak dapat dipertahankan dan akan mengalami
kesengsaraan di akhirat. Kemaslahatan ini ada lima seperti  yang telah disebutkan.
Mas}lahah h}ajiya>t yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam
menyempurnakan kemaslahatan pokok yang berbentuk keringanan untuk
mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. Jadi sesuatu
yang diperlukan untuk memudahkannya menjalani hidup dan menghilang ke
dalam rangka memelihara lima unsur pokok di atas. Misalnya rukhshah
(keringanan) dalam ibadah, seperti puasa bagi orang yang sedang sakit atau
sedang bepergian.
Al-mashlahah  at-tahsiniyyah (kemaslahatan tersier) yaitu memelihara kelima
unsur pokok di atas dengan cara meraih dan hal-hal yang pantas dan layak dari
kebiasaan-kebiasaan hidup yang baik menghindarkan sesuatu yang dipandang
sebaliknya oleh akal yang sehat.
121 Abu Hamid al-Ghazali, al-Mustashfa’,jilid I h.286
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Mas}lahah tahsiniyyah di dalam ibadah ialah, adanya syariat menghilangkan
najis, bersuci, menutup aurat, mendekatkan diri kepada Allah dengan bersedekah
dan melaksanakan perbuatan-perbuatan sunnah lainnya. Sedangkan contoh dalam
kebiasaan hidup seharai-hari ialah, mengikuti sopan santun dalam makan dan
menghindarkan diri dari sikap berfoya-foya dan boros, serta hal yang dipandang
kotor dan keji. Sementara contoh nuamalah, adanya larangan melakukan transaksi
dagang benda najis dan larangan membunuh anak-anak dan peperangan.
Berkaitan dengan al-maslahah sebagai dalil penetapan hukum  syara,
Jumhur ulama sepakat menyatakan bahwa sebagai dalil penetapan hukum, ruang
lingkup maslahah hanya menjangkau hal-hal yang berada diluar masalah-masalah
ibadah.
Penerapan al-mas}lahah sebagai metode penetapan hukum Islam secara
oprasional dilakukan melalui dalil-dalil al-qiya>s, al-istihsa>n, al-mas}lahah
mursalah,al-istishhab, adz-dzari>ah dan urf. Dengan kata lain pada hakekatnya
keenam bentuk dalil yang disebutkan juga merupakan metode-metode
pengembangan hukum Islam berdasarkan maqa>s}id asy-syari’ah.
Istinba>t}.
3. Segi Ta’arud dan Tarjih
Kata ta’arud secara bahasa berarti pertentangan antara dua hal. Sedangkan
menurut istilah adalah satu dari dua dalil menghendaki hukum yang berbeda
dengan hukum yang dikehendaki oleh dalil yang lain. Imam al-syaukani
mendefinisikannya dengan suatu dalil menentukan hukum tertentu terhadap suatu
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persoalan sedangkan dalil lain menentukan hukum yang berbeda dengan itu.122
Defenisi ini menunjukan bahwa satu dalil mengandung suatu hukum yang
bertentangan dengan dalil yang lain yang masih satu derajat. Yang dimaksud satu
derajat adalah antara ayat dengan ayat atau antara sunnah dengan sunnah.
Misalnya pertentangan antara QS. al-Baqarah (2) :234 tentang iddah wanita yang
kematian suaminya 4 bulan  10 hari apakah hamil atau tidak, dengan QS.al-
thala>q (65):4, tentang wanita hamil iddahnya sampai melahirkan.
Apabila dalam pandangan mujtahid terjadi ta’arud antara dua dalil, maka
perlu dicarikan jalan keluarnya. Menurut para ulama us}ul yang harus ditempuh
bilamana terjadi ta’arud adalah:123 1) Sedapat mungkin kedua dalil tersebut dapat
digunakan sekaligus, sehingga tidak ada dalil yang disingkirkan. 2) Apabila
dengan cara apapun kedua dalil itu tidak dapat digunakan sekaligus, maka
diusahakan setidaknya satu diantaranya diamalkan sedangkan satu lagi
ditinggalkan. 3) sebagai langkah terakhir menggugurkan kedua dalil tersebut
(tidak diamalkan keduanya).
Menurut  Wahbah al-Zuhaili124, pertentangan antara kedua dalil atau
hukum itu hanya dalam pandangan mujtahid, sesuai dengan kemampuan
pemahaman, analisis, dan kekuatan logikanya, bukan pertentangan aktual, karena
tidak mungkin Allah atau Rasul-Nya menurunkan aturan-aturan yang salin
bertentangan. Menurutnya pula pertentangan tidak mungkin muncul dari dalil
yang bersifat fi’liyah (perbuatan). Oleh sebab itu, Imam al-Syathibi, pertentangan
122 Muhammad ibn ‘Ali ibn Muhammad al-Syaukani, irsya>d al-fuhu>l..., h.242
123Amir Syarifuddin, ushul fiqhi, jilid 1, h.208
124 Wahbah al-Zuhaili, Us{u>l al-Fiqh al-Islami, h.1174
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itu bersifat semu, bisa terjadi dalam dalil yang qat}’i dan dalil yang z}anni>
selama kedua dalil itu dalam satu derajat.125
Sedangkan tarjih menurut bahasa berarti menguatkan atau membuat
sesuatu cenderung atau mengalahkan. Secara terminologi defenisi ulama
Hanafiyyah yaitu:
ﻠَﻋ ِﻦَﯿِﻠﺛﺎََﻤﺘُﻤﻟا ِﺪََﺣﻷ ٍةَدَﺎﯾِز ُرَﺎًﮭٍظإ                                          ﱡِﻞَﻘﺘَﺴﯾﻻ ﺎَِﻤﺑ ِﺮَﺧﻻا َﻰ
“membuktikan adanya tambahan bobot pada salah satu dari dua dalil yang
bersamaan (sederajat), yang dalil tambahan itu tidak berdiri sendiri.126
Jumhur ulama membatasi tarjih pada dalil yang bersifat z}anni (relative) karena
masalah tarjih tidak termasuk dalam persoalan-persoalan yang qat’i dan tidak
juga antara yang z}anni dan yang qat’i.
Kegiatan tarjih yang dilakukan oleh ahlu al-tarjih pada masa kebangkitan
Islam berbeda dengan kegiatan tarjih pada masa kemunduran hokum Islam. Pada
masa kemunduran hukum Islam, tarjih diartikan sebagai kegiatan yang tugas
pokoknya adalah menyeleksi pendapat para ahli fiqhi dilingkungan mazhab
tertentu. Sedangkan pada masa kebangkitan hukum Islam ruang lingkupnya jauh
lebih luas dari tarjih sebelumnya. Tarjih pada periode ini menyeleksi berbagai
pendapat, dari mazhab apapun ia berasal, kemudian diambil pendapat yang rajih,
yang paling kuat berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.127 Misalnya t}alaq
dinyatakan jatuh apabila diucapkan suami kepada istri dalam keadaan sadar dan
atas kehendak sendiri, tanpa harus tegantung kepada adanya saksi menurut
125 Abu Ishaq al-Syatibi, al-Muwafaqat, jilid IV, h.294
126 Saipuddin al-Amidi,al-ihka>m fi Ushu>l al-Ahka>m, jilid III, h.174
127 Faturahman Djamil, Filsafat Hukum Islam, h.167
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mayoritas ulama ahli fiqhi termasuk empat mazhab. Tetapi menurut ahli fiqh dari
kalangan Syi’ah t{alaq baru dianggap terjadi kalau disaksikan oleh dua orang
saksi yang adil.
Jika diperhatikan masa sekarang, di Indonesia berdasarkan pada undang-
undang no.1 Tahun 1974, t}alaq baru dianggap terjadi kalau dilakukan di depan
sidang pengadilan agama. Ketentuan ini sebenarnya sejalan dengan tujuan
disyariatkannya t}alaq dalam Islam. Karena al-Qur’an baik secara langsung
maupun tidak menyatakan bahwa t}alaq merupakan jalan terakhir. Untuk masa
sekarang pendapat kalangan syi’ah dengan segala modifikasinya dapat diterima.
C. Metode Istinba>t} Hukum Hasbi Ash Shiddieqy
Untuk mengistinbatkankan hukum pada hal-hal yang bersifat zanni, baik
wurudnya atau dalalahnya, dan juga ketetapan hukumnya dalam al-Qur’an dan
hadis maupun ijma, ijtihad yang gunakan Hasbi adalah ijtihad bayani, ijtihad
komparasi dan ijtihad bi al-ra’yi128.
1. Ijtihad Bayani
Ijtihad Bayani adalah salah satu metode yang digunakan oleh Hasbi
untuk mengistinbatkan hukum. Hal ini dapat dipahami dari rumusan ijtihad yang
ditawarkan Hasbi yaitu menganjurkan berijtihad dengan cara memahami nash,
baik al-Qur’an maupun hadis, yang nashnya masih diperdebatkan. Seorang
mujtahid yang akan beristinbat dengan menggunakan metode bayani harus
128 Hasbi Ash Shiddieqy, Pengantar Ilmu Fiqhi, h.70
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memahami nash secara lafziyah dan mengetahui posisi lafaz dalam kalimat serta
melakukan kajian kebahasaan yang mendalam.
Al-Qur’an dan Hadis merupakan sumber hukum yang sangat mendasar
maka seorang mujtahid dalam mengambil kesimpulan hukum yang digali dari dua
sumber tersebut harus mampu memahaminya dengan baik. Oleh sebab itu, para
mujtahid perlu menguasai bahasa Arab dengan baik.
2. Ijtihad Komparasi
Hasbi mengemukakan ijtihad komparasi dengan cara membandingkan
antara satu pendapat dengan pendapat yang lain dari berbagai mazhab yang ada
dan memilih mana yang lebih baik dan lebih dekat kebenarannya serta didukung
oleh dalil-dalil yang kuat (tajih) dalam menggali hukum terhadap suatu masalah
yang telah ada ketetapan hukumnya yang merupakan produk fuqaha terdahulu.
Nouruzzaman Shiddiqy berpendapat bahwa cara berpikir seperti ini disebut sistem
berfikir elektif.129
Dalam kajian komparasi, tidak hanya dilakukan dalam metode ijtihad,
tetapi juga dianjurkan dilakukan antara fiqhi dengan hukum positif di Indonesia,
serta dengan syari’at-syari’at agama lain seperti yahudi dan juga hukum
Romawi.130
Metode komparasi dalam ilmu fiqhi disebut fiqhi al-Muqa>ran. Secara
definitif Hasbi merumuskan metode komparasi sebagai suatu ilmu yang
menerangkan hukum syara dengan mengemukakan pendapat yang berbeda-beda
terhadap masalah dan dalil-dalil dari masing-masing pendapat-pendapat itu dan
129 Nourouzzaman Shiddiqy,Fiqhi Indonesia, Penggagas dan Gagasannya, h. 69
130 Nourouzzaman Shiddiqy,Fiqhi Indonesia, Penggagas dan Gagasannya, h. 69
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kaidah-kaidah yang digunakan serta memperbandingkan satu dengan yang lain
kemudian mengambil yang paling dekat kepada kebenaran. Hasbi berpendapat,
dalam melakukan kajian fiqh harus dilakukan dengan cara terpadu, dengan
memperhatikan pendapat dari semua aliran hukum131. Dengan menggunakan
metode komparasi terpadu, fiqhi akan tetap selalu mudah dan mempunyai daya
tumbuh dan berkembang tanpa terlepas dari acuan dasar yang telah digali oleh
para fuqaha terdahulu.
3. Ijtihad bi al- Ra’yi
Ijtihad bi al-ra’yi merupakan ijtihad yang dipopulerkan oleh Hasbi untuk
menyelesaikan dan menjawab persoalan yang muncul di zaman sekarang. Para
mujtahid yang mengambil kesimpulan hukum yang menggunakan metode bi al-
ra’yi, seseorang mujtahid bisa mempergunakan beberapa metode, seperti qiya>s,
istihsa>n, istislah, istisha>b dan lain-lainnya.
Fiqhi dari istilahnya sudah menunjukan bahwa ia produk dari suatu proses
masalah dan tujuan utamanya adalah kemaslahatan dan syaddu ad-dzaria>h.
mengetahui rahasia-rahasia tasyri’, termasuk ijtihad132. Melalui sumber hukum
Islam yang berupa al-Qur’an dan sunnah Nabi,  Syari’ menetapkan dan
menunjukan aturan-aturan yang bermuatan hukum untuk diikuti oleh manusia
dalam menjalankan praktek hidupnya. Setelah ulama melakukan penelitian secara
mendalam terhadap ayat-ayat al-Qur’an dan sunnah Nabi, mereka berkesimpulan
bahwa rahasia tasyri’ secara umum adalah mewujudkan kemaslahatan bagi
manusia hidup di dunia dan kebahagian di akhirat.
131 Nourouzzaman Shiddiqy,Fiqhi Indonesia, Penggagas dan Gagasannya, h. 72
132 Hasbi ash Shiddieqy, Pengantar Hukum Islam, h. 130
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BAB III
RIWAYAT HIDUP  TM.HASBI ASH-SHIDDEQY
A. Kelahiran, Latar Belakang Keluarga dan Pendidikannya
TM. Hasbi Ash-Shiddieqy lahir di Lhokseumawe, Aceh Utara pada tanggal 10
Maret 1904. Ayahnya bernama Al-Hajj Teungku Qadhi Chik Maharaja Mangkubumi
Husein ibn Muhammad Mas‘ud dan ibunya bernama Teungku1 Amrah. Ayahnya
seorang ulama terkenal yang memiliki sebuah dayah (pesantren) sedangkan ibunya
adalah puteri Teungku Abdul Aziz, pemangku jabatan Qadhi Chik Maharaja
Mangkubumi Kesultanan Aceh waktu itu.
Ia juga keponakan Abdul Jalil, bergelar Tengku Chik di Awe Geutah, seorang
ulama pejuang yang bersama Tengku Tapa bertempur di Aceh melawan Belanda.
Tengku Chik di Awe Geutah, oleh masyarakat Aceh Utara dianggap sebagai seorang
wali yang dikeramatkan. Kuburannya masih diziarahi untuk meminta berkah. Hasbi
juga merupakan keturunan Abu Bakar Ash-Shiddiq yang ketiga puluh tujuh (lihat
lampiran silsilah TM. Hasbi Ash-Shiddieqy). Oleh sebab itu gelar Ash-Shiddiq sejak
tahun 1925 dijadikan nama keluarganya atas saran Syaik Muhammad ibn Salim al-
Kalali.2 Ketika berusia 6 tahun, ibunya meningggal dunia tahun 1910. Sejak itu ia
1 Ulama di Aceh disebut dengan panggilan Tengku. Gelar ini bertingkat tingkat sesuai dengan
tingkat kealiman atau jabatan yang dipangkunya. Lihat Nourouzzaman Shiddiqi, Jeram-Jeram
Peradaban Muslim, (Yogyakarta: Pustaka Pejajar,1996), h. 311; Gelar ini juga dipakai oleh para
Ulebalang, Lihat Teuku Ibrahim Alfian, Perang diJalan Allah, Disertasi (Yokyakarta: Universitas
Gajah Mada, 1981), h. 40
2 Seorang ulama Arab beraliran pembaru yang bersama-sama Syaikh Thahir Jalaluddin
menerbitkan majalah al-Iman di singapura pada tahun 1907-1917.Ia bermukim di akhir hayat
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diasuh oleh bibinya, Tengku Syamsiah selama 2 tahun. Pada tahun 1912 juga
meninggal dunia. Sepeninggal Tengku Syam, Hasbi tidak kembali ke rumah ayahnya
yang telah kawin lagi. Ia tinggal di rumah kakaknya Tengku maneh, bahkan sering
tidur di Meunasah (langgar) sampai kemudian pergi nyantri dari dayah ke dayah.
Hasbi sejak kecil mendengar dan menyaksikan apa yang sedang terjadi
disekitarnya. Bagaimana kebengisan Letnan H. Christhoffel melakukan pembersihan
di Keureuto-berjarak ± 30 km dari Lhokseumawe yang bebas menembak siapa saja
yang dicurigai. Ia menyaksikan juga bagaimana nasib rakyat yang dihimpit
penderitaan 3akibat perang. Sebagian masyarakat lari ke mistik yang pada akhirnya
dapat menjerumuskan mereka ke perbuatan syirik. Sejak remaja ia dikenal di
kalangan masyarakatnya karena ia sudah terjun berdakwah dan berdebat dalam
diskusi-diskusi. Hasbi sering diminta untuk mengambil peran sebagai penanya atau
penjawab.
Hasbi telah khatam mengaji al-Qur’an dalam usia delapan tahun. Satu tahun
berikutnya ia belajar qiraah dan tajwid serta dasar-dasar tafsir dan fiqhi pada ayahnya
sendiri. Hal ini dilakukan ayahnya karena ia menginginkan Hasbi menjadi seorang
ulama, meneruskan tradisi leluhurnya, disamping itu kedudukan dan penghargaan
terhadap ulama  sangat tinggi di mata masyarakat Aceh.4 Hasbi belajar agama Islam
3 Nourouzzaman Shiddiqy, Fiqhi Indonesia Penggagas dan Gagasannya, Cet.I (Yoyakarta:
Pustaka Pelajar, 1997 h. 8
4 Salinan Manuskrip Hikayat raja-raja dapat dijumpai dimesium london. Tulisan ini di
dasarkan pada turunannya yang termuat dalam  Ibrahim Alfian, Kronika Pasai (Yokyakarta:
Gajamadha  University Press, 1972) dalam Nourouzzaman Shiddiqy, Fiqhi Indonesia Penggagas dan
Gagasannya,, h. 246.
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di dayah milik ayahnya. Kemudian pada usia delapan tahun ia sudah pergi belajar
dari satu dayah ke dayah lainnya. Mulanya ia pergi ke dayah Teungku Chik di
Piyeung tahun 1912 untuk belajar Bahasa Arab, khususnya nahwu dan sharaf.
Setelah setahun belajar disana kemudian ia pindah ke dayah Teungku Chik di Bluk
Bayu. Setahun kemudian, ia pindah belajar ke Tengku Chik di Blang Kabu Geudong.
Dari Blang Kabu, ia pindah ke dayah Tengku Chik di Blang Manyak Samakurok dan
belajar selama satu tahun. Pada tahun 1916 ia kembali pindah ke dayah Teungku
Chik Idris. Di salah satu dayah terbesar di Aceh ini Hasbi khusus belajar fiqih. Dua
tahun kemudian ia pindah ke dayah Teungku Chik Hasan Krueng Kale untuk
memperdalam ilmu hadits dan fiqih. Setelah dua tahun belajar di dayah ini, Hasbi
mendapatkan syahadah (ijazah) sebagai tanda ilmunya telah cukup dan berhak
membuka dayah sendiri5
Sekembalinya dari merantau, Hasbi kemudian menjadi anak didik Syaikh al-
Kalali. Dari tokoh pembaharu asal Singapura yang kemudian menetap di Aceh ini lah
ia mendapat kesempatan untuk membaca kitab-kitab yang ditulis oleh pelopor-
pelopor kaum pembaharu pemikiran Islam. Ia pula berkesempatan membaca majalah-
majalah yang menyuarakan suara-suara pembaharuan yang diterbitkan di Singapura,
pulau Pinang dan Padang. Dengan syekh al-Kalali ia mendiskusikan konsep dan
tujuan pembaharuan pemikiran Islam.6
5 Nourouzzaman Shiddiqy, Fiqhi Indonesia Penggagas dan Gagasannya, h. 13
6 Nourouzzaman Shiddiqy, Fiqhi Indonesia Penggagas dan Gagasannya, h. 13
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Melihat Potensi dan gairah yang dimiliki Hasbi Ash Siddieqy yang telah
bersentuhan dengan pemikiran kaum pembaharu, maka Syekh al-Kalali
menganjurkan Hasbi pergi ke Surabaya belajar pada perguruan al-Irsyad yang diasuh
oleh pergerakan al-Irsyad wa al-Is}lah yang didirikan oleh Syaikh  Ahmad as-
Surkati. Setelah di tes Hasbi ditempatkan di kelas takhas}s}us.7 Selama satu setengah
tahun belajar di al-Irsyad, yang paling banyak dipelajari Hasbi adalah kemahiran
berbahasa arab dan pengalaman menyaksikan kiprah kaum pembaharu di Jawa yang
bergerak secara terorganisir. Akhirnya Syaikh as-Surkati dengan al-Irsyad-nya telah
memantapkan sikap Hasbi untuk bergabung dengan kelompok pembaharu. Berbeda
dengan kebanyakan tokoh pembaharu lainnya di Indonesia, ia telah mengeluarkan
suara pembaharuan sebelum naik haji atau belajar di Timur Tengah. Kemudian Ia
mulai menyuarakan pembaharuannya di Aceh, masyarakat yang dikenal fanatik.
Namun ia tidak gentar dan surut kendatipun karena itu ia dimusuhi, ditawan dan
diasingkan oleh pihak yang tidak sepaham dengannya.8
Sikap pembaharuan Hasbi tercermin dalam pemikiran-pemikirannya. Dalam
berpendapat ia merasa bebas, tidak terikat dengan pendapat kelompoknya. Ia
berpolemik dengan orang-orang Muhammadiyah dan Persis, padahal ia juga anggota
dari kedua perserikatan itu. Ia bahkan berani berbeda pendapat dengan jumhur ulama,
sesuatu yang langka terjadi di Indonesia. Pada tahun 1933 Hasbi pindah ke Kutaraja
7 Nourouzzaman Shiddiqy, Fiqhi Indonesia Penggagas dan Gagasannya, h. 15-16
8 Nourouzzaman Shiddiqy, Fiqhi Indonesia Penggagas dan Gagasannya, h. 16
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(Banda Aceh).9 Kepindahannya ke ibukota karesidenan ini membuka peluang bagi
Hasbi untuk lebih banyak bergerak. Kemudian ia bergabung dengan organisasi Nadil
Ishlahil Islami (Kelompok Pembarun Islam). Dalam rapat umum organisasi tahun
1933, Hasbi ditunjuk sebagai wakil redaktur Soeara Atjeh, salah satu organ dari Nadil
shlahil islami.
Hasbi juga mendaftarkan diri sebagai anggota Muhammadiyah. Ia pernah
menjadi ketua cabang Muhammadiyah Kutaraja dan ketua Majelis Wilayah
Muhammadiyah Aceh.
Di awal kemerdekaan Hasbi ditangkap dan dipenjara oleh Gerakan Revolusi
Sosial di Lembah Burnitelong dan Takengon selama satu tahun lebih. Apa yang
menjadi sebab semua ini tidak begitu jelas, karena Hasbi sendiri tidak pernah
diinterogasi maupun diadili. Tapi ada kemungkinan karena sikap pembaharuannya.
Selama di dalam tahanan Hasbi berhasil menyelesaikan tulisan naskah buku al-Islam
setebal 1.404 halaman dalam dua jilid. Buku ini kemudian diterbitkan untuk pertama
kalinya pada tahun 1951. Sampai tahun 1982 saja buku ini telah mengalami tujuh kali
cetak ulang.
Hasbi baru dibebaskan dari penjara setelah ada desakan dari Pimpinan
Muhammadiyah dan surat dari Wakil Presiden Mohammad Hatta. Tetapi ia masih
berstatus tahanan kota. Status tahanan kotanya kemudian dicabut pada tanggal 28
Februari 1948.
9 Yudian W. Asmin, Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy’s Theory of ijtihad In The
Context of Indonesian Fiqhi, (Yokyakarta: Nawesea Press, 2007) h. 15
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B. Dakwah dan Aktivitas Organisasi TM. Hasbi Ash Shiddieqy
Dakwah Hasbi sudah dimulai sejak masih muda dengan tema-tema pokok
masalah iman, Islam dan ihsan. Ketika ia mengambil posisi sebagai bagian dari kaum
pembaharu Islam, kritik-kritiknya dilancarkan kesasaran bid’ah, syirik dan khurafat,
sebagaimana kritik-kritik yang dilontarkan kaum pembaharu Islam. Ia mengkritik
melafalkan niat dalam shalat, talqin, kenduri kematian, membaca doa dan kemenyan,
menziarahi makam para wali untuk melepaskan nazar dan berdo’a meminta sesuatu.
Kritik yang dilancarkan cukup keras, sehingga menimbulkan reaksi kalangan Islam
Tradisionalis yang mempertahankan tradisi tersebut.
Alasannya bahwa perbuatan tersebut dianggap bid’ah. Sesuai dengan  hadis
nabi yang dikemukakan Dalam Shahih Bukhary/ Muslim dan Sunan Abi Daud yang
diriwatyatkan Aisyah, Nabi bersabda:
 ﺎﻧرﻣا ﻰﻓ ثدﺣا نﻣ َدر وﮭﻓ ﮫﻧﻣ سﯾﻟ ﺎﻣ اذھ
Artinya : Barang siapa mengada-ngadakan dalam agama, sesuatu yang tidak
ada di dalamnya,  maka yang diada-adakan itu tertolak.
Pemikiran Hasbi dalam hal ini tak tersentuh urf yang selama ini
dikumandangkan bahwa perlunya dibentuk fiqhi ala Indonesia, padahal diketahui
bahwa kenduri  ditempat orang meninggal merupakan salah satu  urf yang telah lama
berlaku di Indonesia. Jika dianggap bid’ah dalam bidang ibadat sesuai dengan dalil
yang dikemukakan, hal ini belum jelas secara rinci, karena  ibadah  terdiri dari
ibadah mahda atau ibadah gairu mahdah, secara nyata tdk dapat dikategorikan ibadah
mahda, tetapi ia termasuk ibadah gairuh mahda. Padahal jika diteliti secara mendalam
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banyak ayat-ayat yang menyebutkan tentang  doa memberi manfaat bagi orang mati
juga pahala sadaqah sampai kepada orang mati. Lihat (QS.al- Hasyr :10) , QS.
Muhammad: 19).10
Nampaknya Hasbi  mengemukakan  ide fiqhi Indonesia dalam hal ini masih
besifat wacana bahkan belum  bersifat aflikasi karena masih menganggap bid’ah bagi
yang  melakukan kenduri di tempat mayit yang sebelumnya merupakan  tradisi yang
telah berlaku di masyarakat Indonesia. Hasbi menggagas fiqhi ala Indonesia tapi tidak
mengemukakan secara detail aflikasi  fiqhi yang diinginkan dalam kategori ini,
karena itu dapat dikatakan masih bersifat wacana. Hasbi dalam mengemukakan
pandangannya dalam hal ini, tidak menyentuh seluruh dalil yang terkait, bersifat
parsial sehingga dalam mengemukakan pandangannya kelihatan  tegas.
Hasbi terkadang mengadakan diskusi dan debat dengan kalangan ulama
tradisionalis yang disaksikan oleh banyak orang tanpa terdamaikan. Ulama-ulama
tradisionalis menuduh Hasbi  menyeleweng, murtad, kafir, telah dihasut oleh
pemikiran orientalis yang ingin merusak Islam, atau sesat menyesatkan. Hasbi bahkan
10 Selain ayat tersebut juga disebutkan hadis diriwayatkan dari Aisyah, istri Nabi ketika ada
keluarganya meninggal dunia, beliau menghidangkan makanan. Imam Muslim meriwayatkan dalam
Shahih-nya:
“Dari Urwah, dari Aisyah, istri Nabi , bahwa apabila seseorang dari keluarga Aisyah
meninggal, lalu orang-orang perempuan berkumpul untuk berta’ziyah, kemudian mereka
berpisah kecuali keluarga dan orang-orang dekatnya, maka Aisyah menyuruh dibuatkan
talbinah (sop atau kuah dari tepung dicampur madu) seperiuk kecil, lalu dimasak. Kemudian
dibuatkan bubur. Lalu sop tersebut dituangkan ke bubur itu. Kemudian Aisyah berkata:
“Makanlah kalian, karena aku mendengar Rasulullah bersabda: “Talbinah dapat
menenangkan hati orang yang sakit dan menghilangkan sebagian kesusahan.” (HR. Muslim
[2216]).
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dituduh kafir karena berpakaian pantolan, berdasi dan memangkas rambut yang
merupakan kebiasaan orang kaphee.11
Hasbi menggabungkan diri dengan organisasi pembaharu yang didirikan oleh
al-Kalali yaitu “Islam Menjadi Satoe”. Sebelum berangkat ke Surabaya, ia telah
mendirikan Madrasah di Buloh Beureughang yang mendapat dukungan dari tengku
Raja Item, Uleebalang di situ. Sekembalinya dari Surabaya, ia kembali mendirikan
madrasah di Lhokseumawe bersama al-Kala>li dengan nama al-Irsyad pada tahun
1928. Madrasah yang didirikan Hasbi tidak memiliki hubungan organisatoris dan
administratif  dengan perguruan Islam al-Irsyad di Jawa, tetapi mengikuti kurikulum
yang dikembangkan oleh al-Irsyad di Jawa.12
Hasbi mendapat serangan kaum tradisionalis Islam terutama kampanye
negatif  yang dilakukan oleh Tengku Abdullah Idicut dan Tengku Muhammad Daud
Beureuh terhadap Hasbi, dan wacana pembahruannya membuat organisasi Islam
“menjadi Satoe” tidak berumur panjang, sedang madrasah al-Irsyad yang didirikan
Hasbi kehabisan murid.13
Hasbi menghindari konfrontasi dengan Tengku Abdullah Idiciut dan Tengku
Muhammad Beureuh, sehingga ia menutup Madrasah al-Irsyad dan pindah ke Krueng
Mane, Lhokseumawe untuk mendirikan Madrasah al-Huda dengan bantuan Tengku
Ubit yang merupakan saudara Uleebalang Kreung Mane (Tengku Luthan). Namu
11 Nourouzzaman Shiddiqy, Fiqhi Indonesia Penggagas dan Gagasannya, h., h. 17-18
12 Yudian W.Asmin, Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy’s Theory of ijtihad In The
Context of Indonesian Fiqhi,., h. 14
13 Lihat Nouruzzaman Shiddiqi, Fiqhi Indonesia Penggagas dan Gagasannya, h. 20
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sekolah ini juga berhenti akibat persaingan antara Tengku Ubit dan Tengku Luthan,
sehingga tidak diperkenankan Pemerintah Hindia Belanda  berdasarkan ordonansi
Guru.14
Aktivitas Hasbi beralih ke wilayah politik dengan mendirikan cabang Jong
Islamieten Bond (JIB) di Lhokseumawe bersama teman-temannya dan menjabat
sebagai ketuanya. JIB15 sebagai organisasi keislaman, kepemudaan dan kebangsaan
mendapat pengawasan ketat pemerintah Hindia Belanda. Gerak-gerik Hasbi mulai
diawasi. Ketika Hasbi mengadakan pertemuan dengan Cut Seuman (Ketua Partai
Muslimin Indonesia Cabang Medan) yang datang berkunjung ke Lhokseumawe pada
tanggal 23 Januari 1933, ketidaksukaan Pemerintah Hindia Belanda terhadap Hasbi
semakin meningkat. Pemerintah Hindia Belanda mendesak Hasbi untuk keluar dari
Lhokseumawe, meskipun Sri Maharaja Mangkubumi tetap ingin mempertahankan
Hasbi tinggal di Lhokseumawe untuk menggantikan kedudukan ayahnya sebagai
Qadhi Cik. Pada tahun 1933, Hasbi meninggalkan Lhokseumawe dan pindah ke
Kutaraja.16 Di Kutaraja Hasbi memulai kariernya sebagai tutor yang mengajarkan
Islam pada kursus-kursus yang dikelola oleh JIB Daerah Aceh.
14 Yudian W.Asmin, Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy’s Theory of ijtihad In The
Context of Indonesian Fiqhi, h. 14-15
15 JIB adalah organisasi yang lahir pada tahun 1925  sebagai pecahan dari Jong Java karena
aktivis-aktivis Jong Java yang kuat keislamannya tidak sepakat dengan Jong Java yang sekuler. Salah
satu pembimbing JIB yang terkenal adalah Agus Salim, seorang Modernis Islam  yang juga pimpinan
sarikat Islam (SI) yang banyak menghadirkan kader-kader intelektual muslim yang taat beragama.
Deliar Noer, The modernist muslim Movement in Indonesia 1900-1945, diterjemahkan oleh Deliar
Noer dengan judul : gerakan Modern Islam di Indonesia (1900-1942) (Cet.II; Jakarta: LP3ES, 1982),
h. 327
16 Nourouzzaman Shiddiqi, Fiqhi Indonesia Penggagas dan Gagasannya., h. 36-37
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Hasbi kemudian menggabungkan diri dan menjadi pengurus  organisasi
“Nadil Islahil Islam”, suatu organisasi pembaharuan Islam yang didirikan oleh
Tengku Muhammad Usman  pada tahun 1932 yang menjadi redaktur Soeara Atjeh.
Hasbi diangkat pula menjadi wakil redaktur Soeara Atjeh yang dijadikan organ Nadil
Ishlahil Islam.
Di Kutaraja Kaum pembaharu Islam mulai mendapat sambutan para ulama
dan tokoh-tokoh masyarakat yang ditunjukkan dengan dukungan beberapa ulama
Kutaraja terhadap Nadil Ishlahil Islam, seperti Tengku Nyak Arif, Tengku Syaikh
Ibrahim Lam Nga dari Jadam Montasik, Abdullah Raini dari JIB, ‘Abdul Manaf dari
Muhammadiyah, dan Raden Soegondo dari Taman Siswa.17
Keberadaan Hasbi di Kutaraja bukan berarti tanpa tantangan. Ulama-ulama
tradisionalis Kutaraja yang dipimpin oleh Tengku Muhammad Amin Jumphoh Aceh
Pidie meningkatkan kecaman mereka terhadap kehadiran madrasah dan sekolah pada
tahun 1936.
Tengku Nyak Arif sebagai ulama berpengaruh di Kutaraja berinisiatif
mengundang para ulama yang mendukung keberadaan madrasah dan sekolah serta
ulama yang menentangnya pada sebuah pertemuan di rumahnya pada tanggal 2
oktober 1936 di Kedah Singel. Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh para uleebalang
dan tokoh-tokoh masyarakat agar dapat disaksikan oleh mereka. Karena Ulama-
ulama tradisionalis tersebut menfatwakan haram mempelajari ilmu-ilmu pengetahuan
17 Yudian W.Asmin, Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy’s Theory of ijtihad In The
Context of Indonesian Fiqhi,., h. 16. Lhat juga Risal,Maslahat sebagai Metode Penemuan Hukum
Islam dalam Pemikiran Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, (tesis :UIN Makassar,2008), h.34
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umum dan mengharamkan  guru laki-laki mengajar murid-murid perempuan. Terjadi
perdebatan sengit antara kedua belah pihak, namun akhirnya para ulama tradisionalis
harus mengakui kebenaran yang ada di pihak para ulama pendukung madrasah bahwa
Islam tidak melarang mempelajari ilmu keduniaan, bahkan mewajibkannya, sehingga
mata pelajaran umum harus dimasukkan kedalam kurikulum sekolah-sekolah agama;
serta tidak terlarang menurut syariat apabila perempuan berguru pada laki-laki.
Teuku nyak Arif sangat puas dengan pertemuan ini dan menghimbau semua
pihak untuk tidak lagi berselisih paham mengenai keberadaan madrasah dan sekolah.
Sejak dilakukannya pertemuan ini, tidak lagi terdengar cemoohan yang dilontarkan
secara terbuka oleh pihak ulama tradisionalis. Para ulama yang dahulunya mengecam
Hasbi seperti Tengku Abdullah Idiciut, Tengku Abdullah Lam U dan tengku Hamzah
Pesangan berubah pandangannya dan menganjurkan masyarakat membantu
pembangunan madrasah. Dampaknya sangat positif bagi masyarakat karena orang
tidak segan lagi mengirimkan anaknya belajar di madrasah dan sekolah.18
Ia juga diminta mengajar di Jadam Montasik pada tahun 1937 dan membina
Madrasah Ma’had Imamul Mukhlis atau Ma’had Iskandar Muda (MIM) di Lampaku.
Tengku mendapat kesempatan untuk menyebarluaskan pemikirannya di kalangan
masyarakat. 19
18 Nourouzzaman Shiddiqy, Fiqhi Indonesia Penggagas dan Gagasannya., h.23
19 Yudian W. Asmin, Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy’s Theory of ijtihad In The
Context of Indonesian Fiqhi,., h.16
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Karena tertarik dengan Muhammadiyah yang mempunyai semangat
pembaharuan yang sama dengan wacana pembaharuan yang selama ini telah Hasbi
perjuangkan, maka ia memulai aktivitasnya di Muhammadiyah dengan menjadi guru
pada Hollands Inlands School (HIS) dan Middelbar Oetgebreit LagereOnderwijs
(MULO) milik Muhammadiyah.20 Pada tahun 1938, ia menjadi anggota
Muhammadiyah lalu diangkat menjadi ketuanya dan mencapai jabatan puncak di
Muhammadiyah dengan menjadi konsul Muhammadiyah Daerah Aceh untuk periode
1943-1946.21
Pada tanggal 5 Mei 1939 didirikanlah  Persatuan Ulama Aceh (PUSA) yang
bertujuan : (i) menyiarkan, menegakkan dan mempertahankan syi’ar agama Islam
yang suci; (ii) sedapat mungkin menyatukan pemahaman ulama Aceh tentang hukum
Islam; serta (iii) memperbaiki dan mempersatukan rencana pengajaran sekolah-
sekolah ahama di seluruh Aceh. Tengku Muhammad Daud Beureuh terpilih menjadi
Ketua I PUSA dibantu oleh Tengku Abdur Rahman Matang Gelampang Dua sebagai
Wakil Ketua I, Tengku Muhammad Nur Ibrahimi sebagai Sekretaris I, Tengku
Isma’il Ya’kub sebagai Sekretaris II, dan Tengku H. Mustafa Ali sebagai Bendahara.
20 Sekitar tahun 1930-an, mulai muncul perubahan cara pandang ulama dan masyarakat Aceh
yang mulai menerima madrasah dan sekolah. Tengku Muhammad Daud Beurueh yang dulunya sangat
menyerang pendirian madrasah dan sekolah yang mencontoh sekolah  gubernemen mulai melunak
sikapnya, bahkan ikut mendirikanMadrasah Sa’adah Adabiyah di Belang  Paseh, Sigli pada tahun
1930. Jumlah madrasah dan sekolah swasta di Aceh pada tahun 1935/1936 saja telah mencapai 91
buah. Lihat Nououzzaman Shiddiqi, Fiqhi Indonesia Penggagas dan Gagasannya h.177, lihat pula
Mahmud Yunus, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia (Jakarta : Hidayakarya Agung, 1984), h. 177.
21 Nourouzzaman Shiddiqi, Fiqhi Indonesia Penggagas dan Gagasannya ,h.38
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Pengurus besar PUSA berkedudukan di Sigli.22 Hasbi memilih tidak bergabung
dengan PUSA dan mengaktifkan diri di Muhammadiyah karena berbeda pendapat
dengan Tengku Muhammad daud Beureuh. Disamping itu pula, PUSA yang
didominasi oleh ulama-ulama tradisionalis melihat Muhammadiyah di Aceh sebagai
saingannya, sehingga lebih mempersempit ruang gerak Hasbi jika bergabung dengan
PUSA.23
Pada tahun 1940, kembali Hasbi mendirikan sekolah sendiri yang diberi nama
Darul ‘Irfan dengan membeli tanah dan bangunan yang dikumpulkan oleh rekan-
rekan Hasbi dan mantan murid-muridnya. Sekolah tersebut tidak dapat bertahan lama
pula pada masa pendudukan Jepang.24
Setahun kemudian yaitu pada tahun 1941, Jepang menyerang Indonesia
dengan tiba-tiba. Belanda tidak dapat mempertahankan tanah jajahannya, sehingga
pemerintah Hindia Belanda menyerah tanpa syarat pada tentara Jepang. tepatnya pada
tanggal 8 Maret 1942. Sejak saat itu, wilayah Indonesia, termasuk Aceh diduduki
oleh Jepang.25
22 Mahmud Yunus, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, ( Jakarta: Hidayakarya Agung,
1984),h.178
23 Nourouzzaman Shiddiqi, Fiqhi Indonesia Penggagas dan Gagasannya., h.38-39
24 Nourouzzaman Shiddiq, Fiqhi Indonesia Penggagas dan Gagasannya h.24
25 Peristiwa serangan Jepang terhadap Pemerintah Hindia Belanda sampai terjadinya
penyerahan tanpa syarat Pemerintah Hindia Belanda terhadap tentara Jepang secara kronologis, lihat
Onghokham, Runtuhnya Hindia Belanda (Cet. III; jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999), h.162-280
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Jepang melihat pengaruh ulama sangat besar dikalangan rakyat Indonesia,
terutama Aceh sehingga mereka mencoba merangkul ulama dengan diberikan
berbagai jabatan pada pemerintahan Pendudukan Jepang.26
Pemerintah Jepang mengangkat Hasbi di Aceh menjadi Zyonin Iin (anggota
harian) Syu Kyo Hin (Mahkamah Syar’iyah), wakil Ketua Maibkatra (Majelis Agama
Islam untuk Bantuan Asia Timur Raya), anggota Aceh Cuo Sangi Kai, Sumatora Cuo
Sang In, dan Anggota perutusan untuk menghadiri sidang para ulama se-Sumatera
dan Malaya di Shonanto (Singapura). Hasbi dalam kesempatan tersebut diharuskan
bekerja sama dengan para ulama tradisionalis yang tergabung dalam PUSA yang
membawa perubahan sikap diantara kedua belah pihak karena “mau tak mau” harus
dapat bekerja sama. Hasbi dalam ceramah, pidato maupun tulisan-tulisannya tidak
lagi mengkritik kenduri kematian, sedangkan kalangan ulama tradisionalis juga tidak
lagi menuduh Hasbi dan ulama yang sepaham dengannya sebagai kafir, sesat, dan
sebagainya. 27
26 H.A. Mustafa, et. al., Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia untuk Fakultas Tarbiyah
Komponen MKDK (Cet. II ; Bandung : Pustaka Setia, 1999), h. 99-102
27 Nourrouzzaman menjelaskan bahwa sejak adanya kerjasama antara ulama dari kalangan
pembaharu dan ulama dari kalangan tradisionalis pada masa Pemerintahan Pendudukan Jepang serta
mulai meredanya ketegangan di antara keduanya, maka masyarakat Aceh mulai menerima pandangan-
pandangan ulama dari kalangan pembaharu. Kenduri-kenduri kematian mulai jarang dilakukan,
khususnya di kota-kota. Shalat id mulai populer dilakukan di tengah lapangan, setelah sebelumnya
dinyatakan haram oleh ulama-ulama tradisionalis. Azan Jumat tidak harus dilakukan dua kali, Khatib
tidak perlu lagi berkhutbah dengan bahasa Arab, berpakaian jubah Arab dan memakai tongkat bersula
tiga. Pakaian pantolan tidak lagi dihukumi Haram. Hisab sudah mulai diterima sebagai salah satu
metode penetuan awal dan akhir Ramadhan serta waktu-waktu shalat, kitab-kitab selain Mahzab
Syafi’i juga muali dikaji. Lihat Nourrouzzaman Shiddiqi, Fiqhi Indonesia Penggagas dan
Gagasannya , h. 39-46.
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Pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama
bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Mulai saat itu, Indonesia
memasuki babakan baru, yaitu era Kemerdekaan RI. Sedangkan di Aceh  sendiri
terjadi perselisihan faham antara para Uleebalang dan ulama yang berujung
terjadinya perang cumbok di antara keduanya. Para ulama yang dipelopori oleh PUSA
pimpinan Tengku Muhammad Abdullah Beureuh menuduh para Uleebalang telah
berkhianat terhadap proklamasi kemerdekaan R.I. dan mau menerima kedatangan
Belanda untuk menjajah kembali Indonesia.28
Hasbi ditangkap oleh orang-orang PUSA pada bulan Maret 1946. Selama satu
tahun, ia disekap di Lembah Burnitelong dan Takengon, setelah beberapa hari di
penjara di Tangse. Nasib Hasbi didengar oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah di
Jakarta. A.R. Mansyur dari Muhammadiyah yang memiliki kedudukan dalam
Pemerintahan R.I. di Jakarta khusus datang ke Aceh untuk membicarakan
pembebasan Hasbi terhadap orang-orang PUSA yang telah menduduki berbagai
jabatan pada Pemerintahan Daerah Aceh, sehingga Hasbi dibebaskan dari sekapan
tersebut dan ditetapkan statusnya sebagai tahanan kota.29
28 Sejak masa kolonial Belanda, Pemerintah Hindia Belanda menerapkan politik belah bambu
dengan mendekati para uleebalang dan menganaktirikan ulama. Terjadi pemisahan antara uleebalang
dan para ulama akibat politik tersebut dengan basis kekuatan pendukungnya masing-masing. Ketika
Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, berita proklamasi tersebut tidak disampaikan
Pemerintah Pendudukan Jepang terhadap rakyat Aceh, sehingga terjadi kesalahpahaman diantara
uleebalang dan ulama dalam menyikapi situasi politik saat itu. Lihat A.Rani Usman, Sejarah
Peradaban Aceh ; Suatu Analisis Interaksionis, Integrasi dan Konflik (Ed. I ; Cet I; Jakarta : Yayasan
Obor Indonesia, 2003), h.119-124.
29 Nourouzzaman Shiddiq, Fiqhi Indonesia Penggagas dan Gagasannya , h.46
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Meskipun menjadi tahanan kota, Hasbi membangun sebuah dayah yang
disebut bale (balai) di samping rumahnya bekas tempat dayah ayahnya dahulu di
Mon Geudong, Lhokseumawe. Ia memberikan pelajaran agama di bale ini selepas
shalat Magrib. Ketika bulan Ramadhan, anggota jamaah Hasbi membawa berbagai
makanan untuk berbuka puasa di bale tersebut, sehingga Hasbi seusai buka puasa
bisa memberikan pelajaran agama sampai shalat Isya yang diteruskan dengan tarawih
secara berjamaah. Materi yang diberikan Hasbi difokuskan pada tata cara beribadah
sesuai dengan tuntunan Rasulullah saw. Orang-orang yang tidak senang dengan
Hasbi banyak yang berupaya agar bale Hasbi sepi dari jamaah dengan menakut-
nakuti jamaahnya Hasbi dengan status tahanan kota yang disandang Hasbi maupun
masalah-masalah khilafiyah yang sejak masa dahulu dijadikan bahan untuk
menyerang Hasbi.
Hasbi diminta oleh Bupati Aceh Utara untuk menjadi guru dan pimpinan
Sekolah Menegah Islam (SMI) di Lhokseumawe yang didirikan pada tahun 1948
meskipun masih dalam status tahanan kota.30 Selama satu tahun, akhirnya status
tersebut dicabut oleh Pemerintah daerah Aceh setelah datang telegram dari
Mohammad Hatta selaku Wakil Presiden R.I. yang meminta agar Hasbi dibebaskan
dari status tersebut.31
C. Karir Intelektual  TM.Hasbi Ash Shiddieqy
30 Nourouzzaman Shiddiqy, Fiqhi Indonesia Penggagas dan Gagasannya , h. 25-26
31 Nourouzzaman Shiddiqi, Fiqhi Indonesia Penggagas dan Gagasannya ,h. 46
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Setelah dibebaskan ia pulang ke Lhokseumawe dan menjadi Kepala Sekolah
Menengah Islam di sana. Setahun kemudian Hasbi bersama Ali Balwi berangkat ke
Yogyakarta untuk menghadiri Kongres Muslim Indonesia (KMI) ke XV mewakili
Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA). Dalam kongres itu Hasbi menyampaikan
prasaran yang berjudul ”Pedoman Perjuangan Ummat Islam mengenai Soal
Kenegaraan”. Ia juga dikenalkan oleh Abu Bakar Atjeh, ulama asal Aceh, kepada
Kiai Wahid Hasyim, Mentri Agama saat itu, dan Kiai Fatchurrahman Kafrawi, ketua
Panitia Pendirian PTAIN (cikal bakal IAIN/UIN).
Perkenalannya dengan Kiai Fatchurrahman Kafrawi membawanya kembali ke
Yogyakarta dua tahun kemudian, kali ini untuk menetap, karena ia ditawari mengajar
di Sekolah Persiapan PTAIN.32
Hasbi memulai karir akademiknya sebagai dosen di Sekolah Persiapan
PTAIN, disamping mengajar pula di Sekolah Guru Hukum Agama (SGHA) yang
kemudian berubah menjadi Pendidikan Hakim Islam Negeri (PHIN), Madrasah
32 Yudian W.Asmin, Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy’s Theory of ijtihad In The
Context of Indonesian Fiqhi,., h. 18 .PTAIN didirikan oleh Pemerintah R.I. di Yogyakarta pada tahun
1951 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1950. Di Jakarta, Pemerintah R.I. mendirikan
pula Akademi Dinas Ilmu Agama (ADIA) pada tanggal 17 Juni 1957 berdasarkan Penetapan Menteri
Agama R.I. Nomor I Tahun 1957. Pada tanggal 9 Mei 1960, Pemerintah mendirikan IAIN (Institut
agama Islam Negeri) atau al-Jami’ah al-Islamiyah al-Hukumiyyah dengan Peraturan Presiden R.I.
Nomor 11 tahun 1960. PTAIN Yogyakarta dan ADIA Jakarta disatukan dan dirubah statusnya menjadi
IAIN yang selanjutnya berkembang menjadi dua IAIN yang berdiri sendiri, yaitu IAIN Sunan Kalijaga
dan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Lihat Mahmud Yunus, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia.,
h. 396-418
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Mu’allimin Muhammadiyah, dan Sekolah menengah Islam Tinggi. Buku-buku Hasbi
diterbitkan pada tahun 1957, sehingga nama Hasbi mulai dikenal di Indonesia.33
Hasbi meniti karir akademiknya dari “bawah”, dimulai menjadi Dosen pada
Sekolah Persiapan PTAIN, kemudian menjadi direkturnya. Ia lalu diangkat menjadi
dosen tetap pada mata kuliah Ilmu Hadis.
Pada tahun 1960, PTAIN berubah statusnya menjadi IAIN, Hasbi diangkat
menjadi dekan Fakultas Syari’ah pada IAIN Yogyakarta pada Tahun 1960 yang
dijabat Hasbi sampai tahun 1972.34 Pada tahun itu pula, Hasbi dikukuhkan sebagai
Profesor dengan pidato pengukuhan yang berjudul : “Syari’at Islam Menjawab
Tantangan Zaman” yang diucapkan Hasbi sebagai orasi ilmiah pada Dies Natalis
IAIN. Dalam pidatonya tersebut, Hasbi menegaskan urgensi dikembangkannya fikih
Indonesia. Hasbi menjadi  orang Aceh yang pertama kali diberikan gelar profesor.35
Ketika di Banda Aceh dibuka Fakultas Syari’ah yang berinduk ke IAIN
Yogyakarta, Kolonel Syammun Gaharu (Panglima Kodam I/Iskandar Muda) dan Ali
Hasjmi (Gubernur Daerah Istimewa Aceh) meminta Tengku menjadi dekannya.
Jabatan tersebut diemban Hasbi selama dua tahun, yaitu tahun 1960 sampai dengan
tahun 1962. Setelah Hasbi melepaskan jabatannya sebagai dekan Fakultas Syari’ah
Aceh Cabang IAIN Yogyakarta, Hasbi yang sedang menjabat sebagai Dekan Fakultas
33 Nourouzzaman Shiddiqy, Fiqhi Indonesia Penggagas dan Gagasannya , h. 27
34 Dewan Redaksi Ensiklopedia Indonesia, Ensiklopedi Islam, Jilid V. Cet II, (Jakarta: Ictiar
Baru Van Hoeve, 1994), h.
35 Nourouzzaman Shiddiqy, Fiqhi Indonesia Penggagas dan Gagasannya., h.27
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Syari’ah IAIN Yogyakarta diangkat pula menjadi Pembantu Rektor III. Rangkap
jabatan ini diemban Tengku sejak tahun 1963 sampai dengan tahun 1966.36
Hasbi mengajar pula pada beberapa perguruan tinggi swasta sejak tahun 1964,
ia mengajar di Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta; menjadi dekan Fakultas
Syari’ah dan mengajar pada Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang
sejak tahun 1967 sampai dengan tahun 1975; menjabat Rektor Universitas al-Irsyad,
Jakarta dan Rektor Universitas Cokroaminoto pada tahun 1961 sampai dengan tahun
1971; serta mengajar pada IAIN Walisongo Semarang, Universitas Islam bandung
(Unisba), dan Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar.37
Selain itu, Hasbi menduduki jabatan sebagai Ketua Lembaga Fatwa IAIN
Sunan Kalijaga dan Pimpinan Post Graduate Course (PGC) dalam ilmu fikih bagi
Dosen IAIN se-Indonesia, dan Ketua Lembaga Fikih Indonesia (Lefisi). Menjelang
wafatnya, Hasbi menerima dua gelar Doctor Honoris Causa (HC) dari Unisba pada
tanggal 22 Maret 1975 dan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tanggal 29
Oktober 1975. Pemberian dua gelar Doctor Honoris Causa tersebut disebabkan jasa-
jasa Tengku dalam lima hal, yaitu : (i) pembinaan IAIN; (ii) perkembangan ilmu
agama Islam ; (iii) jasa-jasa Tengku pada masyarakat ; (iv) pokok-pokok pemikiran
dalam bidang hukum Islam; serta (v) pendapat-pendapat Tengku dalam masalah
hukum Islam.38
36 Nourouzzaman Shiddiqi, Fiqhi Indonesia Penggagas dan Gagasannya, h. 27
37 Dewan Redaksi Ensiklopedia Indonesia, Ensiklopedi Islam, h.
38 Nourouzzaman Shiddiqy, Fiqhi Indonesia Penggagas dan Gagasannya , h.29 dan 56
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Pada tahun 1975, Hasbi tiba-tiba kambuh lagi penyakitnya yang pernah ia
derita ketika ditawan di Lembah Burnitelong dahulu. Saat itu, ia tengah menjalani
karantina sebelum diberangkatkan haji bersama istrinya atas undangan dari Menteri
Agama R.I. Sewaktu sakit dan menjalani perawatan di Rumah Sakit Islam Jakarta,
Hasbi sempat melihat blue print untuk bukunya yang terakhir, yaitu Pedoman Haji
yang langsung dibawa oleh Almez sebagai Direktur Penerbitan Bulan Bintang.39
Hasbi wafat di Rumah Sakit Islam jakarta pada hari Selasa, tanggal 9
Desember 1975 pukul 17.45 WIB dalam usia 71 tahun dengan meninggalkan seorang
istri dan empat orang anak. Ia dimakamkan di pekuburan IAIN Syarif Hidayatullah,
Jakarta berdampingan dengan makam Prof. Thoha Yahya Umar, M.A. dan makam
Sa’aduddin Jambek.40
D. Karya-karya Ilmiyahnya dan Identifikasi Kitab-Kitab Fiqhi TM Hasbi Ash-
Shiddieqy.
Semasa hidupnya, Hasbi aktif menulis dalam berbagai disiplin ilmu,
khususnya ilmu-ilmu keislaman. Karya tulis pertamanya adalah sebuah booklet yang
berjudul Penoetoep Moeloet. Pada tahun 1933, ia mendudki jabatan wakil redaktur
Soeara Atjeh yang diterbitkan oleh Nadil Ishlahil Islam, suatu organisasi
39 Nourouzzaman Shiddiqy, Fiqhi Indonesia Penggagas dan Gagasannya., h. 61.
40 Nourouzzaman Shiddiqy, Fiqhi Indonesia Penggagas dan Gagasannya , h. 61-62.
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Pembaharuan Islam yang didirikan oleh Tengku Muhammad Usman. Hasbi sangat
aktif menulis dalam Soeara Atjeh.41
Pada saat Hasbi hijrah ke Yokyakarta, aktivitasnya dalam menghasilkan karya
ilmiah semakin meningkat dalam menghasilkan buku  dan artikel. Dicelah-celah
kesibukannya menjadi dosen dibeberapa perguruan tinggi Islam, seusai shalat Isya,
Hasbi tekun di perpustakaan pribadinya. Di sanalah ia membaca, menganalisis,
menuangkan buah pikirannya di atas kertas, sehingga terbitlah puluhan buku.42
Menurut catatan, karya tulis yang telah  dihasilkannya berjumlah 73 judul buku,
terdiri dari 142 jilid, dan 50 artikel. Sebagian besar karyanya adalah buku-buku fiqh
yang berjumlah 36 judul. Sementara bidang-bidang lainnya, seperti hadis berjumlah 8
judul, tafsir 6 judul, dan tauhid 5 judul, selebihnya adalah tema-tema yang bersifat
umum. Karya terakhirnya adalah Pedoman Haji, yang ia tulis beberapa waktu
sebelum meninggal dunia.
Karya Hasbi paling fenomenal adalah Tafsir an-Nur. Sebuah tafsir al-Qur`an
30 juz dalam bahasa Indonesia. Karya ini fenomenal karena tidak banyak ulama
Indonesia yang mampu menghasilkan karya tafsir semacam itu.
Karya-karya Hasbi Ash- Shiddieqy terdiri dari: Buku dan artikel. Buku terdiri dari
tiga kategori ilmu yaitu Ilmu Hukum Islam (fiqhi), Ilmu Hadis dan Ilmu Tafsir.
1. Kajian Hukum Islam
41 Nourouzzaman Shiddiqi, Fiqhi Indonesia Penggagas dan Gagasannya.,h.53-56
42 Dewan Redaksi Ensiklopedi Indonesia, Ensiklopedi Islam, h.
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Ciri khas dari buku-buku Hukum Islam yang ditulis Hasbi adalah wacana
perbandingan mazhab  (muqa>ranah al-Maza>hib) yang mewarnai setiap masalah
hukum Islam yang didiskursuskan buku-bukunya tersebut, sehingga menunjukkan
khazanah hukum Islam yang kaya akan berbagai pendapat imam mazhab dan fuqaha
yang dapat dirangkum dalam dua tema besar, Yaitu:
a. Karya Fiqhi
Karya yang berkaitan dengan tema ini merupakan hasil penalaran Hasbi
terhadap berbagai aspek hukum Islam, seperti ibadah (fiqh ibadah), keluarga (ahwa>l
syakhsiyah), pidana (fiqh Jinayah), Ekonomi dan harta benda (fiqh muamalah),
peradilan (fiqh al-qada>) dan sebagainya. Selain hal tersebut Hasbi juga menulis
berbagai masalah hukum Islam kontemporer, seperti transfusi darah dan tanya jawab
berbagai permasalahan hukum Islam.
Kajian Hasbi terhadap karya ini cukup rinci dan komprehensip karena
setiap wacana yang dieksplorasi dan dieksplanasikan secara mendalam, baik
menyangkut defenisinya, rukun dan syaratnya dan tatacara pelaksanaannya, maupun
hikmah yang terkandung dalam produk fiqhi tersebut serta dilengkapi dengan
tinjauan berbagai mazhab. Dalam tema ini Hasbi menghasilkan 24 judul buku:
1) Sejarah Peradilan Islam, Jakarta, diterbitkan pertama kali Bulan Bintang,
pada tahun 1950.
2) Hukum-Hukum Fiqhi Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1950. Buku ini berisi
ensiklopedi berbagai pendapat hukum dan hasil ijtihad para imam mazhab dalam
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berbagai aspek kehidupan manusia tanpa memuat dalil-dalil yang digunakan oleh
para imam mazhab tersebut.
3) Pedoman zakat, Jakarta: Bulan Bintang, 1953
4) Kuliah Ibadah ditinjau dari segi Hukum dan Hikmah, Jakarta: Bulan
Bintang, 1954
5) Pedoman Hukum Syar’I yang berkembang dalam alam Islamy Sunny.
Jakarta: Pustaka Islam, 1956
6) Ichtisar Tuntutan Zakat dan Fitrah, Medan: Islamiyah, 1951
7) Pedoman Puasa, Jakarta: Bulan Bintang, 1954
8) Al-Ahkam (Pedoman Muslimin), Jakarta, Tintamas, 1982
9) Pemindahan Darah (Blood Transfison) Dipandang pada sudut Hukum
Agama Islam. Jakarta: Bulan Bintang, 1954.
10) Syari’at Islam Menjawab Tantangan Zaman. Yokyakarta: Iain Sunan
Kalijaga, 1961
11) Problematika Hadis Sebagai Dasar Pembinaan Hukum Islam, Jakarta:
Bulan Bintang, 1964
12) Pengantar Ilmu Fiqhi, Jakarta: Bulan Bintang, 1967
13) Baitul Mal, Sumber-sumber dan Penggunaan Keuangan Negara Menurut
Ajaran Islam, Yokyakarta: Matahari Masa, 1968
14) Zakat Sebagai Salah Satu Unsur Pembinaan Masyarakat Sejahtera,
Yokyakarta: Matahari Masa, 1968
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15) Asas-asas Hukum Tatanegara Menurut Syari’at Islam, Yokyakarta,
Matahari Masa, 1969
16) Hukum Antar Golongan Dalam Fiqhi Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1971
17) Hukum Kenegaraan Dalam Fiqhi Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1971
18) Beberapa Permasalahan Hukum Islam, Yokyakarta: Lembaga Hukum
Islam Indonesia 1972
19) Kumpulan Soal Jawab Dalam Post Graduate Course Jurusan  Ilmu Fiqhi
Dosen2 IAIN, Jakarta: Bulan Bintang, 1972
20) Pidana Mati Dalam Syari’at Islam. Yokyakarta: Lembaga Penerbitan IAIN
Sunan Kalijaga, 1972
21) Sebab- sebab Perbedaan Faham Para Ulama dalam Menetapkan Hukum
Islam, Yokyakarta: MIN Sunan Kalijaga, 1973.
22) Pengantar Fiqhi Muamalah, Jakarta: Bulan Bintang, 1973
23) Tuntunan Qurban, Jakarta: Bulan Bintang, 1950
24) Pedoman Berumah Tangga, Medan,F.A Madju,1950
25) Dasar-dasar Kehakiman dalam Pemerintahan Islam, Jakarta: Bulan
Bintang, 1955
b. Ushul fiqhi dan fiqhi serta periodisasi perkembangannya:
Tema ini terkait dengan wacana metodologi hukum Islam, seperti asas-asas
hukum Islam, sumber-sumber hukum Islam, eksistensi mazhab sebagai aliran hukum
Islam, para pendiri atau imam mazhabnya, ciri khas metodologi hukum dan dalil-dalil
yang digunakan oleh mereka dalam berijtihad, sumber-sumber hukum Islam yang
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disepakati maupun diperselisihkan oleh para imam mazhab, kaidah-kaidah fikih,
hubungan antara usul fiqhi dan fiqhi, cabang-cabang fikih, maupun sejarah
perkembangan ushul fiqhi dan fiqhi.
Ketika menguraikan tema ini, Hasbi senantiasa menganjurkan untuk
meninggalkan taklid buta terhadap pendapat imam mazhab yang menurutnya telah
menjakan hukum Islam kehilangan elan vital untuk merealisasikan dan
melegistimasikan dirinya dalam perkembangan zaman. Ia menyeruhkan perlunya
berijtihad sebagai sumber kekuatan hukum Islam dengan perkembangan zaman. Di
antara karya yang berkaitan dengan hal ini adalah:
1) Pengantar Hukum Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1981
2) Kriteria antara Sunnah dan Bid’ah, Jakarta: Bulan Bintang, 1990
3) Ushul Fiqhi Sekitar Ijtihad Bi’ra’yi dan Jalan-jalannya, Yokyakarta:MIN
Sunan Kalijaga, 1971
4) Pokok-pokok Pegangan Imam-imam Mazhab dalam membina Hukum
Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1973
5) Fakta-fakta Keagungan Syari’at Islam, Jakarta , Tintamas, 1982
6) Filsafat Hukum Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1975
7) Fiqhi Islam Mempunyai Daya Elastisitas, Lengkap, Bulat, dan Tuntas,
Jakarta: Bulan Bintang, 1975
8) Ruang Lingkup Ijtihad Para Ulama dalam Membina Hukum Islam,
Bandung, Unisba, 1975
9) Dinamika dan Elastisitas Hukum Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1976
10) Sejarah Pertumbuhan Dan Perkembangan Hukum Islam, Jakarta: Bulan
Bintang, 1971
11) Pengantar Ilmu Perbandingan Mazhab, Jakarta: Bulan Bintang, 1975
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12) Sebab-sebab perbedaan faham para ulama dalam menetapkan hukum
Islam, Yokyakarta; IAIN sunan Kalijaga, 1973
2. Kajian Hadis
Hasbi membuktikan pula dirinya sebagai ahli Hadis Indonesia dengan
melahirkan banyak buku dibidang ini sampai berjilid-jilid. Ada dua tema besar yang
berkaitan dengan kajian Hadis yaitu:
a. Sejarah koodifikasi hadis dan metodologi ilmu Hadis
Hasbi menguraikan tentang sejarah perkembangan hadis sejak masa
rasulullah saw  sampai era dikodifikasikannya hadis dalam bentuk kitab-kitab jami
al-shahih, al-musnad, dan al-Sunan serta biografi para sahabat perawi hadis maupun
ulama-ulama ahli hadis. Ia menguraikan pula cabang-cabang ilmu hadis secara
terperinci sebagai metodologi penelitian hadis, seperti ilm al-riwa>yah al-hadis.
Polemik para ahli hadis dalam menentukan kriteria kredibilitas para
perawi dalam sanad hadis dan tingkat penerimaan hadis sebagai suatu berita yang
layak dipercaya dikemukakan Hasbi untuk memperlihatkan adanya perbedaan
standarisasi penerimaan hadis, sehingga dapat melahirkan penilaian yang berbeda
antara ulama hadis yang lain terhadap satu hadis yang sama.
Ada beberapa buku yang berkaitan dengan sejarah kodifikasi hadis dan
metodologi ilmu hadis yaitu:
1)Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis, Jakarta: Bulan Bintang, 1958
2) Ilmu Dirayah Hadis, Jilid I,II, Jakarta: Bulan Bintang, 1958
3)Sejarah dan Perkembangan Hadis, Jakarta: Bulan Bintang, 1973
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b. Hadis Sebagai sumber Hukum Islam
Tema hadis sebagai sumber hukum Islam ditulis Hasbi dengan
mewacanakan kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam yang kedua setelah
al-Qur’an, cabang-cabang ilmu hadis yang digunakan untuk menentukan
kredibilitas para perawi dalam sanad hadis (ilm al-riwa>yah al-hadis atau ilm
diraya>h al-hadis), dan sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat (ikhtilaf)
para imam mazhab dan fuqaha dalam melakukan istinbat} hukum dikarenakan
perbedaan dalam melakukanpenilaian (al-jarh wa al-ta’dil) terhadap suatu hadis.
1)Problematika Hadis sebagai Dasar Pembinaan Hukum Islam, Jakarta:
Bulan Bintang, 1964
2)Beberapa Rangkuman Hadis, Bandung,al-Ma’arif, 1952.
3)2002 Mutiara Hadis yang terdiri dari 9 jilid  mulai ditulis TM. Hasbi Ash
Siddieqy 1950-1968, Jakarta, Bulan Bintang,1955-1971.
4) Koleksi Hadis Hukum, buku ini rencananya ditulis sebanyak 11 jilid,
tetapi baru diterbitkan 6 jilid karena ia telah wafat sebelum buku tersebut
rampungkan.Pertama kali diterbitkan pertama oleh penerbit bulan Bulan
Bintang, Jakarta, tahun 1970.
c. Buku Teologi Islam dan Aqidah Islam
1) Sejarah dan Pengantar Ilmu Tauhid/ Kalam, Jakarta, Bulan Bintang,
1973.
2) Sendi-sendi Aqidah Islam, Jakarta, Bulan Bintang, 1951.
3) Dasar-dasar Ideologi, Jakarta, Bulan Bintang, 1953.
4) Peladjaran Tauhid yang pertama kali diterbitkan oleh F.A.Madju,
Medan, 1954
5) Fungsi Aqidah dalam Kehidupan Manusia dan pertautannya dengan
Agama, Kudus, Menara Kudus, 1973.
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6) Hakikat Agama dan Unsur-unsur Agama, Kudus, Menara Kudus,
1977.
d. Buku Zikir dan Do’a
1) Pedoman zikir dan Do’a, Jakarta, Bulan Bintang, 1951.
2) Gubahan Zikir dan Do’a: Istimewa dalam Pelaksanaan Ibadah Haji
yang diterbitkan di Yokyakarta tahun 1975.
e. Tafsir Al-Qur’an
Karya monumental TM.Hasbi ash-Siddieqy dalam tafsir al-Qur’an adalah
Tafsir al-Nur yang merupakan tafsir al-Qur’an lengkap 30 juz yang selesai
penulisannya pada tahun 1961. Tafsir lain yang yang ditulis nya adalah tafsir al-
bayan yang merupakan tafsir ringkas dari Tafsir al-Nur.
Selain dalam bentuk buku, artikel juga sangat banyak telah ditulis oleh
TM.Hasbi ash-Siddieqy karena ia telah menulis artikel sejak tahun 1930-an dalam
bentuk booklet yang berjudul Penoetoep Moeloet, artikel yang menjelaskan tentang
masalah-masalah sunnah dan bid’ah. Pada tahun 1933, TM.Hasbi ash-Siddieqy
menulis artikel untuk majalah soera atjeh, penulis semua artikel majalah bulanan al-
Ahkam yang yang diterbitkan oesaha Penoentoet di Kutaraja pada tahun 1937;
menjadi penulis tetap majalah Pedoman Islam yang diterbitkan di Medan; menulis
artikel untuk majalah Pandji Islam dan Aliran Moeda atau lascar Islam yang
diterbitkan di Medan mulai tahun 1940. Ketika ia berhijrah ke Yokyakarta pada tahun
1951, TM.Hasbi ash-Siddieqy mulai menulis artikel untuk Koran harian dan majalah,
seperti:Hikmah, Panji Masyarakat, Suara Muhammadiyah, al-Jami’ah dan Sinar
Darussalam. Ia juga menulis makalah yang disampaikan sebagai prasaran pada
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berbagai konferensi keislaman maupun seminar atau diskusi ilmiah yang
diselenggarakan pada tingkat local, nasional, maupun international. Beberapa artikel
dan makalah yang ditulis TM.Hasbi ash-Siddieqy yaitu:
1. Dua artikel bersambung yang berkaitan dengan seruan TM.Hasbi ash-Siddieqy
untuk meninggalkan taqlid dan menghidupkan kembali ijtihad dalam hokum
Islam, yaitu artikel yang berjudul Menghidoepkan Hoekoem Islam dalam
Masyarakat yang ditulis untuk majalah Aliran Islam edisi I (terbit pada bulan
November 1948) dan edisi II (terbit pada bulan Desember 1948)
2.Artikel TM.Hasbi ash-Siddieqy tentang masalah tafsir al-Qur’an dalam rubric
dewan Tafsir yang ditulisnya untuk majalah Pedoman Islam sejak tahun 1939
dengan nama samara Aboe Zoeharah.
3.Artikel TM.Hasbi ash-Siddieqy tentang masalah akidahIslam pada rubric Iman
dan Islam yang ditulisnya untuk majalah Pandji Islam sejak tahun 1940.
4.Artikel TM.Hasbi ash-Siddieqy tentang masalah pembaharuan hokum Islam
dalam rubric Pandoe Islam yang ditulisnya untuk majalah Moeda/ Lasjkar
Islam sejak tahun 1940.
5. Makalah TM.Hasbi ash-Siddieqy tentang masalah Islam dan ketatanegaraan
yang berjudul Pedoman Perdjuangan Umat Islam Mengenai Soal
Kenegaraan yang disampaikannya pada Kongres Muslim Indonesia  (KMI)
XV di Yokyakarta pada tahun 1949.
6. Makalah TM.Hasbi ash-Siddieqy tentang pandangan Islam mengenai ilmu
pengetahuan dan tehnologi yang berjudul Sikap Islam terhadap Ilmu
Pengetahuan yang disampaikannya pada pertemuan ilmiah international
7. Berbagai artikel TM.Hasbi ash-Siddieqy tentang masalah hadis dalam rubrik
ilmoe moesthalahah ahli Hadiests yang berganti nama menjadi rubrik
Sedjarah Hadis-hadis Tasjri yang ditulisnya secara serial untuk majalah
Pedoman Islam sejak tahun 1939 dengan nama samara Ibnoel Hoesein.
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8. Dua artikel TM.Hasbi ash-Siddieqy yang berkaitan dengan polemiknya
dengan Ir. Soekarno tentang pembaharuan pemikiran Islam yaitu:
a) Mengoepas Faham Soekarno tentang Memoedakan Pengertian Islam yang
ditulis TM.Hasbi ash-Siddieqy untuk majalah Lasjkar Islam edisi tahun
1940
b) Memoedakan Pengertian Islam yang ditulis TM.Hasbi ash-Siddieqy untuk
majalah Pandji Islam edisi ke-40 tahun 1940.
E. Pemikiran TM.Hasbi Ash-Shiddieqy tentang Hukum Islam
Hukum Islam di Nusantara pada masa kolonial Belanda dan Jepang diselimuti
keterbelakangan dalam berpikir, becorak satu mazhab, terfokus pada aspek ibadah,
memperkeras taklid, larangan talfik dan larangan membuka pintu ijtihad serta
dipersuram dengan miskinnya kajian metodologi.43 Islam yang masuk di Indonesia
pada saat itu dipahami sebagai proses Arabisasi dengan menafikan nilai-nilai
lokalitas. Lebih fatal lagi ketika lahir kebijakan pemerintah kolonial  tentang teori
resepsinya, yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan hukum Islam di Indonesia
yaitu hukum adat, sedang Hukum Islam baru bisa dijadikan rujukan setelah terlebih
dahulu diresepsi hukum adat.44 Kondisi inilah yang menggugah kesadaran intelektual
untuk melakukan perubahan. Kaum pembaharu pun mengeluarkan jurus “kembali
kepada al-Qur’an dan Sunnah” untuk membenahi situasi yang dianggap tidak
menguntungkan.
43 Kusdar, Dinamika Fiqhi Di Indonesia (Telaah Historis Lahirnya Fiqhi Ke Indonesiaan, Jurnal
Mazahib , (Vol. IV, No. 2, Desember 2007), h. 118
44 Kusdar, Dinamika Fiqhi ..., h. 118
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TM Hasbi Ash-Shiddieqy merupakan salah seorang tokoh yang ikut
mendukung gerakan kembali kepada al-Qur’an dan Sunnah. Beliau bertekad
memberantas segala macam bentuk takhyul, bid’ah dan khurafat demi kejayaan
Islam.
TM Hasbi Ash-Shiddieqy  membedakan antara pengertian syari’at dengan
fiqhi. Syari’at dalam istilah fiqhi Islam ialah hukum-hukum yang telah ditetapkan
untuk para hamba-Nya dengan perantaraan Rasul-Nya diamalkan dengan penuh
keimanan, baik hukum itu berpautan dengan aqidah maupun dengan akhlak.45
Sedangkan  fiqhi adalah hukum-hukum yang diperoleh manusia (ulama-ulama/
mujtahid) dengan jalan ijtihad.46 Nampaknya Hasbi memandang syari’at itu sebagai
sesuatu yang absolute (mutlak) serta tidak dapat diijtihadkan, sedangkan fiqhi
merupakan hasil ijtihad para ulama karena bersumber dari nas} yang z}anni artinya
fiqhi itu tercipta dari syari’at melalui perantaraan akal mujtahid.
Sarjan mengomentari pendapat Hasbi tersebut bahwa fiqhi tdk dapat muncul
begitu saja dengan sendirinya, tanpa ada dasar pijakannya yakni al-Qur’an dan al-
Hadits sebagai penjelasnya karena keduanya adalah sumber syari’at. Pada syari’at
yang bertalian dengan aqidah dan ibadah, tertutup kemungkinannya bagi akal
manusia untuk melakukan pembaharuan pemikiran. Sedangkan pada syari’at yang
memuat sejumlah hukum dan peraturan-peraturan Allah, tidaklah tertutup peluang
45 TM Hasbi Ash-Shiddieqy, Dinamika dan Elastisitas Hukum Islam,cet I, (Jakarta: Tintamas,
1975), h..9
46 TM Hasbi Ash-Shiddieqy, Fiqhi Islam Mempunyai Daya Elastis, Lengkap, Bulat dan
tuntas. Cet I.,(Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 158
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manusia untuk melakukan penalaran terhadapnya. Peluang pemahaman dan penalaran
terhadapnya, terbuka seiring perkembangan peradaban manusia, terutama ditujukan
pada hukum-hukum yang bersifat umum, karena yang terinci hanya sedikit.47
Pendapat Sarjan tersebut nampak bahwa syariat itu dapat dibagi dalam dua kategori
yaitu syari’at yang bersifat statis (tidak menerima penalaran akal) dan syari’at yang
bersifat dinamis (menerima penalaran akal).
Penetapan syari’at yang memuat sejumlah hukum dan peraturan-peraturan
Allah memiliki tujuan dalam pensyariatannya diantaranya memelihara hal-hal yang
daru>riyah48, ha>jiyah49 dan tahsiniyah50. Demikian pula syari’at memiliki asaz-
asaz dalam penetapanya. Di antara asaz-asaz tersebut adalah meniadakan kepicikan
(nafyu al-hara>j), sedikit pembebanannya (qillatul taklif), membina hukum dengan
menempuh jalan tadarruj (tahap demi tahap), seiring dengan kemaslahatan manusia,
mewujudkan keadilan yang merata.
Syari’at sebagai hukum Islam mempunyai watak dan ciri-ciri khas. Hasbi
menetapkan tabi’at dan ciri-ciri khas hukum Islam dalam tiga kategori yaitu takamul
47 Sarjan, Pembaharuan Pemikiran Fiqhi Hasbi Ash-Shiddieqy, (Makassar, Yameka, 2007), h.
17
48 Daruriyah adalah segala sesuatu yang harus ada untuk tegaknya kehidupan manusia baik
diniyah maupun duniawiyah artiya apabila daruriyah itu tidak berdiri, cederalah kehidupan manusia di
dunia. TM Hasbi Ash-Shiddieqy, Falsafah Hukum Islam, (Jakarta: Bulan Bintang: 1975), h.187
49 Hajiyah adalah segala yang dihajati oleh masyarakat untuk menghindarkan masyaqqah
guna menghilangkan kepicikan. Apabila hal ini tidak terwujud, maka kehidupan tidak menjadi cidera.
Hanya menimbulkan kepicikan dan kesempitan saja. TM Hasbi Ash-Shiddieqy, Falsafah Hukum
Islam, h.190.
50 Tahsiniyat adalah mempergunakan segala yang layak dan pantas yang dibenarkan oleh adat
kebiasaan yang baik yang semuanya ini dicakup oleh bahagian makarimul akhlak. TM Hasbi Ash-
Shiddieqy, Falsafah Hukum Islam, h. 191.
131
(sempurna), wasatiyah (harmonis) dan harakah (berkembang sesuai dengan
perkembangan zaman).
Cita-cita Hasbi dalam pembentukan hukum Islam secara nasional sangatlah
luhur. Beliau menginginkan koodifikasi hukum Islam yang jelas dan pasti di negara
Indonesia, beliau mengemukakan:
Maksud untuk mempelajari syari’at Islam Universitas Islam sekarang, supaya
fiqhi Islam dapat menampung seluruh kemaslahatan masyarakat dan dapat
menjadi pendiri utama bagi perkembangan hukum di tanah air kita yang
tercinta ini. Maksud kita supaya dapat menyusun suatu fiqhi yang
berkepribadian kita sendiri. Sebagaimana sarjana-sarjana Mesir sekarang
sedang berusaha untuk memesirkan fiqhinya. Fiqhi Indonesia ialah fiqhi yang
ditetapkan sesuai dengan kepribadian Indonesia, sesuai dengan tabiat dan
watak Indonesia.51
Pandangan TM Hasbi Ash-Shiddieqy tersebut mengisyaratkan agar perlu
diadakan pembaharuan dalam bidang hukum Islam yang diistilahkan “fiqhi
Indonesia”. Hasbi mengajak seluruh umat Islam Indonesia khusus para ulama dan
pakar hukum, agar dibina suatu fiqhi yang berkepribadian atau berwawasan
keindonesiaan yakni fiqhi yang cocok dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat
Indonesia. Hal ini sesuai dengan defenisi yang diungkapkan Hasbi bahwa fiqhi
Indonesia ialah fiqhi yang diterapkan sesuai dengan tabiat dan watak Indonesia.52
Peristiwa yang mendorong lahirnya ide Hasbi tentang fiqhi yang
berkepribadian  Indonesia ialah gejala historis sosiologis yang menggambarkan
tentang perlakuan fiqhi dikalangan kaum muslimin Indonesia.
51 TM Hasbi Ash-Shiddieqy, Syari’at Islam Menjawab Tantangan Zaman, cet I, (Jakarta:
Bulan Bintang, 1973), h.42
52 TM. Hasbi Ash Shiddieqy, Syari’at Islam Menjawab Tantangan Zaman,  h. 43
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Fiqhi sebagai produk ijtihad adalah bersifat elastis agar mampu memenuhi
kebutuhan umat di setiap tempat dan waktu. Fiqhi baru berfungsi dengan baik bila
disesuaikan dengan kondisi masyarakat agar tidak dirasa usang oleh masyarakat. Oleh
karena itu, fiqhi yang diambil dari urf yang tidak bertentangan dengan syari’at, tidak
bisa dipaksakan pada masyarakat lain yang mempunyai hukum yang berbeda.
Kekuatan urf (kebiasaan) dalam tasyri’ (penetapan hukum syara) tidak dapat
dipungkiri. Dalam kitab-kitab fiqhi terdapat banyak sekali hukum-hukum fiqhi yang
dirumuskan fuqaha sebagai terapan kaidah ةدﺎﻌﻟاﺔﻤﻜﺤﻣ . Kaidah ini, berkedudukan
sebagai penjabar dalil syara. Menurut Sarjan  faktor penyebab dari urf masyarakat
yang diperlukan yaitu: jika urf itu belum ditetapkan hukumnya oleh syara dan jika
tidak bertentangan dengan dalil syara. Urf seperti inilah dapat dikaji dan diangkat
statusnya menjadi hukum syara.53
Suatu hal yang perlu dicatat adalah ungkapan Hasbi yang  menyatakan
pentingnya sebuah metodologi bagi pembinaan fiqhi Indonesia. Karena apapun
bentuk pembaharuan yang dilakukan oleh seseorang, apabila tanpa disertai
metodologi yang jelas justru akan merusak pembaharuan itu sendiri.
Yudian Wahyudi menjelaskan bahwa Hasbi telah menawarkan beberapa
perangkat metodologis dalam fiqhi Indonesianya yang terdiri dari a) Perbedaan antara
fiqhi dan syari’ah, b) Analisis kesejarahan (dira>sah tari>khiyyah), c) Pendekatan
53 Sarjan, Pembaharuan Pemikiran Hasbi Ash Shiddieqy, Cet. I (Indonesia, Yameka, 2007), h.
55
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sosial dan kultural (dira>sah waqi>iyyah) dan, d) studi perbandingan (dira>sah
muqa>ranah).
Perbedaan antara fiqhi dan syari’ah dalam pandangan Hasbi telah
dikemukakan sebelumnya. Yakni bahwa syari’at itu kumpulan perintah dan larangan
yang bersifat abadi dan universal, sedangkan fiqhi kumpulan hukum-hukum yang
bersifat amali yang bisa berubah dan berbeda menurut dimensi ruang dan waktu.54
Dira>sah tari>khiyyah yakni memperhatikan pengaruh interaksi antara ide
tasyri> dengan peristiwa agar dapat diketahui bagaimana cara-cara fuqaha terdahulu
dalam ber istinba>t}. Dira>sah tari>khiyyah ini mencakup perkembangan
masyarakat Islam dalam perkembangan fiqhi Islam dengan memperhatikan pengaruh
masing-masing terhadap yang lainnya seperti dalam ungkapannya:
“Dengan kita memperhatikan perkembangan fiqhi dari masa ke masa,
dapatlah kita mengetahui bagaimana pengaruh kenyataan-kenyataan dan
peristiwa-peristiwa yang terjadi bersama dengan aqidah-aqidah dalam
menghasilkan hukum-hukum fiqhi yang telah diwariskan oleh fuqaha kita
kepada kita. Kita perlu mempelajari peninggalan para fuqaha secara dira>sah
tari>khiyyah, mempelajari hukum menurut pertumbuhan dan
perkembangannya, agar kita dapat mengetahui bagaimana para fuqaha
memperoleh apa yang dimaksudkan dalam menghadapi masyarakat dari
falsafah Islam, baik yang bersifat akhlaqiyah maupun yang bersifat
tasyri’iyah”.55
Selanjutnya Hasbi juga menekankan perlunya dirasa>h waqi>iyyah yakni
studi kasus mengenai masyarakat Indonesia dan masyarakat lain dengan
menggunakan pendekatan sosiologi hukum disamping studi hukum secara umum,
54 Hasbi Ash Shiddieqy, Pengantar Ilmu Fiqhi, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), h. 7-9
55 Hasbi Ash Shiddieqy, Fiqhi Islam Mempunyai Daya Elastis,Lengkap, Bulat dan Tuntas,
Cet.I (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h.158-159.
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oleh karena itu kita memerlukan sebuah ilmu hukum kemasyarakatan.56 Sehingga
permasalahan dan perkembangan masyarakat yang melatar belakangi lahirnya
pendapat-pendapat mazhab dihubungkan dengan kenyataan yang ada dalam suatu
batasan wilayah tertentu.
Menurut Nourouzzaman Ash-Shiddiqy, ada dua dalil pokok yang
dikemukakan Hasbi berdasarkan situasi dan kondisi (sosio kultur) masyarakat yaitu
kaidah yang berlaku bagi fiqhi yakni hukum asal bagi  fiqh muamalat ialah semua
perbuatan dibolehkan, kecuali ada dalil yang melarangnya dan hadis yang berbunyi
“engkau tau urusan duniamu”. Kemudian faktor lainnya adalah kedinamisan dan
kekenyalan hukum Islam serta filasafat hukum Islam yang menghargai ira>dah dan
urf merupakan salah satu sumber hukum.57
Dira>sah muqa>ranah dalam rumusan Hasbi adalah :
Ilmu yang memaparkan hukum syara dalam berbagai bab dengan
mengemukakan pendapat-pendapat imam mazhab yang disepakati dan yang
diperselisikan, dan menyebutkan dalil-dalil dan qa’idah-qaidah ushuliyyah yang
dikemukakan oleh tiap-tiap imam mazhab itu dan sebab-sebab yang menimbulkan
perbedaan faham, dan dalil-dalil itu diteliti satu persatu, ditinjau segi-segi
kelemahannya, dibandingkan satu sama lain, kemudian dipilih mana yang lebih kuat
dan lebih dekat kepada kebenaran, dan lebih patut diterima.58
Hasbi memandang bahwa kajian komparasi secara terpadu terhadap pendapat
imam-imam mazhab serta dalil-dalil yang mendukungnya dan sebab-sebab yang
56 Hasbi Ash Shiddieqy, fiqhi Islam, h. 159.
57 Nourouzzaman Shiddiqi, Jeram-jeram peradaban Muslim, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar,
1996) h. 248
58 TM.Hasbi Ash Shiddiqy, Pengantar Ilmu Perbandingan Mazhab, cet I, (Jakarta: Bulan
Bintang,1975), h.34
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menimbulkan perbedaan merupakan hal yang sangat penting dalam berijtihad guna
mencari pendapat yang paling sesuai dengan konteks ruang, waktu, karakter dan
kemaslahatan bangsa indonesia.
Hasbi dalam studi yang dilakukan Yudian W. Asmin berpendapat bahwa
studi perbandingan mazhab ini harus diperkuat dengan studi perbandingan usul fiqhi
dari masing-masing mazhab dengan langkah-langkah:
1. Mengkaji prinsip-prinsip yang dipegangi oleh setiap imam mazhab
maupun masalah-masalah yang mereka perselisihkan dengan cara meneliti
alasan-alasannya.
2. Mengkaji dalil-dalil yang mereka pegangi maupun yang diperselisihkan.
3. Mengkaji argumen yang ditawarkan oleh masing-masing imam mazhab
mengenai dalil-dalil yang diperselisihkan dan memilih argumen-argumen
yang kuat.
F. Pemikiran  TM Hasbi Ash-Shiddieqy tentang Ijtihad
Pendapat Hasbi tentang  ijtihad dalam buku-bukunya terdapat ungkapan
yang berbeda beda meskipun  memiliki makna yang sama. Dalam buku pengantar
ilmu fiqhi mengemukakan bahwa ijtihad adalah “memberi segala daya kesanggupan
dalam usaha mengetahui sesuatu hukum syara atau menggunakan segala kesanggupan
untuk mencari sesuatu hukum syara dengan jalan z{an”, sementara dalam buku
pengantar ilmu perbandingan mazhab beliau mengemukakan defenisi ijtihad adalah
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“memberikan atau menggunakan segala daya akal dan segala daya ilmu untuk
mencari sesuatu hukum syara”.59
Pemikiran Hasbi Ash Shiddieqy tentang ijtihad tersebut mengandung makna
bahwa seseorang yang berijtihad itu harus menggunakan kekuatan akalnya dan daya
pikirnya  untuk mencari suatu hukum syara yang tidak ada nas} qat’i-nya. Dengan
kata lain mengerahkan segala daya kesanggupannya untuk sampai kepada hukum
yang dikehendaki dari nas} yang z{an dala>lah-nya. Defenisi yang dikemukakan
Hasbi secara prinsipil tidak jauh berbeda dengan defenisi yang diberikan oleh para
mujtahid lain.
Kemunculan para pemikir Islam merupakan konsekwensi yang harus
diterima umat Islam atas kejumudan yang melanda umat Islam sendiri yang
mempertahankan pemahaman atas kajian ulama klasik dan menolak jika pemahaman
tersebut harus diperbaharui sesuai dengan perkembangan zaman.
Di Indonesia, Hasbi mencoba membangun hukum Islam sesuai dengan corak
masyarakat Indonesia dengan membebaskan budaya Indonesia dari budaya Arab dan
menjadikan adat Indonesia sebagai salah satu sumber hukum Islam di Indonesia.60
Misalnya fatwa Hasbi tentang kebiasaan suami memanggil ibu kepada istrinya
walaupun belum ada anaknya merupakan kebiasaan di Indonesia. Bagi Hasbi seorang
suami memanggil ibu kepada istri bukan bermaksud menyatakan posisi istri sama
dengan ibunya.Oleh karena itu sapaan itu bukan termasuk ziha>r yang dilarang Islam
59 Hasbi Ash Shiddieqy, Fiqhi Islam Mempunyai Daya Elastis,Lengkap, Bulat dan Tuntas,, h.
183 dan Hasbi Ash Shiddieqy, Pengantar Imu Perbandingan Mazhab, h.101
60 Yudian Wahyudi, Ushul Fiqhi Versus Hermeneutika,Membaca Islam dari Kanada dan
Amerilka, Cet.V(Yogyakarta : Pesantren Nawesea Press, 2007), h.37
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Salah satu keyakinan bagi Hasbi  bahwa prinsip–prinsip hukum Islam
sebenarnya memberikan ruang gerak yang lebar bagi pengembangan ijtihad-ijtihad
baru. Dasar-dasar hukum Islam yang selama ini telah mapan dan mantap seperti
ijma’, qiya>s, mas}lahah mursalah,‘urf harus mengalami proses perubahan
pemahaman yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat sekitar.61
Bagi Hasbi, dalam bidang hukum Islam, ijtihad adalah tiang utama. Kalau
ijtihad tidak dilakukan maka hukum Islam akan tertinggal oleh zaman dan banyak
peristiwa hukum yang tidak tertampung dalam fiqhi yang pada akhirnya org akan
meninggalkan fiqhi.62
Hasbi begitu gigih memperjuangkan kebolehan dan keharusan berijtihad
dengan menghargai kemerdekaan berfikir dan kecerdasan akal manusia. Sebagaimana
pernyataan Hasbi:
Jika kita terus menerus berpegang kepada pendapat fuqaha yang telah lalu;
memandang ijtihad mereka, ijtihad yang tidak boleh diusik-usik sedikit juga,
tentulah para golongan yang menghendaki kemoderenan itu, tetap
memandang Islam ini, telah habis masanya. Jika kita biarkan akibatnya;
Keislaman itu berangsur-angsur hilang dalam masyarakat kita, walaupun
Allah mewujudkan masyarakat lain untuk memangku Islam yang suci murni
ini. Kita perlu berijtihad untuk membuktikan bahwa syari’at Islam sebagus-
bagus syari’at.63
Pandangan Hasbi tersebut jelas bahwa Hasbi meginginkan adanya pendapat
terhadap masalah hukum Islam yang sesuai dengan keadaan budaya dan kultur dan
kondisi masa yang berlaku di Indonesia, tidak mengikuti pendapat fuqaha terdahulu.
61 Nourouzzaman Shiddiqi, Fiqhi Indonesia Penggagas dan Gagasannya, h. 80
62 Nourouzzaman Shiddiqi, Jeram-jeram Peradaban Muslim, Cet.I (yogyakarta : Pustaka
Pelajar, 1996), h. 242
63 TM. Hasbi Ash shiddieqy, Pengantar Hukum Islam, cet.1, ed II (Jakarta : Bulan Bintang,
1997), h.282
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Hasbi mengkritik Asy Syafi’I yang mengartikan ijtihad sama dengan qiya>s
:
Arti yang sempit  diberikan asy Syafi’I yaitu ijtihad dengan qiyas yang sama
artinya, yakni ijtihad itu hanya menjalankan qiyas atau membandingkan
suatu hukum kepada suatu hukum  yang lain.64
Qiya>s bagi Hasbi adalah hanya sumber dari pada ijtihad. Sedangkan ijtihad
lebih umum dari pada qiya>s. Walaupun terkadang qiya>s dipandang sama dengan
ijtihad. Namun qiya>s itu tidak bisa berlaku dalam bidang ibadah, hudud dan kafarat,
sementara ijtihad itu bisa berlaku ke semua bidang.65
Hasbi memaknai ijtihad sebagai: pertama, ijtihad adalah menghabiskan tenaga
pikiran untuk memperoleh persangkaan yang kuat terhadap hukum agama dengan
jalan istinbath dari al-Qur’an dan As-Sunnah atau dari dalil yang dibenarkan syara
atau denga bahasa lain mencari sesuatu hukum syara dengan zhan. Kedua, ijtihad
dalam pengertian sekarang yaitu diberikan  untuk jalan yang diikuti hakim dalam
menetapkan hukum, baik yang berhubungan dengan nas, undang-undang atau dengan
mengistinbatkan hukum yang wajib diterapkan di waktu tidak ada nas}.
Syari’at Islam adalah syari’at yang berdasarkan wahyu ilahi, dipetik dari
dasar-dasar yang sudah dikenal yaitu al-Qur’an dan As-Sunnah ataupun yang
diwujudkan oleh akal seperti: ijma’, qiya>s, istihsa>n dan lain-lain, menjadilah
ijtihad jalan yang harus dilalui untuk mengistinbat}kan hukum dari dalil-dalil itu dan
jalan yang harus dilalui untuk menentukan batasan yang dikehendaki oleh muamalah
64 TM. Hasbi Ash shiddieqy, Pengantar Hukum Islam, h. 50
65 TM.Hasbi Ash Shiddieqy, Pengantar Ilmu Fiqhi, h. 195
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dan hajat-hajat pergaulan. Oleh karena itu ijtihad menjadi penggerak yang sangat
dibutuhkan dalam sejarah pertumbuhan syara’.
Demi kejayaan ijtihad, Hasbi berani menegaskan bahwa setiap orang, asal
memenuhi persyaratan boleh berijtihad karena ijtihad bukan hak orang-orang tertentu
dalam sejarah.66 Hasbi mengemukakan beberapa cara berijtihad yaitu: menetapkan
hukum dengan dasar ra’yu perorangan (ijtiha>d fardi)67 dan menetapkan hukum
dengan mengadakan ijma’ (ijtiha>d jama’i).68
Ijtiha>d fardi menurutnya kemungkinan kecil dilaksanakan. Ijtihad ini akan
menumbuhkan aneka ragam pendapat yang hal itu akan membingungkan masyarakat
Indonesia yang notabenenya masih awam dalam hukum Islam. Meskipun demikian
melalui ijtihad ini, beliau mampu mengistinbatkan beberapa hukum seperti:
musabaqah tilawatil Qur’an, jabat tangan, shalat Jum’at.
Hasbi menganjurkan adanya ijtihad kolektif (jama’i) dengan alasan selain
mempertimbangkan kapasitas dan kompleksitas permasalahan yang sangat kompleks,
juga menghasilkan pendapat yang lebih benar dan menghindari timbulnya
pertengkaran yang baru. Beliau juga menganjurkan dibentuknya lembaga ahl al-hal
66 TM.Hasbi Ash Shiddieqy, Fakta Keagungan Syari’at Islam, h.26
67 Ijtihad Fardiy adalah ijtihad yang belum atau tidak memperoleh persetujuan dari para
mujtahid terhadap sesuatu masalah demikian sebaliknya ijtihad jama’i. Minhajuddin, Posisi Fiqh
Muqaran (fiqhi Perbandingan) Dalam Menyelesaikan Masalah Ikhtilafiyah, (Makassar: Berkah Utami,
1999), h. 85-88
68 TM.Hasbi Ash Shiddieqy, Pengantar Ilmu Fiqhi, h. 55
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wa al-aqd69 yang anggotanya terdiri dari para sarjana-sarjana hukum Islam, hukum
umum, pakar ekonomi, politik dan ahli ilmu sosial lainnya. Lembaga ini didukung
oleh sub lembaga lainnya diantaranya: Lembaga Sosial Politik (haiah as-Siya>sah)
yang anggota-anggotanya dipilih oleh rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat, dan
Lembaga Legislatif (Haiah at-Tasyri’iyah) yang terdiri dari dua komponen besar
yaitu ahl al-ijtiha>d wa ahl al ikhtisa>s ( para spesialis).70
Hasbi juga menekankan kajian komparasi terpadu (dirasa>h muqa>ranah)
dengan seluruh aliran (mazhab), karena menurutnya semua aliran itu lahir akibat
berbeda hasil ijtihad. Perbandingan ini tidak terbatas pada mazhab-mazhab yang
dianggap sebagai golongan sunni, tetapi juga yang berada di luar itu guna mencari
pendapat yang paling sesuai dengan konteks ruang, waktu, karakter dan kemaslahat
bangsa Indonesia.
Menurut Hasbi, dirasa>h muqa>ranah ini diklasifikasikan kepada tiga
tahapan. Pertama, menyeleksi hukum dari mazhab empat. Meskipun ia berusaha
untuk melepaskan diri dari pendapat mazhab dan terjun ke lapangan mengibarkan
panji-panji pembaharuan. Kedua, menyeleksi hukum dari semua mazhab yang ada.
Pendapat-pendapat yang diambil, sedapat mungkin harus lebih relevan dengan waktu,
tempat, karakteristik dan juga kepentingan masyarakat muslim Indonesia. Ketiga,
69 TM. Hasbi ash Shiddieqy, Azas-azas Hukum Tatanegara Menurut Syari’ah Islam,
(Yokyakarta: Matahari Masa, 1969), h. 37 lihat pula Nourouzzaman Shiddieqy, Jeram-jeram
peradaban Muslim, h. 243
70 Yudian W.Asmin, Reorientasi fiqhi Indonesia dalam berbagai Persfektif:Dedikasi untuk 70
tahun Munawir sjadzali, Cet.1 (Yokyakarta: LPMI, 1995), h. 229
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melakukan ijtihad, yaitu menetapkan sesuatu hukum yang tidak ditemukan dalam
mazhab-mazhab yang telah ada dan telah berkembang.71
Dari ketiga pengklasifikasian dirasa>h muqa>ranah tersebut nampak bahwa
Hasbi menekankan perlunya ijtihad terhadap masalah-masalah yang telah
berkembang dan belum ditemukan hukumnya dalam mazhab-mazhab terdahulu
dengan disesuaikan waktu, karakteristik, tempat dan juga kebutuhan masyarakat
muslim khususnya di Indonesia.
Hasbi termasuk orang yang menentang keras terhadap ungkapan yang
menyatakan bahwa pintu ijtihad telah tertutup bahkan menurutnya, selain ijtihad
sebagai sebuah keharusan dalam pendinamisasian hukum Islam ijtihad juga
merupakan pondasi utama menuju fiqhi Indonesia. Untuk merealisasikan fiqhi
Indonesia ada tiga bentuk ijtihad yang yang semestinya dilakukan menurut Hasbi.
Pertama, ijtihad dengan mengklasifikasikan hukum-hukum produk ulama mazhab
masa lalu. Agar bisa dipilih mana pendapat yang lebih cocok dan bisa diaplikasikan
dalam masyarakat Indonesia. Kedua, Ijtihad dengan mengklasifikasikan hukum-
hukum yang didasarkan pada adat kebiasaan masyarakat tertentu dimana hukum itu
dibuat dan berlaku. Hukum ini kemudian harus dirubah dan disesuaikan dengan
situasi, kondisi serta adat yang berlaku di masyarakat Indonesia. Ketiga, Ijtihad
dengan jalan mencari keputusan hukum terhadap permasalahan-permasalan baru yang
71 TM. Hasbi Ash Shiddieqy, Beberapa Permasalahan Hukum Islam, cet I (Jakarta: Bulan
Bintang, 1975), h.37
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muncul seiring dengan perkembangan peradaban manusia, kemajuan ilmu
pengetahuan dan tehnologi.72
Syari’at telah menjadikan ijtihad sebagai salah satu alat penggalian hukum
dan maslahat sebagai tujuannya. Maka menjadi kewajiban para mujtahid untuk
menggali hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum terhadap bidang muamalah
yang belum ada penetapan hukumnya (nas}). Para mujtahid harus mampu membuat
fiqhi baru yang sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat yang dihadapinya, demi
memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap hukum di setiap waktu dan tempat. Hasbi
berpendapat bahwa hukum yang tidak rinci dan tidak qat’i dibenarkan berbeda antara
satu tempat dengan tempat yang lain, antara satu masa dengan masa yang lain.
Demikian pula perubahan, penggantian, atau penghapusan terhadap suatu hukum
yang telah ditetapkan sebelumnya (hasil ijtihad) ulama. Semua ini dibenarkan selama
tidak berlawanan dengan masalah yang telah di ijma’. Semua perubahan itu
diserahkan kepada para mujtahid yang memenuhi syarat untuk berijtihad. Hasbi
mengatakan mujtahid yang memenuhi syarat pasti ada di setiap masa.73 Ini berarti
fiqhi tidak bersifat statis, abadi dan universal.
Berijtihad merupakan suatu fardu di antara fardu-fardu syari’at disepanjang
masa. Hukum ijtihad itu ada tiga: Pertama, fardu a’in yaitu bila seorang mujtahid
ditanyakan tentang suatu peristiwa yang terjadi dan kalau dia tidak menjawab akan
72 TM. Hasbi Ash Shiddieqy, Dinamika dan Elastisitas Hukum Islam, h. 28
73 TM. Hasbi Ash Shiddieqy,Pengantar Ilmu Perbandingan Mazhab, (Jakarta: Bulan Bintang,
1975), h.11
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hilang manfaatnya dan akan hilang waktunya. Dia harus memperhatikan apa hukum
yang akan diberikan terhadap kejadian. Demikian pula apabila seorang ahli, dalam
menghadapi suatu peristiwa terhadap dirinya dan tidak boleh ia bertaqlid  kepada
orang lain, apabila cukup waktu untuk berijtihad. Kedua, fardu kifayah, yaitu apabila
terjadi peristiwa dan  dikemukakan kepada seorang mujtahid, tetapi tidaklah diangkat
untuk memberi fatwa, dan ada pula orang lain yang dapat menjawab, dapat
memberikan hukum. Ijtihad merupakan sunnah, yaitu pada kejadian-kejadian yang
belum terjadi, baik sudah ditanyakan hukumnya, atau belum ditanyakan.74
Al-Qur’an dan Hadis merupakan sumber hukum pokok syari’at Islam. Dari
kedua sumber hukum tersebut terdapat  nash yang bersifat mujmal 75 dan bersifat
tafsili. Ada pula yang bersifat qat’i dan z{anni. Nash yang bersifat mujmal dan z{anni
inilah yang menjadi ruang lingkup atau yang menjadi garapan ijtihad.  Hasbi
berpendapat bahwa kaidah yang harus menjadi pegangan mujtahid yang akan
melakukan ijtihad dalam kaitannya dengan ruang lingkup ijtihad adalah ijtihad tidak
berlaku pada nash atau dalil yang qat’i dan juga ada ijma.76 Artinya, dalam bidang
74 TM. Hasbi Ash Shiddieqy, Pengantar Ilmu Perbandingan Mazhab, h.48
75 Mujmal secara etimologi yang tidak diketahui, samar dan yang terkumpul). Secara
terminologi berarti  ﻢﮭﻓ ﻒﻗﻮﺘﯾ ﺎﻣهراﺪﻘﻣ وأ ﮫﺘﻔﺻ نﺎﯿﺑ وأ ﮫﻨﯿﯿﻌﺗ ﻲﻓ ﺎﻣإ ،هﺮﯿﻏ ﻰﻠﻋ ﮫﻨﻣ داﺮﻤﻟا
“Apa yang dimaksud darinya ditawaqqufkan terhadap yang selainnya, baik dalam ta’yinnya
(penentuannya)atau penjelasan sifatnya atau ukurannya.
Lihat Abdul Karim Zaidan, al Wajiz fi Us}u>l al Fiqh, h. 352. dan Ahmad R Marzuqi, Ushul
Fiqhi, (Jokjakarta, Media Hidayah, 2008), h.74
76 TM Hasbi Ash Shiddieqy, Pengantar Ilmu Fiqhi, h. 185
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hukum yang telah ada nash qat’i s|ubut dalalahnya, baik dari kitabullah maupun
hadis mutawatir tidak dilakukan ijtihad lagi.77
Para ulama membagi dalil-dalil syara kepada dua bagian yaitu dalil-dalil yang
menunjukan kepada satu hukum yang disebut dalil-dalil juz’i (tafsili) dan dalil-dalil
yang masing-masingnya menunujukan kepada banyak satuan hukum yang disebut
dalil-dalil kully.78
Untuk mengistinbathkan hukum pada hal-hal yang menjadi garapan ijtihad
(nash yang bersifat z{anni serta hal-hal yang tidak ada ketetapan hukumnya dalam al-
Qur’an, hadis maupun ijma’) maka Hasbi menggunakan ijtihad bayani, bir ra’yi dan
komparasi.
Dalam kajian Nourouzzaman Shiddieqy dikemukakan bahwa Hasbi
berpendapat, “mengkaji fiqhi harus secara terpadu dari serata mazhab dengan
memperhatikan pendapat dari semua aliran hukum, sebab kebenaran tidak
dimonopoli oleh mazhab tertentu saja”. Dengan menggunakan metode tersebut, maka
problem hukum yang berkembang dapat ditemukan teori dan acuan dasarnya pada
apa yang telah dikemukakan para fuqaha terdahulu.
Perselisihan pendapat di kalangan fuqaha, selama tidak menyangkut masalah
aqidah, dasar-dasar agama dan prinsip-prinsip pokok, seharusnya tidak boleh menjadi
penyebab timbulnya perpecahan umat. Hasbi mengatakan:
77 TM Hasbi Ash Shiddieqy, Pengantar Ilmu Perbandingan mazhab, h. 48-49.
78 TM Hasbi Ash Shiddieqy,Pengantar Hukum Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975),h. 174
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Orang yang mendalami ilmu fiqhi mengetahui bahwa kebanyakan hukum
tersebut dalam kitab fiqhi adalah masalah ijtihadiyah yang diistinbatkan dari
pendapat para fuqaha atau dari illat-illat qiyas. Pendapat-pendapat ini kita
hormati, sebagaimana kita menghormati pendapat-pendapat yang
menyalahinya.79
Ijtihad komparasi yang dilakukan oleh Hasbi sebenarnya sebagai tehnik dari
sistem dalam mempelajari fiqhi di masa modern.80 Fiqhi muqara>n (komparasi)
menurutnya adalah suatu ilmu yang menerangkan hukum syara dengan
mengemukakan pendapat yang berbeda-beda  terhadap suatu masalah dan dalil-dalil
dari masing-masing pendapat itu, kaidah-kaidah yang dipergunakan serta
membandingan  yang satu dengan yang lain kemudian mengambil mana yang lebih
dekat kepada kebenaran  dan disamping itu membandingkannya dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku di suatu negeri.81
Menurut Hasbi, menggunakan metode komparasi mempunyai faedah untuk
mengetahui pendapat-pendapat yang disepakati dan yang diperselisihkan. Bisa
mengetahui sebab-sebab terjadinya perselisihan karena mengetahui metode yang
dipergunakan oleh masing-masing fuqaha dan lebih mantap dalam mengistinbathkan
hukum, karena akan mengetahui mana hukum yang dipetik dari al-Qur’an dan mana
yang melalui hadis serta yang melalui qiya>s dengan menggunakan kaidah-kaidah
khusus dari suatu mazhab.82 Dengan melakukan kajian muqa>ran (perbandingan)
79 TM.Hasbi Ash Shiddieqy, Falsafah hukum islam, h.36-37
80 TM.Hasbi Ash Shiddieqy, Pengantar hukum Islam, h. 90
81 TM.Hasbi Ash Shiddieqy, Pengantar Ilmu Fiqhi, (Semarang, Pustaka Reski putra,1987), h.
89
82 Nouruzzaman Shiddiqi, Fiqhi Indonesia penggagas dan gagasannya, h.72
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diharapkan lahir mujtahid yang mengembalikan masa yang telah lalu para mujtahid
besar masa lalu, takhrij, tahqiq dan tarjih sebagai hasil studi banding sedangkan
ijtihad  adalah soko guru bagi tegaknya fiqhi. 83
Ijtihad sebagai metode istinba>t} hukum, membutuhkan kecakapan dan
kemampuan intelektual yang memadai yang dimiliki seorang mujtahid. Seorang
mujtahid harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan84:
1. Memahami al-Qur’an dan hadis secara mendalam. Artinya mengetahui
hukum al-Qur’an dan hadis dengan sempurna, dasar-dasar syari’at yang umum,
mengetahui ayat hukum, hadis-hadis hukum, mengetahui asbab an-nuzul, asbab al-
wurud, soheh tidaknya hadis, nasikh mansukh, mutawatir dan masyhur dan ilmu-ilmu
yang berhubungan dengannya.
2. Menguasai bahasa Arab, seorang mujtahid harus menguasai bahasa Arab,
karena kebanyakan sumber-sumber hukum Islam dari literatur-literatur Arab, seperti
al-Qur’an dan hadis, maka untuk memahami teks-teks itu harus paham bahasa Arab.
3. Mengetahui hukum-hukum yang telah disepakati yaitu seorang mujtahid
harus mengetahui hukum yang telah ada dasar ijma’nya. Menurut Hasbi, hukum yang
bisa dilakukan ijtihad adalah hukum yang belum disepakati.
4. Mengetahui rahasia-rahasia tasyri. Rahasia tasyri’ juga termasuk rukun
ijtihad. Rahasia tasyri’ adalah maq{{as}id as-syari’ah, dan cara untuk mengetahui
83 TM.Hasbi Ash Shiddieqy, Pengantar Ilmu Perbandingan Mazhab, h.37-40
84 Muhd.Hasbi Ash Shiddieqy, Dasar-dasar Fiqhi Islam (Pengantar Ushul Fiqhi), (Medan:
Islamiyah, 1953), h. 44-46
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tujuan daripada syari’ adalah melalui sumber hukum Islam yang berupa al-qur’an dan
as-sunnah Nabi. Tujuan hukum Islam secara umum merupakan perwujudan
kemaslahatan. Kemaslahatan yang dimaksud adalah ada lima aspek (kulliat al
khamsah) dalam kehidupan manusia yaitu agama (al-din), jiwa (al-nafs) akal (al-aql),
keturunan/ kehormatan atau harga diri (an-nasl wa al-ird) dan harta (al-mal).
G. Relevansi Pemikiran TM.Hasbi Ash Shiddieqy Dengan Perkembangan Hukum
Islam
Hasbi melengkapi pandangannya dengan mengemukakan lapangan ijtihad.
Menurutnya ada dua bidang yang penting yaitu: pertama: masalah-masalah atau
peristiwa-peristiwa yang menghendaki hukum, yang telah ada prinsip-prinsip umum
dalam syari’at Islam. Kedua, mabda-mabda umum dan hukum-hukum yang
terperinci mengenai masalah-masalah dan perkara-perkara yang termasuk dalam
urusan mubah.85 Dari kedua hal tersebut menurutnya, manusia diberi hak untuk
menetapkan hukum berdasarkan ijtihad sesuai dengan perkembangan zaman.
Hukum Islam tidak bisa diperbaharui jika para ulama dan umat Islam pada
umumnya bersikap skeptis dan jumud. Apalagi zaman sekarang  ini pembaharuan
pemikiran hukum Islam harus pula mampu mencuatkan keindahan dan kesempurnaan
fiqhi. Karena itu sudah tiba saatnya para pengkaji fiqhi Indonesia untuk melakukan
penelitian langsung pada kitab-kitab para imam mazhab. Karena seorang fuqaha
85 TM. Hasbi Ash Shiddieqy, Fiqhi Islam mempunyai Daya Elastis, Lengkap, Bulat dan
Tuntas,(Jakarta;Bulan Bintang , 1975), h.37-38.
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sekurang-kurangnya mengetahui tempat pengambilan hukum yang telah difatwakan
oleh ulama mazhab itu. Ia harus tahu pula pendapat imam-imam mazhab yang
bertentangan dengan pendapat imam mazhabnya serta cara-cara para imam mazhab
menggali hukum (istinba>t{).
Perselisihan yang terjadi antar mazhab hanyalah pada cabang hukum (furu’)
dalam hal menerapkan (tat{biq) dasar pokok pada objek masalah akibat perbedaan
sistem yang dianut. Perbedaan pendapat seharusnya diterima sebagai tanda
kematangan dan kebolehan berpikir di kalangan umat Islam. Di antara sebab sebab
terjadinya perbedaan pandang ulama menurut Hasbi ialah 1) karena terjadi
persyerikatan ma’na suatu lafaz seperti kata  ءوﺮﻗ pada firman Allah  dalam QS. Al-
Baqarah (2): 228 yang mempunyai makna ganda yaitu haid atau suci. Golongan
Hanafi memaknai haid sedangkan ulama Syafi’I memaknai suci. 2) karena perbedaan
faham lantaran adanya perbedaan mempergunakan kaidah ushuliyyah. Apakah amr
itu menunjuk kepada wajib secara mutlak ataukah menunjuk nadab secara mutlak.
Apakah nahyu itu menunjuk kepada haram secara mutlak atau menunjuk kepada
karahah. 3) karena terlalu kuat berpegang pada qaidah.86 Supaya syariat Islam tidak
menjadi beku maka pintu ijtihad tidak ditutup.
Elastisitas Islam menyampaikan kepada umat Islam untuk memperoleh hasil
sesuai dengan uslub pemahaman dan pembahasan serta suasana masyarakat.
86 TM. Hasbi Ash Shiddieqy, Fiqhi Islam mempunyai Daya Elastis, Lengkap, Bulat dan
Tuntas, h.38-41
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Kemudian yang perlu diperhatikan juga bahwa Islam menetapkan sesuatu hukum
sesudah jiwa manusia dapat menerimanya.
Hasbi menganjurkan supaya dalam menetapkan hukum fiqhi, para mujtahid
selalu memperhatikan: pertama, hukum harus dapat difahami setiap orang. Oleh
karena itu bahasa yang harus digunakan harus bahasa yang mudah dipahami oleh
setiap orang. Kedua: ketetapan hukum itu harus dapat dipikul dan dilaksanakan oleh
orang yang dibebani hukum (mukallaf).87
Meskipun syari'ah menghargai kehendak dan memberikan hak kebebasan
memilih, namun tidak berarti manusia mempunyai hak mutlak. Menurut pandangan
syari’at hanya Allah yang memiliki hak mutlak, sebab dialah yang menciptakan dan
menganugrahkan hak hidup dan kehidupan serta berbagai nikmat bagi manusia.
Adapun hak yang dilimpahkan kepada manusia ialah hak untuk mempergunakan dan
mengambil manfaat ciptaan serta karunia Allah dalam batas-batas yang ditetapkan
dan ditempat-tempat yang dibenarkanNya. Dengan demikian hak manusia bukanlah
hak azali yang dimilikinya tetapi karunia Allah yang diupayakan untuk sesuatu yang
tidak dilarang.
Kedinamisasian dan kekenyalan syari’at Islam adalah bekal bagi para
mujtahid baik yang teoritis maupun yang praktisi para pembuat undang-undang dan
para pengambil keputusan untuk menetapkan hukum yang sesuai dengan kebutuhan
dan kehendak zaman serta tempat yang mampu mewujudkan kemaslahatan bagi
87 Hasbi Ash Shiddieqy, Dinamika..., h. 24-25
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manusia sebagaimana tujuan hukum Islam.  Menurut Hasbi tujuan utama hukum
Islam, baik yang global (mujmal) maupun yang terinci ( tafsili) adalah mencegah
kerusakan.
Pemikiran hukum Islam yang ditawarkan Hasbi sangat mempunyai
hubungan dengan perkembangan pemikiran hukum di Indonesia khusus dalam
menjawab persoalan kontemporer dapat diselesaikan dengan menggunakan ijtihad
jama’i (kolektif). Apa yang ditawarkan sebelumnya menjadi acuan bagi mujtahid
sekarang untuk menyelesaikan persoalan-persoalan terkini yang timbul dari dalam
masyarakat berdasarkan keadilan dan kemaslahatan.
Dari refleksi pemikiran Hasbi tentang pembaharuan fiqhi, terlihat bahwa ia
mempunyai tempat tersendiri dalam sejarah pemikiran Islam di Indonesia, selain
beliau orang pertama mengeluarkan gagasan agar fiqhi yang diterapkan di Indonesia,
ia juga mengusulkan diterapkannya kompilasi fiqhi yang berbeda dengan yang lain
termasuk dalam dari kelompok pembaharu.88
Oleh karena itu mengkaji pemikiran-pemikiran Hasbi tentang hukum
diharapkan menjadi bahan yang berharga bagi pembinaan hukum nasional dan
pembentukan kompilasi hukum Islam.
Nalar berpikir yang digunakan Hasbi dengan gagasan fiqhi Indonesia adalah
satu keyakinan bahwa prinsip-prinsip hukum Islam sebenarnya memberikan ruang
gerak yang lebar bagi perkembangan  ijtihad-ijtihad baru. Dasar-dasar hukum Islam
88 Nouruzzaman, M. Hasbi Asshiddieqy dalam persfektif dalam pemikiran Islam di Indonesia,
Perpustakaan digital UIN Sunan Kalijaga, h.50
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yang selama ini telah mapan, seperti ijma’, qiyas, maslahah mursalah, urf dan prinsip
perubahan hukum karena perubahan masa dan tempat, justru akan menuai ketidak
sesuaian ketika tidak ada lagi ijtihad baru.89
Oleh karena itu ide fiqhi Indonesia yang digagas Hasbi memperlihatkan
kepada umat Islam untuk tidak bertaqlid dan tidak memaksakan memiliki karakter
bangsa yang lain yang tidak sesuai dengan karakter bangsa Indonesia merupakan
cikal bakal perkembangan pemikiran hukum Islam Indonesia dewasa ini dan
selanjutnya.
Apa yang dianjurkan Hasbi kepada para pendukung fiqhi Indonesia yaitu
menggunakan metode perbandingan mazhab dalam menyelesaikan problem yang
dihadapi sudah diberikan pemecahannya melalui ijtihad dalam berbagai mazhab yang
ada serta menguatkan fiqhi Indonesia akan lebih fleksibel jika didukung oleh
perbandingan yang bersifat sistematis antara fiqhi dan hukum adat, fiqhi dan sistem
hukum Indonesia dan antara fiqhi dengan sistem hukum international90. Hal ini
dilakukan demi mencari pendapat yang sesuai dengan konteks ruang, waktu, karakter
dan kemaslahatan bangsa indonesia.
Diantara hasil ijtihad Hasbi yang mencerminkan pemikiran fiqhi Indonesia
adalah zakat, “mesin produksi pabrik besar wajib dizakati”. Demikian juga
wewenang  untuk mengurus zakat ada pada pemerintah dan hal itu satu paket dengan
89 Gatot Suhirman, Fiqhi Mazhab Indonesia,(Konsep dan Aplikasi Pemikiran Hasbi Ash
SiddieqyUntuk Konteks Islam Rahmat Li-Indonesia), Jurnal Al-Mawarid, Vol.XI.No. 1, Feb-Agust
2010, h. 121.
90 Kusdar, Dinamika Fiqhi Di Indonesia (Telaah Historis Lahirnya Fiqh keindonesiaan),
Jurnal MAZAHIB, Vol.IV. No.2 Desember 2007, h.124-125
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proyek penyelenggaraan kepentingan dan kesejahteraan rakyat. “Pungutan zakat
ditangani khusus oleh lembaga semacam dewan zakat (bait al-mal) yang berdiri
sendiri terlepas dari departemen keuangan atau instansi keuangan lainnya”.91
Pandangan ini sangat relevan dengan konteks pembangunan negara yang
membutuhkan banyak modal saat ini di samping itu membina kesejahteraan  bersama
antar umat manusia dalam satu negara.
Selain hal tersebut, apabila lahirnya Kompilasi Hukum Islam dipandang
sebagai model bagi fiqhi yang bersifat khas keindonesiaan maka jelas gagasan ini
diilhami oleh ide-ide pemikiran hukum Islam  Hasbi (1904-1975) yang melontarkan
pendapat perlunya disusun fiqhi Indonesia. Dari pemikiran inilah tergambar
keuniversalan hukum Islam yang ditunjukan Hasbi.
H. Pandangan Ulama/Intelektual Muslim terhadap Pemikiran Hasbi
Pro kontra yang menyelimuti pemikiran Hasbi, menjadi wacana tersendiri
yang diperbincangkan dalam kajian pemikiran Hasbi. Berdasarkan pandangannya
tentang fiqhi Indonesia yaitu fiqhi yang ditentukan berdasarkan kepribadian dan
karakter bangsa Indonesia, pihak-pihak yang menolak berasumsi bahwa fiqhi bersifat
universal. Pendapat ini dicermati lewat pandangan Ali Yafie, Kuntowidjoyo,dan
Ibrahim Hosen yang tegas menolak kehadiran fiqhi Indonesia.
Ali Yafie mengatakan bahwa :
91 TM. Hasbi Ash Shiddieqy, Beberapa Permasalahan zakat, (Jakarta; tinta Mas, 1976), h.22-
43. Lihat Juga Modul dawrah fiqhi perempuan, Fiqhi Mazhab Indonesia; Pemikiran Hukum Hasbi
Ash-Shiddiqi, Hazairin dan Munawir Syadzali, h.266
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Fiqhi yang ada sekarang ini sesungguhnya sudah cukup, tidak perlu ada lagi
fiqhi Indonesia, fiqhi pakistan, fiqhi Saudi Arabia dan lain sebagainya.
Namun pembaharuan perlu dilakukan terutama pada penyajian dan
reformulasinya, bukan pada materinya.92
Apa yang dikemukakan Ali Yafie tersebut pada dasarnya memahami fiqhi
secara universal saja tanpa memperhatikan karakter bangsa Indonesia. Ataukah dia
memiliki sifat fanatisme terhadap mazhab yang telah lama berlaku di Indonesia
sehingga dia tidak setuju terhadap pandangan Hasbi tersebut.
Menurut Rina Kustiana, Ali Yafie adalah orang yang ingin melestarikan
fiqhi yakni membentuk fiqhi sosial yang tidak terlepas dari apa yang sudah ada dan
terbentuk dalam tradisi masa lalu.
Adapun Kuntowidjoyo berpendapat bahwa:
Dalam konteks Indonesianisasi Islam telah menimbulkan perlawanan pada tingkat
tertentu. Dengan kata lain rasionalisasi Islam telah menimbulkan perlawanan pada
tingkat tertentu. Dengan kata lain rasionalisasi Islam telah jatuh menjadi mistis
dan lokal dalam hal budaya. Karena itu kita bisa bertanya, jika seseorang ingin
Indonesia menjadi Islam maka, maka arah mana yang harus ditempuh. ...karena
Islam di Indonesia telah jatuh dari universal ke tahap lokal. Jika harus ada
Indonesianisasi lalu apa bentuknya (dari Islam yang di Indonesiakan itu?93
Pemikiran Kuntowijoyo didukung oleh Ibrahim Hosen “Saya tidak setuju
dengan istilah fiqhi Indonesia”.94
Pemikiran Kuntowijoyo tersebut menegaskan bahwa fiqhi itu bersifat
universal. Ini berarti jika dijadikan fiqhi Indonesia berarti bersifat lokal. Artinya turun
92 Ali Yafie, Mata Rantai yang Hilang dalam Pesantren, Edisi II/Vol.II/1985, h.32
93 Kuntowijoyo, Dinamika Sejarah Umat Islam Indonesia, (Yokyakarta; Salahuddin press,
1984), h.43-44. Lihat Juga Yudian Wahyudi, Hasbi’s Theory of Ijtihad, h.XXIV
94 Ibrahim Hosen, Pemerintah Sebagai Mazhab, Pesantren No.2/Vol.II/1985, h. 45-46.
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derajatnya bersifat bersifat parsial. Kemungkinan pendapat ini disebabkan karena
mereka tidak mau mendalami membaca konsep fiqhi Indonesia yang dikemukakan
Hasbi atau Hasbi sendiri belum sempat menyusun gagasannya secara sistematis
sehingga menyebabkan orang lain salah dalam memahami gagasannya.
Dari pendapat dan kritik yang dikemukakan itu menurut Yudian “ada kesan
bahwa mereka mengukur sesuatu konsep dengan anggapan mereka sendiri, bukan
pengertian yang dicetuskan pemilik ide. Bahkan menurutnya ada keengganan mereka
untuk membaca secara teliti tentang konsep fiqhi Indonesia yang dikemukakan
Hasbi.95
Bagi penulis apapun yang diungkapkan oleh tokoh-tokoh tersebut tentang
fiqhi Indonesia itu merupakan alur pikir yang tidak boleh dideskreditkan karena
masing-masing memiliki alasan tersendiri yang merupakan khasanah intelektual
Islam.
Selanjutnya, jika ditinjau dari pemikiran Hasbi yang dihasilkan lewat karya-
karyanya. Mukti Ali dalam sambutan buku yang ditulis oleh Nourouzzaman  Shiddiqi
mengungkapkan :
Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy adalah seorang pembaharu dalam alam
pikiran Islam Indonesia abad XX dalam bidang fiqhi. Sebenarnya pemikiran
M.Hasbi bukan hanya dalam bidang fiqhi saja tetapi juga dalam bidang tafsir,
hadist, ilmu kalam dan sebagainya, tetapi yang menonjol adalah dalam bidang
fiqhi. Beliau ingin memperbaharui Islam di Indonesia dengan jalan menciptakan
“fiqhi Indonesia”yaitu fiqhi yang ditetapkan sesuai dengan kepribadian Indonesia,
95 Yudian Wahyudi, Ushul Fiqhi Versus Hermeneutika, (Yokyakarta; Nawesea Press, 2006),
h. 35-36.
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sesuai dengan tabiat dan watak Indonesia. Caranya dengan mengefektifkan
ijtihad.96
Mukti Ali mengakui bahwa Hasbi adalah pembaharu di bidang fiqhi meskipun
juga mendalam ilmu-ilmu lain. Menurutnya ide yang diungkapkan itu mungkin
belum dimengerti orang apa yang dimaksudkan. Hasbi tidak peduli apakah orang
setuju idenya atau tidak. Yang penting fiqhi Indonesia tumbuh di Indonesia. Ini
menandakan bahwa Hasbi berani mengungkapkan sesuatu sekalipun perkataannya
tidak dipahami orang.
Pernyataan Mukti Ali didukung pula oleh Ali Hasjmy yang dalam harian
waspada menulis: Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy lebih menitikberatkan
pembaharuannya dalam bidang hukum Islam dengan semboyannya  yang terkenal
“pintu ijtihad terbuka sepanjang zaman tidak pernah tertutup dan tidak ada
manusiapun yang berhak menutupnya”.97
Selain  Mukti Ali, A. Sarjan juga mengungkapkan bahwa “dia adalah seorang
pembaharu yang populer, cukup besar pengaruh dan peranannya bagi pembaharuan
pemikiran Islam di Indonesia”.98 Hal yang senada diungkapkan Deliar Noer
(sejarawan Muslim Indonesia): Hasbi ash Shiddieqy adalah salah seorang putera
Indonesia yang besar perananya dalam gerakan pembaharuan di Indonesia.99
96 Nourouzzaman Shiddiqi, Fiqhi Indonesia Pengagas dan gagasannya, h.vii
97 Ali Hasjmy, Prof. Dr.Teungku Hasbi ash-Shiddieqy, Pelopor Gerakan Pembaharuan
Pemikiran Islam, Harian Waspada (9 September 1983) bagian IV
98 A.Sarjan, Pembaharuan Pemikiran Fiqhi Hasbi Ash Shiddieqy, h. 1
99 Deliar Noer, Gerakan Modern Islam Indonesia 1940-1942,cet VI (Jakarta: LP3ES, 1991),
h. 77.
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Pada tahun 1940, secara tertulis diakui kecakapannya dalam fiqhi. Redaktur
majalah panji Islam pada kata pengantar untuk tulisan Hasbi, “memoedahkankan”
pengertian Islam ketika berpolemik Soekarno menulis:
Di bawah ini kami moeatkan poela toelisan dari seorang oelama kita yang
terkenal ketjakapannja tentang ilmoe fiqh dan keagamaan yang bersangkoet
paoet dalam koepasan soal yang dimadjoekan oleh toean Ir.Soekarno.100
Redaktur majalah panji Islam secara jelas mengakui kecakapan Hasbi dalam
ilmu fiqhi. Fiqhi Indonesia pada tahun 1940, menurut Yudian Wahyudi dalam
bukunya yang berjudul Hasbi’s Theory of Ijtihad, merupakan produk dari interaksi
yang kuat antara cita-cita hukum Islam  (fiqh) dan realitas sosial Muslim Indonesia.
Sunaryo, Rektor IAIN Sunan Kalijaga mengatakan bahwa Hasbi mempunyai
keahlian dalam bidang ilmu-ilmu keislaman, sepert tafsir, hadist, fiqhi, ushul fiqhi
dan ilmu-ilmu bantu lainnya. Dia menghidupkan dan mengembangkan daya ijtihad,
menghormati buah pikiran ulama terdahulu dan menampakkan keagungan syari’at
Islam.  Karena jasa-jasa Hasbi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan
perkembangan perguruan tinggi Islam di Indonesia, maka ia memperoleh dua gelar
Doktor Honoris Causa dari Universitas Islam Bandung (Unisba) pada tanggal 22
Maret 1975 dan dari IAIN Sunan Kalijaga pada tanggal 29 Oktober 1975.
Menurut Sunaryo, ada lima jasa yang menjadi alasan penganugrahan gelar
tersebut yaitu: 1) Pembinaan IAIN, 2) Perkembangan ilmu agam Islam, 3) Jasa-
100 Panji Islam Th.VII. No.37 (16 September 1940), h.720 dalam Nourouzzaman, Fiqhi
Indonesia..., h.56
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jasanya kepada masyarakat, 4) Pokok-pokok pemikirannya tentang cita-cita hukum
Islam, dan 5) Pendapat-pendapatnya masalah hukum.101
Rektor IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, Rusjdi Ali Muhammad yang didampingi
sejumlah pimpinan dan Yusny Saby Direktur Program Pascasarjaan IAIN Ar-Raniry
kepada sejumlah wartawan, Sabtu 30 Agustus 2003. Saat itu, ia menjadi nara sumber
pada konferensi pers tentang rencana pelaksanaan simposium nasional, yang digelar
di Kampus IAIN Ar-Raniry Darussalam mengungkapkan:
Sosok Hasbi Ash-Shiddieqy, sang pembaharu pemikiran Islam di Indonesia,
namun Ia juga pemikir Aceh modern yang telah berkarya dan menulis buku-
buku pembaharuan pemikiran Islam dan modernisasi dalam pertumbuhan Fiqh
di Indonesia. Karyanya telah tersebar diberbagai negara seperti Malaysia,
Thailand serta sampai ke belahan dunia barat. Dijelaskannya, almarhum Hasbi
Ash-Shiddiegy adalah Dekan pertama fakultas Syari'ah periode 1960-1962. Ia
merupakan cikal bakal lahirnya IAIN Ar-Raniry Banda Aceh102
Selanjutnya pada tanggal 09 November 2007, Pemerintah melalui
Presiden R.I Susilo Bambang Yudhoyono telah menganugerahkan Bintang Maha
Putra Utama kepada Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, yang selama
hayatnya lebih lama berkarya diluar tanah kelahirannya.
Dengan demikian Hasbi merupakan penggerak/ pembangkit semangat
intelektualisme dalam memahami Islam di Indonesia dan menjadi modal dalam
mendidik kader bangsa, terkhusus orang yang pertama mencetuskan gagasan
perlu dibentuk fiqhi yang berciri khas bangsa Indonesia.
101 Pidato promotor Prof. RHA. Sunaryo, S.H., h.4 dalam Nourouzzaman, fiqhi Indonesia ....,
h.56-57
102Hasbi Ash Shiddieqy Pemikir Aceh Modern. http/yayasanhasbi.blogspot.com/2008/07/
hasbi-ash-shiddieqy-pemikir-aceh-modern_31html
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BAB IV
METODE ISTINBA>T} HUKUM TM. HASBI ASH SHIDDIEQY
A. Aplikasi Istinba>t} Hukum TM. Hasbi Ash Shiddieqy
TM. Hasbi Ash-Shiddieqy  banyak mengeluarkan pendapat di bidang hukum
Islam. Disamping masalah-masalah niat shalat, puasa, harta wajib zakat, nishab zakat,
kenduri kematian, bank air susu, lotre, hukum shalat di bulan, musabaqah tilawatil
Qur’an, jabat tangan, shalat Jum’at, dia juga memberikan pertimbangan terhadap
rancangan undang-undang pokok perkawinan, kawin beda agama, hukum transfusi
darah, pidana mati, poligami juga fatwa-fatwa hukum yang diberikan atas pertanyaan
yang dijawabnya mengenai rubrik soal jawab hukum.
Meskipun akan dipaparkan istinba>t} fiqhi Hasbi, namun tidak semuanya.
Penulis hanya memilih beberapa hal saja sebagai sampel untuk mengetahui
bagaimana metode istinba>t} fiqhi Hasbi nantinya. Di antara yang akan dibahas
dalam topik ini adalah hukum perkawinan beda agama, shalat Jumat, Bank ASI.
1. Perkawinan beda agama
Argumentasi Hasbi tentang perkawinan beda agama dapat ditelusuri dalam
tulisan/karya-karyanya. Hasbi membedakan hukum mengenai perkawinan laki-laki
muslim dengan perempuan musyrikah dan perempuan ahl kita>b, demikian pula
perkawinan perempuan muslimah dengan laki-laki non muslim. Berikut lebih rinci
argumennya:
a. Perkawinan laki-laki muslim dengan perempuan musyrikah
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Hasbi berpendapat bahwa perkawinan antara laki-laki muslim dengan
perempuan musyrikah tidak dibolehkan (haram hukumnya). Dalil yang dikemukakan
adalah QS. al-Baqarah/2: 221.
                     
                     
                          
     
Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka
beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita
musyrik, walaupun dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan
orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka
beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik,
walaupun dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah
mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan
ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka
mengambil pelajaran.1
Berdasarkan ayat ini seluruh fuqaha telah sepakat bahwa muslim tidak boleh
mengawini perempuan musyrikah baik merdeka atau budak belian.2 Kata musyrik
pada ayat tersebut adalah orang-orang yang menyembah Allah bersama sesuatu
dengan selain-Nya dan tidak mengakui adanya Nabi dan tidak pula mempunyai kitab
1 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: PT Sinergis Pustaka
Indonesia, 2012), h
2 TM Hasbi Ash- Shiddieqy, Hukum Antar Golongan Dalam Fiqhi Islam, Cet I, (Djakarta,
Bulan Bintang, 1971), h. 77.
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menurut ulama Hanafiyah. Pandangan ini pula diikuti oleh Hasbi.3 Menurutnya
makna isyrak lebih berdekatan dengan makna memperserikatkan/menyekutukan
sesuatu pujaan dengan Allah di dalam ibadah.
Meskipun secara sekilas dapat dipahami bahwa ahl al-kita>b juga termasuk
ke dalam makna ini. Namun Hasbi tidak memasukan ke dalam musyrik yang haram
dikawini laki-laki muslim. Ia mengatakan bahwa apabila diteliti ayat-ayat al-Qur’an,
niscaya akan ditemukan bahwa pada sebagian ayat telah mensifat ahl al-kita>b
dengan syirik, tetapi disebagian yang lain tidak mensifati dengan syirik bahkan
membedakannya.4 Di antara ayat-ayat yang mensifati ahl al-kita>b dengan syirik
adalah QS. at-Taubah /9: 30-31.
                    
                 
                          
                     
Orang-orang Yahudi berkata: "Uzair itu putera Allah" dan orang-orang Nasrani
berkata: "Al masih itu putera Allah". Demikianlah itu Ucapan mereka dengan
mulut mereka, mereka meniru perkataan orang-orang kafir yang terdahulu.
Dilaknati Allah mereka , bagaimana mereka sampai berpaling? (Q.S.at-Taubah
/9: 30).
Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai
Tuhan selain Allahdan (ju ga mereka mempertuhankan) Al masih putera
Maryam, padahal mereka Hanya disuruh menyembah Tuhan yang Esa, tidak
3 TM Hasbi Ash- Shiddieqy, Hukum Antar Golongan Dalam Fiqhi Islam, h. 76
4 TM Hasbi Ash- Shiddieqy, Hukum Antar Golongan Dalam Fiqhi Islam, h.77
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ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia. Maha Suci Allah dari apa yang
mereka persekutukan. (Q.S.at-Taubah /9: 31).5
Kedua ayat tersebut menggambarkan kemusyrikan yang dilakukan oleh
orang-orang Yahudi dan Nasrani. Orang Yahudi mengatakan “Uzair adalah anak
Allah” dan orang-orang Nasrani mengatakan Isah al-Masih adalah anak-Allah”.
Tidak hanya itu mereka juga mengambil orang-orang alim (pendeta-pendeta), rahib-
rahib dan Isah al-Masih anak maryam sebagai Tuhan mereka. Perbuatan dan
perkataan yang disebutkan dalam ayat tersebut jelas merupakan syirik.
Sedangkan ayat-ayat al-Qur’an yang memberikan pengertian bahwa ahl al-
kita>b bukan musyrik atau beda dengan musyrik adalah QS. al-Hajj /22: 17
                      
                 
Sesungguhnya orang-orang beriman, orang Yahudi, orang Shaabi-iin, orang
Nasrani, orang Majusi dan orang musyrik, Allah akan memberi Keputusan di
antara mereka pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah menjadi saksi atas segala
sesuatu.6
dan QS. al-Baqarah /2: 105 berikut:
                   
                
Orang-orang kafir dari ahli Kitab dan orang-orang musyrik tiada menginginkan
diturunkannya sesuatu kebaikan kepadamu dari Tuhanmu. dan Allah
5 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h.258
6 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 464-465
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menentukan siapa yang dikehendaki-Nya (untuk diberi) rahmat-Nya
(kenabian); dan Allah mempunyai karunia yang besar.7
Kedua ayat ini memberikan pengertian bahwa ahl al-kita>b itu bukan musyrik
atau beda dengan musyrik.8 Hasbi berpendapat, “dari segi bahasa ditemukan
perbedaan antara hakikat kitabi dengan hakikat musyrik. Musyrik pada ahl al-kita>b
lebih berkonotasi pada perbuatannya (makna majaz) bukan hakikatnya”. Hasbi
memberi contoh seperti orang yang beramal secara riya, bahwa beramal dengan riya
ini perbuatan syirik, namun bukan berarti orang tersebut musyrik secara
hakikat/agama. Sedangkan musyrik dalam surat al-Baqarah /2 : 221 adalah musyrik
secara hakikat/agama. Dengan demikian dia berpendapat bahwa ahl al-kita>b
bukanlah musyrik atau beda dengan musyrik.9
Dalam tafsir an-Nur Hasbi menjelaskan secara spesifik maksud larangan
mengawini perempuan musyrikah dalam QS. al-Baqarah/2: 221 ialah perempuan
Arab yang beragama syirik dan tidak mempunyai kitab. Perempuan Tionghoa, Hindu
dan sebagainya, menurutnya tidaklah termasuk dalam musyrikah sebagaimana yang
disebutkan dalam ayat tersebut. Nampaknya Hasbi condong ke pendapat Rasyid
Ridha sebagaimana yang diungkapkan dalam bukunya “Hukum Antar Golongan
Dalam Fiqhi Islam” bahwa untuk mengetahui siapakah yang dimaksud dengan
7 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h.20
8 TM Hasbi Ash- Shiddieqy, Hukum Antar Golongan Dalam Fiqhi Islam, h.77
9 TM Hasbi Ash- Shiddieqy, Tafsir Al-Qur’anul Madjied, “AN-NUR”, 2 (Djakarta:Bulan
Bintang, 1965), h. 191 dalam Jaulih Muflih, Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam,
(Yokyakarta: t.p, 2003), 54
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“musyrikah” yang tidak boleh dinikahi dalam QS. al-Baqarah /2: 221 agar
mempelajari uraian Rasyid Rida dalam tafsir al-Manar.10
Jadi Hasbi membedakan antara perempuan musyrik dengan perempuan ahl al-
kita>b. Perempuan musyrik adalah perempuan yang menyekutukan Allah dan tidak
mempunyai kitab, sedangkan perempuan ahl al-kita>b adalah perempuan yang
beragama selain Islam dan mempunyai kitab sebagai pedoman hidupnya.
b. Perkawinan dengan Perempuan ahl al- Kita>b
Ada dua pandangan ulama yang dikemukakan Hasbi dalam bukunya
mengenai ahl al-kita>b.11 Pertama, menurut golongan Hanafiyah, yang dimaksud
dengan kafir kitabi adalah orang beriman kepada nabi dan mengakui kitab yang
dibawahnya. Orang Yahudi dan Nasrani yang beriman kepada Zabur kepada suhuf
Ibrahim dan Syiis termasuk dalam pengertian ini. Jadi mencakup seluruh komunitas
yang mempercayai salah seorang Nabi dan kitab suci yang dibawahnya.12 Kedua,
Ulama Syafi’iyah dan sebagian besar ulama Hanbaliyah mengkhususkan ahl al-
kita>b hanya kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani saja, tidak kepada golongan
yang lain.
Nampaknya golongan Hanafiyah memberikan argumen tentang ahl kita>b
lebih luas dari pada golongan Syafi’iyah. Tidak diketahui secara pasti dari salah satu
pendapat di atas yang didukung oleh Hasbi. Dia tidak mempersoalkan masalah
10 TM Hasbi Ash- Shiddieqy, Hukum Antar Golongan Dalam Fiqhi Islam, h.82.
11 TM Hasbi Ash- Shiddieq y, Hukum Antar Golongan Dalam Fiqhi Islam, h.78
12 ABK-FIK, Ensiklopedi Hukum Islam, cet I, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996),
h.46
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tersebut. Hasbi hanya menyoroti masalah hukumnya saja. Menurutnya laki-laki
muslim dibolehkan mengawini perempuan ahl al-kita>b, baik Zimmiyah maupun
Harbiyah.13 Hasbi mengacu pada pendapat jumhur fuqaha yang menurutnya lebih
kuat dan tepat dari pada pendapat-pendapat yang lain. Hal ini merupakan hasil
perajihan yang dilakukan setelah membandingkan pendapat yang lain. Beberapa
pendapat tersebut: Pertama, pendapat yang mengharamkan laki-laki muslim
mengawini perempuan ahl al-kita>b secara mutlak. Pendapat ini dipegang oleh Ibnu
Umar dan al-Hadi, salah seorang ulama Zaidiyyah serta dipegang oleh golongan
Syi’ah Imamiyyah.14 Kedua, pendapat yang mengharamkan perempuan ahl al-kita>b
apabila mereka dipandang sebagai warga negara dar al-harb (negara yang sedang
memusuhi umat Islam).15 Pendapat ini dipegang oleh Ibn Abbas. Menurut Abbas
seperti yang dikutip Hasbi, perempuan kitabiyah yang dikehendaki dalam QS> al-
Maidah/5:5 berikut, adalah perempuan zimmiyah, bukan harbiyah.
                       
                     
             
“... (dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan[402]
diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga
kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila
13 TM Hasbi Ash- Shiddieqy, Hukum Antar Golongan Dalam Fiqhi Islam ,h.78-80, TM.
Hasbi Ash Shiddieqy, Tafsir Al-Qur’an…, I: 192
14 TM Hasbi Ash- Shiddieqy, Hukum Antar Golongan Dalam Fiqhi Islam, h. 80
15 TM Hasbi Ash- Shiddieqy, Hukum Antar Golongan Dalam Fiqhi Islam, h. 79
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kamu Telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak
dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik.
barangsiapa yang kafir sesudah beriman (Tidak menerima hukum-hukum
Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang
merugi.
Untuk memahaminya Ibn Abbas mengaitkannya dengan firman Allah QS. at-
Taubah /9: 29 yang  berbunyi:
                  
                    
    
Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula)
kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang
diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang
benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-kitab kepada
mereka, sampai mereka membayar jizyahdengan patuh sedang mereka dalam
keadaan tunduk”.16
Berdasarkan ayat ini, orang-orang kafir yang tidak membayar jizyah dipandang
sebagai musuh (harbi). Mereka harus diperangi dan seorang muslim dilarang
mengawini perempuan-perempuan mereka itu.
Ketiga, Pendapat jumhur fuqaha, yang membolehkan (menghalalkan)
perkawinan laki-laki muslim dengan perempuan ahl-al-kita>b baik zimmiyah
maupun harbiyah. Menurut jumhur, berdasarkan keumuman surat al-Maidah /5: 5,
perbedaan negeri tidak ada pengaruhnya terhadap boleh tidaknya mengawini
perempuan ahl al-kita>b. Karena itu perempuan ahl al-kita>b yang berdomisili di
16 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 258
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da>r al-harb tidaklah mengharamkan bagi si muslim untuk mengawininya. Karena
perempuan ahl al-kita>b halal  bagi muslim ketika berada di da>r al-Islam,
sebagaimana tidak haram mengawini perempuan muslimah ketika ia berada di da>r
al-harb.17 Kebolehan mengawini perempuan kitabiyah di da>r al-harb dalam
keterangan jumhur adalah kebolehan yang bersifat makruh. Menurut Hasbi, penyebab
para ulama memakruhkan hal tersebut ialah karena perempuan kitabiyah yang berada
di da>r al- harb bisa membawa keadaan yang tidak baik, diantaranya kemungkinan
si muslim lantaran cintanya kepada istrinya pergi menetap di da>r al-harb. Padahal
Nabi saw memutuskan hubungan  dari orang muslim yang menetap di da>r al- harb
dan tunduk kepada kekuasaan orang harbi.18 Kondisi inilah yang menunjukan
haramnya laki-laki muslim mengawini perempuan ahl al-kita>b. Akan tetapi, karena
keumuman QS. al- Maidah/5:5 yang membolehkan laki-laki muslim mengawini
perempuan ahl al-kita>b, maka keharaman tersebut bergeser menjadi suatu
kemakruhan.
Berdasarkan pemikiran ini Hasbi menggaris bawahi bahwa laki-laki yang
boleh mengawini perempuan kitabiyah harbiyah adalah bahwa laki-laki muslim itu
haruslah seorang yang kuat aqidahnya/imannya, kuat iradahnya dan mempunyai
akhlak yang mulia. Sebaliknya orang yang lemah imannya dan mudah dipengaruhi
keimanannya, maka haruslah ia dicegah dari perkawinan tersebut.19 Yang terpenting
17 TM Hasbi Ash- Shiddieqy, Hukum Antar Golongan Dalam Fiqhi Islam, h.80
18 TM Hasbi Ash- Shiddieqy, Hukum Antar Golongan Dalam Fiqhi Islam, h.80
19 TM Hasbi Ash- Shiddieqy, Hukum Antar Golongan Dalam Fiqhi Islam, h.80
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bagi Hasbi adalah kualitas keimanan dan keislaman seorang muslim sehingga
mencapai kemaslahatan.
Jadi apabila pernikahan itu akan mendatangkan mudarat/membahayakan bagi
agama Islam, maka seharusnya ditinggalkan, tetapi jika ia akan mendatangkan
maslahat/mendukung agama Islam, maka boleh-boleh saja namun perlu
ihtiyat/kehati-hatian dalam memilih perempuan ahl al-kita>b dalam perkawinan.
c. Perkawinan Perempuan Muslimah dengan laki-laki non Muslim
Hasbi berpendapat bahwa perkawinan antara perempuan muslimah dengan
laki-laki non muslim adalah haram hukumnya. Perkawinan perempuan muslimah
hanya dibolehkan kepada yang sesama Islam. Pendapat ini berdasarkan QS. al-
Baqarah /2: 221.
                      
                   
                            
      
Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka
beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita
musyrik, walaupun dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan
orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka
beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik,
walaupun dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah
mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan
169
ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka
mengambil pelajaran.20
Orang Islam dilarang juga mengadakan perbesanan dengan orang-orang
musyrikin, sehingga dilarang pula mengawinkan perempuan muslimah dengan
mereka. Larangan perkawinan ini bersifat mutlak, baik laki-laki non muslim dari ahl-
al-kita>b maupun tidak.21 Hasbi menguatkan pendapatnya dengan hadis Nabi Saw:
 ِﻪْﻴَﻠَﻋ ﻰَﻠْﻌُـﻳ َﻻَو ، َﻮُﻠْﻌَـﻳ ُمَﻼْﺳ ِْﻹا.22
Hadis ini menunjukkan ketinggian derajat Islam terhadap agama-agama lain.
Perempuan muslimah berderajat lebih tinggi dari laki-laki non Islam, sehingga laki-
laki non-Islam diharamkan memperistri perempuan muslimah. Tujuan larangan ini
adalah agar tidak terjadi penguasaan hak oleh suami yang non Islam terhadap Istrinya
yang muslimah. Dan hal yang paling dikhawatirkan adalah lemahnya perempuan
muslimah, sehingga mudah terpengaruh oleh perilaku laki-laki yang menjadi
suaminya (non Islam) dan dimungkinkan juga berpindahnya agama perempuan
muslimah kepada agama suaminya.23
Selain ayat tersebut Hasbi juga berpedoman pada QS. Mumtahanah /60:10,
yang berbunyi :
20 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 43
21 TM Hasbi Ash- Shiddieqy, Tafsir Al-Qur’anul Madjied, “AN-NUR”, h. 192
22 Hadis  riwayat al-Bukhari> dan ad-Da>raqut}ni>. Al-Bukha>ri, S}ahi>h al-Bukha>ri>,
Bab fi> al-Jana>ij, (ttp:Da>r al-Fikr, 1981), h.96. As-Suyuti>, al-Ja>mi’ as-S}agir, cet.I (Bandung:
Syarkah al-Ma’arif, tt), h.123
23 TM Hasbi Ash- Shiddieqy, Tafsir Al-Qur’anul Madjied, “AN-NUR”, h. 192-193
170
                        
                      
   ….
“Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu
perempuan-perempuan yang beriman, Maka hendaklah kamu uji (keimanan)
mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka;maka jika kamu
Telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman Maka janganlah
kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir.
mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada
halal pula bagi mereka.24
Berpedoman ayat tersebut menurutnya, jelas perempuan muslimah diharamkan
melakukan perkawinan dengan orang non Islam. Hasbi sangat mengharamkan
perkawinan ini, sehingga untuk mencegah terjadinya perkawinan ini, ia mengambil
pendapat yang paling ekstrem. Ia memilih pendapat Imam Malik yang memberi
sanksi dibunuh bagi kafir zimmi yang mengawini perempuan muslimah.25
Pandangan Hasbi tentang perkawinan dengan laki-laki non muslim  sangat
ekstrem demi kemaslahatan agama Islam. Karena dikhawatirkan perempuan muslim
mengikuti agama suaminya karena terpengaruh dengan bujukan dan rayuan serta
paksaan dari suaminya karena laki-laki adalah penguasa rumah tangga dan pemimpin
terhadap perempuan serta penanggungjawabnya.
2. Shalat Jum’at
24 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 803
25 TM Hasbi Ash- Shiddieqy, Hukum antar….h. 83
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Pandangan Hasbi tentang shalat Jum’at berbeda dengan mayoritas ulama
yang menyatakan bahwa shalat Jum’at  pengganti shalat zuhur. Bagi Hasbi shalat
Jum’at bukan pengganti shalat zuhur, juga bukan shalat zuhur yang dipendekkan
tetapi merupakan kewajiban yang berdiri sendiri. Pada hari Jum’at tidak ada
kewajiban shalat zuhur yang ada hanyalah kewajiban shalat Jum’at. Ketiadaan
kewajiban shalat zuhur pada hari Jum’at ini bukan karena dihapus atau diganti
dengan shalat Jum’at, akan tetapi karena pada hari Jum’at itu memang tidak ada
syari’at shalat zuhur yang ada hanyalah syari’at shalat Jum’at.26 Karena itu orang
yang tidak sempat mengikuti shalat Jum’at, baik seluruh atau sebagiannya atau orang
berhalangan hadir berjamaah di masjid baik karena sakit atau sebab lain, demikian
pula kaum perempuan  yang tidak wajib hadir berjamaah di masjid harus sembahyang
Jum’at baik bersama-sama atau sendiri-sendiri. Tidak boleh sembahyang zuhur  pada
siang hari Jum’at. Berjamaah dan khutbah bukan rukun atau syarat sah shalat
Jum’at.27 Pendapat Hasbi ini didasarkan pada dalil-dalil berikut:
Pertama, kata shalat pada QS. al-Jum’ah/62:9 berikut adalah shalat Jum’at,
bukan shalat lain atau shalat zuhur yang diringkas.
                        
           
26 TM Hasbi Ash- Shiddieqy, dalam artikel :” Mengapa saya menyalahi Jumhur dan
mewajibkan Jum’at juga atas orang yang tidak ke Masjid” Al-Jamiah XIII th. 1974, No.7 h. 14
27 TM Hasbi Ash- Shiddieqy, Dinamika dan Elastisitas Hukum Islam, J(akarta: Tintamas,
1975), h. 10
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Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at,
Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli
yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu Mengetahui.
Perintah dalam ayat ini ditujukan kepada semua orang yang beriman tanpa
kecuali, baik laki-laki maupun perempuan baik yang berada di kampung maupun
yang sedang safar baik yang sehat maupun yang sakit.
Kedua, Hadis Umar yang diriwayatkan oleh Ahmad, an-Nasai, Ibn Majah, Ibn
Hibban dan al Baihaqy berikut:
ﺔﻌﻤﺠﻟا ةﻼﺻ و نﺎﺘﻌﻛر ﺮﻄﻔﻟا ةﻼﺻ و نﺎﺘﻌﻛر ﻲﺤﺿﻻا ةﻼﺻو نﺎﺘﻌﻛر ﺮﻔﺴﻟا ةﻼﺻ
 ﻢﻠﺳ و ﮫﯿﻠﻋ ﷲ ﻰﻠﺻ ﺪﻤﺤﻣ نﺎﺴﻟ ﻰﻠﻋ ﺮﺼﻗ ﺮﯿﻏ ﻦﻣ مﺎﻤﺗ نﺎﺘﻌﻛر28
Shalat safar 2 rakaat, shalat hari raya kurban 2 rakaat, shalat jum’at 2 rakaat
sempurna bukan dipendekan. Demikian ketetapan Allah melalui lidah
Muhammad saw.
Hadis ini jelas menyebutkan shalat Jum’at adalah  dua rakaat utuh. Bukan
dipendekkan. Artinya shalat Jum’at adalah kewajiban yang berdiri sendiri, tidak
disyari’atkan sebagai pengganti shalat zuhur, ketiadaan syari’at shalat Zuhur bukan
karena diganti atau terhapus oleh shalat Jum’at akan tetapi karena memang tidak
disyari’atkan pada hari Jum’at itu. Oleh karena itu pendapat Said Ibn Jubair, seorang
thabi’i yang mengatakan shalat Jum’at adalah empat rakaat yang dua rakaat diganti
oleh khutbah, berlawanan dengan hadis Umar ini, karena itu pendapat Ibn Jubair
menjadi gugur.
28 Al-Baihaqy, As-Sunan al-Kubra, Bab shalat al-Jum’ati Rak ataini ( Bairut: Dar al-fikr,
1992) III: 436. Hadis Shahih, diriwayatkan oleh Al-Baihaqy dari Ka’ab dari Ujrah dari Umar ra.
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Ketiga, Shalat Jum’at dua raka’at telah difardukan sebelum hijrah, sedangkan
shalat Zuhur empat rakaat disyari’atkan sesudah hijrah. Dengan demikian shalat yang
pokok pada hari Jum’at adalah shalat dua rakaat bukan shalat empat raka’at.
Keempat, Hadis Jabir yang menerangkan bahwa Rasulullah pernah suatu hari
Jum’at berkhutbah di Masjid lalu datanglah kafilah unta dari Syam membawa barang
dagangan, maka berkerumunlah penduduk madinah pada kafilah itu, sehingga tidak
ada yang tinggal kecuali 12 orang saja.29 Berkenaan dengan kejadian itu, turunlah QS.
al-Jumuah/62:11. Nabi meneruskan khutbahnya dan shalat Jum’at.
Hadis ini menjelaskan bahwasanya Nabi meneruskan shalat Jum’at dengan 12
orang dan tidak memerintahkan kepada orang–orang yang meninggalkan Nabi agar
shalat Zuhur, Seandainya salat Jum’at disyari’atkan sebagai pengganti salat Zuhur
tentunya nabi akan memerintahkan pada orang-orang yang meninggalkan salat Jum’at
itu untuk shalat Zuhur.
Kelima, Para ulama tidak sepakat dalam menetapkan jumlah yang hadir bagi
sahnya shalat Jum’at berjamaah. Jika berjamaah merupakan syarat sah shalat Jum’at
harus berjamaah, maka mengapa para ulama bersengketa dalam menentukan batas
jumlah yang harus hadir. Ada yang menyaratkan tiga orang, ada yang mensyaratkan
15 orang dan adapula yang mensyaratkan empat puluh orang. Selain itu ada juga yang
berpendapat sah dikerjakan tanpa berjamaah. Adapun terhadap fatwa shahabi:
‘Abdullah ibn ‘Umar yang diriwayatkan oleh al-Baihaqy:  “Apabila anda mendapat
29 Muslim, Shahih Muslim...V , h.150, diriwayatkan oleh Muslim dari Salim Ibn Abi al-Sa’d
dari Jabir Ibn Abdillah
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Jum’at berjamaah satu rakaat tambahlah satu rakaat lagi. Dan apabila anda
menjumpai mereka telah duduk akhir, maka sembahyanglah empat rakaat”.30
Menurut Hasbi, bahwa fatwa ulama memang bisa digunakan sebagai hujjah
jika tidak diperoleh dari al-Qur’an, as-Sunnah dan Ijma’. Namun demikian tidak
semua ulama sependapat tentang kapan dan bagaimana fatwa sahabat bisa digunakan
dan fatwa sahabi siapa saja yang boleh diambil. Hasbi tidak menyebutkan juga secara
tegas apakah dia menerima atau menolak fatwa shahabi sebagai hujjah.
Sehubungan dengan sikap Hasbi terhadap fatwa shahabi tersebut, maka dia
melakukan penyelidikan tentang shahih tidaknya  fatwa shahabi tersebut. Kesimpulan
yang ditariknya ialah fatwa Ibn Umar seperti yang diriwayatkan oleh al-Baihaqy
adalah lemah (d}aif) sebab dalam mata rantai sanadnya terdapat nama al-Asy’ats ibn
Sauwar. Segolongan ulama menolak Hadis yang diriwayatkan oleh al-Asy’ats karena
dia termasuk kualifikasi orang yang lemah. Karena itu menurutnya fatwa Ibn Umar
tidak bisa dipakai sebagai hujjah.31
Hasbi berpendapat bahwa jama’ah bukan merupakan syarat atau rukun shalat
Jum’at. Shalat Jum’at sah dilakukan walaupun tanpa jamaah. Jama’ah Jum’at
diwajibkan kepada mereka yang tidak ada uzur. Sedangkan bagi mereka yang ada
uzur seperti hujan, sakit, atau takut kepada orang-orang z}alim tidak wajib
menghadiri jama’ah Jum’at. Adapun bagi mereka yang meninggalkan jama’ah
Jum’at tanpa ada uzur, mereka berdosa meninggalkan jamaah Jumat walaupun hanya
30 Al-Baihaqy, As-Sunan al-Kubra, Bab shalat al-Jum’ati Rak ataini . h.204
31 Nouruzzaman ash shiddiqi, Fiqhi Indonesia Penggagas dan gagasannya, h. 183
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sendirian dan tidak boleh melaksanakan shalat zuhur, karena tidak ada tuntunan dari
Nabi yang demikian. Jamaah Jum’at adalah kewajiban yang berdiri sendiri.32
Pendapat ini didasari bahwa taklif shalat Jum’at itu atas individu bukan atas jama’ah,
tegasnya shalat Jum’at bukan diwajibkan atas jamaah tetapi diwajibkan atas masing-
masing pribadi, dengan artian baik dikerjakan sendiri-sendiri maupun dengan
berjamaah tetap dikerjakan sebanyak dua rakaat.33 Menurutnya menamai hari itu
Jum’at lantaran berkumpulnya manusia pada hari itu, tidak bisa dijadikan alasan
bahwa shalat Jum’at harus berjamaah, karena yang dkehendaki firman Allah (62:9)
adalah shalat pada hari Jum’at bukan shalat Jum’at.34
Perintah Ibnu Abbas kepada juru Azan mengganti haya ‘ala as-salah (mari
bersembahyang) dengan sallu fi ar-rihal (bersembahyanglah ditempatmu masing-
masing) pada waktu hujan sedang turun. Perintah Ibnu Abbas itu lebih memperjelas
lagi bahwa berjama’ah bukanlah merupakan syarat sahnya shalat Jum’at. Sebab
biasanya shalat di rumah adalah sendiri tidak berjamaah. Ketika Ibnu Abbas ditanya
mengapa berbuat demikian, dia menjawab: “Nabi berbuat demikian”.35
Hasbi mengatakan dalam buku Hukum-hukum Fiqh Islam yaitu;
Sembahyang Jumat fardhu ‘ain, demikian pendapat Jumhur, setengah ulama
mengatakan fardhu kifayah. Menurut pentahkikan kami yang dapat dipandang
fardhu kifayah itu ialah menghadiri jamaah Jumat. Tidak wajib sembahyah
Jumat atas anak kecil, hamba, musafir, dan wanita, demikian pendapat
32 T M.Hasbi Ash Shiddieqy, Pedoman Shalat, Edisi 2, Cet ke-4, (Semarang: Pustaka Rezki
Putra: 2000), h. 389-393
33 T M.Hasbi Ash Shiddieqy, Pedoman Shalat, h, 398
34 T M.Hasbi Ash Shiddieqy, Pedoman Shalat, h.398.
35 Nouruzzaman ash shiddiqi, Fiqhi Indonesia Penggagas dan gagasannya, h. 181-182
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jumhur. Dalam pada itu, ada diriwayatkan dari Ahmad bahwa Jum’at itu
wajib atas budak, Daud mewajibkan Jumat atas budak. Menurut pentahkikan
kami yang tidak diwajibkan atas budak, musafir, dan perempuan ialah
menghadiri Jumat, bukan mengerjakan Jumat. Boleh mengerjakan sesama
wanita, dan boleh juga berjama’ah bersama-sama orang laki-laki di mesjid.36
Dari ungkapan tersebut dipahami shalat Jumat tetap wajib dilaksanakan tidak
secara berjama’ah oleh kaum wanita tetapi dengan sendiri-sendiri. Salah satu dalil
yang dipegang untuk mewajibkan Jumat bagi perempuan, ialah gugurnya duhur dari
mereka dengan mengerjakan Jumat sebagaimana yang dilakukan oleh isteri para
sahabat di masa Rasulullah, demikian yang disimpulkan Hasbi.37
Berkaitan khutbah Jum’at Hasbi memandang khutbah Jum’at sebagai suatu
syiar shalat Jum’at akan tetapi bukan suatu yang wajib. Khutbah Jum’at hanyalah
sunnah amaliyah. Beberapa alasan yang dikemukakan:
Pertama, bahwa yang dimaksud dengan lafaz zikr Allah dalam surat al-
Jumu’ah (62) : 9 ialah shalat itu sendiri, bukan khutbah.38 Hasbi juga menyandarkan
pendapatnya pada beberapa ulama salaf diantaranya: al-Hasan al-Basri, Dawud Ibnu
Ali, al-Juwaini dan mazhab Syafi’i, Abdul Malik Ibn Habib dan Ibn al-Majisu yang
juga berpendapat bahwa khutbah hanyalah sunnah saja  bukan fardu.39 Kedua, bahwa
orang yang menyampaikan khutbah Jum’at membelakangi kiblat.
3. Bank ASI
36 TM. Hasbi Ash- Shiddieqy, Hukum- hukum Fiqh Islam , h. 108
37 Ash- Shiddieqy, Koleksi Hadis, h. 290
38 Nouruzzaman ash shiddiqi, Fiqhi Indonesia Penggagas dan gagasannya h.32
39 Nouruzzaman ash shiddiqi, Fiqhi Indonesia Penggagas dan gagasannya, h. 186
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Memberikan ASI (air susu ibu) kepada bank ASI menurut ulama boleh karena
terdapat maslahat di dalamnya. Yaitu para ibu yang kurang lancar atau bahkan tidak
keluar ASI-nya bisa memanfaatkan lembaga ini untuk memenuhi kebutuhan anaknya
sehingga dengan mengkomsumsi ASI dari lembaga ini sang bayi tidak kekurangan
gizi. Disamping itu memiliki unsur positif saling menolong, hal ini pernah terjadi
pada Nabi Muhammad ketika masih kecil disusui Halimah as-Sa’diyah.
Namun pemberian ASI pada bayi di bawah usia 2 tahun  menurut fiqhi Islam
mempunyai implikasi hukum. Yaitu adanya hubungan kekeluargaan yang disebut
rada’ah, sehingga sang bayi tidak boleh menikah dengan ibu atau saudara susuannya.
Dalam prakteknya di dunia International, hal ini tidak mendapatkan perhatian.
Air susu di bank ASI boleh dikomsumsi oleh siapa saja dan tidak mempunyai
implikasi hukum sebagaimana dalam fiqhi Islam. Sehingga ada kemungkinan terjadi
perkawinan antara saudara susuan yang sebenarnya tidak semestinya terjadi. Bila
sistem yang berlaku seperti ini, maka menyalurkan kelebihan ASI ke Bank ASI
haram hukumnya. Dan mengkomsusinya juga haram, karena sang anak suatu saat
nanti tidak tahu siapa dulu yang memberikan ASI padanya. Untuk menjembantani hal
ini maka bank ASI harus memberikan label pada ASI tentang data-data dari siapa ASI
itu didapatkan.
Hasbi menyampaikan batas susuan lima kali40 sang bayi itu menyusui
sehingga ia tidak boleh dinikahi atau menikahi oleh saudara sesusuannya. Ia  juga
40 TM Hasbi Ash Shiddieqy, Kumpulan Soal Jawab, h.
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menegaskan pemanfaatan ASI berkenaan dengan gizi didapatkan, sehingga bayi
mengalami pertumbuhan yang memadai.
Hasbi dalam bukunya kumpulan soal jawab sehubungan dengan bank ASI ini
berpendapat:
Memberikan susu kepada suatu lembaga atau Bank susu, oleh wanita-wanita
yang menyusui, tidaklah haram. Boleh saja wanita yang sedang menyusui
memberikan air susunya kepada Bank ASI untuk disimpan. Tetapi
menggunakan air susu itu kepada bayi-bayi yang memerlukan air susu,
menimbulkan hal-hal yang mengakibatkan rusaknya hukum. Menurut hukum
apabila seorang bayi menyusu pada seorang wanita atau minum air susunya
senyak lima kali berwujudlah hukum rada’a, haramlah si anak itu mengawini
saudara susunya. Padahal si anak tidak tahu susu siapa yang telah
diminumnya, karena wanita manakah yang mempunyai susu itu. Apakah air
yang satu gelas itu kepunyaan satu orang saja atau sudah dicampur dari
kepunyaan beberapa wanita  dalam satu toples besar. Dia tidak pula siapa-
siapa kawan yang meminum susu itu maka ditinjau dari segi syara
menggunaka air susu yang disimpan itu secara yang berlaku sekarang tidak
dapat dibenarkan syara. ... jika sekedar memberikan air susu ke suatu rumah
sakit, kemudian disimpan dalam suatu kaleng tententu dan diberi pula nama
tertentu dan suatu ketika diberikan kepada seorang anak, maka apabila anak
ini meminunya cukup lima kali terjadilah hubungan radla’ah.41
Dari pandangan Hasbi di atas dapat dipahami bahwa 1) batas minimal
meminum susu bagi seorang bayi terhadap susu ibu susuannya sehingga disebut
radla’a adalah  lima kali. 2) Tidak boleh mencampur ASI dari banyak ibu dalam satu
toples karena tidak jelas siapa ibu susuan yang sesungguhnya. 3) boleh memberikan
ASI ke lembaga pengelola ASI/ bank ASI asal diketahui sumber ASI itu dengan
mencantumkan nama dan alamat yang mempunya ASI.
41 TM Hasbi Ash Shiddieqy, Kumpulan Soal Jawab, h. 104-105
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B. Sumber Hukum dan Metode Istinba>t} Fiqhi TM Hasbi Ash-Shiddieqy,
Kata metodologi berasal dari bahasa Inggris methodology, yang dasarnya
berasal dari bahasa latin methodus dan logia, kemudian diserap oleh bahasa Yunani
methodos yang berarti cara atau jalan, dan logos berarti akal atau rasio.42 Dalam
bahasa Indonesia metodologi bermakna ilmu atau uraian tentang metode, sedangkan
metode sering diartikan dengan sebagai cara kerja yang bersistem untuk memudahkan
pelaksanaan kerja suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.43
Dengan demikian metodologi yang penulis maksudkan dalam tulisan ini
adalah cara atau wacana yang digunakan Hasbi dalam membangun sebuah konsep
yang merujuk pada proses, prinsip dan prosedur untuk menjawab sebuah persoalan
hukum yang muncul.
Sebelum lebih jauh membahas metode istinbat hukum Hasbi terlebih dahulu
penulis mengemukakan sumber hukum yang digunakan para Imam Mazhab dalam
menginstinbatkan hukum. Dengan merujuk ke pandangan Imam Mazhab tentang
sumber hukum tersebut maka dapat diketahui hasil kesimpulan pemikiran fiqhi Hasbi
merujuk ke pendapat ulama yang mana.
Dasar-dasar yang digunakan Imam Hanafi dalam mengistinbatkan/
menetapkan hukum diantaranya adalah al-Qur’an, hadis, aqwalu al-shaha>bah
42 Sudarto, Metodologi Penelitian Filsafat, Cet. Ke-2, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
1997), h.41
43 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai
Pustaka, 1988), h. 581.
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(perkataan sahabat), qiya>s, istihsa>n dan urf. Adapun dasar-dasar mazhab Imam
Malik adalah al-Qur’an, Sunnah rasul, ijma’ ulama madinah, tetapi kadang-kadang
beliau menolak hadis bila berlawanan atau tidak diamalkan oleh para ulama Madinah,
qiya>s dan istislah (maslahah mursalah). Sedangkan Imam Syafi’i dalam
mengistinbatkan hukum, beliau menggunakan sumber-sumber berikut sebagai acuan
pendapatnya yang termaktub dalam kitab ar-Risalah di antaranya; al-Qur’an, as-
Sunnah, ijma’, qiya>s dan istisha>b.
Meskipun karya tulis Hasbi meliputi berbagai disiplin keislaman sebagaimana
yang telah disebutkan pada bab III, tetapi ilmu fiqhi lah yang membawanya lebih
populer dan berpengaruh dari yang lainnya.
Dari sekian sumber hukum yang disebutkan di atas, ternyata Hasbi tidak
mengikuti pendapat seorang imam saja tetapi beliau memadukan semua dasar-dasar
penetapan hukum tersebut dengan cara mengkomparasikan pendapat-pendapat Imam
mazhab dan mentarjih salah satunya jika hal tersebut dibutuhkan.
Dalam mengistinbatkan hukum Hasbi mengklasifikasikan sumber-sumber
hukum Islam yang akan menjadi lapangan proses ijtihadnya ke dalam tiga kategori:
pertama, sumber-sumber yang diwahyukan yaitu al-Qur’an dan as-Sunnah.44 Kedua,
Sumber-sumber yang tidak diwahyukan yakni ijma’, qaul as-s}ahabi, dan urf. Ketiga,
44 T.M.Hasbi ash-Shiddieqy, Pengantar Ilmu Fiqhi, Cet 4,( Jakarta: Bulan Bintang, 1985), h.
169-172
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sumber-sumber yang berdasarkan akal yaitu qiya>s, istihsa>n, masl{ahah mursalah,
istis}ha>b dan sad azl-z}ariah.45
1. Al-Qur’an
Hasbi berpendapat tentang al-Qur’an, bahwa sebagai wahyu ilahi yang
berlaku sepanjang masa, ayat-ayat al-Qur’an mustahil ada mansukh. Kemudian Hasbi
juga membolehkan usaha penafsiran atau penerjemahan al-Qur’an dengan bahasa
‘ajam.46 Ada dua sifat pokok al-Qur’an dalam masalah hukum yaitu: pertama, hukum
yang bersifat tetap dan berlaku sepanjang masa dan bagi seluruh umat. Kedua, hukum
yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi kaidah-kaidah hukum, yang
berazaskan keadilan, persatuan, persamaan, kebersamaan, musyawarah, perdamaian,
tanggungjawab serta tidak memberatkan.47
Kedua sifat yang dianut al-Qur’an memberi petunjuk bahwa syari’at
ditetapkan bukan untuk membebani pelaksana hukum (mukallaf) tetapi guna memberi
kemaslahatan bagi manusia sendiri. Sifat umum yang yang dianut al-Qur’an jelas
mengandung makna, bahwa al-Qur’an membiarkan masalah-masalah muamalah,
siyasah berkembang menurut kebutuhan masa, keadaan dan tempat. Inilah bukti
kedinamisasian al-Qur’an.
45 T.M.Hasbi ash-Shiddieqy, Pengantar Ilmu Fiqhi, h. 182-184
46 Bahasa 'Ajam adalah bahasa Arab kasar Tidak dapat disangkal bahwa ayat-ayat al-Qur’an
tersusundengan kosa kata bahasa Arab, kecuali beberapa kata yang masukdalam perbendaharaannya
akibat akulturasi. Al-Qur’an mengakui hal ini dalam kesekian banyak ayatnya, antara lain ayat yang
membantah tuduhan yang mengatakan bahwa al-Qur’an diajarkan oleh seorang ‘ajam (non Arab)
kepada nabi. Allah swt. Berfirman: (QS An-Nahl 16:103), Bahrum Saleh, Bahasa al_Quran dan
Nahwu, http://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20110813182359AAprzhe
47 Nouruzzaman ash shiddieqy, fiqhi  Pengagas dan gagasannya, h. 105.
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2. Hadis
Adapun mengenai Hadis, Hasbi berpendapat bahwa hadis memiliki dua sifat
yaitu pertama, penetapan hukum (tasyri’) dan kedua, pedoman untuk menetapkan
sesuatu hukum48. Selain itu dalam memperlakukan hadis Hasbi memberikan dua
landasan: Pertama, Hadis sebagai hujjah yang harus ditaati. Kedua, Hadis sebagai
penjelas nas} al-Qur’an yang bersifat umum (mujma>l), sehingga sangat tidak
mungkin hadis bertentangan dengan al-Qur’an. Namun  tegas Hasbi mengatakan ada
dua kenyataan lain yang harus dihadapi dengan hati-hati. Pertama, tidak semua yang
dikatakan hadis adalah benar. Karena banyak sekali hadis palsu yang bermunculan,
disamping bahwa derajad hadis juga sangat beragam (mutawa>tir, d{a’if, hasan dan
sebagainya). Tidak semua ulama sepakat menggunakan derajat hadis itu. Dan inilah
yang memicu perbedaan paham dikalangan ulama dalam menetapkan hukum. Kedua,
hadis yang sekalipun benar hadis tidak pula semuanya menjadi syari’at yang berlaku
umum yang harus dilaksanakan disembarang tempat dan waktu.49
Bagi Hasbi, Hadis sahih adalah dalil nash yang tidak boleh ditinggalkan.
Hasbi juga menyatakan “Hadis yang shahih, harus diterima walaupun tidak
diamalkan oleh seseorang”.50 Atau ia menekankan kembali pandangan ulama hadis
yang menyatakan: “Bagi siapa yang mempunyai pengetahuan tentang hadis dan ilmu-
48 Nouruzzaman ash shiddieqy, fiqhi  Pengagas dan gagasannya, h. 112
49 Nouruzzaman ash shiddieqy, fiqhi Pengagas dan gagasannya , h.113
50 Hasbi, Ilmu Dirayah, I, h. 138
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ilmunya, wajiblah ia memiliki dan menyelidiki hadis, membedakan antara hadis yang
shahi>h dengan yang dha‘if, antara yang kuat dengan yang lemah, dan hendaklah ia
mengamalkan mana yang dipandang shahih”..51
Ia menghimbau agar bersikap hati-hati dalam menggunakan hadis. Jika
menemukan hadis hadis yang nampak bertentangan, cara yang dgunakan yaitu al-
jam’u yaitu mengkompromikan atau mempertemukan hadis-hadis tersebut. Jika
hadis-hadis tersebut sama-sama kuat dan tidak memungkinkan untuk di jama’ maka
Hasbi melihat asbab al-wurudnya hadis kemudian menasakh. Misalnya hadis tentang
nikah mut’ah. Matan hadis nampak bertentangan secara zahir, Rasulullah
memerintahkan untuk melakukan nikah mut’ah kemudian setelah itu melarang hingga
hari kiamat. Menurutnya, perintah pertama telah dinasakh oleh perintah yang datang
kemudian yaitu melarang untuk melakukan nikah mut’ah52.
Disamping itu Hasbi menggunakan metode muqaran dalam melihat hadis-
hadis hukum dengan cara membandingkan hadis yang nampak sama kemudian
mentahkik mana yang paling rajih.
Terlihat jelas ketika hendak mengambil satu kesimpulan pada setiap masalah
Hasbi selalu mengutip lalu membandingkan beberapa pendapat-pendapat ulama salaf
dan kalaf, yang menjadi panutan dari zaman ke zaman, agar dapat dijadikan bahan
perbandingan antara pendapat suatu mazhab dengan mazhab lainnya yang hidup dan
51
52 T.M.Hasbi ash-Shiddieqy,Koleksi Hadis-hadis Hukum.(HR.Ahmad dan Muslim; al-
Muntaqa) II: h. 521
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berkembang dikalangan masyarakat Islam dunia. Kemudian setelah itu
dikemukakanlah pentahqiqan Hasbi, mana pendapat-pendapat itu yang paling kuat
dan dapat diakui.
Hasbi menegaskan terjadinya perbedaan pendapat dikalangan ulama bukanlah
hal yang tabuh, sebab peluang untuk berbeda telah diberikan oleh watak fiqh yang
dinamis dan kenyal. Karena itu setiap fiqhi dapat menarik kesimpulan yang dianggap
paling rajih dan sesuai dengan kondisi lingkungan tertentu belum tentu pas untuk
lingkungan yang lain.53
3. Ijma’
Ijma’atau konsensus terhadap penetapan suatu hukum merupakan sumber
hukum yang ketiga bagi Hasbi. Namun tidak semua hasil ijma’ diterima. Ijma’ yang
tidak bisa dilepaskan, katanya, ialah ijma’ shahabi dan ulama salaf mutaqaddimin
yang sah dan jelas, teristimewa dalam soal aqidah dan ibadah. Sedangkan ijma’ dari
kalangan ulama mutaakhirin perlu diteliti keabsahannya.
Hasbi Ash Shiddieqy menekankan pentingnya ijma’ dikembalikan kepada
makna harfiahnya seperti yang difahami di masa awal-awal Islam, yaitu
permufakatan para u>li al-amri atau ahl al-hilli wa al-aqdi tentang urusan yang
menyangkut kemaslahatan umum. Jadi ijma’ yang harus digagas ialah ijma’ kalangan
53 H.Z.Fuad Hasbi Ash-Shiddieqy, Pembaruan Pemikiran Islam Indonesia 100 Tahun
Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy 1904-2004, (Jakarta: Yayasan Teungku Muhammad Hasbi
Ash Shiddieqy, 2004), h.7
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tertentu yang kredibel secara keislaman dan keilmuan umum, bukan sembarang
ulama.54
4. Qiyas
Qiyas dari segi bahasa menurut Hasbi berarti mengukur dan mewataskan.55
Setelah mengutip beberapa pengertian qiya>s dari ahli us}u>l al-fiqh Hasbi
menyimpulkan istilah qiya>s yaitu mengembalikan sesuatu kepada maksud-maksud
syara, kaidah-kaidah syara yang umum, dan kepada ‘illat-‘illat yang lekas dipahami
dan tidak diperselisihkan.
Konsep qiya>s yang dikemukakan Hasbi agaknya berbeda dengan yang
dikemukakan ulama lain yang condong dikaitkan hanya pada ‘illat hukum.
Sedangkan Hasbi memperluas dengan menyertakan tujuan syara, kaidah-kaidah syara
dan ‘illat yang menjadi kesepakatan ulama sebagai komponen qiya>s, khususnya
pada penetapan ‘illat.
Namun dalam bukunya berjudul sari Kuliah Ushul fiqh sekitar ijtihad bir
ra’yi dan djalan-djalannya Hasbi menyatakan bahwa inti dari qiya>s adalah
penggalian ‘illah (ta’lil al-h}ukm).56 Nampaknya Hasbi terkesan tidak konsisten
dalam memberikan argumen tentang qiya>s, meskipun demikian dipahami bahwa
defenisi Hasbi sama dengan defenisi yang dikemukakan usuliyyin.
54 TM. Hasbi Ash Shiddieqy, Pengantar Hukum, h. 65
55 TM. Hasbi Ash Shiddieqy, Pengantar Hukum, thn 1985, h. 277
56 T.M.Habi Ash-Shiddieqy, Sari Kuliah Ushul Fiqhi sekitar Ijtihad bir Ra’yi dan Djalan-
Djalannya, h.9
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Aflikasi atau penggunaan qiya>s harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar
ijtihad. Karena dalam pandangan Hasbi qiya>s juga merupakan salah satu metode
ijtihad. ‘illat-illat yang lekas dipahami dan tidak diperselisihkan dalam konsep
qiya>s Hasbi dimaksudkan bahwa illat hendaknya merupakan konsensus dari para
ulama. Dalam teori qiya>s ‘illat seperti ini masuk dalam ‘illat muta’addiyah. Jika
menilik persyaratan qiya>s, maka Hasbi lebih cenderung menggunakan ‘illat
mans}us}ah daripada mustanbat}ah. Kemungkinan inilah yang dimaksud
Nourouzzaman sebagai pola ijtihad eklektif dan cenderung pada persatuan dalam
menilai teori ijtihad (qiya>s) Hasbi.57
Menurut Hasbi, proses qiya>s harus melalui beberapa tahap: a)
mengeluarkan ‘illat hukum dari kejadian yang tidak ada nas tentang hukumnya
(takhrij al-manat). b) membahas tentang kepastian adanya ‘illat itu pada kejadian
yang tak ada nas mengenai hukumnya (tahqiq al-manat). c) menetapkan bahwa dua
peristiwa itu sama ‘illat-nya. Maka atas dasar ‘illat itulah qiya>s dibangun.58
Rukun qiya>s menurut Hasbi sama dengan yang diungkapkan ulama-ulama
sebelumnya yaitu asl, hukm al-asl, far’u, ‘illat. ‘illat yang ada pada hukum as}l
57 Nourouzzaman Ash Shiddieqy, Fiqhi Indonesia Penggagas dan Gagasannya., h. 69
58 T.M.Habi Ash-Shiddieqy, Sari Kuliah Ushul Fiqhi sekitar Ijtihad bir Ra’yi dan Djalan-
Djalannya,., h.6
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harus logis. Qiya>s hanya menampakan hukum ( ﺤﻟا ﺮﮭﻈﻣﻢﻜ ) bukan menetapkan
hukum (ﻢﻜﺤﻟا ﺖﺒﺜﻣ ).59
‘Illat menurut Hasbi adalah suatu sifat pada as}l, yang di atas sifat itulah
dibina hukumnya dan dengan dialah diketahui berwujud hukum pada far’u. Hukum
adakalanya berpijak pada hikmah (sebab) dan adakalahnya berpijak pada ‘illat.
Hikmah merupakan tujuan akhir dari hukum yang tidak bisa dipahami oleh akal
seperti masalah ibadah. Sedangkan ‘illat berkaitan dengan hukum yang bisa dipahami
oleh akal. Olehnya itu hukum yang menjadi lapangan qiya>s adalah hukum yang
ma’qu>la>t al-ma’na> (muamalah), dan tidak berlaku pada bidang gairu ma’qulat
al- ma’na (ibadah).
Hukum Islam adakalanya dibangun atas dasar nas} yang dapat diketahui
‘illat-nya (ma’qu>la>t al-ma’na>) seperti pengharaman khamr karena adanya unsur
memabukan dan dalam bidang muamalat inilah qiya>s berlaku. Dan ada kalanya
tidak dapat diketahui ‘illat-nya (gairu ma’qulat al-ma’na>) contohnya dalam
masalah ibadah.
Hasbi membagi ‘illat dalam beberapa bagian antara lain:
1. Dari segi i’tibar syara:
a. Munasib Muassir, yaitu munasib yang di i’tibari oleh syara dengan sempurna.
Misalnya firman Allah QS. al-Baqarah/2:222 yang berbunyi:
59 T.M.Habi Ash-Shiddieqy, Sari Kuliah Ushul Fiqhi sekitar Ijtihad bir Ra’yi dan Djalan-
Djalannya,, h.8
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                      
                     
     
Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah
suatu kotoran". oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di
waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci.
apabila mereka Telah suci, Maka campurilah mereka itu di tempat yang
diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang
yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.60
Dengan nash ini hukum ditetapkan yaitu wajib menjauhkan diri dari perempuan
di waktu dia sedang haid. Karena haid itu adalah penyakit. Disini nash terang-
terangan mengatakan bahwa yang menyebabkan dalam masalah ini ialah karena
penyakit. Penyakit inilah yang mewajibkan orang mengasingkan diri dari perempuan
yang sedang haid. Menyifatkan ini namanya manasib muatsir.
b. Munasib mulaim, yaitu munasib yang di i’tibari syara dengan salah satu jalan
i’tibar saja.
Misalnya; Sucinya air liur kucing, ketetapan hukum macam ini berdasarkan
ketetapan nash Rasulullah memberikan alasan bagi sucinya air liur kucing.
“Sesungguhnya kucing itu tergolong binatang yang selalu bergaul dengan kamu”.
Hal ini menunjukkan bahwa ‘illat bagi sucinya air liur kucing ialah untuk
menghilangkan kerepotan. Dengan demikian, maka segala sesuatu yang
60 Lihat Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: PT Sinergis Pustaka
Indonesia, 2012), h. 44
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mendatangkan kerepotan (untuk menghindarinya dibutuhkan keringanan untuk
mempermudah melakukannya).
Oleh karena itu apabila dilarangan seorang dokter melihat aurat pasien wanita
mendatangkan kerepotan, maka ia diperbolehkan melihatnya berdasarkan qiyas
sucinya air liur kucing sebab kadar repotnya menghindari melihat aurat wanita bagi
seorang dokter itu setingkat sulitnya menghindari air liur kucing. Maka hukum
melihat aurat itu sejenis dengan hukum menyentuh air liur kucing.61
c. Munasib Mulga, yaitu munasib yang sama sekali tidak diperhatikan syara.
Misalnya, terpaksa membatalkan puasanya dengan sengaja pada bulan
ramadahan karena dia merasa tersiksa menahannya.
d. Munasib mursal, yaitu munasib yang syara tidak menunjuk kepada
mengi’tibarinya dan tidak pula berdasarkan suatu hukum atasnya.
2. Dari segi maslahat yang menjadi tujuan:
a. Mewujudkan sesuatu yang dharuri bagi manusia. Yaitu segala sesuatu yang
harus ada untuk tegaknya kehidupan manusia baik diniyah maupun
duniawiyyah.
b. Mewujudkan sesuatu yang hajiyah bagi manusia. Segala yang dihajati oleh
kepentingan masyarakat untuk menghindari masyaqqah guna menghilangkan
kepicikan.
61 Abu Zuhrah, Ushul fiqhi, h. 371.
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c. Mewujudkan sesuatu yang tahsiniyah bagi manusia. Yaitu mempergunakan
sesuatu yang layak dan pantas dibenarkan oleh adat dan kebiasaan yang baik
yang semuanya ini dicakup oleh bahagian makarimal akhlak.62
Menurut Hasbi, kemaslahatan itu adakalanya dipahami oleh akal dan
adakalanya  tidak bisa dipahami oleh akal. Kemaslahatan yang dapat dipahami oleh
akal bisa dilihat pada ‘illat-‘illat yang terkandung di dalamnya. Dan biasanya berlaku
pada hukum-hukum muamalah yang menyangkut hubungan kemanusiaan. Sedangkan
kemaslahatan yang tidak dapat dipahami oleh akal disebut sebab atau hikmah,
biasanya berlaku pada bidang ibadah.
Dengan demikian pelaksanaan qiya>s dalam wujud penggalian ‘illah dalam
menetapkan suatu hukum harus memperhatikan kebutuhan masyarakat. Hal ini
menggambarkan corak pendekatan ijtihad Hasbi yaitu pendekatan sosiologis.
Pembagian qiya>s menurut Hasbi meliputi qiya>s fasi>d dan qiya>s
s}ahi>h. Qiya>s s}ahi>h adalah qiya>s yang terdapat contohnya dalam al-Qur’an
sebagaimana pernah dipraktekan oleh para sahabat.63 Qiya>s yang terdapat dalam al-
Qur’an (qiya>s s}ahi>h) menurut Hasbi adalah:64 1) Qiya>s ‘illah, membandingkan
sesuatu kepada yang sama ‘illat dengannya, seperti membandingkan hukum minuman
memabukan kepada khamar. 2) Qiya>s dalalah, mengumpulkan pokok dengan
62 Al-Syatibi, Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari’ah, (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1973), h.8-12.
Lihat juga kutipan T.M.Hasbi Ash-Shiddieqy, Filsafat Hukum Islam, cet I (Jakarta: Bulan Bintang,
1975), h.187-191.
63 T.M.Hasbi Ash-Shiddieqy, Filsafat Hukum Islam,, h. 85
64 T.M.Hasbi Ash-Shiddieqy, Filsafat Hukum Islam, h.104
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cabang karena mengingat dalil ‘illat itu. Misalnya perasan anggur dihukumi haram
karena baunya sama dengan khamar. Bau yang menyengat dianggap sebagai indikator
adanya ‘illat.
Menurut Hasbi qiyas berbeda dengan dala>lah al-nas} (mafhu>m
muwa>faqah). Karena ‘illah pada dala>lah al-nas} (mafhu>m muwa>faqah) dapat
diperoleh tanpa melalui ijtihad. Sedangkan pada qiya>s didapatkan melalui proses
ijtihad. Seperti ungkapan Hasbi berikut:
Apabila sesuatu nash menundjuk kepada sesuatu waqi’ah lantaran ada yang
menjadi dasar hukum, kemudian kemudian diperoleh suatu waqi’ah jang lain
padanja terdapat ‘illah jang serupa dan ‘illah itu dengan mudah diketahui,
tjukup dengan memahami nash dari segi bahasa, tidak memerlukan idjtihad
maka berlakunya hukum asal pada fara’, adalah dengan dalala>h nash sendiri,
bukan dengan qiya>s, seperti dalala>h firman Allah “fala taqul lahuma
uffin” menundjuk dengan sendirinya kepada terlarang kita memaki dan
menyakiti orang tua.65
Qiya>s dalam pandangan Hasbi dapat dijadikan sumber atau metode istinbat
hukum Islam apabila melalui prosedur yang telah ditetapkan yaitu pemenuhan syarat
atas rukun-rukunnya yaitu : 1) Hukum asal dinashkan ‘illat-nya artinya ‘illat yang
ada pada hukum as}l dinashkan oleh syara sebagaimana dinaskan hukumnya seperti
khamar diharamkan oleh syara disertai ‘illat yang mengikutinya. 2) Apabila qiya>s
itu salah satu dari qiya>s rasul, karena rasul dalam menetapkan hukum berada pada
65 TM. Hasbi Ash-Shiddieqy, Sari Kuliah Usul al-Fiqh sekitar Idjtihad bir ra’ji dan Djalan-
djalannya, h. 8.
192
pemeliharaan Allah swt. 3) Qiya>s itu pern ah dicontohkan oleh sahabat, baik contoh
itu praktis maupun manhaji.66
Selanjutnya menurut Hasbi Qiya>s tidak bisa diterapkan pada masalah ibadah
badaniyah.67 Contohnya Hasbi menolak shalat sunnah sambil berjalan kaki dengan
mengqiyaskan pada shalat fardhu pada saat melakukan perjalanan jauh. Menurutnya
perintah dalam ibadah adalah tauqifi. Landasannya adalah kaidah al-as}l fi al-Ibadah
at-tahrim illa yakunu dalilun ala tahlilihi. Disamping itu qiya>s juga tidak berlaku
pada bidang had, kafarat. Seperti ungkapan Hasbi “dalam pada itu qiyas tidak berlaku
pada perbuatan-perbuatan pidana yang telah ada hadnya. Karena itu hakim tidak
boleh  menetapkan pencambukan 100 kali kepada suatu kesalahan selain daripada
zina”.68
5. Mas}lahah Mursalah
Hasbi dalam pengantar Hukum Islam merumuskan defenisi mas}lah}at al-
mursalah :
ﺎَﺸﻟا ِدﻮُﺼﻘَﻣ َﻰﻠَﻋ ُﺔََﻈﻓﺎَﺤُﻤﻟا                                                 ِﻖﻠَﺨﻟا ِﻦَﻋ ِﺪِﺳَﺎﻔَﻤﻟا ِﻊﻓَِﺪﺑ ِعِر
66 TM. Hasbi Ash-Shiddieqy, Sari Kuliah Usul al-Fiqh sekitar Idjtihad bir ra’ji dan Djalan-
djalannya, h.8-9
67 TM. Hasbi Ash-Shiddieqy, Sari Kuliah Usul al-Fiqh sekitar Idjtihad bir ra’ji dan Djalan-
djalannya ,h. 10-11
68 TM. Hasbi Ash-Shiddieqy, Fakta Keagungan Syari’at Islam, (Jakarta: Tintamas, 1974), h.
35
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Memelihara maksud syara dengan jalan menolak segala yang merusakan
makhluk.69
Defenisi tersebut mencakup seluruh mas}lahat, padahal mas}lah}at al-
mursalah merupakan bagian maslahat, karena dikategorikan maslahat yang tidak
diatur dan ditolak oleh syara.
Dalam Falsafah Hukum Islam, Hasbi menulis:
Berhujjah dengan mas}lahah mursalah dan membina hukum atasnya, adalah
satu keharusan. Inilah yang sesuai keumuman syari’at dan dengan
demikianlah hukum-hukum Islam dapat berjalan seiring dengan masa dan
inilah yang ditempuh para sahabat. Menolak maslahat mursalat berarti
membekukan syari’at. Karena aneka maslahat yang terus tumbuh tdk mudah
didasarkan pada satu dalil tertentu.70
Pandangan Hasbi tersebut mengisyaratkan bahwa menjadikan mas}lahah
mursalah sebagai metode dalam mengistinbatkan hukum merupakan hal yang harus
dilakukan karena penetapan-penetapan hukum dimaksudkan untuk melahirkan
kemaslahatan yang merupakan tujuan syari’at. Karena maksud memberikan
kemaslahatan itulah maka ada bagian dalam fiqhi yang dinamakan siyasah syar’iyah,
yakni kebijaksanaan untuk membuat masyarakat lebih dekat dan gemar kepada
kebajikan serta menjauhi dan membenci keburukan dan kerusakan.71 Menurut Hasbi,
siyasah syar’iyah pada hakekatnya sama dengan mas}lah}at al-mursalah. mas}lah}at
69 TM. Hasbi Ash-Shiddieqy, Pengantar Hukum Islam, jilid I (cet. VI; Jakarta: Bulan
Bintang, 1980), h.58-60 dan TM. Hasbi Ash-Shiddieqy, Pengantar Ilmu Fiqhi, (cet. VI; Jakarta: Bulan
Bintang, 1989), 1-2
70 TM. Hasbi Ash-Shiddieqy, Filsafat Hukum Islam., h.36-37
71 Nourouzzaman Ash Shiddieqi, Fiqhi Indonesia Penggagas dan Gagasannya., h. 65-66
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al-mursalah inilah yang digali melalui qiya>s, kaidah umum hukum dan istihsan.
Sesungguhnya kata Hasbi konsep qiya>s Malik yang berlandaskan mas}lahat
mursalat dan konsep ra’yu Abu Hanifah yang berlandaskan istihsa>n, disamping
mengandung makna yang sama juga keduanya mengarah kepada lahirnya satu tertib
hukum yang mengayomi dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Karena itu
menggunakan prinsip maslahat mursalat sebenarnya menggunakan pula qiya>s. Beda
qiya>s dengan mas}lahat mursalat adalah qiya>s dihubungkan dengan nas tertentu
sedang mas}lahat mursalat dihubungkan dengan jiwa syari’at.
Meskipun Hasbi berbeda pendapat dengan ulama terdahulu dalam
menggunakan prinsip mas}lah}at al-mursalah, namun kata Hasbi “ kenyataan dan
perkembangan masa membuktikan bahwa antara dasar yang harus kita perhatikan dan
gunakan untuk memenuhi hajat masyarakat yang terus berkembang, ialah
mempergunakan mas}lah}at al-mursalah.72 Bahkan menurutnya Nabi sendiri
menggunakan prinsip mas}lahat mursalat seperti Nabi membolehkan orang
menziarahi kubur untuk memperoleh keinsafan dan kesadaran bahwa ia juga akan
mati dan kiamat pasti tiba, padahal sebelumnya Nabi melarangnya. Karena itulah
Hasbi mengecam kaum muslimin yang berbuat hal-hal yang berlawanan dengan
kemaslahatan dan kemanfaatan serta akal sejahtera. 73
Mas}lah}at al-mursalah adalah prinsip yang harus dikedepankan dalam
menetapkan suatu hukum. Inilah sebabnya nas} baru diamalkan selama tidak
72 T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, Syaria’at Menjawab Tantangan Zaman, h. 10
73
.M. Hasbi Ash Shiddieqy, Syaria’at Menjawab Tantangan Zaman, h.7-10
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berlawanan dengan kemaslahatan dan tidak mendatang kemudharatan. Bila terjadi
pertentangan antara nash dan kemaslahatan  Hasbi berbendapat pelaksanaan nas}
ditangguhkan oleh syara sendiri sampai kemudhratan itu hilang. Hasbi juga
menganjurkan agar suatu penetapan hukum yang berasal dari hasil ijtihad atau yang
berdasarkan hadis ahad dan nyata berlawanan dengan kemaslahatan asaz keadilan
dan manfaat harus diutamakan.
Lebih lanjut Hasbi mengatakan mas}lah}at al-mursalah adalah tujuan syara’.
Orang yang berpegang pada maslahat mursalat dan membina hukum atasnya,
sungguh memahami maksud syara. Hasbi berkata:
Sesungguhnya apabila kita teliti satu persatu hukum-hukum yang didasarkan
pada riayatul maslahah, maka nyatalah banyak benar yang didahulukan
maslahat padahal dia berlawanan dengan al-kitab atau dengan sunnah atau
dengan qiyas. Umar menggugurkan bagian muallaf untuk memelihara harta
negara ketika beliau mendapatkan bahwa memberi hak muallaf tidak lagi
menghasilkan maksud. Ini berlawanan dengan lahir ayat 60 surat at-Taubah.74
Begitu berartinya mas}lah}at al-mursalah dalam hukum Islam menurut Hasbi
sehingga Malik meninggalkan Hadis apabila berlawanan sesuatu pokok yang qat’i.
Diantara pokok yang qat’i menurut Malik ialah mas}lah}at al-mursalah.
Ketika menegaskan mas}lah}at secara subtansial sebagai tujuan hukum Islam
Hasbi mengajukan tiga argument sebagai syarat yang harus dipenuhi untuk bisa
dikategorikan sebagai maslahat yaitu : 1) Nilai maslahatnya  diputuskan atau diakui
oleh ahl al-Halli wa al-‘Aqdi dan benar-benar akan mendatangkan manfaat dan
74T.M.Hasbi Ash Shiddieqy, falsafah Hukum Islam, h. 370
196
mampu menolak kemudaratan. 2) Kemaslahatannya bersifat umum, bukan hanya
maslahat untuk seseorang atau golongan orang. 3) Maslahat yang jelas tidak dilarang.
Sedangkan dalam mengoperasionalisasikan  konsep mas}lahat sebagai metode
penemuan hukum Islam menurut Hasbi harus didasarkan pada tiga syarat yaitu: 1)
Tidak dibenarkan menggunakan kaidah mas}lahat dalam merumuskan ibadah baru
yang tidak disyari’atkan oleh Allah swt. Ia mengatakan :
Tuhan Yang Maha Esa, mengajarkan kita cara mengibadati-Nya dan
mendekatkan diri  kepada-Nya dengan amalan-amalan yang dapat
membersihkan jiwa (sembahyang, zakat, puasa dan haji). Tuhan mengajarkan
juga cara bermuamalah antara kita sesama kita (jual beli, sewa menyewa,
berhutang, berkongsi, menggadai, nikah dan sebagainya) untuk memelihara
undang-undang hidup bermasyarakat. Allah swt tentu menentukan cara-cara
kita melaksanakan ibadat kepada-Nya dan mewajibkan kita mengerjakan
persis sebagai yang ditentukan dan diacarakan itu. Allah mengharamkan kita
melampaui. Tegasnya dalam soal ibadah, zat ibadat dan kaifiyatnya, Allah dan
Rasul-Nya menerangkan tak dapat seseorang lain mencampuri hal itu. Adapun
dalam soal muamalat, maka Tuhan telah mensyari’atkan beberapa macam
undang-undang atau aturan-aturan umum dan beberapa qawaid kulliyah
(dasar-dasar yang bersifat keseluruhan), untuk diterapkan pada kejadian-
kejadian yang terus terjadi.75
Hasbi membatasi implementasi maslahat dalam konteks hukum muamalah,
bukan dalam aspek hukum ibadah. Hal ini sesuai pandangan al-Syatibi bahwa
masalah ibadah merupakan masalah ta’abbudi atau menuntut kepatuhan manusia
untuk menjalankan ibadah tersebut sesuai dengan ketentuan Allah swt dan rasul-Nya,
sedangkan muamalah merupakan hal yang taaqquli yang dapat dinalar manusia.76 2)
75 T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Kriteria Sunnah dan Bid’ah, Ed.II: Cet; II (Semarang: Pustaka
Rezki Putra, 1999), h. 58-61
76 Ima>m Abu> Isha>q Ibrahi>m bin Mu>sa> al-Garnati> al-Syat}i>bi>, al-Muwafaqat fi
Ushul al-Fiqh, (Beirut: Dar al-Ma’rifah, tt), h. 300-318
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Mas}lahat yang dijadikan dasar penemuan hukum Islam merupakan mas}lahat yang
bersifat hakiki atau benar-benar mendatangkan maslahat bagi kehidupan manusia
serta benar-benar menolak kemudaratan.77 3) Mengutamakan maslahat masyarakat
dari pada maslahat individual.
Hasbi menegaskan bahwa hukum Islam lebih mementingkan kepentingan
masyarakat untuk tujuan menjaga kemaslahatan yang bersifat umum dari pada
maslahat individual ia mengatakan :
Fiqhi Islam lebih mementingkan kepentingan masyarakat atas kepentingan
perorangan. Karena itulah fiqhi Islam bersifat kemasyarakatan. Dia adalah
hukum yang memilki “naza’ah Jama’iyah”, yaitu: membatasi kekuasaan
perorangan dan mencegahnya bertindak walaupun dalam harta miliknya,
apabila menimbulkan kemudaratan bagi orang lain atau tindakannya
berlawanan dengan kemaslahatan umum.78
Berdasarkan pandangan ini  Hasbi merumuskan kaidah syarat penerapan
maslahat :
   مﺎﻌﻟا ﺮﯿﺨﻟا و ﺔﻣﺎﻌﻟا ﺔﺤﻠﺼﻤﻟا ﺔﯾﺎﻋر ﺪﯾﺪﺠﺘﻟا ﻦﻣ فﺪﮭﻟا نﻮﻜﯾ نأ
Tujuan dari pembaharuan yaitu memelihara kemaslahatan umum dan
kebajikan umum.79
Berdasarkan pemahaman yang dirumuskan Hasbi maka dapat diketahui bahwa
konsekuensi logis dari implementasi syarat penerapan mas}lahat yaitu maslahat
77 T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Falsafah Hukum Islam. h.354
78 T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, Pengantar Ilmu Fiqhi, h.58-59
79 T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, Falsafah Hukum Islam, h.
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umum lebih didahulukan dari maslahat khas atau individu jika diperhadapkan  pada
dua pilihan yang bertentangan.
Pemikiran Hasbi tentang mas}lahat sebagai metode penemuan hukum Islam
tidak muncul “asli” (genuine) dari dirinya sendiri. Ia merumuskan pemikirannya
tentang maslaha}t secara elektif dengan memanfaatkan konsepsi mas}lahat yang
telah dikembangkan oleh fuqaha sebelumnya, terutama al-Sya>t}i>bi> dan Imam al-
Gaza>li>.
6.Urf
Urf menurut Hasbi adalah sesuatu yang telah dibiasakan dan diterima oleh
tabiat yang sejahtera dan telah dibiasakan oleh penduduk sesuatu daerah, dengan
syarat tiada menyalahi sesuatu syara.80 Tegasnya urf yang dimaksud sebagai sumber
hukum bukan hanya adat kebiasaan Arab saja, tetapi semua adat kebiasaan yang
berlaku masing-masing masyarakat atau tempat.81 Seperti di Indonesia.
Untuk mewujudkan  fiqhi yang berkepribadian bangsa Indonesia, Hasbi
berangkat dengan urf yang hidup di masyarakat Indonesia. Sebagai contoh :
Harta bersama,  Hasbi berbendapat bahwa Perempuan Arab dahulu hanya menjadi
teman tidur suaminya. Para istri tidak dituntut bekerja. Sehingga istri hanya mendapat
pusaka seperempat atau seperdelapan dari harta peninggalan suaminya. Jika istri
membantu suami, maka bantuan itu dianggap sukarela tdk mengakibatkan apa-apa.
80 T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, Pengantar Ilmu, op.cit., h. 188
81 Nourouzzaman, Fiqhi Indonesia Penggagas dan Gagasannya., h. 122
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Berbeda dengan di Indonesia terutama jawa, para istri turut aktif berusaha
menampung keluarganya. Di Yokyakarta para Istri bertekun berjualan di pasar sedang
suami tinggal di rumah kecuali pegawai. Di Aceh banyak istri ikut bekerja sama
membantu suami mencari rezki. Karena itu sdh wajar harta gono gini (harta bersama)
ditampung oleh hukum yang diijtihadkan oleh ulama-ulama Indonesia untuk
Indonesia.82
Ia berpendapat setiap urf dapat dijadikan dalil hukum selama tidak
bertentangan dengan nas} yang shahih. Tidak hanya urf orang Arab saja akan tetapi
Islam menganut asas egaliter, sehingga selain urf orang Arab dapat dijadikan
ist}inbat} hukum.
Karena itulah, hal-hal yang tidak bertentangan dengan prinsip akidah, tauhid
dan tidak bertentangan pula dengan rasa keadilan dan perikem anusiaan, syari’at
Islam bukan saja membiarkan hukum adat berlangsung terus, bahkan
menempatkannya dalam kerangka hukum Islam itu sendiri, seperti Rasulullah
membiarkan al-Abbas ibn ‘Abdul Muthalib menerima laba dari modalnya yang
diputarkan orang lain, karena hal itu sudah menjadi ‘urf dikalangan masyarakat
Makkah.83
Syari’at Islam mengakui urf sebagai sumber hukum karena sadar akan
kenyataan bahwa adat kebiasaan memainkan peran penting dalam mengatur lalulintas
hubungan dan tertib sosial dikalangan anggota masyarakat. Adat kebiasaan telah
82 Hasbi Ash Shiddieqy, Fakta Keagungan Syari’at Islam, (Jakarta, Tintamas, 1974), h.25-26
83 Nourouzzaman, Fiqhi Indonesia Penggagas dan Gagasannya, h. 123
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berkedudukan pula sebagai hukum yang tidak tertulis dan dipatuhi karena dirasakan
sesuai dengan rasa keasdaran hukum mereka.  Adat kebiasaan yang tetap sudah
menjadi tradisi dan menyatu dengan denyut kehidupan masyarakatnya. Dan hal ini
sangat sulit untuk mengubahnya. Pemerintah pun tidak akan mampu mengubah satu
adat kebiasaan yang telah mendarah daging dikalangan masyarakat.
Hasbi membagi urf dalam dua kategori yaitu 1) urf qauli dan urf amali. Urf
merupakan suatu dalil hukum. Hal ini sama dengan apa yang dikemukakan ahli fiqhi
bahwa urf secara umum merupakan suatu dalil untuk mengetahui hukum fiqhi apabila
tidak diperoleh nas, baik dari kitabullah maupun dari sunnah rasul.
Menurutnya, urf dapat digunakan untuk mentakhsiskan ayat atau hadist.
Dalam menetapkan sesuatu hukum adat kebiasaan harus lebih dahulu
dipertimbangkan sebelum dilakukan qiyas. Hal ini menunjukan bahwa adat kebiasaan
mndapat tempat yang lebih tinggi dari pada qiyas. Artinya, jika telah ada adat
kebiasaan yang mengatur sesuatu perbuatan hukum muamalah, orang tidak perlu lagi
melakukan ijtihad untuk menetapkan bagaimana hukumnya. Cukup adat kebiasaan itu
saja diambil dan ditetapkan sebagai hukumnya. Hasbi berkata:
Maksud Islam dalam membina masyarakat, mendekatkan seberapa mungkin
adat istiadat dan kebudayaan seluruh umatnya serta menempatkan mereka
pada suatu wadah yaitu wadah wasathan (imbang dan harmonis) yang
memiliki aneka keutamaan dan menjauhi segala bentuk kerendahan.84
84 T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, Ruang Lingkup Ijtihad Para Ulama dalam Membina Hukum
Islam, (Bandung: Unisba, 1975), h.
201
Hasbi agaknya mempunyai perhatian khusus. Dalam beberapa kesempatan,
dia menganjurkan agar hukum-hukum fiqhi yang diterapkan di Indonesia adalah yang
sesuai kepribadian budaya. Urf itu perbuatan yang berulang-ulang dilakukan. Karena
berulang-ulang jadilah ia terkenal dan dipandang baik oleh diri dan akal, padahal tak
ada hubungan apa-apa dan tak ada pula qarinahnya.
Karena pentingnya kedudukan urf dalam fiqhi maka para fuqaha membahas
masalah urf secara teliti. Karena urf itu ada yang menyangkut agama di samping
hanya sekedar mengatur tertib hubungan antar manusia, baik yang berhubungan
dengan hukum maupun yang menyangkut moral. Karena itulah disyaratkan utama,
tidak boleh bertentangan dengan syari’at yang bersumber dari al-Qur’an dan Hadis
shahih.
Kepribadian Indonesia yang akan menjadi salah satu dasar pengamalan
hukum fiqih menurut Hasbi tentulah yang dapat ditampung oleh pengertian urf yang
dikehendaki oleh syara. Latar belakang yang membawa Hasbi memperhitungkan urf,
khususnya kebiasaan masyarakat Indonesia dalam kaitannya dengan pengembangan
hukum Islam, menurut Sarjan adalah karena pengamatannya terhadap literature fikih
Klasik yang ditetapkan ulama berdasarkan ‘urf. Oleh karena itu, dia menghimbau
agar para calon sarjana hukum Islam mempelajari urf secara seksama agar kebiasaan
masyarakat Indonesia yang dipandang sebagai urf sahih dapat ditumbuh
kembangkan.85
85 Sarjan, Pembaharuan Pemikiran Fiqih Hasbi Ash-Shiddieqy, (Jakarta: Yameka, 2007), h.41
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Ketika Hasbi ditanya tentang memanggil ibu kepada istri, apakah termasuk
zihar ? Hasbi menjawab :
Memanggil Ibu kepada istri walaupun belum beranak adalah atas panggilan
yang didasarkan urf kita di Indonesia, yakni suami memanggil istrinya dengan
perkataan ibu, yang dimaksudkan ibu dari anak walaupun belum punya anak,
bi i’tibari masayakuunu. Maka karenanya tidaklah tidaklah menjadi zhihar. Di
dalam zihar terdapat maksud menyamakan istri dengan ibu dalam arti tidak
boleh disetubuhi dalam arti mengharamkan istri atas dirinya.86
Dengan demikian, meskipun urf diakui peranannya besar dalam memperkaya
khazanah hukum fiqhi, namun tolak ukur Syar’i sangat dibutuhkan untuk menilai
kelayakan pemakaiannya. Hasbi sebagai salah seorang ulama yang berpengaruh
dalam pembaharuan hukum Islam mengusung urf sebagai konstruksi hukum Islam
yang berkarakter Indonesia. Posisi urf sebagai dalil hukum Islam sangat penting
untuk melakukan istinba>t} hukum disamping fungsi urf dalam syari’ah dapat
memberikan nuansa dinamis dan fleksibel selaras dengan perubahan ruang dan waktu
serta fenomena sosial kemasyarakatan.
Nampaknya apa yang disebut sumber hukum Islam tersebut juga merupakan
bagian dari metode yang digunakan Hasbi dalam mengistinbatkan hukum. Hal ini
dapat ditelusuri dari ungkapannya tentang sikap mujtahid ketika hendak
melaksanakan ijtihad sebagai berikut:
Hendaklah para mudjtahid mula-mula memperhatikan nash-nash al-Qur’an
lalu chabar mutawatir, sesudah itu chabar ahad. Jika tidak ia memperoleh,
lalu chabar mutawatir, sesudah itu chabar ahad, djika ia tidak memperoleh,
hendaklah ia memegangi dlahir2 al-Qur’an,dan  As-Sunnah dan yang
86 M. Hasbi Ash –Shiddieqy, Kumpulan soal Jawab, h. 72
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diperoleh dari mantuq dan mafhum al-Qur’an dan Sunnah itu. Jika ia tidak
mendapati yang demikian, hendaklah ia memperhatikan perbuatan-perbuatan
Nabi dan kemudian taqrir-taqrir Nabi. Jika tidak mendapati yang demikian
hendaklah ia memperhatikan fatwa2  shahabat. Djika tidak dia dapati juga,
barulah ia menetapkan hukum dengan qiaas atau dengan salah satu dalil yang
dibenarkan sjara sambil memperhatikan kemaslahatan dan menolak
kemafsadatan. Apabila ia menghadapi dalil2 yang berlawanan, hendaklah ia
dahulukan sistem mengumpul (mengkompromikan dalil2 itu menurut cara
yang dibenarkan qaeda. Kalau tak mungkin dikumpul,  carilah jalan yang
menguatkan salah satu dalil itu. Hal ini ialah dengan kembali kepada qaeda2
pentarjihan hadis yang sdh diulas dalam ilmu mustalah.87
Dalam ungkapan Hasbi  di atas, nampak bahwa dalil-dalil/ sumber hukum
sekaligus menjadi metode yang dijadikan dasar dalam mengistinbatkan hukum itu
pada awalnya merujuk kepada al-Qur’an, as-Sunnah, qiya>s dan dalil lainya serta
melakukan jam’u wa taufiq dan pentarjihan jika terdapat dalil yang bertentangan.
Pendapat ini didukung oleh pernyataan Yudian Wahyudi dalam buku “Hasbi’s
Theory of Ijtihad, ” bahwa:
Hasbi menempatkan konsensus (ijma), analogi (qiya>s), juristic preference
(istihsa>n), public interest (istis}lah) dan custom (urf) dalam dua posisi yang
berbeda. Satu sisi keseluruhannya dipandang sebagai sumber ijtihad (source of
ijtihad) bersama-sama dengan al-Qur’an dan as-Sunnah dan sebagai sumber
hukum (source of law/al-mas}adir al-ahka>m). Disisi lain, keseluruhan item
tadi dipandang sebagai metodologi ijtihad (t}uru>q al-istinba>t} al-
masa>lik). Dalam kedua sudut pandang inilah Hasbi mengkonstruk fiqhi
Indonesia-nya semabari memegang teguh ajaran bahwa tujuan hukum adalah
mendatangkan mas}lahat.88
Apa yang diungkapkan Hasbi tersebut tidak berbeda dengan ulama-ulama
sebelumnya. Fakta sejarah pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam
87 Muhd. Hasbi Ash Shiddieqy, Dasar-dasa fiqhi Islam (Pengantar Ushul Fiqih), (Medan:
Islamyah, 1953), h. 60
88 Yudian Wahyudi, Hasbi’s Theory of Ijtihad, h. 43-44
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mengungkapkan bahwa para imam mazhab di masa lalu ternyata mempunyai metode
istinba>t} yang kadang berbeda satu dengan yang lainnya. Misalnya dalil syara
mas}lahat mursalat dan ijma’ ahl al-madi>nat merupakan metode Imam Malik,
istihsa>n banyak diterapkan Abu> Hani>fah, qiya>s yang pada umumnya banyak
dianut mujtahid, ternyata diingkari eksistensinya oleh mazhab Zha>hiri>.
A.Sarjan mengatakan salah satu faktor yang menunjang pembaharuan
pemikiran fiqhi Hasbi adalah sikapnya yang terbuka untuk menerima metodologi
Hukum Islam pada semua mazhab.89 Pernyataan ini sesuai pernyataan Hasbi “kita
harus mempelajari fiqhi tingkat tinggi secara muqa>rana jangan terbatas dalam
mazhab tertentu” 90artinya Hasbi tidak terikat pendiriannya terhadap salah satu
mazhab, sedangkan hukum-hukum fiqhi merupakan produk yang dihasilkan
berdasarkan metodologi yang dianut setiap mazhab sehingga lahirlah produk tersebut
beragam sesuai metode yang digunakan.
Di antara dalil/metode Hasbi yang sangat berperan dalam perkembangan
ataupun pembaharuan fiqhi adalah ijma, qiya>s, Maslaha>t Mursalat, urf dan kaidah
mengubah hukum karena berubahnya masa.91 Kaidah mengubah hukum karena
berubahnya masa dimaksudkan Hasbi adalah pendekatan sosio kultural. Oleh karena
itu, dalam proses pembaharuan akan selalu ada proses interaksi antara syari’at Islam
dengan budaya dan kondisi sosial masyarakat. Karena kondisi budaya dan sosial
89T M. Hasbi Ash –Shiddieqy, Kumpulan soal Jawab, h. 28
90TM. Hasbi Ash –Shiddieqy, Dinamika dan Elastisitas Hukum Islam, h. 160
91 T.M. Hasbi Ash –Shiddieqy, Dinamika dan Elastisitas Hukum Islam, h.32
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suatu masyarakat itu berbeda-beda, maka syari’at Islam harus mampu memecahkan
masalah keberagamaan peradaban dan kebudayaan itu dimana urf salah satu bagian di
dalamnya.
Dalam beberapa ijtihad Hasbi khususnya pada perkawinan beda agama, Hasbi
mendasarkan pendapatnya pada sumber legistimasi hukum Islam yang paling pokok
dan utama yaitu al-Qur’an.  Mengenai perkawinan laki-laki muslim dengan
perempuan musyrikah, ayat al-Qur’an yang digunakan sebagai dalil adalah Q.S.al-
Baqarah (2): 221. Hasbi Mengharamkan secara mutlak perkawinan laki-laki muslim
dengan perempuan musyrikah.92 Yang dimaksud musyrikah disini adalah para
penyembah berhala, orang yang mengingkari adanya Allah swt, mengingkari nabi,
mengingkari hari akhir dan tidak mempunyai kitab samawi.
Pengharaman secara mutlak perkawinan laki-laki muslim dengan perempuan
musyrikah disebabkan kes}arihan/ kejelasan nas} dalam surat al-Baqarah (2): 221.
Disamping itu, telah menjadi ijma sahabat, fuqaha dan mufassirin, baik dari kalangan
salaf maupun khalaf yang dijadikan sandaran argumen oleh Hasbi.
Hasbi cenderung kepada aspek sosio-historis, karena ayat tersebut diturunkan
berkenaan dengan konteks sosial kaum musyrikin bangsa Arab. Disamping itu
penglihatan Hasbi terhadap agama-agama “musyrik” yang ada sekarang ini jauh beda
dengan musyrik pada saat al-Qur’an diturunkan. Musyrik yang disebutkan dalam QS.
al-Baqarah (2): 221 adalah yang tidak mempunyai kitab, seperti para penyembah
92 TM Hasbi Ash-Shiddieqy, Hukum Antar Golongan Dalam Fiqhi Islam, h. 77
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berhala, animisme dan dinamisme. Sedangkan yang dimaksud musyrik sekarang
adalah agama Hindu, Tionghoa dan sebagainya yang mempunyai kitab.
Adapun perkawinan laki-laki muslim dengan perempuan ahl al-Kita>b, Hasbi
berpendapat dibolehkan dengan mendasarkan dalilnya pada surat al-Maidah /5: 5 dan
pendapat jumhur fuqaha membolehkan perkawinan tersebut. Alasannya ahl al-
Kita>b dengan musyrik berbeda, hal ini dapat dilihat dalam surat al-Hajj /22: 17, QS.
al-Bayyinah /89:1 dan QS. al-Baqarah /2:105. Pada ketiga ayat itu, Allah menjadikan
orang-orang musyrik sebagai kelompok tersendiri yang berbeda dengan kelompok ahl
al-Kita>b, yaitu dengan menggunakan kata penghubung ‘at}af wawu. Huruf at}af ini
menunjukkan adanya perbedaan di antara kedua hal yang dihubungkan. Musyrik pada
ahl al-kita>b QS. at-Taubah /9: 30-31 sebagaimana pernyataan Ibn ‘Umar, lebih
berkonotasi pada perbuatannya bukan pada makna hakikatnya (agama). Sedangkan
pada QS. al-Baqarah (2): 221 adalah musyrik secara hakikat/agama.
QS. al-Baqarah (2):221, yaitu wala> tankihu> al-musyrika>t merupakan ayat
umum yang telah di-takhsis oleh QS. al-Maidah (5): 5 sehingga menurut Hasbi ini
merupakan ayat yang kuat atas hukum dan kelompok ayat yang turun terakhir
dibolehkannya laki-laki muslim mengawini perempuan ahl al-kita>b.93
Berdasarkan pendapat Hasbi di atas maka dapat dipahami bahwa metode yang
digunakan Hasbi dalam menjawab kasus tentang perkawinan laki-laki muslim dengan
ahl al-kita>b adalah metode bayani dan komparasi. Metode bayani maksudnya karena
93 TM Hasbi Ash- Shiddieqy, Hukum Antar Golongan Dalam Fiqhi Islam, h.78-80
207
Hasbi menggunakan penalaran semantik dalam memaparkan pendapatnya bahwa QS.
al-Baqarah (2):221, yaitu wala> tankihu> al-musyrika>t merupakan ayat umum yang
telah di-takhsis oleh QS. al-Maidah (5): 5. Sedang metode komparasi adalah karena
Hasbi membandingkan pendapat Ibn Umar, Ibn Abbas dan Jumhur fuqaha dalam
melihat menguraikan pendapatnya tentang perkawinan laki-laki muslim dengan ahl
al-kita>b dengan merajih pendapat Jumhur Fuqaha.
Tentang perkawinan perempuan muslimah dengan laki-laki non muslim,
menurut Hasbi perkawinan tersebut haram. Keharaman tersebut bersifat mutlak baik
laki-laki non muslim dari golongan ahl al-kita>b maupun dari golongan yang lain.
Dalil yang mendukung pendapatnya adalah surat al-Baqarah (2):221 dan surat al-
Mumtahanah (60): 10. Kemudian diperkuat dengan hadis riwayat al-Bukhari yang
berbunyi:
 ِﻪْﻴَﻠَﻋ ﻰَﻠْﻌُـﻳ َﻻَو ، َﻮُﻠْﻌَـﻳ ُمَﻼْﺳ ِْﻹا.94
Menurut Hasbi, Hadis ini menunjukan ketinggian derajat Islam terhadap
agama-agama yang lain. Perempuan muslimah lebih tinggi derajatnya dari laki-laki
non muslim, sehingga laki-laki non Islam diharamkan mengawani perempuan
muslimah.95 Karena kedudukan suami adalah pemegang pimpinan dan kendali dalam
keluarganya. Demikian pula kalau laki-laki muslim lemah bisa terpengaruh oleh
94 Hadis  riwayat al-Bukhari> dan ad-Da>raqut}ni>. Al-Bukha>ri, S}ahi>h al-Bukha>ri>,
Bab fi> al-Jana>ij, (ttp:Da>r al-Fikr, 1981), h.96. As-Suyuti>, al-Ja>mi’ as-S}agir, cet.I (Bandung:
Syarkah al-Ma’arif, tt), h.123
95 TM Hasbi Ash- Shiddieqy, Tafsir al-Qur’an......,I, h. 192
208
kitabiyah maka perkawinan harus dicegah. Keduanya didasarkan pada qaidah us}ul
sad az-zari>’ah (menutup jalan kemudaratan) karena dikhawatirkan menimbulkan
mafa>sid. Jadi metode istinba>t} yang digunakan Hasbi dalam hal ini metode bi al-
ra’yi.
Pengharaman maupun pembolehan perkawinan beda agama semuanya
bertujuan untuk mencapai kemaslahatan manusia. Kendati Hasbi membolehkan
perkawinan laki-laki muslim dengan perempuan ahl al-Kita>b secara umum, namun
hal itu dengan catatan tidak adanya mudarat yang akan ditimbulkan dalam
perkawinan. Sebaliknya jika ada mudarat yang akan terjadi maka perkawinan itu
harus dicegah. Bahkan Hasbi sependapat dengan imam Malik yang memberi sanksi
dibunuh bagi kafir zimmi> yang mengawini perempuan muslimah karena dianggap
merusak dan mengingkari syari’at Islam secara jelas melarang dan hal itu merupakan
kemudaratan besar.
Dengan mengamati alur pemikiran yang dikemukakan Hasbi tentang hal
tersebut, maka jelaslah Hasbi menggunakan metode bayani dalam mengemukakan
pendapatnya. Yakni metode penalaran hukum yang pada dasarnya bertumpu pada
kaidah-kaidah kebahasaan (semantik). Dengan menjadikan sumber hukum Islam al-
Qur’an dan Hadis sebagai landasan utamanya dalam mengemukakan pandangannya.
Disamping itu beliau tetap merujuk kepada pendapat jumhur fuqaha yang kuat
dalilnya. Yakni sebelumnya membandingkan antara satu pendapat dengan pendapat
yang lain dan memilih mana yang lebih baik dan lebih dekat kepada kebenaran dan
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didukung oleh dalil-dalil yang terkuat.96 Karena itu Hasbi membenarkan talfiq, ia
berpendapat, talfiq adalah salah satu pondasi pembangunan hukum, karena ia dapat
menghilangkan kesempitan dan kesukaran97. Dalam mengkaji fiqhi warisan fuqaha
masa lalu harus dilakukan kajian komparasi secara terpadu dari semua aliran saja.
Adapun mengenai shalat Jum’at, jika diteliti secara mendalam tentang
kesimpulan hukum Hasbi mengenai hukum shalat Jumat, terdapat perbedaan
perspektif dengan jumhur ulama. Menurutnya Shalat Jum’at dua rakaat adalah shalat
asal, bukan shalat pengganti shalat zhuhur. Secara metodologis Hasbi
menggunakan metode bayani dalam mengistinbatkan hukum. Metode bayani yang
dimaksudkan adalah pola penalaran yang pada dasarnya bertumpu pada kaidah-
kaidah kebahasaan (semantik) hal ini dapat dilihat ketika mengungkapkan ayat yang
menjadi dasar perintah shalat Jum’at yaitu Q.S. al-Jumuah (62): 9 berikut:
                          
          
Menurut Hasbi ayat tersebut menunjukan bahwa shalat tengah hari pada hari
Jumat adalah shalat Jum’at, bukan shalat yang namanya zhuhur, perintahnya bersifat
umum yaitu kepada laki-laki dan perempuan, baik dalam safar atau tidak, sakit atau
tidak yaitu pada kalimat اﻮﻨﻣا ﻦﯾﺬﻟاﺎﮭﯾﺎﯾ . Dari keumuman ayat ini, sejauh belum ada
yang mengkhususkan, maka berlaku umum. Maka kewajiban shalat Jum’at berlaku
96 TM. Hasbi Ash shiddieqy, Falsafah Hukum Islam, (Jakarta;Bulan Bintang, 1975), h.34
97 TM. Hasbi Ash shiddieqy, Falsafah Hukum Islam, (Jakarta;Bulan Bintang, 1975), h.58-61
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untuk seluruh mukallaf. Sedangkan pada kata اﻮﻌﺳﺎﻓ menunjukan hukum wajib pada
lafaz amr tersebut98.
Selanjutnya Hasbi dalam mendukung pendapatnya juga menggunakan hadis
untuk memperjelas keumuman lafaz yang disebutkan sebelumnya yaitu اﻮﻨﻣا ﻦﯾﺬﻟاﺎﮭﯾﺎﯾ
dengan kekhususan yang terdapat dalam hadis berikut:
 ﮫﻟﺎﻀﻓ ﻦﺑا ﻞﻀﻔﻤﻟا ﻲﻨﺛ ﺪﺣ لﺎﻗ ﻢﻠﺴﻣ ﻦﺑ ﺪﯿﻟﻮﻟا ﺎﻨﺛ ﺪﺣ لﺎﻗ نﻼﯿﻏ ﻦﺑ دﻮﻤﺤﻣ ﻰﻧﺮﺒﺧأ
 ﻦﻋ ﺞﺸﻋ ﻦﺑا ﺮﯾﺎﻜﺑ ﻦﻋ سﺎﺒﻋ ﻦﺑ شﺎﯿﻋ ﻦﻋ ﻲﺒﻨﻟا جوز ﺔﺼﻔﺣ ﻦﻋ ﺮﻤﻋ ﻦﺑا ﻦﻋ ﻊﯿﻔﻧ
.ﻢﻠﺘﺤﻣ ّﻞﻛ ﻰﻠﻋ ﺐﺟاو ﺔﻌﻤﺠﻟا حاور :لﺎﻗ ﻢﻠﺳو ﮫﯿﻠﻋ ﷲ ﻲﻠﺻ99
Yakni pada kata ﻠﺘﺤﻣ ّﻞﻛﻢ yaitu setiap orang yang sudah bermimpi yang
artinya setiap orang yang sudah balig. Jadi dapat difahami bahwa setiap muslim
yang sudah balig, laki-laki atau perempuan wajib melaksanakan shalat Jum’at
dimanapun ia berada.
Selanjutnya Hasbi mendukung pendapatnya dengan Hadis Abu Daud,100
sebagai berikut:
ﯾﺮھﺎﻧ رﻮﺼﻨﻣ ﻦﺑ قﺎﺤﺳإ ﻲﻨﺛ ﺪﺣ ,ﻢﯿﻈﻌﻟا ﺪﺒﻋ ﻦﺑ سﺎﺒﻋ ﺎﻨﺛ ﺪﺣ ﻦﺑ ﺪﻤﺤﻣ ﻦﺑ ﻢﯿھاﺮﺑإ ﻦﻋ ﻢ
ﺮﺸﺘﻨﻤﻟا ﻖﺣ ﺔﻌﻤﺠﻟا : لﺎﻗ ﻢﻠﺳو ﮫﯿﻠﻋ ﷲ ﻲﻠﺻ ﻲﺒﻨﻟا ﻦﻋ ,بﺎﮭﺷ ﻦﺑ قرﺎط ﻦﻋ ﻢﻠﺴﻣ ﻦﺑ ﺲﯿﻗ ﻦﻋ
98 Kafrawi, Penalaran Hukum Shalat Jum’at Hasbi Ash Shiddieqy, makalah elektronik, pada
Kamis 24 Mei 2012
99 An-Nasai, Kitab Sunan Kubra, Juz II: 2001 M/1421 H: 260
100 Abi Daud Sulaiman Ibn Asy’as-Sajastany, Sunan Abi Daud,tth, h. 180
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 ّﻞﻛ ﻰﻠﻋ ﺐﺟاو               ﺾﯾﺮﻣ وأ ﻲﺒﺻ وأ ةأﺮﻣا وأ كﻮﻠﻤﻣ ﺪﺒﻋ :ﺔﻌﺑرأ ّﻻإ ﺔﻋﺎﻤﺟ  ﻰﻓ ﻢﻠﺴﻣ
Hadis tersebut bermakna umum pula karena terdapat kata ﻢﻠﺴﻣ ّﻞﻛ yang
mengandung pengertian bahwa wajib bagi semua umat Islam shalat Jum’at
berjama’ah dikaitkan dengan lafaz ﺔﻋﺎﻤﺟ ﻰﻓ . Namun keumuman lafaz tersebut
ditakhsis oleh kalimat  ّﻻإ , sehingga kewajiban salat Jum’at tidak lagi kepada empat
golongan. Juga dalam hadis tersebut menurut Hasbi,  pengecualian ini merupakan
pengecualian (istisna) kewajiban shalat Jum’at dalam bentuk yang jama’ah. Bukan
pengecualian pada kewajiban shalat Jum’at tanpa melihat kaitannya dengan Jama’ah.
Maka kepada hamba, perempuan dan lainnya adalah masih diwajibkan shalat jum’at
tanpa jama’ah sebagaimana Hasbi mengatakan dalam pedoman shalat101 bahwa
mereka yang empat ini, tidak wajib menghadiri jama’ah Jum’at, bukan tidak wajib
Jum’at. Budak yang dimiliki bimbang dengan melayani kebutuhan-kebutuhan
tuannya, wanita bimbang dengan melayani rumah tangganya, anak kecil belum
ditaklifkan, dan orang sakit karena kesukaran menghadirinya.
Berdasarkan argumen-argumen  yang disampaikan Hasbi tentang shalat
Jum’at tersebut dapat dipahami bahwa metode istinba>t} yang dilakukan bersumber
pada al-Qur’an dan Hadis dengan penalaran metode bayani, artinya  telaah terhadap
lafaz baik dari pemahaman amm, khas, mutlaq dan muqayyadnya.
101 T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Pedoman Shalat, h.401
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Hasbi juga terbuka menerima metodologi hukum Islam yang diterapkan
berbagai mazhab. Hal ini disebabkan karena beliau tidak terikat pada satu mazhab
fiqh tertentu. Baginya metodologi pengkajian hukum Islam mempunyai daya
elastisitas yang sejalan dengan al-Qur’an dan Hadis.
Sedangkan dalam penyelesaian hukum tentang bank ASI Hasbi mengqiyaskan
pemberian ASI dari bank ASI dengan pemberian ASI langsung oleh sang ibu susuan.
Pemberian ASI langsung merupakan as}l, ASI dari bank ASI adalah far’, hukum asal
adalah rada’ah dan minum ASI adalah ‘illah. Dengan implikasi hukum yaitu terjadi
hubungan kekeluargaan melalui jalur rada’ah. Oleh karena Hasbi mengqiyaskan
pemberian ASI dari bank ASI dengan pemberian ASI langsung, maka dapat difahami
bahwa Hasbi menggunakan metode ijtihad bi al-ra’yi 102. Ijtihad bi al-ra’yi
merupakan ijtihad yang dipopulerkan Hasbi untuk menyelesaikan dan menjawab
persoalan yang muncul dimana para mujtahid yang bisa mempergunakan beberapa
metode seperti qiyas, istihsan, istislah, istishab dan lain-lainnya. Dalam penyelesaian
kasus bank ASI ini Hasbi menggunakan qiyas.
Dalam melakukan pengkajian hukum Islam, Hasbi juga menekankan
pendekatan  sosial-kultural-historis dengan menggunakan metode analogi deduksi
atau lazim disebut pendekatan kontekstual yang memberi kebebasan berijtihad dalam
membahas masalah-masalah yang tidak diperintah dan tidak pula dilarang yang
belum ada ketetapan hukumnya, hasil ijtihad fuqaha terdahulu. Mempertimbangkan
102 TM Hasbi Ash Shiddieqy, Pengantar Ilmu Fiqhi, h.70
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keberadaan sosio-kultural di dalam upaya merumuskan satu ketetapan hukum Islam
yang sesuai dengan kondisi masing-masing wilayah, berarti menakar keberadaan urf
yang ada. Pandangan ini bukan saja wajar melainkan niscaya, mengingat dalam
catatan sejarah, pengambilan urf sebagai sumber hukum Islam sering dilakukan.
Langkah ini penting untuk dilakukan bagi kemungkinan lahirnya fiqhi baru yang
berlaku bagi setiap muslim.
Sementara masalah-masalah yang telah ada ketetapan hukumnya, Hasbi
menggunakan metode komparasi yakni membanding pendapat dari berbagai mazhab,
lalu memilih mana yang lebih baik dan lebih dekat kepada kebenaran berdasarkan
dukungan dalil yang lebih kuat (tarji>h).
Manfaat menggunakan metode komparasi adalah untuk mengetahui
pendapat-pendapat yang disepakati dan yang diperselisihkan guna mengetahui sebab-
sebab timbulnya perselisihan, mengetahui metode masing-masing yang digunakan
fuqaha, dan memperoleh ketetapan terhadap hukum yang di istinba>t}. Selain itu
menurut Hasbi agar dilakukan antara fiqh dengan hukum adat dan hukum positif di
Indonesia, serta dengan syari’at-syari’at agama lain, seperti Yahudi dan juga dengan
Hukum Romawi (barat).103
Hasbi Ash Shiddieqy mempunyai metode pemahaman yang hampir sama
dengan fazlur Rahman dalam proses penetapan hukum yang terkandung dalam al-
Qur’an dan Hadis. Proses penalaran Rahman menggunakan metode ushul fiqhi,
103 T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, Falsafah Hukum Islam, Cet. Ke-1, (Semarang: pustaka Rizki
putra, 2001), h. 340-341. Lihat juga Nourouzzaman Shiddiqi, Fiqhi Indonesia, h. 69-70
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hermenetik, dan critical history (metode kritik sejarah), sedangkan Hasbi sendiri
cenderung terhadap pengembangan metode ushul fiqhi yang menggunakan metode
analogi deduksi atau lazim juga disebut dengan pendekatan kontekstual dengan
prinsip mas}lahah dalam proses penggalian hukum104.
Berbeda dengan Rahman, Hasbi melakukan rekonstruksi pemikiran lebih
cenderung terhadap sistem berpikir elektif dan cenderung kepada persatuan. Beliau
mengatakan bahwa masalah-masalah yang telah ada fatwa hukumnya terhadap
produk ulama terdahulu untuk mengkajinya kembali harus menggunakan metode
komparasi sebagaimana yang telah disebutkan. Dalam pandangan Hasbi, signifikansi
metode komparasi adalah untuk mengidentifikasi pendapat-pendapat yang disepakati
dan diperselisihkan, mengetahui latar belakang perbedaan, memantapkan pendapat
yang diambil (diunggulkan) karena dapat diketahui mana ketetapan hukum yang
dipetik dari al-Qur’an, Hadis, Qiyas, serta dalil-dalil khusus dari suatu mazhab
tertentu.105
Dari pandangan Hasbi tersebut dapat diketahui bahwa Hasbi yakin dengan
metode komparasi tersebut akan mampu menampilkan fiqhi dengan wujud yang
adaptable dengan perkembangan zaman yang mampu memenuhi kebutuhan hukum
di dalam masyarakat. Hasbi keberatan atas sikap yang memusuhi apalagi
104 Hariz Satria Jumantoro, Metodologi Istinbat Hukum Islam Studi Perbandingan Pemikiran
Fazlur Rahman dan T.M Hasbi Ash Shiddieqy, (Yokyakarta, tp, 2008), h.67
105 Nourouzzaman Shiddiqi, Fiqhi Indonesia (penggagas dan Gagasannya), h. 36-37
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mengkafirkan orang yang tidak sealiran dengannya yang meyebabkan menolak
pendapat mereka secara apriori.
Menurut Hasbi, pemikiran hukum Islam harus berpijak kepada prinsip
maslahah mursalah, keadilan dan kemanfaatan serta sadd adz-dzari’ah. Kesemua
prinsip itu, merupakan prinsip gabungan yang dipegang oleh para imam mazhab
khususnya aliran Madinah dan Kufah, telah terbukti mampu membawa ketertiban dan
kesejahteraan dalam masyarakat.106 Prinsip mas}lahah mursalah mengandaikan
bahwa eksistensi sebuah hukum, pada dasarnya dimaksudkan untuk melahirkan
kemaslahatan bagi manusia, baik dalam level dharuriyat, hajiyat maupun tahsiniyat.
Keberadaan prinsip mas}lahah mursalah dalam teori hukum Islam akan
memberikan ruang yang lebih terbuka bagi implementasi segala model baik lama
maupun baru dalam melakukan istinba>t} hukum, dalam arti bahwa metode
istinba>t} hukum yang dipakai tidak lagi monolitik, seperti yang selama ini berjalan.
Apabila dihubungkan dengan teks maka mas}lahah mursalah lebih komprehensif
sebab ia dihubungkan dengan jiwa syari’at.
Diantara pemahaman Hasbi yang mencerminkan pemikirannya adalah terlihat
dalam fatwa hukum jabat tangan antara laki-laki dan perempuan. Disini ia berbeda
pemahaman dengan Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Ahmad Hasan dari
persis yang mengharamkan praktik dan perilaku ini. Hasbi menolak mengharamkan
praktik jabat tangan antara laki-laki dan perempuan karena beberapa alasan, di
106 Nourouzzaman Shiddiqi, Fiqhi Indonesia (penggagas dan Gagasannya), h. 65
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antaranya adalah karena hukum haram tersebut dilandaskan pada qiyas. Dalam
pandangan Hasbi, mengharamkan sesuatu harus disandarkan pada nas} yang qat’i
tidak boleh hanya dengan qiya>s. Oleh karena itu tidak ada dalil qat’i yang
mengharamkan praktik jabat tangan antara laki-laki dan perempuan maka praktik
seperti itu tidak dilarang oleh agama.107
Metode dan pendekatan yang telah dgunakan Hasbi menjiwai tema pemikiran
fiqhi Indonesia. Diantara aplikasi pemikirannya yang telah dilakukannya hampir
mencakup seluruh aspek-aspek permasalahan fiqh, seperti ibadah, muamalah,
munakahat dan qada’.
Untuk memahami lebih mudah mengenai aflikasi metode istinba>t} fiqhi
Hasbi maka akan diuraikan lebih ringkas dalam bentuk tabel. Namun pemaparan
dalam bentuk tabel tersebut penulis juga mengemukakan beberapa tabel mengenai
metodologi Hasbi yang dikemukakan peneliti-peneliti sebelumnya seperti A. Sarjan
dengan judul “Pembaharuan Fiqhi Indonesia” dan Yudian Wahyudi “Hasbi’s Theory
of Ijtihad”  sebagai berikut:
Tabel metode Istinba>t} Hasbi Asy Shiddieqy
Sumber Ijtihad Contoh Kasus
Dalam Disertasi
Dalil Kasus Penerapan
Metode
Istinba>t}
Akar Pendapat
Dalil Naqli:
1. Al-Qur’an
2. Al-Sunnah
3. Ijma
mazhab al-
1.  Pernikahan
laki-laki muslim
dgn wanita
musyrik
1.QS.al-
Baqarah /2:
221.
Metode Bayani
Metode bayani
Rasyid Ridha
107 Nourouzzaman Shiddiqi, Fiqhi Indonesia (penggagas dan Gagasannya), h. 174
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Shahabi
Dalil aqli
1. Qiya>s
2. Istihsa>n
3. Mas}laha
Mursalah
4. Urf
5.Sad dzari’ah
2. Pernikahan
laki-laki muslim
dgn Ahli Kita>b
3. Pernikahan
laki-laki
musyrik dgn
wanita Muslim
4. Bank ASI
5. Shalat Jum’at
1. QS. al-
Maidah /5: 5
2. Hadis
1. QS. al-
Maidah /5: 5
2. Hadis
3.Sad dzari’ah
Qiyas
1.Q.S. al-
Jumuah (62): 9
2. Hadis
dan Komparasi
Metode bi al-
ra’yi
Metode Bi al-
ra’yi
Metode Bayani
Tabel Kusdar tentang Teori Ijtihad Hasbi versi Yudian Wahyudi
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Tabel Metodologi fiqhi Indonesia versi A.Sarjan
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C. Kemandirian Ijtihad Hasbi Ash-Shiddieqy.
Ada tiga pola pembaharuan yang terjadi di dunia Islam,108 yaitu:
1. Sekelompok orang yang menganggap bahwa untuk membenahi ketinggalan
umat Islam atau untuk menyesuaikan diri dengan kemajuan abad modern harus
membuka pintu ijtihad secara bebas bahkan tanpa terikat dengan aturan main yang
dikenal dikalangan para ulama mujtahid dalam sejarah. Menurut kelompok ini, ijtihad
perlu dilakukan tanpa harus membedakan  secara tegas ayat-ayat al-Qur’an yang qat’i
dan yang z}anni. Bagi mereka agar mampu bersaing dengan umat-umat lain, umat
Islam harus berani melakukan ijtihad pada setiap ayat. Tegasnya, perubah an hukum
dimungkinkan pada setiap ketentuan yang terdapat dalam al-Qur’an dan Sunnah
Nabi.
2. Kelompok yang menganggap bahwa setiap hasil ijtihad masa silam yang
terdapat dalam kitab-kitab kuning tidak lagi merupakan lapangan ijtihad. Hasil-hasil
ijtihad para pendiri mazhab terdahulu dianggap tetap dan tidak boleh diganggu gugat.
Kelompok ini tidak membedakan secara tegas hukum yang harus tetap atau stabil dan
hukum yang bisa diubah, dinamis, dan berkembang hukum yang ditegaskan al-
Qur’an dan hasil ijtihad. Menurut kelompok ini, baik masalah ibadah maupun
muamalah secara keseluruhan harus diikat oleh kitab-kitab klasik, dan semua itu tidak
108 Satria Effendi Zein, Ijtihad Sepanjang Sejarah Hukum Islam, Memposisikan Ali Yafi’e,
Dalam Jamal D. Rahman, Wacana Baru Fiqih Sosial, cet. Ke-1 (Bandung:Mizan,1997),h. 153-155.
Bandingkan dengan J.N.D. Anderson, Islamic Law in The Modern World, (New York: New york
University Press, 1975) h.82-83
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lagi merupakan lapangan ijtihad. Bahkan menurut mereka pintu ijtihad itu sudah
tertutup rapat.
3. Selain dua kecenderungan di atas, terdapat aliran yang sebenarnya merupakan
pelestari dari tradisi mayoritas ulama-ulama mujtahid terdahulu. Aliran inilah yang
menjadi standar dalam mempelajari hukum Islam di lembaga-lembaga pendidikan
dunia Islam.
Aliran ini berpendapat bahwa umat Islam harus dan mampu hidup di abad
modern secara tenang, tetapi dengan cara tidak melanggar ajaran-ajaran yang telah
ditegaskan oleh al-Qur’an dan Sunnah Nabi. Menurut pandangan ini, untuk menjadi
maju tidak mesti menyampingkan ajaran-ajaran yang telah ditegaskan al-Qur’an.
Dari ketiga kelompok yang telah dijelaskan tersebut, Hasbi dengan konsep
fiqhi Indonesianya itu, masih belum jelas kecenderungannya. Bila dilihat dari satu
sisi, dimana pada tataran aplikasi hasil yang diraih,  Hasbi berusaha memutus rantai
fiqih masa lalu dengan membentuk identitas fiqhi baru secara lokal, maka Hasbi bisa
dimasukan kepada golongan pertama dengan asumsi bahwa Hasbi telah berusaha
membentuk fiqhi baru, fiqhi yang berkepribadian dan berwatak bangsa indonesia.
“Fiqhi Indonesia ialah fiqih yang diterapkan sesuai dengan kepribadian
Indonesia sesuai dengan kepribadian Indonesia sesuai dengan tabi’at dan
watak Indonesia. Dengan begitu, fiqih yang oleh sebagian orang sudah
dianggap tidak relevan dan out of date akan mampu memecahkan
permasalahan-permasalahan baru yang muncul di tengah-tengah kehidupan
masyarakat Indonesia.109
109 T.M Hasbi Ash Shiddieqy, Syari’at Islam Menjawab Tantangan Zaman, cet. Ke-1,
(Yokyakarta: al-Jami’ah al-Islamiyyah Sunan Kalijaga Yokyakarta, 1961), h.42
222
Dalam kesempatan lain, ketika berwawancara dengan B.J.Boland, Hasbi
mengatakan tentang pendiriannya, sebagai berikut:
Seperti yang anda ketahui, saya adalah seorang pendukung diciptakannya
mazhab kami sendiri, Hal ini berarti bahwa di Indonesia kita harus mulai dari
keadaan di Indonesia. Dan hanya dapat mempergunakan unsur-unsur hukum
Islam yang sesuai dengan Indonesia modern. Demikian juga misalnya orang-
orang Islam yang berdiam di negeri Belanda harus mencari di negeri itu tafsiran
ajaran-ajaran Islam yang sesuai dengan keadaan di sana.Karena pertimbangan
inilah makanya saya tidak saja bicara mengenai suatu mazhab Indonesia seperti
Hazairin tetapi tentang mazhab nasional yang disesuaikan untuk kita di
Indonesia, untuk orang-orang Islam di negeri Belanda, dan seterusnya”.110
Kenyataan ini sangat bertolak belakang dengan keyakinan Ali Yafie yang
mengatakan bahwa:
Fiqhi yang ada sekarang ini sesungguhnya sudah cukup, tidak perlu ada lagi
fiqhi Indonesia, fiqih pakistan, fiqih Saudi Arabia, dan lain sebagainya. Namun
demikian, pembaharuan perlu dilakukan terutama pada cara penyajian dan
reformulasinya, bukan pada materinya.111
Dengan argumen tersebut, Ali Yafi’e tergolong orang yang ingin melestarikan
fiqhi. Dengan semangatnya itu, dia pun membentuk fiqhi sosial yang tentu tidak
terlepas dari apa yang sudah ada dan terbentuk dalam tradisi masa lalu. Oleh karena
itu, Ali Yafi’e digolongkan sebagai sebagai orang yang ingin melestarikan fiqih.
Cara pandang yang berbeda antara kedua mujtahid tersebut dalam pembaharuan
adalah bahwa Hasbi berpendapat bahwa ijtihad jama>’i yang bisa diterapkan,
sedangkan Ali Yafi’e berpandangan bahwa ijtihad  syar’i yang dapat diterapkan.
Dalam melakukan ijtihad sebaiknya berorientasi pada mazhab yang ada. Baru kalau
110 B.J. Boland, Pergumulan Islam di Indonesia, alih bahasa Saafroedin Bahar, cet. Ke-1
(Jakarta: Graffiti Press, 1985), h. 178-179
111 Ali Yafi’e, Matarantai yang hilang, dalam pesantrean, edisi 2/Vol.II/1985, h. 32
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hasilnya kurang memuaskan, maka kita melakukan ijtihad jama>’i tanpa melepaskan
mazhab yang ada.112
Hasbi berpendapat, al-Qur’an sebagai wahyu ilahi belaku sepanjang masa, ayat-
ayatnya mustahil ada mansukh. Kemudian Rasulullah membolehkan usaha penafsiran
al-Qur’an dengan bahasa ajam. Hasbi juga membedakan pengertian sunnah dengan
hadis. Hadis shahih  adalah dalil nash tidak boleh ditinggalkan. Ia menghimbau agar
hati-hati dalam menggunakan hadis.113
Sumber-sumber hukum Islam yang menjadi lapangan proses pembaharuan
Hasbi yakni: sumber yang diwahyukan yakni al-Qur’an dan as-Sunnah, sumber yang
tidak diwahyukan yakni ijma’,qaul as-s}ahabi dan ‘urf, serta sumber yang
berdasarkan akal yakni qiyas, istihsan, maslahah mursalah istishab dan sadd-
adzari’ah.114
Dalam menjelaskan produk fiqhinya Hasbi tidak terikat pada mazhab tertentu.
Apabila ditemukan pendapat para imam  yang saling bertentangan, maka Hasbi
berupaya mempertemukan dalil maupun pendapat tersebut. Jika tidak bisa
dipertemukan, maka Hasbi akan memilih pendapat yang dipandang paling kuat
landasan dalil dan paling dekat denga kebenaran. Bahkan Hasbi merumuskan
pendapatnya sendiri yang berkaitan dengan masalah-masalah tertentu dan tetap
112 Ali  Yafi’e, mata Rantai yang Hilang, dalam Pesantren, Edisi 2/Vol.II/1985, h. 32
113Nourouzzaman shiddiqi, Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy dalam perspektif Sejarah
Pemikiran Islam di Indonesia, dalam al-Jami’ah, No.35, thn 1987, h.55
114 T.M Hasbi Ash-Shiddieqy, Pengantar Ilmu Fiqhi, cet 4 (Jakarta: Bulan Bintang, 1985) h.
172-188.
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berlandaskan pada dalil-dalil yang terumuskan dalam usul fiqh, seperti pendapatnya
tentang transfusi darah. Ia juga tidak segan menolak pendapat imam mazhab yang
dianggapnya kurang kuat dalilnya dan lebih tegas lagi menolak berbagai masalah
yang dipandangnya bid’ah.
Fiqhi Indonesia yang dicetuskan Hasbi sangat mementingkan adanya lokalisasi
fiqhi yang sesuai dengan watak dan kepribadian lokal yang sangat memegang teguh
adat istiadat lokal yang dikolaborasikan dengan kaidah-kaidah hukum Islam.
Konsep pembaharuan Hasbi lebih cenderung kepada pembaharuan fiqhi yang ruang
geraknya hanya kepada konsep pembaharuan fiqhi semata. Hasbi ingin meletakkan
suatu pembangunan karakter (character building) fiqhi yang terbarukan dan
terkonstekstualisasikan secara lokal, yang bebas dari prasangaka dan dugaan yang
merendahkan dan menafikan aspek-aspek keagungan fiqih itu sendiri.115
Histori perjuangan Hasbi sejak tahun 1940 dan diperjelas lagi tahun 1960 untuk
membina fiqhi yang berwatak Indonesia. Hasbi adalah orang pertama yang
menghimbau adanya fiqhi ala indonesia sehingga membuat pro dan kontra di
kalangan ulama Indonesia. Mereka ada yang angkat  bicara menentang fiqhi (hukum
in concreto) ala Indonesia. Bagi mereka, fiqhi dan syari’at (hukum in abstracto)
adalah semakna dan sama-sama universal.
Pada tanggal 2 Rabi’ul awal 1381 H/1961 M Hasbi memberikan orasi ilmiah
yang berjudul “Syari’at Islam Menjawab Tantangan Zaman” yang diucapkan Hasbi
115 Rina Kustiana, Studi Banding antara pemikiran Hasbi Ash Shiddieqy dan Ali Yafi’e
tentang pembaharuan fiqhi, (Yokyakarta: tp, 2004) h. 102
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pada upacara peringatan dies Natalis yang pertama IAIN Sunan KaliJaga Yokyakarta.
Bunyi orasi itu sebagai berikut:
Maksud untuk membuat syari’at Islam di universitas-universitas Islam sekarang
ini, supaya fiqhi/syari’at Islam dapat menampung seluruh kemaslahatan
masyarakat dan dapat menjadi pendiri utama bagi perkembangan hukum di
tanah air kita yang tertjinta ini. Maksud kita supaya dapat menyusun suatu fiqih
yang berkepribadian kita sendiri sebagaimana sarjana-sarjana mesir sekarang
ini sedang berusaha untuk memesirkan fiqhinya”.116
Nampaknya Hasbi menghimbau agar fiqhi yang ada di Indonesia perlu di
formulasikan sesuai dengan karaktek /kepribadian bangsa Indonesia sendiri, yaitu
fiqhi yang cocok dengan kebutuhan masyarakat Indonesia seperti yang dilakukan
oleh sarjana-sarjana mesir. Bahkan Hasbi memberikan defenisi fiqhi Indonesia
sebagai berikut:
Fiqhi Indonesia ialah fiqhi yang diterapkan sesuai dengan kepribadian
Indonesia sesuai dengan tabiat dan watak indonesia. Dengan begitu fiqhi yang
oleh sebagian orang sudah dianggap sudah tidak relevan dan out of date akan
mampu memecahkan permasalahan- permasalahan baru yang muncul ditengah-
tengah kehidupan masyarakat Indonesia.117
Argumen Hasbi di atas menunjukkan perlunya pembaharuan fiqhi terhadap
bidang  yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman serta menyelesaikan masalah-
masalah baru yang muncul dengan memformulasikannya sesuai keadaan, kondisi dan
watak bangsa Indonesia. Dengan demikian fiqhi yang oleh orang sebagian tidak
dianggap relevan dan out of date akan mampu memecahkan persoalan-persoalan baru
yang muncul di tengah-tengah kehidupan masyarakat Indonesia.
116 T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, Syari’at Islam Menjawab Tantangan Zaman, cet. Ke-1
(Yokyakarta al-Jami’ah al-Islamiyah Sunan Kalijaga Yokyakarta, 1961), h. 41
117 T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, Syari’at Islam Menjawab Tantangan Zaman,, h.42
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Hasbi berpegang pada sejarah perkembangan fiqhi (ta>rikh tasyri’), untuk
menjustifikasi lokalitas fiqhi Indonesia yang diungkapkannya, Menurutnya bahwa
bukti fiqhi lokal sudah muncul sejak awal penyebaran Islam melewati batas-batas
Mekkah dan Madinah dapat dilihat dengan munculnya Mazhab Hanafi di Kufah,
Maliki di Madinah, Syafi’i di Bagdad dan Mesir, serta Hanbali di Bagdad,  adalah
contoh terpopuler. Lokalitas mazhab-mazhab tersebut, menurut Hasbi, disebabkan
perbedaan pendapat, tempat, adat istiadat dan jiwa si mujtahid tersebut.118
Peristiwa yang mendorong lahirnya ide Hasbi tentang fiqhi ala Indonesia ialah
gejala historis sosiologis yang menggambarkan tentang perlakuan fiqh di kalangan
kaum muslimin Indonesia. Hasbi mengamati fiqh seakan lesu darah, ibarat kitab tua
yang sudah di makan rengat, dibuang sayang tetapi sudah tidak dapat dibaca lagi.
Dalam buku Beberapa Permasalahan Hukum Islam, Hasbi memaparkan
metode pengikut Muhammad Abduh dalam mengembangkan dan menggali Hukum,
berfokus pada tiga hal yaitu 1) Memetik hukum dari empat mazhab mana yang lebih
baik dan manfaat bagi masyarakat. 2) Memungut hukum dari segala Mazhab dan 3)
Berijtihad, menetapkan suatu hukum yang tidak ditemukan dalam mazhab-mazhab
yang telah berkembang seperti masalah bank.119 Dengan langkah-langkah tersebut
menurut Hasbi dapat mendekatkan mazhab dengan mazhab, dan dengan berangsur-
118 Yudian Wahyudi, Ushul Fiqhi Versus Hermeneutiika, h. 39
119 TM. Hasbi Ash Shiddieqy, Beberapa Permasalahan Hukum Islam, (Jakarta, Tintamas;
1975), h.37
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angsur akan menuju kepada kesatuan mazhab, sehingga  dapat memenuhi hajat
masyarakat dalam menghadapi tantangan zaman.
Menurut Hasbi kita harus mendatangkan pembaharuan, memperbaharui yang
telah lama, tetapi harus berhati-hati dalam mendatangkan pembaharuan. Bukanlah
pembaharuan itu meninggalkan nash, tetapi pembaharuan adalah mengembalikan
keadaan seperti keadaan semula. Oleh karena itu seorang mujtahid pandai
menanggapi makna nash, pandai menanggapi ruhut tasyri’, pandai menanggapi
makna-makna nash. Harus mempergunakan ijtihad dalam menghadapi masalah-
masalah hukum yang belum ada di masa-masa lalu. Bukan hendak membuat mazhab
baru, hanya mencari hukum bagi sesuatu yang tumbuh sekarang ini yang belum ada
hukumnya dimasa-masa yang telah lalu.120
Dengan ketiga langkah-langkah mengembangkan dan menggali hukum yang
dilakukan Muhammad Abduh dan komentar Hasbi tentang hal tersebut dalam upaya
pembaharuan fikih di Indonesia maka, dapat difahami bahwa Hasbi mengikuti
semangat pembaharuan Muhammad Abduh dalam pembaharuan pemikiran umat
Islam.
Selain mengikuti semangat pembaharuan Muhammad Abduh, Hasbi juga
menghimbau kepada ulama agar dapat mencetak kader-kader mujtahid seperti
ungkapannya berikut:
Para ulama sekarang ini mempunyai dua tugas: Pertama, meningkatkan nilai
ilmiah kita sendiri masing-masing sehingga masing-masing kita dapat mencapai
120 TM. Hasbi Ash Shiddieqy, Beberapa Permasalahan Hukum Islam, h. 37
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derajat ijtihad. Mencapai derajat ijtihad bukanlah suatu problema yang tidak
bisa dicapai. Kedua, membentuk kader-kader mujtahid yang akan dapat
menjawab tantangan masa menghadapi masalah-masalah hukum yang
berkembang dalam masyarakat di masa-masa yang akan datang.121
Dalam mengatasi masalah yang dihadapi menurut Hasbi hendaknya
melakukan ijtihad jama’i (ijtihad kolektif)122, bukan fardiy. Lebih baik melakukan
ijtihad kolektif daripada ijtihad perorangan sebab ijtihad fardiy akan menumbuhkan
aneka ragam pendapat pula. Hasbi menyadari bahwa akan banyak peristiwa baru
bermunculan yang menuntut kepastian hukum, sementara syara’ itu sendiri sudah
terhenti sejak lama, baik berupa ayat al-Qur’an maupu al-Hadis.
Salah satu contoh ijtihad kolektif yang dikemukakan Hasbi adalah kesepakatan
sahabat untuk mengangkat Abu Bakar menjadi kepala Negara dan kesepakatan
mereka terhadap tindakan Abu bakar yang menunjuk Umar sebagai penggantinya
serta kesepakatan mereka menerima ajaran Umar supaya al-Qur’an ditulis dalam
mushaf, padahal yang demikian itu tidak dilakukan di masa Rasul. Umar juga sering
mengumpulkan para sahabat untuk memusyawarakan sesuatu perkara. Jika para
sahabat sepakat maka Umar pun melaksanakannya.123 Nourouzzaman menyamakan
ijma dengan ijtihad kolektif.124 Hasbi berpendapat bahwa lembaga ijtihad kolektif
121 TM. Hasbi Ash Shiddieqy, Beberapa Permasalahan Hukum Islam , h.38-39
122 Ijtihad kolektif adalah suatu ijtihad terhadap suatu masalah yang disepakati oleh semua
mujtahid. Menurut Hasbi ijtihad kolektif  berdasarkan Hadis Nabi:  هوﻠﻌﺟﺎﻓ نﯾﻧﻣؤﻣﻟا نﻣ نﯾﻣﻟﺎﻌﻟا ﮫﻟ اوﻌﻣﺟا
(نﯾﻟادﺑﻋ نﺑا هاور) دﺣاو ىارﺑ  ﮫﯾﻓ اوﺿﻘﺗ ﻻو مﻛﻧﯾﺑ  راوﺷ TM. Hasbi Ash Shiddieqy, Pengantar Hukum Islam, h.
164.
123 TM. Hasbi Ash Shiddieqy, Pengantar Hukum Islam, h. 55 dan h. 194
124 Nouruzzaman Shiddiqi, Fiqhi Indonesia Penggagas dan Gagasannya, h. 120-121
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kedudukannya sama dengan Ahl al-Halli wa al-Aqdi.125 Sebuah lembaga yang
beranggotakan para ulama dan ilmuan dari seluruh cabang ilmu pengetahuan yang
mempunyai kemampuan untuk berijtihad seperti yang disyaratkan oleh ilmu fiqhi
yang bertugas menetapkan sebagai lembaga pembinaan hukum.
125 Ahl al-Halli wa al-Aqdi adalah istilah Arab yang digunakan Hasbi yang disamakan
lembaga-lembaga pemerintahan yang dalam konteks Indonesia disamakan dengan lembaga legislasi,
lembaga DPR/MPR, MUI. Lembaga ini harus berada dibawah naungan penguasa agar ketetapan
hukum yang dilahirkan mendapat legitimasi dari penguasa demi terundangkannya hasil hukum yang
telah ditetapkan.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Hasbi adalah seorang otodidak. Selain faktor bawaan dari leluhur  dan orang
tuanya yang membentuk diri Hasbi, juga faktor pendidikan. Hasbi seorang
pekerja keras, disiplin, sikapnya suka memprotes dan cenderung
membebaskan diri dari kungkungan tradisi dan mandiri tidak terikat pada
sesuatu pendapat lingkungannya. Ia juga dikenal di masyarakat karena sering
turut berdakwah, berdiskusi dan berdebat. Hasbi tidak gusar jika pendapatnya
dibantah. Dari sikapnya inilah yang nantinya membuat ia menolak bertaklid
bahkan berbeda faham dengan orang yang sealiran dengannya. Kontribusi
pemikiran diberikan Hasbi bagi pengembangan hukum Islam adalah bahwa
prinsip-prinsip hukum Islam sebenarnya memberikan peluang dan ruang
gerak yang lebar bagi pengembangan hukum Islam karena pintu ijtihad
terbuka. Salah satu faktor yang menjadi penghambat perkembangan hukum
Islam adalah adanya ikatan emosional yang begitu kuat (fanatik, ta‘ashshub)
terhadap madzhab yang dianut oleh umat Islam. Dan untuk membentuk fiqh
baru ala Indonesia, diperlukan kesadaran dan kearifan lokal yang tinggi dari
banyak pihak, terutama ketika harus melewati langkah pertama, yaitu
melakukan refleksi historis atas pemikiran hukum Islam pada masa awal
perkembangannya. Perspektif ini mengajarkan bahwa hukum Islam baru bisa
232
berjalan dengan baik jika ia sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat.
Yakni, hukum yang dibentuk oleh keadaan lingkungan atau dengan
kebudayaan dan tradisi setempat (adat dan ‘urf), bukan dengan memaksakan
format hukum Islam yang terbangun dari satu konteks tertentu kepada
konteks ruang dan waktu baru. Perubahan dan perkembangan pemikiran
hukum Islam bukan saja dibenarkan, tetapi merupakan suatu kebutuhan,
khususnya bagi umat Islam yang mempunyai kondisi dan budaya yang
berbeda dengan Timur Tengah seperti Indonesia. Mengapa demikian, hal ini
karena: Pertama, banyak ketentuan-ketentuan hukum Islam yang diterapkan
di Indonesia merupakan produk ijtiha>d yang didasarkan kondisi dan kultur
Timur Tengah. Oleh karena itu, dalam upaya mereaktualisasi hukum Islam
agar mampu memberikan jawaban-jawaban atas kebutuhan dan permasalahan
baru yang muncul dalam masyarakat Indonesia, maka perlu dilakukan ijtihad
yang didasarkan pada kepribadian dan karakter bangsa Indonesia.
2. Metode istinba>t} hukum yang digunakan TM. Hasbi Ash Shiddieqy dalam
menetapkan hukum berdasar pada metode bayani, komparasi dan bi al ra’yi.
Hal ini dapat dicermati pada kajiannya tentang perkawinan beda agama,
Shalat Jum’at dan bank Air Susu Ibu (ASI). Untuk memudahkan penerapan
metode di atas, ia menggunakan pendekatan sosial-kultural-historis dalam
segala proses pengkajian dan penemuan hukum Islam yang bertitik tolak pada
urf. Metode istinba>t yang dilakukan Hasbi pada dasarnya merupakan
modifikasi dari metode-metode istinba>t} yang pernah ada dengan
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memberikan tekanan pada hal-hal tertentu meskipun dalam mejawab
permasalahan hukum tetap tidak meninggalkan pendapat-pendapat ulama
terdahulu. Hal ini dapat diketahui sesuai dengan penalaran hukumnya tentang
perkawinan beda agama, shalat Jum’at dan Bank ASI yang penulis sebutkan
dalam disertasi ini. Ciri khas yang dapat diketahui dari Hasbi adalah karena
usahanya untuk mengembangkan hukum Islam secara dinamis dan kreatif
sesuai dengan kondisi dan situasi umat Islam Indonesia yang berkaitan
dengan kemaslahatan. TM. Hasbi Ash Shiddieqy dalam menggunakan
metode istinba>t} hukumnya telah memposisikan al-Qur'an sebagai pijakan
dasar dalam menentukan hukum terhadap suatu peristiwa yang muncul di
masyarakat. Jika al-Qur'an tidak menunjukkan aspek hukumnya secara tegas,
maka Hasbi menggunakan Hadits sebagai sumber hukum yang kedua.
Demikian pula manakala al-Qur'an dan Hadits tidak memberi petunjuk
secara qat’i, maka Hasbi menggunakan ijma’, qiya>s, mas}lahah mursalah
dan urf.
B. Implikasi
1. Kemajuan IPTEK dewasa ini berimbas secara langsung pada perubahan
sosial dan dinamika masyarakat yang pada akhirnya memunculkan
permasalahan hukum yang menuntut kajian dan analisis terhadap hukum
yang dikandungnya. Oleh karena itu para ahli hukum Islam dituntut untuk
melakukan istinba>t} dengan melihat permasalahan yang ada ke dalam
berbagai tinjauan; baik politik, ekonomi maupun sosial kemasyarakatan,
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sebab pemecahan permasalahan yang muncul selalu menuntut dari
berbagai sudut pandang.
2. Selayaknya dalam memahami nash tidak hanya secara tekstual semata
tetapi hendaknya secara kontekstual juga agar tujuan pensyari’atan suatu
hukum dapat ditemukan yaitu terwujudnya kemaslahatan bagi umat
manusia.
3. Dalam mengistinbatkan suatu hukum hendaknya bersifat independen dan
tidak dipengaruhi atau mengikuti kebijakan lembaga manapun apabila
kebijakan tersebut tidak memiliki sumber yang valid.
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